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Kata Sambutan

Sejak 2013, Unesa telah membentuk Pusat Studi dan La
yanan Disabilitas (PSLD) dengan tugas utama  mela ku   kan 

kajian, layanan kepada mahasiswa disabilitas, dan mem  beri
kan layanan kepada anakanak berkebutuhan khu sus. Pem
bentukan lembaga ini mengisyaratkan besarnya ke pe dulian 
Une sa terhadap mahasiswa disabilitas jauh sebe lum Undang
Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyan dang Disa bilitas 
la hir, di mana pada Pasal 42 (3) menyatakan, bahwa “setiap 
pe   nyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pem
ben   tukan unit layanan disabi litas”. Begitu pula dengan Pa sal 
44 yang menyatakan, bahwa “perguruan tinggi yang me     nye 
lenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan ma ta
kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum”.  Su dah 
sejak 2013 Unesa telah memasukkan matakuliah ter se but da
lam kurikulum pada jurusan/prodi keguruan. 

Kami menyadari pentingnya matakuliah pendidikan in
klusif ini bagi mahasiswa keguruan, karena kelak dalam men
jalankan profesinya sebagai guru pasti akan berhadapan de
ngan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konteks 
la   yan  an pendidikan bagi semua yang tidak diskriminatif 
Une   sa sudah sampai pada tingkat peningkatan mutu. Oleh 
se   bab itu, saya sangat mengapresiasi diterbitkannya buku Pe
ngantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal ini.  Apa 
lagi dalam buku ini mengangkat issue budaya lokal yang di



vi

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

kem bangkan dari hasil penelitian dan pengalaman penulis 
sebagai konsultan pendidikan inklusif, diharapkan da  pat 
mem      perkaya wawasan dan menginspirasi mahasiswa, mau
pun pe  merhati pendidikan inklusif di Indonesia. 

Surabaya, Desember 2017
Rektor Unesa

Prof. Dr. Warsono, MS.



Kebijakan tentang sistem pendidikan inklusif telah men
jadi kesepakatan internasional, seperti tercantum dalam 

Declaration of Human Rights (1948), juga Convention on The 
Rights of The Child (1989) yang telah diratifikasi oleh peme
rintah Indonesia menjadi, Education For All yang di de kla
rasikan di Bangkok (1991), Salamanca Statement mengenai 
pendidikan kebutuhan khusus (1994), Permediknas Nomor 
70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Di
dik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecer dasan 
dan/atau bakat istimewa, dan UndangUndang No mor 8 Ta
hun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permen ris
tekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus 
dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. 

Beberapa landasan tersebut menegaskan, bahwa pendi
dik  an baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
mau   pun di perguruan tinggi harus dilaksanakan secara inklu
sif, sehingga proses penyelenggaraan sistem pendidikan yang 
me   misahkan individu dari komunitasnya merupakan pelang 
gar  an terhadap hakhak asasi manusia.

Di Indonesia sampai saat ini mengenai tigs model sistem 
pen didikan bagi anak berkebutuhan khusus: (1) Model seko
lah khusus sesuai dengan jenis kecacatannya, dengan nama 
Sekolah Luar Biasa (SLB); (2) Model sekolah terpadu sesama 
anak berkebutuhan khusus, dengan nama Sekolah Dasar Luar 

Prakata
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Biasa (SDLB); dan (3) Model sekolah terpadu, yaitu anak ber 
kebutuhan khusus terpilih diintegrasikan pada sekolah regu
ler tertentu yang telah dipersiapkan.

Para profesional pendidikan luar biasa (PLB) menilai, 
bah  wa penyelenggaraan sekolah dengan dua sistem (sekolah 
khu sus dan sekolah reguler) bersifat diskriminatif yang berten
tangan dengan nilainilai moral, dan hakhak asasi manusia. 
Pada tataran operasional dipandang tidak efisien. Semen tara 
pola pendidikan inklusif diyakini akan mampu menun tun ke 
arah tercapainya universal primary education (UPE).

Konsep dasar paradigma pendidikan inklusif adalah, “dif
fe  rentiates education for this diversity”. Implikasi dari para
digma pendidikan inklusif tersebut dalam praktik pen didikan 
ter  jadi perubahan radikal baik pada tataran kon septual mau
pun ope rasionalnya. Seperti sebutan “anak cacat, luar biasa, 
dan ber kelainan”, yang cenderung berbau labeling, bergeser 
menjadi “anakanak dengan kebutuhan pendidikan khusus” 
(special education needs), yang dipandang lebih ber  nuansa 
edukatif dan mencakup kebutuhan yang lebih be ra  gam. Pada 
tataran operasional sistem pendidikan segre gasi di pandang 
tidak sesuai lagi dan diarahkan menuju pendidikan yang 
inklusif.

Dewasa ini telah cukup tersedia literatur tentang konsep 
dan model sistem pendidikan inklusif. Namun kebanyakan 
ber asal dari negara asing, dengan bahasa asing dan tentunya 
dilandasi konsep berpikir serta latar belakang budaya penu
lis nya pula. Penulis meyakini, bahwa sebaik apa pun konsep 
dan model pendidikan inklusif, bila tidak dilandasi oleh ke
rangka pikir dan kajian budaya setempat, belum tentu dapat 
di  implementasikan secara utuh. Oleh sebab itu, kehadiran 
bu ku ini diharapkan mampu memberikan tambahan bacaan 
bagi siapa pun yang peduli dan menaruh perhatian terhadap 
layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus.
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Prakata

Sistematika yang dikembangkan dalam buku ini adalah: 
(1) latar belakang dan pemikiranpemikiran baru dalam pen
di  dikan inklusif, (2) filosofi dan prinsipprinsip dasar pendi 
dik an inklusif, (3) konteks sistem sosial pendidikan inklusif, 
(4) per spektif budaya pendidikan lokal, (5) asesmen kesiapan 
me nuju pendidikan inklusif, (6) penyelenggaraan pendidikan 
inklusif berbasis budaya lokal, (7) kualifikasi pembinaan dan 
karier personal, dan (8) layanan kebutuhan khusus dalam 
pen  didikan inklusif.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan pe
nga laman terbaik selama membantu kementerian pen di dik
an dan kebudayaan maupun pendidikan tinggi dalam pe
nye lenggaraan pendidikan inklusif, dan selama membe rikan 
pendampingan kepada sekolah penyelenggara pendidikan in
klusif di Indonesia. Buku ini disusun sebagai referensi utama 
bagi mahasiswa program kependidikan Unesa maupun para 
pemegang kebijakan kependidikan, serta pemerhati pendi
dik an inklusif di Indonesia. Aamiin...
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A. LATAR BELAKANG

1. Jalan Panjang Menuju Pendidikan Inklusif
Di Indonesia, praktik penyelenggaraan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus sejak 1901 telah diseleng garakan 
oleh Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM) mau pun ke-
lompok-kelompok keagamaan. Pemerintah (Dep dik bud) baru 
mulai mengambil peran secara nyata sekitar tahun  1980-an 
dalam bentuk pendirian sekolah dasar luar bia  sa (SDLB), di 
mana anak-anak berkebutuhan khusus di di dik bersama da -
lam satu sekolah, namun mereka masih ter  pi sah dengan 
anak-anak normal (segregasi). Filosofi yang me landasi, bahwa 
me reka memiliki kelainan (exceptional), maka harus dibe ri-
kan layanan khusus secara terpisah pula. Ke  dua jenis sekolah 
ter sebut (SLB dan SDLB) disorot masih ber nuansa diskri mi-
natif. 

Pada pertengahan 1980-an, Yayasan Helen Keller Interna-
sional (HKI) mensponsori berdirinya sekolah terpa du (ma
in streaming) terutama bagi anak tunanetra, bekerja sama 
de  ngan pemerintah. Filosofi yang melandasi ada lah men de-
kat kan anak cacat dengan dunia nyata, yaitu masya    ra kat se cara 
luas. Program sekolah terpadu ini men da pat dukungan kuat 
dari pemerintah, namun masih kurang memperhatikan aspek 

1
Pendahuluan
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budaya setempat, dan lebih meng utamakan ide pen cetus dan 
sponsornya (HKI). Dalam perjalanannya, program ini tidak 
dapat berkembang sebagai mana yang diharapkan atau de-
ngan kata lain kurang populer, sekalipun dalam beberapa 
aspek telah mendapatkan penyesuaian. Sekalipun program 
tersebut tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, tetapi 
telah tercatat sebagai tonggak diintegrasikannya anak berke-
butuhan khusus pada sekolah reguler.

Perubahan mendasar dalam dunia pendidikan luar bia-
sa dalam skala internasional secara radikal terjadi pada awal 
90-an, dengan lahirnya paradigma inklusi yang sarat de   ngan 
muatan humanistik dan penegakan hak-hak asasi ma nusia  
(HAM). Core dalam paradigma inklusi adalah pem be    rian 
layan an pendidikan dalam keragaman. Meijer, dkk (1997) 
me  nya takan, bahwa pendidikan inklusif itu penekan an  nya 
terle tak pada suatu sistem pendidikan yang mampu me nam-
pung seluas mungkin masyarakat yang beragam dan dengan 
memberikan layanan pendidikan yang berbeda pula. Impli-
kasinya terhadap perubahan paradigma tersebut ber dampak 
terjadinya perubahan radikal, baik pada tataran kon septual 
maupun sistem operasionalnya, seperti sebutan anak cacat, 
luar biasa, berkelainan, yang berbau labeling dan cenderung 
diskriminatif, bergeser menjadi anak-anak dengan kebutuhan 
pendidikan khusus (special edu  cation needs). Batasan tersebut 
dipandang lebih elegan dan mencakup variansi kebutuhan 
yang lebih beragam. Pada tataran sistem operasional layanan 
kependidikannya meng geser pola segregasi menuju pola in-
klusi, atau dari sekolah untuk anak normal dan sekolah untuk 
anak berkebutuhan khusus menjadi satu jenis sekolah untuk 
semua anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Susan 
Stain back (1994) mene gaskan dengan sebutan pendidikan 
bagi semua siswa dalam sekolah reguler. Educating All stu
dents in Regular Education, selanjutnya dalam buku ini dise-
but pendidikan inklusif (in clusive education).

Para profesional dalam pendidikan luar biasa menilai, 
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bah  wa penyelenggaraan sekolah dengan dua sistem (sekolah 
khu sus dan sekolah reguler) sebagaimana dilaksanakan di In-
donesia sampai saat ini, secara nyata menunjukkan adanya 
dis kriminasi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, hak-
hak asasi manusia, dan dipandang tidak efisien (Marozas dan 
Deborah, 1998). Sementara pola pendidikan inklusif diyakini 
akan mampu menuntun ke arah tercapainya universal prima
ry education (UPE), sebagaimana telah dilakukan di Amerika, 
Kanada, Australia, dan New Zeland, yang telah menerapkan 
pola tersebut sejak awal 90-an, begitu pula di wilayah Asia, se-
perti Nepal, India, Srilanka, China, (Lynch, 1994).

Di Indonesia sejak akhir 1990-an pada kalangan profesi-
onal pendidikan luar biasa mulai ramai membicarakan ten -
tang pendidikan inklusif, dalam bentuk seminar-seminar, 
dis kusi pa nel, dan sejenisnya. Beberapa di antaranya seminar 
dan work shop difabel, telah menghasilkan “Deklarasi Malio-
bo ro”, yang intinya meyakini bahwa sistem pendidikan inklu-
sif paling tepat dan perlu segera direalisasikan (Yogyakarta, 
17 maret 2001). Di Bandung pada pertengahan Mei 2002, 
kaum difabel menggelar unjuk rasa di hadapan DPRD se-
tempat, salah satu tuntutannya adalah penghapusan sistem 
eksklusif (SLB) diganti dengan sekolah inklusif. Pada sisi lain 
kalangan praktisi maupun birokrasi masih menampakkan 
adanya dualisme antara yang ingin berubah (progresif) dan 
ka langan yang ingin aman-aman saja (konservatif), sehingga 
cen derung menimbulkan polemik dan perdebatan yang tiada 
akhir, ironinya hal tersebut justru terjadi pada masyarakat 
pendidikan luar biasa sendiri. 

Balitbang Depdiknas telah mengadakan kajian penerapan 
model pendidikan inklusif di Gunung Kidul, Yogyakarta, de-
ngan menerapkan konsep-konsep dasar pendidikan inklusif. 
Hasil uji coba tersebut selanjutnya oleh Direktorat Pendidikan 
Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional digunakan se-
bagai model pengembangan pendidikan inklusif di Indone sia 
(Workshop PGPLB Dikti, Mei 2002). Tindakan nyata direk to-
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rat PLB, Dirjen Dikdasmen Depdiknas (2001-2002) tentang 
pendidikan inklusif telah masuk dalam agenda tahunannya, 
da  lam bentuk penyiapan dan pengkajian.

Reaksi terhadap sistem pendidikan inklusif seperti ter tu-
ang di atas, menunjukkan adanya komitmen kuat dari ma  sya-
rakat yang dimotori dari kalangan LSM dan disambut po si tif 
dari pemerintah untuk segera melaksanakan program pen di -
dikan inklusi, sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan Di-
rektorat PLB (2001), “upaya pendidikan harus diwujudkan di 
Indonesia”.

Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 
(PKLK) sejak 2012 melakukan gerakan nasional pen di dikan 
in  klusif, dengan tujuan agar semua lembaga pemerin tah dan 
masyasrakat mengenal, memahami, dan mengimple men ta-
sikan pendidikan inklusif. Bentuk nyata gerakan ini  ada lah 
Direktorat PKLK memberikan stimulan dalam bentuk ban tu-
an pemerintah (Banper) kepada kelompok kerja (Pokja) Pen-
di dikan inklusif provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya 
Pok ja inklusif penerima Bamper tersebut menggerakkan 
se    luruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk me-
nye     lenggarakan pendidikan inklusif. Mulai dari sosialisasi, 
pe         nguatan regulasi, pembentuk piloting sekolah inklusif, 
pe     ning  katan kompetensi Pokja dan guru di sekolah inklusif, 
pe  nguat an pangkalan data dan informasi dan ujungnya de-
klarasi sebagai provinsi, kabupaten/kota inklusif. Dampak 
dari gerakan ini sangat menggembirakan, pada saat ini lebih 
dari 12 provinsi dan 113 kabupaten/kota telah mende kla ra-
sikan  sebagai provinsi, kabupaten/kota inklusif.

Sekalipun sistem pendidikan inklusif telah dideklarasikan 
dan menjadi komitmen bangsa, tidak berarti bahwa sistem 
pen   didikan inklusif di Indonesia dengan serta-merta dapat 
ber  jalan seperti yang diharapkan, dan agar tidak tercabut dari 
akarnya maka aspek historis pendidikan luar biasa di Indo-
nesia perlu dipertimbangkan.
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2. Potret Historis Pendidikan Luar Biasa (PLB)   
di Indonesia
Nasichin (2002), membagi perkembangan pendidikan luar 

biasa di Indonesia dalam tiga tahapan, yaitu tahap transisi, 
tahap perintisan, dan tahap pengembangan (1975-1995).

a. Tahap Transisi (1945-1965)
Titik berat dalam tahapan ini yakni menemukan pijakan 

filosofis-ideologis sebagai konsekuensi beralihnya pendidikan 
sistem kolonial ke sistem Indonesia Merdeka berdasarkan 
Pan casila dan Undang-undang Dasar 1945, dari segi teknis 
edu  katif.

Mengingat kekhasan dan kekhususan proses belajar me   -
ng ajar di sekolah luar biasa, meskipun jumlah murid di se-
mua sekolah luar biasa (SLB) pada waktu itu hanya se ki tar 
100 orang, kekurangan guru dan alat pelajaran  benar-be nar 
dirasakan. Untuk mengatasi kekurangan guru lem ba ga-lem-
baga PLB menerima guru-guru sekolah biasa yang ber mi-
nat pada PLB dengan diberikan penataran kilat menge nai 
PLB. Pada permulaannya urusan pendidikan luar biasa di-
ti tipkan pada Pendidikan Asing Jawatan Pendidikan dan 
Pe ngajaran Departemen PPK. Setelah Republik Indonesia 
mem   peroleh pengakuan oleh dunia internasional dan sudah 
men  jadi anggota PBB, pemerintah mengirim beberapa tokoh 
bangsa Indonesia pemerhati PLB ke beberapa negara maju 
un tuk memperoleh pengalaman ke-PLB-an di negara yang 
di kunjungi, dengan maksud setelah kembali ke Tanah Air 
dapat mengembangkan pendidikan luar biasa di Indonesia. 
Se mentara itu, pemerintah pusat mempersiapkan terben tuk-
nya; (1) Lembaga Pendidikan Guru PLB, (2) Perangkat teknis-
administratif PLB di Jawatan Pengajaran Departemen PPK.

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru di SLB yang ber-
ke layakan dalam waktu dekat, Departemen PPK dengan Surat 
Putusan Nomor 24954/Kab tertanggal 26 juli 1952 men di rikan 
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Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa (SGPLB) yang lulusannya 
berwenang mengajar di SLB. SGPLB pertama ini dibuka di 
Bandung mempunyai tiga jurusan, yaitu jurusan pen didikan 
anak buta, jurusan pendidikan anak tuli-bisu, dan jurusan 
un  tuk anak terbelakang. Berdirinya SGPLB di Bandung itu 
kemudian disusul dengan Surat Keputusan Nomor 33075/
Kab tertanggal 27 september 1952, yang menetapkan terhi-
tung mulai 1 september 1952, tiga SLB milik swasta yang ber-
ke dudukan di Bandung, digunakan sebagai Sekolah Rakyat 
Latihan Luar Biasa (SRLLB) tempat praktik pelajar SGPLB 
Negeri Bandung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pendidikan dan Pe-
ng arahan No. 12 Tahun 1954 di seluruh wilayah Negara Re-
pu blik Indonesia, dan tersedianya guru-guru lulusan SGPLB 
angkatan I dan II yang disebarkan ke berbagai provinsi. Mes-
kipun terbatas jumlahnya dapat memotivasi masyarakat un-
tuk tidak hanya memperhatikan pendidikan bagi anak-anak 
biasa saja, tetapi perlu juga memperhatikan pendidikan bagi 
anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini terbukti pada tahun 
1958 telah didirikan beberapa Yayasan Pendidikan Luar Biasa 
di berbagai provinsi yang mengelola SLB-SLB yang baru.

b. Tahap Perintisan (1965-1975)
Sebagai perintisan pengembangan pendidikan luar biasa 

di perguruan tinggi, maka pada tahun akademik 1964/1965 
IKIP Bandung membuka Jurusan Pendidikan Luar Biasa, un-
tuk menyediakan tenaga-tenaga guru bagi lapangan pendi-
dikan luar biasa. Langkah IKIP Bandung ini diikuti oleh IKIP 
Yogyakarta, IKIP Jakarta, UNS Surakarta. Demikian pula di-
buka SGPLB baru, selain di Bandung pemerintah membuka 
SGPLB baru di Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

Para lulusan PLB IKIP/UNS maupun dari SGPLB terdis-
tribusi mengisi kekurangan guru pada SLB-SLB yang telah ada 
serta sebagian merintis mendirikan SLB baru. Populasi SLB 
pa da tahap perintisan sebagian besar masih terkonsentrasi 
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pada kota-kota besar di wilayah Pulau Jawa. Adapun untuk wi-
layah di luar Pulau Jawa baru mulai terasa semangatnya men-
jelang akhir tahap perintisan. Lembaga penyelenggara SLB 
dapat dikatakan hampir 100 persen dilakukan oleh yayasan-
ya yasan swasta terutama kalangan organisasi keagamaan.

c. Tahap Pengembangan (1975-1995)
Sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian ma-

sya rakat terhadap anak berkebutuhan khusus, jumlah anak 
ber ke butuhan khusus yang teridentifikasi juga semakin me-
ningkat jumlahnya. Kondisi tersebut memacu pertum buhan 
SLB yang memberikan layanan pada jenis kelainan yang se-
makin beragam. Dengan dicanangkannya wajib belajar bagi 
anak-anak usia sekolah (6-12 tahun), pemerintah melalui In-
struksi Presiden No. 4 Tahun 1982, pemerintah membuka 200 
SDLB yang tersebar di kota-kota maupun kabupaten. Tujuan 
pendirian SDLB tersebut dimaksudkan untuk mempercepat 
dan mempertinggi daya tampung sekolah bagi anak berkebu-
tuhan khusus. Seiring dengan semakin meningkatnya SLB 
dan SDLB, maka lembaga-lembaga pendidikan luar biasa 
yang ada tidak mampu menyediakan permintaan kebutuh-
an lapangan. Untuk itu pemerintah mendirikan dua SGPLB 
baru di Padang dan Makasar. Pada tingkat perguruan tinggi, 
pemerintah juga membuka Jurusan PLB baru pada IKIP Ma-
nado, UNINUS Bandung, dan IKIP PGRI Surabaya. Semen-
ta ra untuk memperkuat pada jajaran birokrasi ke-PLB-an 
pe   merintah juga menambah tenaga administratornya yang 
di  rekrut dari sarjana PLB sampai tiga angkatan berturut-turut 
(1984, 1985, dan 1986).

Di tengah maraknya pendirian SLB baru, pada pertengah-
an 1980-an Yayasan Helen Keller Internasional (HKI), me-
nawarkan konsep baru dalam memberikan layanan bagi anak 
berkebutuhan khusus (ALB), yaitu model sekolah terpadu 
(ma  instream). Filosofi yang melandasi yakni mendekatkan 
ALB dengan dunia nyata, yaitu masyarakat secara luas. Pro-
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gram sekolah terpadu ini mendapat dukungan kuat dari pe-
me rintah, oleh sebab itu pemerintah segera mendirikan uji 
coba model sekolah terpadu. Pada tahap awal uji coba khusus 
bagi anak tunanetra.

Perintisan dan uji coba sekolah terpadu terjadi pada per-
tengahan tahun 80-an, bekerja sama dengan Yayasan Helen 
Keller Internasional (HKI). Pada tahap awal sasaran dikhu-
suskan bagi anak tunanetra. Pada tahapan berikutnya kaum 
akademisi mulai mengkritisi akan rendahnya mutu layanan 
pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah PLB. 
Program aktual dalam upaya meningkatkan mutu PLB terse but 
ditandai dengan diadakannya penataran-penataran maupun 
pelatihan-pelatihan bagi para guru SLB, maupun tenaga ker-
ja administrator PLB secara nasional, serta peningkatan kua-
lifikasi guru SLB setara S-1. Pada sisi lain pada 1995 lem baga 
SGPLB dialih fungsikan dan/atau ditingkatkan kua lifikasinya 
menjadi S-1 perguruan tinggi terdekat.

Legitimasi posisi PLB di Indonesia menjadi lebih kukuh 
dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seba-
gai mana pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 
No. 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa pada tang-
gal 31 Desember 1991.

Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pada ska-
la, nasional, regional, maupun Internasional juga semakin di-
tingkatkan seperti dengan (DNIKS, HKI, BRAILLO, UNICEF).

3. Terminologi
a. Anak dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus

Sebelum membahas terminologi tentang anak-anak de-
ngan kebutuhan pendidikan khusus yang pada saat ini di Indo-
nesia lebih dikenal dengan sebutan anak berkebutuhan khu-
sus, terlebih dahulu perlu dipahami tentang beberapa konsep 
yang memiliki makna berhimpitan untuk subjek yang sama 
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yang keberadaannya telah terlebih dahulu dianggap mapan. 
WHO mengembangkan tiga istilah yang berbeda yaitu: (1) 
Impairment, yang merujuk pada kelainan atau kekurangan 
(deficit) secara organik yaitu hilangnya atau adanya abnor-
malitas dari struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, maupun 
anatomis baik yang bersifat menetap maupun tidak menetap; 
(2) Disability, lebih merujuk pada keterbatasan-keterbatasan 
performance suatu aktivitas sebagai akibat dari adanya sua-
tu gangguan (impairment), dalam perilaku kehidupan yang 
dianggap normal. Ini berhubungan dengan usia dan kebuda-
yaan; dan (3) Handicap, lebih merujuk pada anak-anak yang 
mengalami impairment atau disability sebagai akibat dari 
faktor-faktor sosial di luar kontrol individu sehingga individu 
tersebut kurang mampu untuk menampilkan suatu peranan 
sosial yang esensial (Lynch, 1994).

Ketiga istilah tersebut sering dirujuk oleh para pakar sesuai 
dengan bidang keilmuan yang digelutinya, atau oleh para bi-
rokrat sesuai dengan jabatan atau bidang pekerjaannya. Se-
ba gai contoh para pakar psikologi maupun konseling cen de-
rung lebih suka menggunakan terminologi disability. Adapun 
pada kalangan medik cenderung mengadopsi ter minologi 
im  pairment. Begitu pula dalam bidang birokrasi, de  partemen 
sosial cenderung menggunakan istilah anak cacat, sementara 
departemen pendidikan menggunakan istilah luar biasa. Se-
cara umum masyarakat saat ini lebih populer de ngan istilah 
cacat (handicapped) sekalipun istilah tersebut tidak sepe-
nuh  nya mampu menggambarkan karakteristik anak sebenar-
nya. Sementara pada kalangan tertentu, khususnya guru dan 
orangtua anak, lebih suka menggunakan istilah anak-anak 
yang mengalami gangguan dan anak berkebutuhan khusus. 
Ke dua istilah tersebut (mengalami gangguan dan luar biasa) 
bila dicermati secara saksama juga masih belum mampu 
meng  gambarkan karakteristik anak, tetapi lebih menekankan 
pada nilai psikososial.
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Sejalan dengan berkembangnya kajian di bidang pendi dik-
an luar biasa (PLB), serta semakin meningkatnya pemaham  an 
dan penghayatan terhadap hak-hak asasi manusia maupun 
demokratisasi dalam dunia pendidikan, muncullah istilah 
anak-anak dengan berkebutuhan pendidikan khusus (special 
edu  cational needs). Istilah anak berkebutuhan pendidikan 
khu sus terdapat dalam rentangan anak-anak yang ditemukan 
da lam ketiga kategori di atas, mulai dari anak yang kekurangan 
gizi, tenaga kerja anak dengan faktor-faktor lain yang berhu-
bungan dengan kemiskinan serta kehidupan ekonomi baik 
bagi anak-anak yang mengalami gangguan dalam mobilitas, 
pendengaran, bicara dan bahasa, penglihatan, kemampuan 
intelektual dan masalah emosi, serta kombinasi dari berbagai 
gangguan tersebut.

Lynch (1994) menyatakan, bahwa anak berkebutuhan 
pen didikan khusus adalah semua anak yang mengalami 
gang  guan fisik, mental, atau emosi atau kombinasi dari gang-
guan-gangguan tersebut sehingga mereka membutuh kan 
pen  didikan secara khusus dengan guru dan sistem/lembaga 
khusus baik secara permanen maupun temporal. Batasan ter-
sebut telah dikaitkan dengan aspek kebutuhan pendi dik an-
nya, sehingga dalam pemahaman lebih lanjut dikemu kakan 
tiga kategori anak-anak berkebutuhan pendidikan khu sus; 
(1) anak-anak yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) tapi tidak 
mengalami kemajuan yang memadai; (2) anak-anak yang ti-
dak terdaftar di SD tapi sebenarnya dapat didaftarkan di se-
kolah-sekolah yang lebih renponsif; dan (3) kelompok anak 
yang relatif sedikit yaitu mereka yang mengalami gangguan 
fisik dan mental yang berat atau yang mengalami kombinasi 
dari gangguan tersebut (kelainan ganda) yang membutuhkan 
pendidikan khusus yang kompleks.

Bila batasan Lynch seperti tersebut di atas digunakan, 
maka cakupan subjek sasaran dalam pendidikan khusus (pen-
didikan luar biasa) ruang dan variansinya menjadi semakin 
luas. Hal tersebut mengandung makna, bahwa konsep teoretis 
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pada kaum intelektual pendidikan khusus telah berupaya me-
nembus bidang-bidang disiplin keilmuan lain terkait sejalan 
dengan filosofi APNIEVE UNESCO yaitu, belajar untuk hidup 
bersama dalam damai dan harmoni.

BOKS 1: Filosofi APNIEVE UNESCO

 Belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni adalah suatu 
pro ses yang dinamis, holistik dan sepanjang hayat di mana saling 
meng hormati, mengasuh (memerdulikan) dan berbagi, keharusan, 
tanggung jawab sosial, solidaritas, kesediaan menerima dan toleransi 
kemajemukan antarperorangan dan antarkelompok (etnik, sosial, 
budaya, agama, nasional, dan regional), didarahdagingkan dan di
pratikkan bersamasama untuk memecahkan masalahmasalah dan 
berusaha ke arah masyarakat yang adil dan bebas, damai, dan de
mokratis.

 Proses ini mulai dengan pembangunan damai batin di dalam benak 
dan hati orangorang yang berupaya mencari kebenaran, pengetahun, 
dan pengertian keberdayaan masingmasing dan penghargaan atas 
nilainilai bersama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

 Belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni memerlukan kualitas 
hubunganhubungan pada semua tingkat, merupakan komitmen un
tuk perdamaian, hakhak asasi manusia, demokrasi dan keadilan so
sial dalam lingkungan ekologis yang seimbang.

b. Pendidikan Inklusif
Dewasa ini dalam praktik penyelenggaraan pendidikan 

formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk, yaitu se-
kolah biasa (regular school) dan sekolah luar biasa (special 
school). Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan 
bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula de ngan 
sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya di per-
untukkan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”. 
Seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian dan ke sa-
daran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang 
holistik dan dapat diakses oleh semua individu ditandai an tara 
lain dengan adanya: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 
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(Declaration of Human Rights), (2) Konvensi Hak Anak, 1989 
(Con vention on the Rights of the Child), (3) Konferensi Dunia 
ten tang Pendidikan untuk Semua, 1990 (World Conference 
on Education for All), (4) Persamaan Kesempatan bagi Orang 
Ber kelainan, 1993 (The Standard Rules on Equalization of 
 Op  portunities for Person with Disabilies), dan (5) Pernyataan 
Sa  lamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (The Salamanca 
Sta tement on Inclusive Education), dan (6) Komitmen Dakar 
me ngenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (The Dakar Comit
ment on Education For All).

Dari ke enam komitmen berskala internasional tersebut 
di atas dalam konteks pendidikan inklusif, berposisi sebagai 
landasan dalam pengembangan pendidikan inklusif di selu-
ruh belahan dunia termasuk di dalamnya Indonesia. Dua ko-
mitmen terakhir (pernyataan Salamanca dan komitmen Da-
kar) butir-butir kesepakatannya seperti tertuang pada Boks 2 
berikut.

BOKS 2: BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN SALAMANCA DAN DAKAR

Pernyataan 
Salamanca 
1994

Tema tentang Pendidikan Inklusif
1. Kami, para delegasi Konferensi Dunia tentang Pendidikan 

Ke butuhan Khusus yang mewakili 92 pemerintah dan 25 or
ganisasi internasional, yang ber kumpul di sini di Salamanca, 
Spanyol, dari tanggal 710 Juni 1994, dengan ini menegaskan 
kembali komitmen kami ter hadap Pendidikan bagi semua, 
mengakui perlunya dan mendesaknya memberikan pendidik
an bagi anak, remaja, dan orang dewasa penyandang kebu
tuh an khusus di dalam sistem pendidikan reguler, dan se
lan  jutnya dengan ini menyetujui kerangka aksi mengenai 
pen didikan kebutuhan khusus, de ngan semangatnya, bahwa 
ke tetapan serta rekomendasireko mendasinya diharapkan 
akan dijadikan pedoman oleh pe merintahpemerintah serta 
or ganisasiorganisasi.

2. Kami meyakini dan menyatakan bahwa:
 –  Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh 

pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai 
serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar.

   Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan, 
dan kebutuhan belajar yang berbeda.

   Sistem pendidikan seyogianya dirancang dan program 
pen didikan dilaksanakan dengan memperhatikan keane
karagaman karakteristik dan kebutuhan tersebut.
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        Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus 
harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus 
mengakomodasi mereka dalam kerangka pedagogi 
yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi ke
butuhankebutuhan tersebut.

   Sekolah reguler dengan orientasi inklusi tersebut meru
pakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap 
diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, mem
bangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendi
dikan bagi semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan 
memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas 
anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan 
menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

3. Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak 
mereka untuk:

   Memberi prioritas tertinggi pada pengambil kebijakan dan 
penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pen di
dik annya agar dapat menginklusikan semua anak tanpa 
me mandang perbedaanperbedaan ataupun kesulitanke
sulitan individual mereka.

   Menetapkan prinsipprinsip pendidikan inklusif sebagai 
undangundang atau kebijakan, sehingga semua anak di
tem patkan disekolah reguler kecuali bila terdapat alasan 
yang sangat kuat untuk melakukan hal lain.

   Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong 
per   tu karan pengalaman dengan negaranegara yang te
lah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah in
klusif.

   Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi 
untuk membuat perencanaan, memantau, dan mengeva
luasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa 
penyandang kebutuhan khusus.

   Mendorong memfasilitasi partisipasi orangtua, masyara
kat, dan organisasi para penyandang cacat dalam peren
canaan dan proses pembuatan keputusan yang menyang
kut masalah pendidikan kebutuhan khusus.

   Melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan 
melaksanakan strategi identifikasi dan penanggulangan 
dini, maupun dalam aspekaspek vokasional dari pendidik
an inklusif.

   Demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar 
program pendidikan guru, baik prajabatan maupun da
lam jabatan, membahas masalah pendidikan kebutuhan 
khusus di sekolah inklusif.

4. Kami juga meminta masyarakat internasional, secara khusus 
kami minta perhatian:

   Pemerintahpemerintah yang mempunyai program kerja 
sama internasional dan lembagalembaga pendanaan in
ternasional, terutama para sponsor konferensi dunia ten
tang pendidikan bagi semua, organisasi pendidikan, 
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           ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa
bangsa (UNESCO), dana anakanak perserikatan bangsa
bangsa (UNICEF), program pembangunan perserikatan 
bangsabangsa (UNDP), dan Bank Dunia:

           • Agar mendukung pendekatan pendidikan inklusif 
ser ta mendukung pengembangan pendidikan kebu
tuhan khusus sebagai bagian yang integral dari semua 
program pendidikan.

   • Perserikatan Bangsa-bangsa beserta lembaga-lem-
baga spesialisasinya, terutama Organisasi Buruh Inter
nasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 
UNESCO, dan UNICEF.

   • Agar mendapat masukan-masukannya bagi terjalinnya 
kerja sama teknis, serta memperkuat kerja sama dan 
jaringan kerjanya agar tercipta dukungan yang lebih 
efisien terhadap penyelenggaraan pendidikan kebu
tuhan khusus yang lebih luas dan lebih terintegrasi.

   Organisasiorganisasi non pemerintah yang terlibat dalam 
perencanaan nasional dan penyaluran pelayanan: agar 
mem perkuat kerja samanya dengan badanbadan nasional 
pemerintah dan agar mengintesifkan keterlibatannya da
lam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap 
pe nyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus secara in
klusif.

   UNESCO, sebagai lembaga perserikatan bangsabangsa 
yang menangani pendidikan:

   • Agar menjamin bahwa pendidikan kebutuhan khusus 
selalu merupakan bagian dari setiap diskusi mengenai 
pendidikan bagi semua dalam berbagai forum.

           • Agar memobilisasi dukungan dari organisasi-organi-
sasi profesi keguruan dalam halhal yang berkaitan 
de ngan peningkatan pendidikan guru mengenai pe
nyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus.

           • Agar menstimulasi masyarakat akademik untuk me-
ning katkan kegiatan penelitian dan jaringan kerja 
serta membentuk pusatpusat informasi dan komuni
kasi regional; juga agar berfungsi sebagai pusat pene
rangan bagi kegiatankegiatan tersebut dan agar 
me nyebarluaskan hasilhasil serta kemajuan yang te
lah dicapai pada tingkat negara dalam upaya meng
implementasikan deklarasi ini.

   • Agar memobilisasi dana melalui perluasan program 
pe nyelenggaraan sekolahsekolah inklusif dan pro
gram dukungan masyarakat dalam rencana jangka 
me nengah (19962002), yang akan memung kinkan 
diluncurkannya proyek perintis guna memper tun juk
kan pendekatanpendekatan baru dalam upaya pe
nyebarluasan informasi, serta untuk mengembang kan 
indikatorindikator mengenai perlunya pendidikan ke
butuhan khusus dan penyelenggaraannya.
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5. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada pemerintah Spanyol dan kepada UNESCO 
atas terselenggaranya konferensi ini, dan kami mendesak 
me  reka untuk melakukan segala upaya agar deklarasi ini be
serta kerangka aksinya memperoleh perhatian masyarakat 
dunia, terutama dalam forumforum penting seperti KTT Du
nia tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995) dan 
Konferensi Dunia tentang Wanita (Beijing, 1995).

    Ditetapkannya secara aklamasi, di Kota Salamanca, Spanyol 
pada tanggal 10 juni 1994.

      Alih Bahasa Didi Tarsidi (2000)

Komitmen 
Dakar 2000

Tema mengenai Pendidikan untuk Semua
1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan anakanak se ca

ra menyeluruh, terutama bagi anakanak yang kurang ber un
tung.

2. Semua anakanak pada tahun 2015 khususnya perempuan, 
anakanak dengan kondisi yang memprihatinkan dan meru
pakan etnis minoritas harus bisa memperoleh dan menempuh 
pendidikan dasar berkualitas baik secara cumacuma.

3. Program keahlian dan bersifat tepat guna akan dilaksanakan 
untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anakanak 
dan orang dewasa.

4. Pada 2015 diharapkan akan ada peningkatan sekitar 15% 
untuk tingkat baca tulis orang dewasa, khususnya wanita, dan 
akses yang menjunjung keseimbangan akan pendidikan yang 
berlanjut untuk semua dewasa.

5. Menghilangkan isu gender dalam pendidikan pada 2015, hal 
ini akan berfokus pada akses seimbang dan menyeluruh untuk 
wanita dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik.

6. Memperbaiki dalam semua aspek dalam kualitas pendidikan 
se hingga semua hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak, ter
utama dalam baca tulis, menghitung, dan keterampilan siap 
pakai.

Fasli Djalal (2002)

Guna menjawab tantangan/tuntutan seperti tersebut di 
atas, maka masyarakat dunia menyambut positif rekomendasi 
sta tement Salamanca tentang diimplementasikannya model 
pendidikan inklusif secara luas.

Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang meng-
ikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk 
be l ajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di seko-
lah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari 
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ma syarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana bel  -
ajar yang kondusif (Direktorat PLB, 2002). Sementara O’Neil, 
(1994/1995), mendefinisikan pendidikan inklusif se ba gai sis-
tem layanan PLB yang mempersyaratkan agar se mua ALB 
di layani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa ber sama 
te  man-teman seusianya. Untuk itu, Sapon-Shevin me ne kan-
kan adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menja di ko -
munitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khu sus 
se  tiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari 
se mua guru dan murid.

Adapun Stainback (1990), memberikan batasan yang 
relatif lebih spesifik dalam konteks setting persekolahannya, 
yaitu sekolah yang menampung semua murid di kelas yang 
sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang 
la yak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan ke-
butuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang 
dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih 
dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap 
anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan 
saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun 
ang gota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya ter-
penuhi.

Definisi sejenis juga dikembangkan oleh Staub dan Peck 
(1994/1995) yang mengemukakan, bahwa pendidikan inklu-
sif adalah penempatan ALB tingkat ringan, sedang, dan berat 
secara penuh di kelas biasa. Definisi ini secara jelas mengang-
gap, bahwa kelas biasa merupakan penempatan yang rele van 
bagi semua ALB, bagaimanapun tingkatnya. Dalam format 
sederhana Meijer, CJW., (1997) menyatakan, bahwa pen di  dik-
an inklusif sebagai suatu persyaratan yang tepat agar pen di-
dikan bermutu tinggi untuk masyarakat dengan mema suk kan 
anak berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler.

Jika dipakai pengertian di atas, pendidikan inklusif me-
nuntut semua anak berkebutuhan pendidikan khusus harus 
belajar di kelas yang sama dengan teman-teman sebayanya 
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pada sekolah reguler di  sekitarnya.
Namun demikian, menurut Vaughn, Bos, dan Schumm 

(2000, lih Sunardi, 2002), dalam praktik, istilah inklusif sering 
dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming, yang se-
ca ra teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan 
yang layak bagi anak yang berkebutuhan pendidikan khusus 
sesuai dengan kebutuhan individunya. Penempatan ALB 
ha  rus dipilih yang paling bebas di antara kelas biasa tanpa 
ham  batan bimbingan khusus, kelas biasa dengan tambahan 
bimbingan khusus di dalam kelas biasa dengan tambahan 
bimbingan khusus di luar, kelas khusus dengan kesempatan 
berada di kelas biasa, kelas khusus penuh, sekolah khusus, se-
kolah berasrama (panti), atau tempat khusus.

4. Beberapa Perdebatan Sekitar Pendidikan Inklusif
Seperti di negara asalnya, inklusif masih mempunyai 

kon    tro versi (Sunardi, 1997). Paradigma pendidikan inklusi 
mun  cul sebagai manifestasi ketidakpuasan para profesional 
pen  didikan luar biasa yang memandang, bahwa sistem se-
gre gasi (sekolah reguler dan sekolah luar biasa) tidak lagi 
mam pu mengemban misi utama pendidikan yaitu mema-
nu siakan manusia (humanistic), cenderung diskrimina tif, 
bi a yanya mahal, tidak efisien, serta keluarannya tidak men-
jan  jikan (Lynch, 1994; Sholeh, 2001; Sharpe, 2001). Di Nor we-
gia, perdebatan tentang pendidikan inklusif berkisar ten tang 
formulasi, pemaduan kecakapan-kecakapan guru, pe man du-
an, normalisasi dan integrasi (Johansen dan Skojen, 2001).

Para pendukung konsep pendidikan inklusif sebagai ma-
na dikemukakan Sunardi (2002), mengajukan argumen an tara 
lain sebagai berikut:
1. Belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi, 

bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di kelas 
luar biasa menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak.

2. Biaya pendidikan luar biasa yang relatif lebih mahal dari-
pada biaya pendidikan umum.
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3. Pendidikan luar kelas biasa mengharuskan penggunaan 
la bel yang dapat berakibat negatif pada anak.

4. Banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu 
mem peroleh layanan pendidikan karena tidak tersedia di 
sekolah terdekat.

5. Anak berkebutuhan khusus harus dibiasakan tinggal da-
lam masyarakat bersama warga masyarakat lainnya.

Adapun pakar yang mempertahankan penyediaan ber-
ba gai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebu-
tuh an khusus menggunakan beberapa argumentasi sebagai 
be rikut:
1. Perundangan yang berlaku mensyaratkan, bahwa bagi 

anak berkebutuhan khusus disediakan layanan yang ber-
si fat kontinum.

2. Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya ber-
bagai alternatif penempatan bagi anak berkebutuhan 
khu  sus.

3. Tidak semua orangtua menghendaki anaknya yang cacat 
berada di kelas biasa bersama teman-temannya.

4. Banyak sekolah yang belum siap menangani anak berke-
butuhan khusus di dalamnya.

Terlepas dari kontroversi di atas, Jones (2001), menggam-
barkan sisi keterpenuhan hak-hak anak melalui pendidikan 
in klusif sebagaimana tertuang pada bok 3 berikut.

BOKS 3: KETERPENUHAN HAK ANAK MELALUI PENDIDIKAN INKLUSI

Konvensi Hak Anak dengan Tetap 
Sekolah di Desanya Hak Anak 

yang Diperoleh

Simpulan 

1. Tidak diskriminasi
2. Memperoleh pilihan 

terbaik
3. Didengar pendapatnya
4. Hidup dan berkembang
5. Bersama keluarga
6. Dukungan hidup yang 

tepat
7. Bebas bersosialisasi

1. Tidak diskriminatif
2. Memperoleh pendidikan
3. Bersama keluarga
4. Hidup dan berkembang
5. Bebas bermain
6. Pendapatnya didengar
7. Bebas bersosialisasi
8. Memperoleh pilihan terbaik

Hanya satu 
hak anak yang 
dilanggar, yaitu 
mendapat 
pelayanan khusus 
tentang cacat yang 
disandangnya.
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Dalam spektrum yang lebih luas, Centre for studies on in
clusive education (CSIE), juga mengajukan sepuluh alasan 
pen tingnya pendidikan inklusi yaitu:

a. Hak-Hak Asasi
1. Semua anak harus dapat belajar bersama-sama.
2. Anak-anak tidak harus dibedakan atau dipertentangkan 

dengan mengeluarkan atau mengembalikan karena keti-
dak mampuannya dalam belajar.

3. Orangtua yang cacat, menggambarkan diri mereka se ba-
gai sekolah khusus sebagai pertahanan diri, dengan me-
minta sesuatu yang terpisah.

4. Tidak ada alasan legitimasi memisahkan anak-anak untuk 
pendidikan mereka. Anak-anak memiliki kebersamaan 
de    ngan manfaat dan kegunaan bagi semua orang.

5. Tidak diperlukan perlindungan dari yang lain.

b. Pendidikan yang Baik
1. Penelitian menunjukkan anak-anak bekerja lebih baik, 

akademik dan sosialnya dalam tatanan integrasi.
2. Tidak ada pengajaran atau kepedulian dalam sekolah 

ter  pi sah yang tidak dapat mengambil tempat di sekolah 
umum.

3. Memberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif 
adalah lebih efisien digunakan dalam alternatif membantu 
pendidikan.

c. Kepedulian Sosial
1. Segregasi mengajari anak-anak untuk menjadi penakut, 

bebal, dan prasangka buruk.
2. Semua anak membutuhkan suatu pendidikan yang akan 

membantu mereka membangun hubungan dan menyiap-
kan mereka untuk hidup dalam mainstream.

3. Hanya inklusi yang berpotensi mengurangi ketakutan dan 
membangun persahabatan, rasa hormat, dan pengertian.



20

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

Berdasarkan hasil beberapa meta-analisis yang dilakukan 
oleh Horwtz (1979), dan Hedges dan Giaconia (1981) (Giaco-
nia, 1987), model pendidikan yang memperhatikan ba nyak 
individu lebih unggul daripada model pembelajaran tra di -
sio nal terutama dari aspek-aspek non-akademis seperti sikap 
dan perilaku anak. Dalam hal kemampuan akademik (mem-
baca, menulis, berhitung) skor rata-rata tidak berbeda, tetapi 
ren tangan skor menunjukkan keunggulan kelas nontra di sio-
nal.

Pada seminar dan workshop difabel yang diikuti oleh per   -
wa kilan Depdiknas, Akademisi (UNJ, UPI, UNS, serta UMY), 
SLB, Siswa difabel, dan kalangan LSM, (Yogyakarta, 17 Maret 
2001), menghasilkan “Deklarasi Malioboro”, yang ber  isi em-
pat butir, dan pada butir ketiga menyatakan, “kami me yakini 
dan menyatakan bahwa sekolah reguler de ngan ori entasi 
in klusif merupakan sistem pendidikan yang paling efek tif 
untuk menghapus perlakuan diskriminatif, mencipta kan ma-
syarakat yang inklusif, mencapai pendidikan bagi semua”.

Dalam konteks sosial psikologis, kiranya perbedaan cara 
pandang tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tetap 
akan terjadi, lantaran adanya perbedaan cara pandang, si kap, 
serta sosiokultural yang melatarbelakangi. Sebagai contoh 
pada kelompok pengembang keilmuan yang lebih memper-
hatikan pada sisi kebenaran keilmuan,  senantiasa akan selalu 
memiliki celah perbedaan cara pandang dibanding dengan 
kaum birokrat yang memiliki muatan kepentingan politis di 
mana pun di muka bumi ini. Begitu pula dengan kaum pro-
gresif cenderung menghendaki terjadinya perubahan yang 
sig ni fikan, sementara kaum konservatif cenderung mem per -
kuat akar budayanya sehingga tetap merasa lebih  nya man 
terhadap apa yang sudah ada dalam berbagai bidang ada -
lah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, 
sebagai alternatif bijak dalam konteks implementasi pen  di-
dikan inklusif, kiranya penekanan pada sisi keamanan dan 
kemanfaatan, kemaslahatan sesuai dengan irama dan per-
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kem bangan peradaban yang berpijak dari akar budaya se tem-
pat akan lebih berarti. Sementara memperkuat sisi per bedaan 
cen derung akan memperlebar jurang pemisah yang ada pada 
gilirannya justru akan lebih memperburuk situasi tanpa ada 
hasil yang nyata.

Menerapkan model pendidikan inklusif secara benar pa-
da seluruh lini kependidikan tidak berarti membumiha ngus-
kan konsep model yang telah ada. Sementara tetap mem per-
tahankan model konvensional risikonya akan terkucil dan 
irama peradaban pendidikan yang mendunia. Menempatkan 
paradigma pendidikan inklusif sebagai falsafah agar dunia 
pendidikan senantiasa mengarah pada nilai-nilai kebersama-
an yang holistik adalah keharusan. Namun pada tataran pro-
ses aktualisasinya selalu harus tetap berpijak pada latar be la-
kang budaya, kondisi aktual, serta kesiapan masyarakat dari 
lingkup lokal, regional, nasional hingga masyarakat du nia 
adalah keniscayaan. Kecenderungan pergerakan dunia ke-
pen didikan bergerak menuju falsafah inklusi dapat diamati 
dalam praktik penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang 
terkategori berkebutuhan pendidikan khusus tampak nyata 
pada beberapa negara wilayah Asia, Eropa, dan belahan dunia 
lainnya.

5. Praktik Pendidikan Inklusif di Beberapa Negara
Sekilas naratif kompilasi praktik penyelenggaraan pendi-

dikan bagi anak-anak yang berkebutuhan pendidikan khu-
sus di beberapa negara, sebagaimana dihimpun oleh Lynch 
(1994) ter saji sebagai berikut:
a. Walaupun Nepal adalah negara yang termiskin di dunia, 

tahun 1991 mendirikan program nasional tentang peri-
laku perkembangan anak-anak yang mempunyai suatu 
tu juan un tuk mengintegrasikan anak-anak yang meng-
alami gang guan ringan dan sedang dengan sekolah-se-
ko lah dasar biasa. Target tersebut membuat pendidikan 
khusus merupakan suatu ba gian yang internal dari pen-
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di dikan dasar. Keseluruhan tujuan tersebut adalah un-
tuk menyediakan pendidikan dasar yang menca pai 100 
persen anak-anak yang mengalami gang guan pada  2000 
kira-kira ada 170.000 anak. Prioritas utama akan melaku-
kan mainstreaming bagi kasus-kasus yang ringan dan se-
dang program-program khusus hanya akan di  buat bagi 
anak-anak yang mengalami gangguan berat.

b. Pakistan tahun 1985 mendirikan kementrian pendidikan 
khusus dengan biaya dan program yang khusus, di mana 
sejak dibuka mengeluarkan biaya sekitar $1 juta dolar AS, 
yaitu sua tu pusat baru bagi anak-anak yang meng alami 
gang guan pe ngelihatan. Ketentuan-ketentuan pem biaya-
an dibuat tahun 1992 untuk membangun 32 pusat pen di-
dikan khusus.

c. India pada perencanaan lima tahun (1991-1996) tahap 
ke-6 menambah biaya bagi anak-anak yang mengalami 
gang  guan sebesar lebih dari lima kali lipat ini mendukung 
suatu program pengembangan nasional dalam integrasi 
anak ke sekolah dasar. Program pendidikan dasar daerah 
meng  an tarkan lebih dari 40 daerah yang bertujuan un tuk 
mem buat sekolah dasar yang responsif pada se mua anak-
anak meli puti siswa SEN.

d. Di Filipina, 1968 undang-undang republik membangun 
pro gram pelatihan 10 tahun bagi guru-guru anak ber ke-
butuhan khusus. Komisis kongres pendidikan menya ta-
kan, anak-anak gifted atau talented, disable atau im pair, 
anggota masyarakat dan kebudayaan yang lain me  mer-
lu kan kurikulum yang di mo difikasi fasilitas fisik dan pe-
layanan secara khusus.

e. Perencanaan kegiatan bagi anak-anak di Sri Langka 
(1991) meliputi perencanaan kegiatan bagi pendeteksian 
anak terhadap kecacatan dan ketidakmampuan, dan pe  -
nam  bahan pelatihan guru-guru pendidikan khusus. Tu-
juan ini adalah untuk meningkatkan dari 1 persen sam -
pai 10 persen 37 juta rupee ($800.000) dialokasikan un tuk 
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pelatihan 3000 guru-guru dan peralatan dari 25 pu sat 
daerah pada tahun 1995. Kegiatan ini juga meliputi pe -
ningkatan dalam lem baga-lembaga pem e  liharaan ke ten -
tuan masyarakat yang di dasarkan pada pe la yan an re ha-
bilitasi dan diagnosis ter ha dap hambatan-ham bat an serta 
integrasi bagi anak-anak yang sedikit mengalami ham-
batan ke sistem perse ko lahan biasa.

f. Di Cina jumlah sekolah khusus bagi siswa yang meng-
alami gangguan bertambah 292 pada 1980 sampai 650 
pada 1988. Kelas-kelas bagi anak yang lambat belajar telah 
dibuka di sekolah-sekolah biasa, walaupun tidak ada data 
yang digunakan tentang jumlah dan pe nyebarannya. Dari 
tahun 1988, komisi pendidikan pro vinsi Anhui bersama-
sama dengan United Kingdom save the children fund, 
me mulai membuat ketentuan tentang integrasi fasilitas 
ta man kanak-kanak di daerah pedalaman dengan taman 
ka nak-kanak biasa.

g. Di Jepang, kementerian pendidikan telah menurunkan 
sua tu panduan dasar tipe baru dengan mengeluarkan pe-
nga jaran ruang sumber yang disebut “Tsukyu” bagi siswa 
yang berkesulitan belajar.

h. Di Inggris, pendidikan inklusif telah diterapkan sejak  
1997 melalui Amendments to the Individuals With 
Disabilities Education Act (IDEA) yang memberikan man-
dat, bahwa semua anak yang tidak memiliki kemam puan/
berkelainan dididik pada sekolah reguler tanpa ke   cuali. 
Sistem pembelajaran diberikan secara natural de   ngan pe-
nambahan peralatan yang diperlukan. Dengan demi kian 
sekolah mempunyai tugas untuk mencoba me  masukkan 
setiap anak berkelainan pada sekolah dan da lam kelas 
reguler (IDEA, 1997).

i. Di Norwegia, dikenal tiga besar bentuk layanan pendidikan 
bagi anak yang membutuhkan pendidikan khusus, yai-
tu unified school, the school for all, dan the inclusive 
school. Pengintegrasian anak-anak yang membutuhkan 
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pendidikan khusus pada sekolah reguler baik pada tingkat 
pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, diper-
oleh melalui serangkaian perdebatan yang tajam, penye-
baran informasi dan advokasi yang didukung oleh para 
guru, politisi, keluarga, dan organisasi-organisasi sosial 
(John sen dan Skojen, 2001).

Sebagai bahan kajian banding kiranya dapat disimak ba-
gaimana perjalanan menuju pendidikan inklusif di Negara 
Fe deral seperti dikemukakan pada boks 4 berikut:

BOKS 4: 
SEJARAH HUKUM-HUKUM FEDERAL UNTUK PENDIDIKAN

BAGI PESERTA DIDIK YANG BERKELAINAN

1973, Ketetapan Rehabilitasi Kejuruan, 
(hukum publik, 93112, seksi 504)
• Definisi “orang cacat”.
• Definisi “pendidikan yang layak”.
• Melarang diskriminasi terhadap 

program pendanaan secara 
terpusat.

1974, Ketetapan Amendemen 
pendidikan (hukum publik 93380)
• Pusat pendanaan terbesar 

memutuskan untuk 
memprogramkan bagi pelajar luar 
biasa.

• Menyediakan program-program 
pada bagian pendanaan federal 
pertama bagi pelajarpelajar yang 
cerdas dan berbakat.

• Pelajar utama dan sejenisnya 
di golongkan pada program 
pendidikan khusus.

1975, Pendidikan Untuk Semua. 
Ketetapan anak-anak cacat (ECHA) 
(hukum publik 94142_bagian B)
• Dikenal sebagai hukum 

mainstreaming.
• Keharusan menyediakan kebebasan 

dan kelayakan pendidikan 
masyarakat untuk anakanakanak 
cacat (usia 518 th).

1990, Ketetapan Amerika dengan 
kecacatan (ADA) (hukum public 101-
536)
• Larangan diskriminasi orang-orang 

yang bertentang dalam kawasan 
pribadi.

• Perlindungan seperti kesempatan 
untuk bekerja dan pelayanan 
masyarakat, akomodasi, 
transportasi, dan telekomunikasi.

• Definsi “cacat” untuk orang-orag 
inklusif dengan AIDS.

1990, Ketetapan pelayanan individual 
dengan pendidikan cacat (IDEA) 
(hukum publik 101476)
• Perluasan layanan pendidikan 

khusus untuk memasukkan pekerja 
sosial dan pelayanan rehabilitasi.

• Penambahan dua kategori baru dari 
kecacatan yakni: Autisme.

• Keharusan menyediakan program-
program pendidikan dua arah/
bahasa untuk anak cacat.

• Keharusan untuk pendidikan 
siswasiswa dengan kecacatan 
untuk peralihan menjadi pegawai 
karyawan dan menyediakan 
pelayanan transisi.
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• Keharusan/kebutuhan program 
pendidikan individual (PPI).

• Penegasan awal; “paling tidak 
membatasi lingkungan”.

1986, Ketetapan Pendidikan bagi 
Penyandang Cacat. Amendemen 
(hukum publik 99451)
• Keharusan untuk menyampaikan 

secara bebas dan tepat (usia 35 
th).

• Penetapan awal campur tangan 
programprogram baru berdiri dan 
terlatih dengan ketidakmampuan 
(baru lahir2th). 

1997, Ketetapan Pelayanan individual 
dengan Pendidikan cacat (IDEA) 
(hukum publik 10517)
• Mengharuskan semua siswa dengan 

kecacatan harus rutin menerima 
layanan/servis sekalipun mereka 
telah keluar/lulus dari sekolah.

• Bagian perizinan untuk memperluas 
fungsi mereka dalam kategori 
kelambatan perkembangan untuk 
usia sekitar 9th.

• Keharusan sekolah mengambil 
tanggung jawab yang besar untuk 
menjamin bahwa siswa dengan 
kecacatan punya akses untuk 
kurikulum pendidikan umum.

• Khusus perizinan staf pendidikan 
yang bekerja dalam mainstream 
untuk membantu siswa sekolah 
umum ketika dibutuhkan.

• Keharusan sekilah siswa dengan 
kecacatan untuk mengambil bagian 
dalam wilayah pengukuran yang 
lebih luas.

Dikutip dari Voughn, S., Bos, C S., dan Schumm, J S., (2000).

6. Pemikiran-Pemikiran Baru dalam Pendidikan
Kerangka aksi dalam pernyataan Salamanca (1994) yang 

digunakan sebagai pedoman internasional penyelengga raan 
pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan pen didik-
an khusus telah menelorkan pemikiran-pemikiran baru. Pe-
mikiran-pemikiran baru itu di antaranya akan dibahas pada 
pem bahasan selanjutnya.

Kecenderungan dalam kebijakan sosial selama dua dasa-
warsa terakhir ini adalah meningkatkan integrasi dan parti-
sipasi serta memerangi eksklusi (keterpisahan). Inklusi (ke ter  -
cukupan) dan partisipasi merupakan hal yang sangat pen      ting 
bagi harga diri manusia serta memungkinkan orang me    nik -
mati dan mempraktikkan hak-hak asasinya seba gai ma    nu-
sia. Di dalam bidang-bidang pendidikan, hal  terse  but ter-
cermin dalam pengembangan strategi-strategi yang berusa  ha 
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memberikan kesamaan kesempatan yang sesung guh nya. Pe-
ngalaman di banyak negara menunjukkan, bahwa in te grasi 
anak dan remaja penyandang kebutuhan pendidikan khu-
sus tercapai dengan sebaik-baiknya apabila mereka di tem-
patkan di sekolah inklusif yang melayani semua anak di ma-
syarakatnya.

Dalam sistem inilah mereka menyandang kebutuhan 
pen didikan khusus dapat sepenuhnya mencapai kemajuan 
pendidikan dan integrasi sosial. Sementara sekolah inklusif 
memberikan lingkungan yang tepat guna mencapai kesamaan 
kesempatan dan partisipasi penuh, keberhasilannya menun-
tut usaha bersama, bukan hanya oleh guru-guru dan staf se-
kolah, melainkan juga oleh teman-teman sebayanya, orangtua, 
keluarga, dan relawan. Reformasi institusi sosial bukan meru-
pakan tugas teknis semata, melainkan di atas segalanya ter-
gantung pada keyakinan, komitmen, dan niat baik dari para 
in dividu anggota masyarakat yang bersangkutan.

Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah, bahwa se-
lama memungkinkan, semua anak seyogianya belajar ber sa-
ma-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbe daan 
yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus 
mengenal dan merespons terhadap kebutuhan yang berbeda-
beda dari para siswanya, dan menjamin diberikannya pen-
didikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyu-
sunan kurikulum yang tepat, pemanfaatan sumber dengan 
sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masya -
rakat sekitarnya. Seyogianya terdapat dukungan dan pela yan-
an yang berkesinambungan sesuai dengan sinam bung nya ke-
butuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.

Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebu-
tuhan pendidikan khusus seyogianya menerima segala du-
kungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin 
efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan 
alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas anta ra 
anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus dan  te  man-   
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te man sebayanya. Penempatan anak secara permanen ke 
sekolah khusus——sekolah luar biasa atau kelas khusus di se -
buah sekolah reguler——seyogianya merupakan suatu keke-
cu a   lian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus 
ter  tentu di mana terdapat bukti yang kurang jelas, bahwa 
pen didik an di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan 
pendidikan atau kebutuhan khusus anak yang bersangkutan 
atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Situasi pendidikan khusus sangat bervariasi antara satu 
negara dan negara lainnya. Misalnya, terdapat sejumlah ne-
gara yang mempunyai sistem sekolah luar biasa yang ter-
tata dengan baik bagi penyandang kecacatan tertentu. SLB 
se macam ini dijadikan sumber yang sangat baik bagi pe-
ngembang sekolah inklusif. Staf di institusi-institusi khusus 
se perti ini memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk pe-
nyaringan dan identifikasi dini anak-anak penyandang cacat. 
SLB juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pusat sumber 
bagi staf sekolah reguler. Akhirnya, SLB atau unit-unit tertentu 
di sekolah inklusif – dapat terus memberikan pendidikan yang 
paling cocok bagi sejumlah kecil penyandang cacat yang tidak 
dapat dilayani secara memadai di sekolah reguler, yang dapat 
diberikan staf SLB, adalah mencocokan isi kurikulum dan me-
tode pengajaran dengan kebutuhan individu murid.

Negara-negara yang hanya mempunyai sedikit atau ti-
dak mempunyai SLB disarankan agar memusatkan upaya nya 
dalam pengembangan sekolah-sekolah inklusif dan pusat-
pusat pelayanan khusus yang dibutuhkan untuk memung-
kink an mereka melayani sebagian terbesar anak dan remaja 
terutama penyediaan pendidikan guru untuk pendidikan 
ke butuhan khusus dan pendirian pusat-pusat sumber yang 
di lengkapi dengan tenaga dan peralatan yang tepat untuk 
mendukung sekolah-sekolah inklusif. Terutama di negara-ne-
gara berkembang, pengalaman menunjukkan, bahwa karena 
tingginya biaya pendidikan SLB, menjadi hanya sejumlah kecil 
saja siswa yang mendapatkan manfaatnya, biasanya hanya 
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mereka yang berada di perkotaan. Akibatnya, sebagian besar 
siswa penyandang kebutuhan khusus, terutama di daerah 
pedesaan, tidak mendapat pelayanan sama sekali. Memang, 
di banyak negara berkembang diperkirakan bahwa kurang 
dari satu persen anak penyandang kebutuhan pendidikan 
khu sus tertampung di lembaga-lembaga yang ada. Di pihak 
lain, pengalaman menunjukkan bahwa sekolah inklusif yang 
me layani semua anak di lingkungan masyarakat, sangat ber-
hasil dalam menggalang dukungan dari masyarakat dan da-
lam menemukan cara-cara yang imajinatif dan inovatif untuk 
memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas tersedia.

Perencanaan pendidikan oleh pemerintah seyogianya 
ber  konsenterasi pada pendidikan bagi semua orang, di semua 
wi la yah negara dan dalam semua kondisi ekonomi, melaui se-
kolah negeri maupun swasta.

Karena di masa lalu sangat sedikit anak penyandang ca-
cat yang mempunyai akses ke pendidikan, terutama di wila-
yah dunia berkembang, maka kini terdapat jutaan orang de-
wasa penyandang cacat yang pendidikan dasar pun belum 
pernah mereka peroleh. Oleh karena itu, upaya bersama perlu 
dilakukan untuk mengajarkan baca/tulis/hitung dan ke te-
ram pilan-keterampilan dasar kepada para penyandang ca cat 
melalui program pendidikan dewasa.

Sangatlah penting diakui, bahwa perempuan sering 
meng   hadapi permasalahan ganda, yakni bahwa purbasangka 
yang didasarkan atas gender memperberat kesulitan yang di-
aki    batkan oleh kecacatannya. Perempuan dan laki-laki seyo-
gianya memiliki pengaruh yang sama terhadap peran cangan 
pro gram pendidikan dan memperoleh kesempatan yang sama 
pula dalam mendapatkan keuntungan dari program tersebut. 
Upaya-upaya khusus perlu dilakukan untuk mendorong pe-
rem puan penyandang cacat agar berpartisipasi dalam pro-
gram-program pendidikan.
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a. Perubahan Paradigma di Asia
Berdasarkan laporan studi kasus dan dokumen penelitian 

James Lynch (1994) tentang Special Educational Needs in Asia 
Region dinyatakan, bahwa telah terjadi kemajuan ke arah pe-
rubahan paradigma universal primary educational (UPE). 
Wu  jud dari kemajuan tersebut ditandai dengan digunakan nya 
ke bijakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang kebu-
tuhan pendidikan khusus pada sekolah reguler. Krista lisasi 
bu  tir-butir tanggapan yang menunjukkan adanya perubahan 
di  tunjukkan dengan adanya pengakuan sebagai berikut:
1. Pengakuan dalam legislasi dan kebijakan tentang hak se-

mua anak untuk mendapatkan pendidikan, paling tidak 
pendidikan dasar, dan pengakuan prinsip manajerial, 
ope  rasional, dan intruksional dan praktik untuk mencapai 
tu  juan itu;

2. Pengakuan akan sentralitas anak dalam proses pendidikan 
dan adaptasi sistem dan guru untuk memfokuskan inter-
vensi pendidikan pada budaya anak dan persyaratan lain 
untuk dapat berhasil di sekolah;

3. Peningkatan kualitas prioritas utama dan reformasi se-
kolah, mengaitkan peningkatan kualitas dengan definisi 
yang lebih inklusif dan fleksibel tentang anak dengan ke-
butuhan pendidikan khusus dan perubahan dalam man-
dat dan sumber daya dalam kurikulum dan buku-buku 
teks membuat pendidikan dasar agar lebih efektif dan re-
levan dengan kehidupan dan masa depan anak;

4. Mendorong penguatan keterkaitan antara sistem pendi-
dikan khusus dan pendidikan reguler agar tercapai layanan 
yang berkesinambungan dan penggunaan personel yang 
tepat, struktur, prosedur, sistem manajemen, dan insentif 
institusional untuk mencapai tujuan itu;

5. Mendorong adanya tanggung jawab bersama untuk per -
kembangan yang sehat dan pendidikan bagi semua anak 
dalam masyarakat melalui cara yang terintegrasi dan 
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peng gunaan berbagai sumber daya dan struktur ad mi ni-
stratif untuk memperkuat masyarakat dalam meng iden-
tifikasi dan merespons masalah mereka dan untuk me mi-
liki layanan sendiri;

6. Memungkinkan guru dan sekolah untuk menggali dan 
merespons keragaman kebutuhan belajar yang luas dan 
penggunaan manajemen yang ditingkatkan dan lebih 
men  dukung serta pengembangan profesional yang berke-
lan jutan bagi para guru dan administrator;

7. Mengaitkan masalah yang saling berhubungan antara ke-
se hatan dan nutrisi anak dan pendidikannya ke dalam 
pan dangan yang lebih holistik, berkembang dan tidak 
sek   toral dan penggunaan kebijakan, intensif, dan sumber 
da ya yang ada untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya laporan hasil studi kasus dan dokumen pe-
nelitian tersebut menyimpulkan dan merekomendasikan hal-
hal sebagai berikut:
1. UPE tidak akan dapat dicapai tanpa adanya inklusi pada 

anak penyandang kebuhutuhan pendidikan khusus atau 
dalam setting segregasi dengan risiko biaya yang sangat 
mahal;

2. Ada sejumlah alternatif pendidikan dan metode pedago-
gis untuk mengintegrasikan anak-anak penyandang ke-
butuh an pendidikan khusus  ke dalam sekolah dasar yang 
reguler;

3. Anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus 
men cakup anak-anak cacat fisik, sosial, cacat mental atau 
emo sional, dan juga anak-anak mengalami kesulitan da-
lam belajar;

4. Ada keuntungan bagi individu, sosial, dan ekonomi apa-
bila mendidik anak-anak penyandang kebutuhan pendi-
dikan khusus dalam sekolah yang reguler;

5. Sebagian besar anak penyandang kebutuhan pendidikan 
khusus dapat dididik di sekolah reguler hanya dengan pe-
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nambahan biaya yang sedikit saja;
6. Dari bermacam-macam alternatif model untuk inklusi 

anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus ke 
sekolah yang reguler, sistem guru bantu tampaknya me-
rupakan yang paling efektif;

7. Biaya untuk mendidik anak-anak penyandang kebutuhan 
pendidikan khusus, apabila mereka disatukan, akan lebih 
rendah dibanding apabila mereka dididik secara terpisah;

8. Perubahan ke arah pendidikan dasar yang inklusif tam-
paknya sudah ada dalam kebijakan dan praktik di semua 
negara Asia;

9. Biaya yang dikeluarkan karena ketergantungan anak de-
ngan keluarga, masyarakat, dan juga ketergantungan so-
sial akan lebih besar dibanding dengan biaya untuk men-
didik anak-anak penyandang kebutuhan khusus sehingga 
dapat mandiri;

10. Untuk mencapai UPE yang inklusif, diperlukan perubahan 
besar dalam hal organisasi dan pedagogi;

11. Penyiapan guru untuk sekolah yang inklusif memerlukan 
reformasi dari pendidikan calon guru yang telah ada se-
karang ini;

12. Agar dapat memperoleh manfaat yang sepenuhnya dari 
sekolah dasar, maka diperlukan kombinasi antara kese-
hat an, nutrisi, dan strategi pendidikan yang tepat;

13. Diperlukan adanya inisiatif intersektoral dan interpro-
fesional.

14. Untuk pendidikan dasar yang inklusif ini diperlukan ada-
nya keterlibatan masyarakat;

15. Karena cepatnya perkembangan ke arah pendidikan yang 
inklusif di kawasan Asia, diperlukan lebih banyak peneli-
tian dan evaluasi untuk mengetahui mana yang secara 
pembiayaan paling efektif dan secara pendidikan paling 
efisien.





A. FILOSOFI
Pendidikan inklusif sebagai konstruksi baru dalam kon

teks pendidikan baik pada skala internasional maupun na
sional berangkat dari konsep filosofi dan nilainilai yang men
da sar, karena pada hakikatnya filsafat dan nilainilai dasar 
da lam pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam meng iden
tifi kasi isuisu strategis pendidikan, merumuskan ciri dan ka
rak te ristik masyarakat, serta perumusan peran serta pem ber
daya an dalam pendidikan (Depdiknas, 2002).

1. Pergeseran Filsafat dalam Pendidikan
Wiles dan Bondi (1998), Sunardi (2003) mengemukakan 

lima jenis filsafat pendidikan utama, yaitu perenialisme, ide
al isme, realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme. 
Perenialisme, merupakan filsafat pendidikan yang paling 
kon  servatif, tradisional, dan tidak luwes. Pendidikan dipan
dang sebagai persiapan untuk hidup, menekankan pengem
bangan rasionalitas, dan bersifat konstan. Kurikulum terdiri 
dari mata pelajaran dan doktrin, berisi fakta yang dianggap 
abadi, dan tugas guru adalah menyampaikan kebenaran se
ba  gai pelatihan pengembangan rasionalitas. Peserta didik 
me  rupakan penerima yang pasif. Menurut filsafat idealisme, 

2
Filosofi dan Prinsip-prinsip
Dasar Pendidikan Inklusif
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ke benaran ditemukan pada konsistensi pendapat. Di sekolah, 
guru merupakan model perilaku ideal, dan tugas sekolah 
ada lah penajaman proses intelektual, penyampaian temuan 
masa lalu, dan penyajian perilaku ideal. Murid bersikap pa
sif, menerima dan menghafalkan apa yang disampaikan oleh 
guru. Menurut filsafat realisme, kebenaran ditemukan pada 
hukum alam. Kurikulum sekolah didominasi dengan  ma ta 
pelajaran sains dan matematika, dan tugas guru  ada lah me 
nyajikan kebenaran. Pelajaran sangat terkendali dan pe  ser ta 
didik secara pasif menerima kebenaran yang  di  sa ji kan guru. 
Bagi filsafat eksperimentalisme, dunia sela lu ber ubahubah. 
Kebenaran adalah apa yang dialami. Seko lah  mene kan kan 
pada pengalaman dan matamata  pel ajar an so sial, me lalui 
ke giatan pemecahan masalah, dan tu gas guru  ada lah mem
bantu peserta didik yang secara aktif  me ne mu kan apa yang 
terjadi di dunia ini. Bagi filsafat  eksis ten sia lis me, ke benaran 
sangat subjektif dan individual. Pen didik  an ber tujuan mem
bantu peserta didik mengenal diri dan ling kungannya. Kuri
kulum ditentukan secara individual dan in teraksi guru murid 
terpusat pada perjalanan belajarnya se cara pribadi.

Filsafat tersebut di atas telah membuahkan dua model 
be sar pendidikan, yaitu pendidikan tradisional (yang lebih 
banyak bersumber dari filsafat perenialisme, idealisme, dan 
rea lisme) dan pendidikan progresif (yang bersumber dari fil
safat eksperimentalisme dan eksistensialisme).

Pendidikan tradisional merupakan proses transimisi pe
ngetahuan/fakta/kenyataan yang ditemukan masa lalu. Anak 
tidak dilatih untuk menggunakan metodemetode subjektif 
dalam menganalisis dunia, tetapi ‘otak’ mereka diisi dengan 
pengetahuan untuk dikembangkan lebih lanjut (Gonzales, 
1982). Sejalan dengan falsafah yang melandasinya, kurikulum 
ber isi fakta/temuan masa lalu, guru merupakan sumber uta
ma materi dan pengelola sentral pembelajaran, siswa meru
pakan penerima pasif, dan kelas sangat terstruktur.

Pendidikan progresif yang diangkat dari filsafat prag ma
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tis berpandangan, bahwa nilai ditentukan oleh manfaat, dan 
dalam pendidikan, manfaat harus dilihat pada peserta didik 
(Travers dan Rebore, 1987). Pendidikan progresif menekankan 
pentingnya kebutuhan dan minat peserta didik, penguasaan 
pengetahuan fungsional melalui kegiatan pemecahan masa
lah dengan tujuan yang jelas, kesempatan memadai untuk 
ber ekspresi, dan keterlibatan dalam pengalaman kooperatif 
(Connel, 1987), atau menurut Wiles dan Bondi (1998), pendi
dikan progresif menekankan demokrasi, pentingnya kegiatan 
kreatif dan bermakna, kebutuhan riil peserta didik, dan kaitan 
antara sekolah dan masyarakat.

2. Filosofi Pendidikan Inklusif
Meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman sekaligus 

mengeliminasi paradigma penyeragaman dan penyamarata
an. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan 
sehingga harus diperlakukan secara eksklusif, tetapi dipan
dang sebagai kekayaan yang harus disyukuri (Mulyono, 2002). 
Untuk itu setiap anak haruslah mampu memberikan  la  yan an 
kepada semua anak secara inklusif. Meijer, dkk (1997), me 
nyebutnya dengan differentiates education for this di ver sity. 
Secara terperinci Etscheidt (2002) menyatakan,  bah wa in  klu
si berbasis pada kepercayaan, bahwa orangorang atau orang 
dewasa bekerja pada komunitas inklusif, bekerja ber sa ma 
orangorang yang berbeda ras/suku, agama, pen da pat, ca cat. 
Dalam baris yang sama, anakanak dari semua umur harus 
belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang  mempu nyai ling
kungan di mana akhirnya mereka akan bekerja di da lam nya.

Sementara filosofi yang berkaitan dengan setting prase ko
lahan, Wilson (2002), membuat ilustrasi sebagai berikut. “Bila 
dicermati secara mendalam sistem persekolahan dewasa ini 
tidak ubahnya seperti model suatu perusahaan, di mana se
tiap individu yang terlibat di dalamnya sibuk dengan tugas 
dan pekerjaannya masingmasing tanpa memedulikan yang 
lainnya”. Sementara standar seting suatu sekolah itu terpusat 
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pada pengembangan mentalitas, sekolah tidak hanya sekadar 
pengajaran, tetapi bagaimana agar setiap individu menjadi 
lebih responsif terhadap keadaan sekitarnya. Pernyataan ter
se but bermakna, bahwa sistem sekolah itu hendaknya tidak 
hanya terpusat pada pengembangan kognitif semata, tetapi 
dimensi mentalitas juga harus mendapat porsi yang seim
bang. lebih lanjut Wilson, menyatakan bila Anda mencermati 
tujuan sekolahsekolah secara terpadu dan memikirkan cara 
pembelajaran untuk keuntungan semua siswa, itulah pendi
dikan inklusif.

Konsep filosofis di atas sejalan dengan deklarasi UNESCO 
(1998) tentang pendidikan nilai, yaitu “Belajar untuk Hidup 
Bersama dalam Damai dan Harmoni” sementara APNIEVE 
(Devisi UNESCO untuk Wilayah Asia Pasifik) dalam aksinya 
menjabarkan pendidikan nilai untuk perdamaian, hakhak 
asa si manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjut
an, se   lanjutnya dijabarkan menjadi; (1) penghapusan semua  
ben    tuk diskriminasi, (2) perlindungan hakhak asasi  ma nu sia 
dan demokrasi, (3) pembangunan yang adil berim bang, ma 
nu siawi dan berkelanjutan, (4) perlindungan lingkung an, dan 
(5) perpaduan nilainilai kemanusiaan kontem po rer dan tra
disional. Nilainilai inti yang terkandung dalam per  damai
an, hakhak asasi manusia, demokrasi dan pemba ngunan 
berkelanjutan, dan nilainilai yang terkait yang men dukung 
seperti tercantum pada boks berikut:

BOKS 5:
DESKRIPSI NILAI INTI PERDAMAIAN, 

HAK-HAK ASASI MANUSIA, 
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perdamaian Hak-hak asasi manusia

Cinta
Keharuan
Harmoni
Toleransi

Kebenaran
Kesamaan dan keadilan
Penghormatan atas martabat manusia
Integritas
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Mengauh dan berbagi
Independensi
Pengenalan jiwa orang lain
Spiritualitas
Perasaan berterima kasih

Akuntabilitas
Kejujuran
Kesediaan menerima
Penghargaan atas  kemajemukan
Kebebasan dan tanggung jawab
Kerja sama

Demokrasi Pembangunan berkelanjutan

Penghormatan atas hukum dan 
ketertiban
Kebebasan dan tanggung jawab
Kesamaan
Disiplin diri
Kewarganegaraan aktif dan 
bertanggung jawab
Keterbukaan
Berpikir kritis
Solidaritas

Kesangkilan atau efisisensi
Orientasi masa depan
Memperhatikan lingkungan
Pengurus sumber daya
Kreativitas
Kehematan
Kesederhanaan
Ekologi pribadi

Diadopsi dari Kantor Prinsipel UNESCO untuk kawasan Asia Pasifik, Bangkok UPI (2000)

Nilainilai dasar lainnya dalam penyelenggaraan pendi
dikan inklusif berkaitan dengan keberadaan anak yang ter
muat dalam pernyataan Salamanca (1994) butir kedua, yaitu: 
(1) Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh 
pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai 
serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar; (2) 
Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan 
kebutuhan belajar yang berbedabeda; (3) Sistem pendidik 
seyogianya dirancang dan program pendidikan dilaksana kan 
dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan 
ke butuhan tersebut; (4) Mereka yang menyandang kebutuhan 
pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah re
guler yang harus mengakomodasi mereka dalam kerangka 
pe da gogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi 
kebu tuhankebutuhan tersebut; (5) Sekolah reguler dengan 
orientasi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk 
memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang 
ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai 
pendidikan bagi semua. Lebih jauh sekolah jenis ini akan 
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memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak 
dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menu
run kan biaya seluruh sistem pendidikan.

Konsep filosofis dan nilainilai dasar di atas secara kon
septual potensial menimbulkan perubahan dalam kesadaran 
dan sikap, ketersediaan fasilitas, metodologi, yang dapat me
mengaruhi konsep dan keinginan. Konsekuensi penting ter
hadap perubahan tersebut akan mempertajam dalam pe ma
haman dan apresiasi pada diversity (Johnsen dan Skjor ten, 
2001).

Kondisikondisi tersebut menciptakan berbagai macam 
tantangan bagi sistem persekolahan dalam konteks kebutuhan 
pendidikan khusus. Banyak anak mengalami kesulitan belajar 
dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus 
pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah 
harus mencari cara agar dapat berhasil mendidik semua anak, 
termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan 
yang parah. Terdapat satu konsensus, bahwa anak dan remaja 
yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seyogianya ter
cakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk 
anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada 
kon sep sekolah inklusi. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah 
in klusif adalah, bahwa sekolah harus mengembangkan suatu 
pedagogi yang berpusat pada diri anak, yang mampu berhasil 
mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki keku
rangan dan kecacatan parah. Keuntungan dari sekolah se ma
cam ini bukan hanya mampu memberikan pendidikan yang 
berkualitas kepada semua anak, melainkan penyelenggaraan 
sekolah tersebut juga merupakan langkah yang sangat penting 
dalam mebantu mengubah sikap diskriminasi, men cip takan 
masyarakat yang ramah, dan menciptakan masya rakat yang 
inklusif.
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B. PRINSIP-PRINSIP DASAR   
PENDIDIKAN INKLUSIF
Konsep paling mendasar dalam pendidikan inklusif ada

lah bagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar un
tuk dapat hidup bersama (IDEA, 1997). Johnsen dan  Sko jen 
(2001), menjabarkan dalam tiga prinsip, yaitu (1) bahwa se
tiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam 
suatu kelas atau kelompok, (2) bahwa hari sekolah diatur pe 
nuh dengan tugastugas pembelajaran kooperatif dengan per  
bedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih  de ngan 
sepuas hati, dan (3) guru bekerja bersama dan mendapat pe
ngetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik belajar in
dividu serta keperluankeperluan pelatihan dan bagaimana 
mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu 
dalam pengorganisasian kelas.

Sekolah seyogianya mengakomodasikan semua anak tan
pa memandang kondisi fisik, intelektual sosial, emosi, linguis
tik ataupun kondisikondisi lainnya. Ini seyogianya mencakup 
anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, 
anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari 
kelompok linguistik, etnik, ataupun kebudayaan minoritas, 
ser ta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung 
(kon  ferensi dunia UNESCO, 1994).

Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsipprinsip 
pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak. 
Pendidikan itu normal adanya dan, bahwa oleh karenanya 
pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak 
bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan ha
kikat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak 
itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya 
me nguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan (UNES
CO, 1994). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pengalaman te
lah menunjukkan hal tersebut dapat sangat mengurangi 
 ang ka drop-out dan tinggal kelas yang sering merupakan 
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ba gian dari banyak sistem pendidikan, dan sekaligus juga 
men jamin tercapainya tingkat prestasi ratarata yang lebih 
tinggi.  Suatu pedagogi yang berpusat pada diri anak dapat 
me m ban tu menghindarkan pengaburan sumbersumber dan  
 me n   cegah pudarnya harapanharapan yang sangat sering  
me   ru  pakan konsekuensi dari kualitas pengajaran yang buruk  
dan mentalitas pendidikan “satu ukuran pas untuk semua”.  
Le bih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan 
tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi 
pada orang, yang mengharagai adanya perbedaanperbedaan 
serta mejunjung harga diri semua umat manusia.

Berdasarkan ketetapan bagi anakanak penyandang ke
bu tuhan khusus di Wilayah Asia (Provision for Children with 
Special Education Needs in Asia Region). Sebagaimana disam
paikan Lynch (1994), mengajukan tujuh prinsip menuju ter 
wu judnya universal primary education (UPE). Ketujuh prin sip 
tersebut sebagai berikut:

Prinsip 1: 
Perkembangan Kebijakan Kerangka Hukum    
dan Susunan Kelembagaan

Dengan adanya perkembangan ke arah UPE, sekolah da
sar harus merespons keragaman siswa secara luas. Baik itu 
dalam hal latar belakang sosioekonomi dan budaya, pola 
ting kah laku, kemampuan, dan potensi yang berbedabeda. 
Untuk itu perlu dilakukan perubahan dalam aturan per un  
dangundangan, organisasi dan pelaksanaannya, serta per
ubah  an filosofi ke arah yang inklusif yang memandang, bahwa 
semua anak mempunyai hak yang sama untuk pendi dikan 
da sar, dan setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan 
yang berbeda.

Hal terpenting yang sangat berpengaruh terhadap per
kem bangan kebijakan pendidikan anakanak penyandang 
ke  bu tuhan pendidikan khusus diawali dengan adanya tahun 
pe  nyandang cacat oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB, 
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1981); dekade bagi penyandang cacat (19831992) sementara 
di wilayah Asia Pasifik ditetapkan (19932002). Salah satu 
kunci utama dalam undangundang dan bentuk kebijakan 
ada lah penyediaan sumber daya dan pengesahan pendidikan 
bagi anakanak penyandang kebutuhan pendidikan khusus, 
dengan strategi mewajibkan pendidikan integrasi, dan pendi
dikan segregasi sebagai alternatif lain.

Prinsip 2: 
Komitmen terhadap Filsafat Pendidikan yang Berpusat  
pada Anak (child-centered)

Pada prinsip kedua ini pada dasarnya mengungkapkan 
tentang inovasi pendidikan bagi anakanak penyandang ke
butuhan pendidikan khusus. Di mana prinisp ini mengehen
daki adanya perubahan pendekatan dalam pendidikan dari 
pola tradisional menjadi pola pendekatan yang berpusat pada 
anak (child centered pattern). Asumsinya, bahwa setiap anak 
memiliki kapasitas dan kebutuhankebutuhan yang berbeda 
antara individu yang satu dan individu lainnya, sehingga pola 
pendidikan tradisional sembilan yang menggunakan pen de
katan klasikal, berpusat pada guru, berdasar pada materi ha
fal an, dan tidak mempertimbangkan gaya belajar dan latar 
be  la kang siswa) diaggap tidak relevan dengan kondisi anak
anak pe nyandang kebutuhan pendidikan khusus.

Pola pendidikan child-centered ini muncul di beberapa 
negara di Asia dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dan 
normalisasi serta mengembangkan suatu konsep baru, yaitu 
adanya kemitraan antara siswa, guru, lingkungan keluarga, dan 
sekolah serta adanya koordinasi antara program pendidikan 
for mal dan nonformal. Dengan demikian, diharapkan akan 
mempererat antara program pendidikan khusus dan pen di
dik an reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Perubahan dalam kebijakan pelaksanaan pendidikan ini 
merujuk pada suatu filsafat yang berdasar pada kebutuhan 
sis wa dengan menggunakan suatu program pendidikan yang 
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di individualisasikan (individualized educational program 
atau IEP). Program ini diterapkan secara luas, baik dalam ling
kung  an pendidikan yang berbentuk segregasi maupun inte
grasi.

Pengintegrasian anakanak penyandang kebutuhan pen 
di dikan khusus ke dalam organisasi mainstream dan ku
riku lum sekolah dasar, tidak berarti mereka mendapatkan 
kurikulum yang sama, dengan cara dan langkah yang sama 
de    ngan anakanak normal. Karakteristik utama pendidikan 
khu    sus adalah digunakannya pendekatan IEP. Pada dasar nya, 
IEP merupakan kurikulum yang diindividualisasikan atau 
pro   gram belajar yang didasarkan pada gaya belajar, kekuatan, 
dan kebutuhan khusus siswa. IEP memuat informasi tentang 
latar belakang siswa yang meliputi profil belajar, tujuan 
jangka panjang, dan tujuan jangka pendek yang merupakan 
ha  sil konsultasi antara pihak sekolah, orangtua siswa, para 
ahli yang terkait baik staf pendidikan, kesehatan, maupun pe
tu gas re ha bilitasi.

Dengan digunakannya konsep IEP bagi anakanak pe
nyandang kebutuhan pendidikan khusus, maka kurikulum 
yang digunakan perlu mendapat perbaikan dan pembe nah an 
dalam berbagai aspek, terutama dalam metode pem belajaran 
yang disesuaikan dengan gangguan atau ketidak mampuan 
yang dialami siswa.

Prinsip 3: 
Penekanan pada Keberhasilan dan Peningkatan Kualitas

Agar pendidikan dasar lebih efektif dalam melayani siswa 
yang beragam, sekolah harus responsif terhadap kebutuhan 
para siswa serta kebutuhan guru dalam strategi mengajar, 
juga kemampuan untuk melaksanakan peningkatan kuriku
lum, sehingga dapat menyampaikan program pendidikan 
yang sesuai untuk semua anak. Lebih penting lagi dari hal ter  
sebut di atas yakni perlunya perubahan filosofis dari yang ber
orientasi tradisional menuju pelaksanaan pendidikan yang 
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berorientasi pada keberhasilan, fleksibilitas, dan ako mo  da
tif terhadap keberagaman, yaitu paradigma yang mene rima 
konsep universal educability (dapat dididik), di mana se  mua 
anak dapat belajar. Hal ini mengimplikasikan dua hal, per
tama, mengatasi adanya fragmentasi anak dengan kebu tuh
annya, kedua, mengganti gejala kegagalan di sekolah de ngan 
etos keberhasilan.

Ada tiga alternatif orientasi tentang kesalahan fungsi se
kolah yang mungkin dipersepsi, yaitu; (1) Child deficit (ke 
ku   rangan anak), di mana tanggung jawab penuh atas kega
gal      an dibebankan kepada anak; (2) Environment deficit 
(ke      ku rangan lingkungan), di mana kegagalan itu dianggap 
men   jadi tanggung jawab lingkungan sosial dan kultur anak;  
dan (3) Pendekatan kontekstual, di mana tugas dipandang se
ba   gian penyederhanaan kondisi siswa yang beragam dalam 
mencapai hasil belajar yang optimal, tegasnya perhatiannya 
ter hadap konsep sekolah dasar inklusif itu sama saja dengan 
yang lainnya.

Kurikulum yang berorientasi tradisional bercirikan: Guru 
mentransfer informasi, bersifat klasikal, menanamkan satu 
budaya, didasarkan pada satu buku teks, metode meng ajar 
yang sama, kurikulum yang homogen, jam tertentu, difokus
kan pada kelas, pengelompokan berdasarkan pada usia 
yang kaku, suasana kelas yang tegang, hanya ada sedikit alat 
ban tu mengajar, dan hanya ada kooperasi formal. Adapun 
paradigma yang fleksibel dan akomodatif bercirikan: Guru 
sebagai sumber belajar, metode bahan dan pendekatan yang 
beragam, bermacam budaya, pengajaran dengan bermacam
macam sarana, metode mengajar yang berbedabeda dan 
bervariasi, kurikulum yang fleksibel dan kaya dengan isi dan 
bahan tambahan, jadwal dan waktu sekolah yang fleksibel, 
difokuskan pada kelompok dan individu, bermacam bentuk 
pengelompokan, suasana kelas yang merangsang, dan koo
perasi formal maupun nonformal.
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Dengan diterapkannya paradigma yang fleksibel dan ako
modatif, menurut adanya peningkatan mutu guru. Pening
katan mutu guru tersebut dapat dilakukan sejak berada di 
bangku kuliah (face initial), saat mulai menjadi guru (face in-
duksi), maupun setelah menjadi guru (face inservice).

Prinsip 4: 
Memperkuat Hubungan antara Sistem Reguler dan  
Sistem Khusus

Kepercayaan akan perlunya mengaitkan antara sekolah 
reguler dan sekolah khusus secara lebih erat lagi, meru pakan 
implikasi dari istilah The Regular Education Initiative (REI). 
REI mengajak sistem pendidikan reguler untuk bertang gung 
jawab penuh terhadap keberhasilan semua siswa dan juga 
memberikan saran, bahwa pendidikan khusus hendaknya 
bertindak sebagai sumber daya bagi pendidikan reguler. REI 
mengimplikasikan adanya penerimaan terhadap universal 
edu cability dan penyabar luasan etos keberhasilan untuk 
meng gantikan sindrom kegagalan yang ada pada sebagian 
be  sar sekolah dasar.

Di Jepang telah merintis model pendidikan yang mengarah 
pada sistem inklusif yang disebut Transactional Program di 
mana anakanak penyandang kebutuhan pendidikan khu
sus diberikan sebanyak mungkin kesempatan untuk berpar
tisipasi dalam pendidikan dan sosial dengan anakanak dari 
sekolah reguler. Dalam program ini memungkinkan anak 
cacat untuk sekolah di sekolah reguler dalam mata pelajaran 
tertentu. Sementara di Filipina telah mengembangkan pro
gram “integrasi penuh” juga dilakukan program integrasi 
sebagian di waktu tertentu. Dalam hal integrasi parsial ini 
anak cacat yang ada di sekolah reguler mendapatkan ban
tuan dari guru khusus manakala ia membutuhkannya. Mo del 
pengintegrasian lain adalah apa yang disebut dengan “ke
las kooperatif”, di mana anak yang tuli diajarkan seni, ma
tematika, sains, dan sosial dalam kelas yang menggunakan 
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berbagai metode komunikasi.
Pendekatan tersebut mirip dengan apa yang disebut blen-

den classroom (kelas campuran) yang ada di Amerika Utara, 
di mana anak yang tidak cacat diintegrasikan ke dalam kelas 
yang memang dirancang khusus untuk anak cacat dengan 
rasio 1.5 (satu anak normal dan lima anak cacat). Pendekatan 
tersebut juga dikenal dengan nama reverse mainstreaming 
yang berarti “kembalikan dari pemisah” kekuatan model pen
dekatan ini terletak pada pengajaram oleh teman sebaya atau 
bantuan yang diberikan oleh anak yang normal tehadap anak 
yang cacat.

Perbedaan penekanan hubungan antara model segregasi 
dan sistem yang mempromosikan inklusi terdapat pada Boks 
6 berikut.

BOKS 6:
MEMPERKUAT HUBUNGAN ANTARA SISTEM PENDIDIKAN REGULER 

DAN SISTEM PENDIDIKAN KHUSUS

Sistem terpisah yang tradisional Sistem integrasi untuk meningkatkan 
inklusi

▪ Penempatan dalam pendidikan 
dipisahkan menjadi reguler dan 
khusus bagi dua tipe anak; sekali 
anak dipisahkan mereka jarang 
diintegrasikan lagi.

▪ Para guru reguler dan khusus diberi 
pendidikan yang terpisah saat 
masih kuliah.

▪ Pengembangan kebijakan untuk 
evaluasi sekolah dan penilaian guru 
secara mandiri.

▪ Jaringan antara sekolah dengan 
perguruan tinggi dan dengan 
masyarakat.

▪ Penyebarluasan kesempatan dalam 
profesi mengajar, baik dari segi jenis 
kelamin maupun kecacatan.

▪ Pendidikan guru yang inklusif 
menyiapkan guru untuk sekolah 
yang juga inklusif.

▪ Desain penempatan pendidikan 
yang fleksibel dan responsif.

▪ Pendidikan bersama untuk calon 
sekolah guru reguler dan sekolah 
khusus dalam sistem pendidikan.

▪ Sistem evaluasi pendidikan, 
termasuk penilaian guru didasarkan 
pada indikator performa.

▪ Penyebaran guru dan penggunaan 
kelas dikaitkan dan ditingkatkan.

▪ Wanita, orang-orang dari komunitas 
minoritas dan orang cacat direkrut 
untuk menjadi guru.

▪ Lebih banyak lagi guru yang 
direkrut, dilatih, dan dipekerjakan di 
daerah asalnya.

▪ Guru reguler yang ada adalam 
pendidikan pre-service dan in-
service ditingkatkan sensitifitasnya 
dan juga dibekali dengan alat-alat 
untuk dapat merespons kebutuhan 
khusus siswa.
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▪ Pendidikan guru yang holistic; 
awal, induksi, dan inservice semua 
dikaitkan dengan kurikulum dan 
pengembangan material.

▪ Pendidikan guru yang kuat dan 
keterkaitan dengan sekolah.

▪ Guru khusus berkomunikasi 
dengan keluarga siswa khusus; 
guru reguler dengan keluarga 
siswa anak reguler.

▪ Keluarga diberi informasi tentang 
layanan dalam pendidikan khusus 
dalam setting yang khusus.

▪ Pendidikan guru menawarkan 
kompetensi untuk bermacam 
kelas dan bermacam disiplin.

▪ Mahasiswa calon guru 
menghabiskan banyak waktu 
dalam mengaitkan teori khusus.

▪ Keluarga diberi informasi tentang 
layanan yang berkelanjutan dan 
filosofi pendidikan inklusif.

Prinsip 5: 
Komitmen untuk Berbagi Tanggung Jawab dalam Masyarakat

Di bawah paradigma baru untuk pendidikan dasar, 
 se ko   lah dipandang sebagai bagian integral dari lingkungan 
 ma  sya   rakat. Guru, kepala sekolah, orangtua, dan masyarakat 
se     muanya ter libat dalam perencanaan dan pengambilan ke pu
tus  an, se  hingga tanggung jawab atas kemajuan anak men jadi  
tang gung jawab bersama. Kerja sama dan  pengoor di na sian 
an  tara fasilitas pendidikan khusus, guru dan, sekolah re guler 
ha   ruslah menjadi kegiatan yang bisa dilakukan sebab tidak 
ada satu sistem yang dapat memenuhi semua kebutuhan anak.

Keterlibatan orangtua dan masyarakat telah merupakan 
faktor utama pembangunan bagi anakanak cacat. Dimulai 
dari adanya layanan penyandang cacat bagi tunanaetra di 
Jepang pada Abad ke8, hingga adanya Dekade bagi penyan
dang cacat di Kawasan Pasifik yang dimulai sejak tahun 1993, 
masyarakat senantiasa merupakan pimpinan dalam layanan 
bagi penyandang cacat. Sebagai contoh Community Based Re-
habilitation (CBR) adalah rehabilitasi yang didasarkan pada 
masyarakat.

Beberapa negara di Asia yaitu: Nepal, India, Malaysia, In
do  nesia, dan Filipina sangat terkenal akan usaha rehabi litasi 
yang didasarkan pada masyarakat. Seluruh biaya di tanggung 
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sendiri oleh masyarakat, dan penerima layanan ikut terlibat 
lang sung sejak dari perencanaan hingga operasio nalnya. Or
ga  nisasiorganisasi kemasyarakatan berskala inter na sio nal 
yang selama ini sangat memberikan perhatian ke pada pen di
dik  an anakanak cacat antara lain Hellen Keller In ter national 
(HKI) dan The International Non-Govermental Organi zation 
(INGO).

Prinsip 6: 
Pengakuan oleh Para Profesional tentang   
Keragaman yang Lebih Besar

Pembekalan kepada calon guru dengan memberikan ber
macam cara pembelajaran, bentukbentuk pendekatan yang 
fleksibel dan kooperatif, sebenarnya menunjukkan adanya 
ke sadaran para profesional akan keberagaman cara belajar 
yang dimiliki oleh peserta didik. Di India, guru diberikan do
rongan untuk menggunakan pendekatan mengajar yang lebih 
fleksibel dan membantu guru tersebut agar mampu bekerja 
secara kooperatif dengan guru lainnya. Di samping itu, di India 
juga telah digunakan konsep multy category resource teacher, 
di mana seorang guru sumber diberi tugas untuk membantu 
guru lain dalam berbagai kasus anak cacat. Pendekatan ter
sebut sangat berbeda dengan pendekatan konvensional, di 
mana banyak guru dilatih sebagaimana mereka diajar, dan ka
renanya mereka secara implisit mengasumsikan, bahwa anak 
pasti mampu belajar, namun yang terjadi tidaklah demikian.

Guru sesungguhnya membutuhkan pelatihan awal dan la
tihan yang terusmenerus untuk mengembangkan dan mem 
perbarui kompetensinya untuk mengajar anak  penyan dang 
kebutuhan pendidikan khusus. Guru dibuat sadar akan ke
ra  gaman kebutuhan para siswanya dan diberikan bermacam 
strategi pengajaran, metode dan bahan pengajaran, metode 
asesmen dan respons terhadap bermacam kebutuhan khusus 
siswa dan meningkatkan keterlibatan keluarga dan anggota 
keluarga dalam pendidikan anakanaknya.
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Prinsip ini menekankan pada perubahan kompetensi pro 
fes ional yang dibutuhkan oleh guru, dengan perubahan dari 
pendidikan guru tradisional ke model baru yang bersifat pem
baruan kompetensi yang terusmenerus. Dengan de mi kian 
pen didikan guru menjadi lebih fleksibel.

Kebijakan dan praktik dalam mengembangkan respons 
ter hadap keberagaman kebutuhan siswa seperti tersaji pada 
Boks 7.

BOKS 7: 
KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DALAM MENGEMBANGKAN RESPONS 

TERHADAP KEBERAGAMAN

Kebijakan Praktik

▪ Penerimaan tentang 
kecacatan secara 
sosial dikombinasikan 
dengan kampanye untuk 
memengaruhi opini publik.

▪ Pengakuan akan pengesahan 
kultur dan bahasa rumah.

▪ Pengakuan akan konsep 
lingkungan yang sangat 
kurang membatasi dan 
kebijakan untuk penyebaran 
dan implementasi.

▪ Sekolah dasar yang inklusif 
diakui sebagai norma dalam 
sistem yang ada.

▪ Integrasi sosial bagi individu 
dengan kebutuhan khusus 
ternyatakan dalam kebijakan 
yang dikeluarkan oleh 
masyarakat.

▪ Pengenalan asesmen yang 
tidak diskriminasi, yang 
mengakui adanya bermacam 
kontribusi, kualitas, bakat, 
dan cara-cara mencapai 
kemampuan.

▪ Ekspektasi yang tinggi bagi 
semua anggota sekolah.

▪ Kurikulum dan sistem ujian 
yang fleksibel.

▪ Pemerintah dan masyarakat bekerja 
sama untuk mengembangkan ren-
cana tindakan bagi UPE yang inklusif.

▪ Model medis tentang kecacatan 
digantikan dengan model tindakan 
sosial yang menerima adanya hak 
untuk berbeda.

▪ Kampanye kesadaran publik untuk 
mengubah sikap terhadap kebera-
gaman yang dilakukan untuk publik, 
administrator pendidikan, dan guru.

▪ Pilihan pendidikan sebisa mungkin 
mengikuti prinsip ini.

▪ Tersedia berbagai macam 
pendekatan terintegrasi mulai dari 
kelas yang self-containedm dan 
campuran sampai dengan yang 
sepenuhnya inklusi.

▪ Pengajaran menanamkan penerimaan 
nilai-nilai perbedaan.

▪ Asesmen individual ditekankan 
berdasarkan kriteria dari kemampuan 
dan kebutuhan anak itu sendiri.

▪ Sekolah mengharapkan hasil 
akademik yang maksimum dari 
semua siswa.

▪ Anak-anak dengan kebutuhan 
khusus dinilai dengan prosesdur 
yang multidimensi bersama dengan 
orangtua.
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Prinsip 8: 
Komitmen tehadap Pendekatan yang Holistik

Prinsip holistik dan pendekatan perkembangan pada 
pen   didikan berhubungan dengan konsep community shared 
res  pon sibility. Tanggung jawab bersama merujuk pada hu
bung an sekolah dengan konteks masyarakatnya dan meng
asum sikan, bahwa masyarakat dan organisasi perlu bekerja 
sama untuk mendidik anak. Pendekatan holistik dan perkem
bangan didasarkan pada asumsi, bahwa:
1. Ada banyak domain dalam kehidupan anak yang berpe

ngaruh pada performa pendidikan di sekolah;
2. Ada banyak aspek dari perkembangan dini anak yang akan 

menentukan sejauh mana anak akan dapat mengambil 
manfaat dari pendidikan;

3. Pengaruh cacat dan kondisi hidup yang lain dapat bersifat 
komulatif dan perlu diberikan intervensi sedini mungkin;

4. Guru dan profesional yang lain samasama bertanggung 
jawab untuk pemeriksaan anak untuk melihat adanya 
ma  salah nutrisi yang ada, untuk membuat referensi dan 
un  tuk pengambilan tindakan yang tepat;

5. Guru bertanggung jawab terhadap semua anak dan per
kem bangannya bukan hanya kognitif saja.

Dalam sistem sekolah yang mengaplikasikan prinsip
prin sip perkembangan yang holistik layanan pendidikan 
mem perhatikan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap 
pen capaian pendidikan, termasuk kesehatan dan keadaan fi
sik, ke adaan nutrisi, tuntutan kerja dan lainlainnya.

Desain holistik dan perkembangan berarti, bahwa ada 
inte grasi intervensi sejak dini, dukungan kesehatan, dan nu
trisi dengan layanan pendidikan. Di banyak negara ber kem
bang disadari, bahwa kebijakan dan tindakan untuk mela wan 
malnutrisi harus dilakukan melalui metode yang holistik ter
integrasi, intersektoral.

Apabila sekolah dipandang sebagai bagian dari integral 
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dari masyarakat dan lingkungan, rumah, dan masyarakat, in
tervensi kesehatan dan nutrisi digabungkan dalam sekolah 
sebagai bagian dari proses pendidikan dan sebagai alat untuk 
membuat agar anak belajar dengan lebih baik, sehingga guru, 
orangtua, dan masyarakat semuanya dilibatkan dalam peren
canaan dan pengambilan keputusan sehingga mereka juga 
ber tanggung jawab bagi kemajuan anak.

Di banyak negara berkembang kebijakan dan tindakan 
untuk melawan malnutrisi melalui cara yang terintegrasi dan 
intersektoral dilakukan secara intensif. Keterlibatan masya
rakat dalam perawatan kesehatan dan nutrisi merupakan sua
tu keharusan. Salah satu contoh proyek intersektoral yang di 
mak sudkan untuk meningkatkan layanan kepada anak ada  lah 
proyek yang didanai oleh UNESCO dan The Cristian Children 
Fund di Thailand.

Ada peningkatan pengakuan tentang adanya saling kait
an antara kesehatan, pendidikan, dan nutrisi. Sementara per 
ma salahan dengan pendekatan yang holistik di tingkat pen
didikan dasar ada tiga permasalahan yang perlu mendapat 
perhatian, yaitu; (1) kaitan antara kesehatan dan nutrisi dan 
belajar, (2) dampak faktor kesehatan dan nutrisi terhadap 
ke  siapan belajar dan performa di sekolah, dan (3) perkiraan 
jum  lah anak dengan kekurangan gizi di kawasan Asia.

Kaitan antara kondisi kesehatan dan nutrisi dengan belajar 
sebagaimana disarikan dari beberapa literature menyatakan:
1. Ada indikasi yang kuat adanya hubungan antara malnutrisi 

protein dan perkembangan kognitif yang muncul bahkan 
sebelum muncul kekurangan antropometri;

2. Pada populasi di mana malnutrisi bersifat endemik, anak 
yang pernah mengalami malnutrisi protein yang pa rah 
cenderung lambat untuk masuk sekolahnya dan cende
rung keluar lebih cepat;

3. Cacat yang disebabkan oleh malnutrisi protein dapat di
perbaiki dengan pendidikan sosial dan fisiologi melalui 
rehabilitasi nutrisi, walaupun untuk ini biayanya mahal 
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dan prosesnya kompleks;
4. Kekurangan iodin pada anak kecil merupakan faktor pen

ting yang memengaruhi pencapaian anak. Kekurangan 
io dine dalam masa kehamilan dapat mengakibatkan ku
rang nya pendengaran dan penglihatan pada bayi;

5. Kekurangan iodin pada saat dewasa dapat menimbulkan 
keterbelakangan mental, kritenisme, bisu tuli, dan cacat 
pendengaran yang tak dapat disembuhkan;

6. Ada hubungan yang erat antara kekurangan zat besi dan 
performa anak di sekolah dasar;

7. Infeksi parasit dapat menimbulkan dampak yang berarti 
dan nutrisi serta kesehatan anak. Infeksi oleh cacing mi
sal nya, dapat mengakibatkan malnutrisi dan akibatnya 
akan memengaruhi level energi dan aptitude anak.

Sering kali dikatakan, bahwa rendahnya kesehatan di ne
gara berkembang merupakan penyebab kecacatan. Banyak 
anak dengan kondisi nutrisi yang tidak baik yang berasal dari 
keluarga miskin. Anakanak yang demikian mempunyai ri
siko cacat yang tinggi. Bagi mereka pendidikan adalah sarana 
untuk pencegahan dan pengurangan dampak kecacatan dan 
agar mereka mendapatkan kemampuan baca tulis dan pen
didikan kesehatan dan nutrisi. Bagi mereka sekolah dasar 
mung kin merupakan satusatunya kesempatan pendidikan.

Sementara Mulyono, (2002), juga telah mengidentifikasi 
prinsipprinsip dalam pendidikan inklusif menjadi sembilan 
elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat 
dilaksa nakan.
1. Sikap guru yang positif terhadap kebhinekaan. Elemen 

paling penting dalam pendidikan inklusif adalah sikap 
guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendi
dikan khusus (Hannah, 1988). Sikap guru tidak hanya 
ber pengaruh terhadap classroom setting tetapi juga da
lam pemilihan strategi pembelajaran (udgell, 1986). Sa
yangnya banyak guru yang menolak kehadiran siswa yang 



52

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

membutuhkan layanan pendidikan khusus di seko lah re
guler. Sikap positif guru terhadap keragaman kebu tuhan 
siswa dapat ditingkatkan dengan cara mem berikan in for
masi yang akurat tentang siswa dan cara pena ngan annya 
(Johnson & Johnson, 1984).

2. Interaksi promotif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif 
menuntut adanya interaksi promotif antara siswa. Yang 
dimaksud interaksi promotif adalah upaya untuk saling 
menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar. 
Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat rasa 
saling menghargai dan saling memberikan urunan dalam 
meraih keberhasilan belajar bersama. Interaksi promotif 
pada hakikatnya sama dengan interaksi transpersonal se
perti yang dikemukakan oleh Maslaw (Clark, 1983), yaitu 
interaksi yang didasarkan atas rasa saling menghormati, 
tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga  sesa ma 
makhluk ciptaan Tuhan. Interaksi promotif hanya di 
mungkinkan jika guru menciptakan suasana belajar 
koo    peratif (Johnson & Johnson, 1984). Hasil pene litian 
me    nunjukan bahwa dalam suasana belajar kooperatif, 
siswa cenderung memperoleh prestasi belajar mate ma
tika lebih tinggi daripada dalam suasana belajar kom pe
titif (Mulyono, 1990). Dalam pendidikan inklusif, sua   sana 
belajar kooperatif harus dominan sedangkan sua  sana 
bel ajar kompetitif hanya untuk  bersenangse nang atau 
untuk selingan atau untuk materi belajar yang mem
bo sankan. Hasil penelitian Johnson & Johnson (1984) 
me nunjukkan, bahwa suasana belajar kompetitif  da pat 
menimbulkan perasaan rendah diri bagi siswa yang 
me miliki kemampuan kurang. Lebih lanjut hasil pe ne
liti an Mulyono (1994) menunjukkan, bahwa para  gu ru 
umumnya lebih menyukai pembelajaran kompetitif dan 
tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang me
madai dalam penyelenggaraan pembelajaran  koo pe ratif. 
Padahal, pembelajaran kompetitif dalam kelom pok he
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te  rogen dapat menghancurkan rasa harga diri siswa 
yang memiliki keunggulan. Perasaan rendah diri dan 
pe  ra saan bosan merupakan elemen yang merusak un
tuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. 
Kompetisi bukan tidak bermanfaat tetapi hanya untuk 
kelompok homogen yang memungkinkan semua  ang gota 
berkompetisi memiliki peluang yang relatif sama untuk 
menang dan kalah. Menguatkan pembahasan ini, sekali 
lagi hasil penelitian Mulyono (1994) menunjukkan, bah wa 
interaksi kompetitif yang efektif untuk mencapai tu juan 
pembelajaran adalah kompetisi antarsiswa yang mem
punyai kemampuan seimbang, kompetisi dengan standar 
nilai minimum, dan yang terbaik adalah kompetisi dengan 
diri sendiri.

3. Pencapaian kompetensi akademik dan sosial.  Pendidik an 
inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tuju an da
lam bentuk kompetensi akademik, tetapi juga kom pe
ten si sosial. Oleh sebab itu, perencanaan pem bel  ajar  an 
harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akade
mik (academic objectives) tetapi juga tujuan  kete ram pilan 
bekerja sama (collaborative skills objec tives). Tujuan ke
terampilan bekerja sama mencakup keteram pil an me
mim pin, memahami perasaan orang lain, meng hargai pi
kiran orang lain, dan tenggang rasa.

4. Pembelajaran adaptif. Ciri khas dari pendidikan inklusif 
adalah tersedianya program pembelajaran yang adaptif 
atau program pembelajaran individual (individualized ins-
tructional programs). Program pembelajaran adaptif tidak 
hanya ditujukan kepada siswa dengan proble ma belajar 
tetapi juga untuk siswa yang dikaruniai keunggulan. Pe
nyusunan program pembelajaran adaptif menuntut ke
ter libatan tidak hanya guru kelas atau guru bidang studi 
teta pi juga guru PLB, orangtua, guru BK, dan ahliahli lain 
yang terkait. Menurut Kitani Kirby (1986), penyusunan 
pro gram pembelajaran individual (PPI) bagi siswa berba
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kar perlu melibatkan siswa yang bersangkutan.
5. Konsultasi kolaboratif. Konsultasi kolaboratif (collabo-

ra tive consultation) adalah saling tukar informasi an
tar pro  fesional dari semua disiplin yang terkait untuk 
mem   peroleh keputusan legal dan instruksional yang ber
hu     bungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pen
didikan khusus. Yang dimaksud profesional dalam hal ini 
adalah guru PLB, guru kelas atau guru bidang studi, kon
selor, psikolog, dan/atau ahliahli lain yang terkait. Idol 
dan West (1990) telah mengembangkan model konsultasi 
ko laboratif untuk melakukan tindakan pencegahan dan 
rehabilitasi siswa yang membutuhkan layanan pendidikan 
khusus di kelas reguler. Berdasarkan model yang mereka 
buat, guru PLB dan guru reguler bersama anggota tim 
lain nya, melakukan diskusi untuk menentukan sifat dan 
ukuranukuran yang digunakan untuk menentukan masa
lah siswa, memilih dan merekomendasikan tindakan, me
rencanakan dan mengimplementasikan program pem  
be lajaran, dan melakukan evaluasi hasil intervensi ser ta 
melakukan perencanaan ulang jika diperlukan.

6. Hidup dan belajar dalam masyarakat. Dalam pendi
dik an inklusif kelas harus merupakan bentuk mini dari 
suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan. Di dalam 
kelas diciptakan suasana yang silih asah, silih asih, dan 
silih asuh. Dengan kata lain, suasana belajar yang koo
pe ratif harus diciptakan sehingga di antara siswa terjalin 
hubungan yang saling menghargai. Semua siswa tidak pe
duli betapa pun perbedaannya, harus dipandang seba gai 
individu unik yang memiliki potensi kemanusiaan yang 
harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehi
dupan.

7. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. 
Ke luarga merupakan fondasi tempat anakanak belajar 
dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah, juga tem
pat anak belajar dan berkembang. Keduanya memiliki 



55

2 — Filosofi dan Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Inklusif

fungsi yang sama. Perbedaannya, pendidikan dalam ke
luarga tidak terprogram dan terukur sedangkan di sekolah 
pendidikan lebih banyak dilakukan secara ter program 
dan terukur atau yang biasa disebut dengan pembel ajar
an. Karena kedua lembaga tersebut hakikatnya mem pu
nyai fungsi yang sama, maka keduanya harus menjalin 
hubungan kemitraan yang erat dalam upaya memberda
yakan semua potensi kemanusiaan siswa agar dapat ber
kembang optimal dan terintegrasi. Keluarga memiliki in
formasi yang lebih akurat mengenai keunikan, kekuatan, 
dan minat anak, sedangkan sekolah memiliki informasi 
yang lebih akurat mengenai prestasi akademik siswa. In
formasi mengenai anak yang dimiliki oleh keluarga me
ru pakan landasan penting bagi penyelenggaraan pendi
dikan inklusif.

8. Belajar dan berpikir independen. Dalam pendidikan in
klu  sif guru mendorong agar siswa mencapai perkem
bangan kognitif taraf tinggi dan kreatif agar mampu 
ber  pikir independen. Berkenaan dengan semakin maju
nya ilmu dan teknologi, pendidikan inklusif sangat me   
ne kankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan 
berpikir. Guru hendaknya juga mengetahui, bahwa ha 
silhasil penelitian mengenai anakanak kesulitan  bel ajar 
(students with learning difficulties) menunjukkan, bah wa 
mereka umumnya pasif dalam belajar, kurang mampu 
melakukan kontrol diri, cenderung bergantung (de   pen-
dent), dan kurang memiliki strategi untuk belajar (Wong, 
1983). Sehubungan dengan karakteristik siswa ber   kesu
litan belajar semacam itu, maka guru perlu  me miliki ke
mampuan untuk memberikan dorongan atau motivasi 
dengan menerapkan berbagai teknik, terutama yang ber
ke naan dengan manajemen perilaku atau memo difi kasi 
perilaku.

9. Belajar sepanjang hayat. Pendidikan inklusif meman
dang pendidikan di sekolah sebagai bagian dari perja
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lana n panjang hidup seorang manusia, dan manusia 
bel ajar sepanjang hidupnya (life-long learning). Belajar se 
panjang hayat memiliki makna yang melampaui sekadar 
me nguasai berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan 
dan kurikulum dan upaya untuk naik kelas. Belajar se
panjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk ber
pikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai 
ma salah kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif 
menekankan pada pengalaman belajar yang bermanfaat 
bagi kelangsungan proses belajar siswa dalam kehidupan 
masyarakat.

C. KONSEP PERBEDAAN INDIVIDU  
PESERTA DIDIK
Setiap individu merupakan pribadi yang unik, di dunia ini 

tidak ada dua orang yang persis sama, anak kembar satu telur 
sekalipun pasti memiliki perbedaan secara nyata. Perbedaan 
individu merupakan salah satu aspek yang memperoleh per
hatian dalam bidang pendidikan. Terutama kecepatan dan 
irama perkembangannya, dan pengabaian pemenuhan kebu
tuhan sesuai dengan sifat dan irama perkembangannya dapat 
mengganggu perkembangan seseorang (Semiawan, 1992).

1. Perbedaan Individu dalam Pendidikan
Pada 1962, The National Society for the Study of Educa tion 

memfokuskan penerbitan yearbooknya khusus mengulas 
perbedaan individu yang mungkin dapat  dikata kan sebagai 
tinjauan paling komprehensif pertama (Henry, 1962). Perbe
daan individu terlihat dari hasilhasil tes baku. Pada anak
anak usia prasekolah, perbedaan individu dapat dijumpai 
dalam hal perkembangan fisik, perilaku motorik, perilaku 
in telektual, dan perilaku sosialemosional. Di antara anak
anak usia remaja ditemukan perbedaan antara lain dalam 
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hal perkembangan fisik, fungsi intelektual, dan kepribadian. 
Di antara mahasiswa perguruan tinggi ditemukan perbedaan 
dalam hal kemampuan potensi akademik, latar belakang so
sial, sikat, tata nilai, minta, dan motivasi. Kecuali itu, juga di
temukan adanya perbedaan intraindividual. Misalnya, anak 
yang termasik 10 persen terbaik dalam kemampuan membaca 
mungkin hanya mempunyai kemampuan matematika rata
rata atau mungkin hanya mempunyai kemampuan mate ma
tika ratarata atau bahkan di bawah ratarata.

Peterson (1982) mengemukakan dua dimensi perbedaan 
individu yang terkait erat dengan bidang pendidikan, yaitu 
intelegensi dan kepribadian. Kedua kategori tersebut meru
pakan kristalisasi dari sederetan karakteristik individu yang 
meliputi intelegensi, kemampuan khusus, kreativitas, tipe 
kog   nitif, kepribadian, nilai, sikap, dan minat. Lebih lanjut ju
ga di kemukakan, bahwa intelegensi dan kemampuan umum 
 me rupakan dimensi yang paling banyak memperoleh per ha
tian dari psikolog. Intelegensi umumnya didefinisikan seba gai 
skor seseorang pada tes intelegensi yang umumnya menca
kup aspek yang luas, dari pengetahuan umum. Intelegensi 
atau kemampuan umum telah lama menarik minat para 
pen didik, karena adanya hubungan yang erat dengan hasil 
belajar. Namun demikian, meskipun hubungan keduanya sa
ngat dekat, belum dapat dipastikan mana sebab dan mana 
akibatnya. Seperti dikemukakan Tyler (1974), semakin tinggi 
tingkat intelegensi anak, semakin tinggi prestasi belajarnya, 
se makin lama bersekolah, dan semakin positif sikapnya ter ha
dap sekolah; tetapi juga benar bahwa semakin lama bersekolah 
cenderung semakin meningkat kemampuan umumnya. Jadi, 
logikanya kirakira sebagai berikut: Intelegensi memengaruhi 
belajar di kelas, dan kemudian sebaliknya belajar di kelas me
mengaruhi intelegensi.

Dimensi perbedaan individu yang kedua dalam kepriba-
dian, yang juga banyak menarik perhatian psikolog untuk 
di teliti. Psikolog mencoba mengukur kepribadian seseorang 
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dalam situasi sosial dengan mengukur karakternya. Karakter 
(traits) individu merupakan karakter yang bersifat tetap da
lam hal cara menghadapi berbagai situasi. Beberapa karakter 
itu diukur secara kuantitatif menggunakan instrumen tertulis 
seperti checklist atau rating scales. Cakupan tes antara lain 
me  liputi depresi, kejahatan (masculiniyu-feminity) introversi 
sosial, sosialibilitas, responsibilitas, toleransi, fleksibilitas, 
dan se bagainya (Peterson, 1982).

Di antara berbagai karakter kepribadian yang sering kali 
dikaji oleh psikolog, ada dua karakter yang mempunyai kaitan 
sangat erat dengan belajar di sekolah, yaitu tipe kognitif (cog-
nitive or learning styles) dan pusat kendali (locus of control).

Tipe kognitif, karakteristik seseorang dalam mengorgani
sasikan dan memproses informasi atau pengalaman (Messick, 
1976). Meskipun tipe kognitif sering dianggap sebagai karak
ter kepribadian, tipe kognitif menggambarkan kemam puan 
fungsi kognitif, sehingga merupakan paduan antara kemam
puan (intelegensi) dan kepribadian. Tipe kognitif sering di
kla sifikasikan menjadi tiga dimensi. Pertama, antara field 
de pendence dan field independence. Orang yang bertipe field 
dependence cenderung melihat lingkungan secara analitis 
(perinci), sedangkan orang yang bertipe field independence 
cen derung melihat lingkungan secara global. Dimensi ke-
dua, antara cognitive complexity dan cognitive simplicity. 
Orang yang bertipe cognitive complexity cenderung melihat 
ling kungan secara ultidimensional atau secara abstrak, se
dang kan orang yang bertipe cognitive simplicity cenderung 
me lihat lengkungan secara konkret atau sigledemensional. 
Di mensi ketiga, antara tipe reflective dan impulsive. Orang 
yang bertipe impulsive cenderung merespons situasi secara 
ce pat dan sering kurang hatihati dan penuh pertimbangan. 
Dimensi keempat, terkait dengan pilihan modalitas syaraf 
dalam menerima informasi. Ada orang yang kuat syaraf vi
sual  nya, atau auditnya, atau kinestetiknya.
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Berbagai hasil penelitian menunjukkan, bahwa tipe kog
nitif sangat penting dalam proses belajar (Peterson, 1982) 
anak yang bertipe field dependence, misalnya, akan sangat 
kuat dalam penguasaan materi yang berkaitan dengan sosial, 
sedangkan anak yang bertipe field independence umumnya 
kuat dalam kemampuan analitis dan matematis. Hal ini, nan
ti mestinya dipertimbangkan dalam pemilihan karier. Un tuk 
tujuan pendidikan pada tingkat dasar, di mana setiap anak 
harus mempelajari materi dasar yang sama, penelitian ba
nyak dilakukan untuk mengadaptasi metode pembelajaran, 
sehingga dapat mengakomodasi tipe kognitif.

Pusat kendali, adalah cara anak memahami mengenai 
penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Pusat kendali 
umum nya dibedakan menjadi eksternal dan internal. Anak 
yang mempunyai pusat kendali lebih eksternal cenderung 
percaya, bahwa keberhasilan atau kegagalannya disebabkan 
oleh faktor eksternal, seperti kebetulan, nasib, bantuan guru, 
atau tugas yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Sebaliknya, 
anak yang bertipe pusat kendali lebih internal cenderung per
caya, bahwa penyebab keberhasilan dan kegagalannya adalah 
faktor internal dalam dirinya, seperti kemampuan atau usa
hanya (Sunardi, 2003). Penelitian tentang pusat kendali kait
annya dengan pendidikan telah berkembang, bukan hanya 
apakah seorang anak termasuk tipe internal atau eksternal, 
melainkan juga apakah sifatnya konsisten atau tidaknya. Dari 
ba nyak penelitian ini, muncullah istilah learned helplessness, 
yai tu perasaan bahwa kegagalan lebih disebabkan oleh tingkat 
kemampuan rendah, dan perasaan bahwa keberhasilan lebih 
disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti bantuan orang lain 
atau tingkat kemudahan soal. Karena keduanya penyebab 
(internal dan eksternal) tersebut di luar kendali anak, jika ka
rakteristik learned helplessness ini ada pada anak, maka anak 
tidak akan mau berusaha (Civington & Berry, 1976).
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2. Program Pendidikan yang Memperhatikan 
Perbedaan Individu
Perbedaan individu peserta didik sebenarnya telah mem

peroleh perhatian para pakar pendidikan sejak awal abad XX 
dan dalam the Dalton Plan yang cukup populer pada 1920
an di Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Soviet (Lawry, 1987). 
Misalnya program pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu 
pro   gram akademik program nonakademik dan program 
 pro  fesional. Materi program akademik disusun secara seku 
en sial, dan siswa belajar dengan kecepatan secara  indi vi dual 
menurut kemampuannya. Adapun dalam  pro gram profe
sional, semua anak belajar secara bersamasama. Konsep 
lain, The Winnetka Plan yang dikembangkan oleh  Profe sor 
Winnetka dari The City University of New York pada 1920
an (Lawry, 1987), mengizinkan siswa belajar dengan kece
patannya sendirisendiri untuk matamata pelajaran mem
baca, menulis, berhitung di pagi hari, kemudian belajar 
ke   lompok untuk ilmu sosial, olahraga, atau kreativitas pada 
so re hari. Pada saat yang hampir bersamaan, dipengaruhi 
oleh pandangan Dewey, Kilpatrick mengembangkan The Pro-
ject Method yang menekankan pemecahan masalah dan ke
bebasan siswa. Berbeda dengan materi sekolah  konven sio nal, 
materi pelajaran berupa pemecahan masalah (lebih fungsi
onal), dan siswa mempunyai kebebasan memilih ma salah 
yang akan dipelajari (Lawry, 1987).

Welberg (1975) mengemukakan satu taksonomi model 
psikologis layanan pembelajaran yang memperhatikan per
bedaan individu, yaitu terdiri dari model seleksi, pengayaan, 
akselerasi, diagnostik hierarkis, diagnostik acak, multimodal, 
dan multivalent. Dengan model seleksi, pengukuran dilakukan 
terhadap perbedaan individual untuk menentukan siapa yang 
layak bersekolah dan mana yang tidak layak bersekolah. Model 
pengayaan dan akselerasi mempunyai jiwa yang sama, yaitu 
pada dasarnya anak mempelajari materi dengan urutan yang 
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sama. Dengan pengayaan anak yang telah menguasai satu 
ma teri memperoleh pengayaan sambil menungu temannya 
yang belum menguasai, sedangkan dengan akselerasi, anak 
boleh melanjutkan ke materi yang di atasnya. Dengan mo del 
diagnostik, anak hars mengerjakan prestest sebelum me mulai 
satu unit materi. Pada model diagnostik hierarkis, pre test 
harus diambil pada awal semua unit, sedangkan pada model 
diagnostik random, hanya pada materi yang menuntut pra
syarat saja diperlukan pretest. Pada model multimodal dan 
mutivalent, perbedaan individu diperhatikan dalam pem bel
ajaran dengan menyediakan berbagai metode pem bel ajar
an. Pretest diperlukan di sini. Pada multimodel, hasil pretest 
akan menentukan cara pembelajaran mana yang akan diikuti 
anak dengan materi yang sama. Adapun pada model multi-
valentum hasil pretest juga menentukan jenis kurikulum yang 
boleh diikuti anak. Taksonomi Welberg ini disederhanakan 
oleh Rohwer, dan BHowe (1980) menjadi empat model yang 
ebih sederhana, yaitu seleksi, remediasi, diversifikasi pembel
ajaran, dan diversifikasi pembelajaran dengan tujuan ganda.

Kecuali modelmodel di atas, sebenarnya banyak model 
yang mempunyai kesamaan asumsi dasar dan karakteristik 
utama, misalnya open education, progressive education, free 
education, open space education, integrated day plan, atau 
alternative school (Glaconia, 1987). Modelmodel ini mem
punyai karakteristik antara lain; (1) partisipasi anak dalam pe
netapan tujuan, (2) variasi dalam kurikulum, (3) pe man faatan 
ruang dan peralatan secara fleksibel, (4) kebe basan anak 
me milih tugas guru, (5) jadwal tidak kaku, (6) pembelajaran 
in dividual dalam bentuk kelompok kecil, setiap anak maju 
dengan kecepatan sendiri, anak dapat memilih metode bel
ajarnya, (7) kelas multiusia dan multikemampuan, (8) guru 
sebagai narasumber, pembimbing diagnosis, (9) ku rang ba
nyak memanfaatkan testes konvensional, banyak me man
faatkan catatan guru, evaluasi lebih bertujuan untuk meng
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arahkan murid, banyak evaluasi diri oleh siswa, dan (10) peran 
anak dalam menetapkan aturan kelas (Sunardi, 2003).

D. KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF  
RADIKAL DAN MODERAT
Sunardi (2002), mengelompokkan konsep pendidikan in

klusif menjadi dua, yaitu radikal dan moderat.
Konsep Pendidikan Inklusif Radikal. Berkembang pada 

kalangan scientist yang diwarnai oleh konsep filosofis murni 
dan lebih menekankan pada kekuatan konseptual yang ber
sumber dari nilainilai universal. Mereka berpandangan, 
bah wa implementasi sistem pendidikan inklusif harus dite
rapkan secara utuh sesuai dengan falsafah konseptual yang 
melandasinya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila me
reka sering dikategorikan sebagai kelompok yang ber pan
dangan keras, dalam arti bahwa bila implementasi sistem 
pen didikan inklusif itu hanya setengahsetengah, maka hal 
tersebut bukan sistem pendidikan inklusif. Napas inklusi ha
rus benarbenar tampak dalam seluruh sistem dari visimisi, 
tujuan, kurikulum, pembelajaran, penilaian hingga indikator
indikator pendukung yang menyertainya. Sebagai contoh, 
bi la praktik penyelenggaraan pendidikannya masih sekadar 
menyertakan anakanak berkebutuhan pendidikan khu sus 
pada kelas atau sekolah reguler, namun perangkat sis temnya 
ma sih menggunakan pola konvensional, maka hal tersebut 
belum atau bukan sistem pendidikan inklusif.

Konsep Pendidikan Inklusif Moderat. Muncul dari ke
lom pok praktisi dan birokrat dalam kependidikan. Konsep 
dasar pikir yang melandasi adalah tuntutan lapangan yang 
ingin segera menerapkan konsep sistem pendidikan inklusif. 
Oleh sebab itu, negosiasi antara konsep ideal dan tuntutan 
kebutuhan banyak dilakukan, sehingga melahirkan konsep 
yang bersifat fleksibel dan adaptif. Ada baiknya sekilas disimak 
pernyataan Olsen H. (2002), “tujuan pendidikan inklusif adalah 
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sekolah di mana semua berpartisipasi dan diperlakukan se
tara. Namun, sejalan kita melangkah menuju inklusi pen ting 
untuk mengingat, bahwa tidak ada satu kelompok pun yang 
bisa mengaku sebagai inklusi total. Pendidikan inklusif adalah 
suatu proses konstan dari perbaikan sekolah untuk menjamin 
bahwa, pendidikan untuk semua adalah benarbenar untuk 
semua. Adakalanya apa yang dikembangkan oleh  kelom pok 
ini dinilai tidak konsisten, misalnya, suatu sekolah te lah 
me  masang label pendidikan inklusif, namun dalam ope ra
sionalnya masih bersifat penyiapan menuju pendidikan in
klusif sebenarnya. Lantaran sifatnya yang fleksibel dan adaptif 
ini, maka konsep pendidikan inklusif moderat banyak dianut 
dalam praktik kependidikan, tetapi perlu disadari bila falsafah 
ideal tidak dipegang teguh, bisa jadi produk yang diperoleh 
bu kanlah sistem pendidikan inklusif, melainkan sekadar 
kom  pilasi nilainilai inklusi yang diimplementasikan dalam 
sis  tem pendidikan reguler.





A. POLA PIKIR MASYARAKAT DALAM 
TINJAUAN HISTORIS TEORETIS
Para ahli filsafat sosial berpikir mengenai bentuk masya

rakat yang sempurna serta tingkah laku dan perilaku manusia 
yang dapat menuju ke arah tercapainya citacita semacam itu, 
sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam ilmu pengetahu an 
(Koentjaraningrat,1987). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa 
cara berpikir masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
yakni; (1) berpikir secara teologi, yaitu bahwa sebab dari semua 
ge jala itu bersumber kepada kehendak roh, dewa, atau tuhan, 
kemudian (2) berpikir secara metafisik, yaitu tahap di mana 
manusia menerangkan bahwa gejalagejala itu bersumber 
ke pada kekuatankekuatan gaib atau ab strak, akhirnya (3) ta
hap berpikir secara ilmiah, manusia meng khusus pada ana
lisis untuk dapat mencapai pengertian ten tang pengaruh hu
bungan dari gejalagejala tertentu terhadap gejalagejala lain 
dalam alam dan kehidupan masyarakat.

Geertz (IihKoentjaraningrat, 1990), menggolongkan ke
lom pok masyarakat di Indonesia menjadi tiga, yaitu priayi, 
santri, dan abangan. Ketiga kelompok tersebut memiliki po la 
pikir yang berbeda dalam menyikapi terhadap segala se sua
tu yang terjadi di sekitarnya. Sebagai contoh golongan santri 

3
Konteks Sistem Sosial 

Pendidikan Inklusif
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adalah kelompok pemeluk Agama Islam yang taat men ja lan
kan syariatnya, di mana pola pikir kependidikannya sa ngat 
dipengaruhi oleh nilainilai keislamannya. Pondokpon dok 
pesantren baik yang tradisional maupun modern dan ma
drasah, adalah bentuk pendidikan keislaman yang tetap eksis 
hingga kini. Banyak sekolah luar biasa di Indonesia yang di
dirikan oleh kelompokkelompok (yayasan) yang dilandasi 
falsafah keagamaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bi
la nilainilai religius sangat kental di hampir seluruh proses 
pem   belajarannya. Kelompokkelompok religius ini meyakini, 
bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk mereka (anak 
ber  ke butuhan khusus) mempunyai nilai ibadah baik kepada 
Tuhan maupun untuk sesama. Atas dasar falsafah tersebut 
ma ka sisi material tidak terlalu menjadi persoalan.

1. Modernisasi
Belajar dari teori sejarah pada zaman kuno (antiquity), 

dapat digunakan untuk mempersepsi tentang teori modern, 
dengan menggunakan pendekatan pada sejarah kejadiannya 
(accidental history), untuk menggali tentang peradaban mo
dern yang berkembang di Barat (Modern Western Civilli za
tion).

Modernisasi pada masyarakat Barat terjadi sejak 850 A.D. 
(sesudah Masehi) sampai dengan 1765 A.D. selanjutnya ma
suk pada masa transisi, yang ditandai mulai diterapkannya 
Paham demokratisasi di Amerika dan Perancis pada 1765, dan 
terjadinya revolusi industri.

Pada masa Modernisasi di Barat, terjadi beberapa perge
rakan dalam berbagai tatanan, seperti masa Pemerintahan 
Fiodal (A.D. 850 – 1400), selanjutnya diikuti pergerakan anti 
ke benaran pada masa Absolute Monarchy (A.D. 1400 – 1765). 
Dan, masa demokrasi (A.D. 1765 – 1870), yang selanjutnya di
ikuti pada masa imperialis (A.D. 1870 – 1955) dan berakhir de
ngan terjadinya perang dunia (world wars).
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Sebagian pemikir menyatakan keheranannya, ada apa an 
tara tahun 1950 – 1955? Di mana dalam selang + 5 tahun ter  
se but terjadi perubahan penting, seperti, penggunaan te na ga 
atom, senjata balistik, perluasan wilayah, otomatisasi, elek
tro nik, dan mesin komputer.

2. Pergerakan Perputaran Ekonomi dalam 
Modernisasi
Sejalan dengan sistem politik yang digunakan, terjadi per

be daan dalam pola pengelolaan perekonomiannya.

Feudal monarchy .............Guild economy
Absolute monarchy ........... Mercantile economy
National states .................. Industrial economy
Imperialist states ............... Monopoly economy

Munculnya serikat kerja dan sistem kapitalis yang berbasis 
pada karakteristik kualitatif, sekilas diragukan eksistensinya. 
Selanjutnya muncul paham kapitalisme yang berkembang 
da lam bentuk, merchant capitalism, industrial capitalism, 
dan finance atau monopoly capitalism. Bila dicermati lebih 
lanjut, sistem merchan capitalism itu berbasis pada sistem 
atasan dan bawahan, yang pada hakikatnya lebih bersifat de
generasi dari sistem serikat kerja (guilds), di mana dalam kon
teks ini penguasa atau pengusaha berposisi diuntungkan. Da
lam per kembangannya muncul kritikkritik tentang praktik 
impe rialisme dan kapitalisme, dan lahirlah aliran komunisme 
dengan paham marxisme, di Eropa, Rusia, dan Cina.

Carukmarutnya sistem pengelolaan ekonomi banyak 
menimbulkan friksi inter dan antarkelompok kepentingan 
se jalan dengan sistem pemerintahan yang cenderung berpu
sat pada satu kekuatan, atau kelompok kekuatan tertentu. 
Kondisi ini jauh berbeda dengan masa Kejayaan Athenian, 
di mana mesin ekonomi yang per sumber pada industri dan 
agraris cenderung relatif independen. Modernisasi yang di
tan dai dan diperkuat oleh berkembangnya ilmu penge tahuan 
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dan teknologi, di Barat ternyata dipandang kurang ber bagi 
dan didukung oleh filosofi yang kuat. Sehingga munculnya 
masyarakat modern justru rentan terhadap disintegrasi, lan
taran aplikasi teknologi tidak sejalan dengan humanisme. 
C.P Snow (1959) mengisyaratkan bahwa, “who sees two con
temporary cultures diverging and having lost contact with each 
other. It is the purpose of the modern epicyclical theory to render 
an intelligible explanation for this tragic decline of humanities”. 
Isyarat tersebut di atas menegaskan, bahwa hilangnya kontak 
antarsesama pada masa Modern sesungguhnya merupakan 
bencana bagi upaya penegakan nilainilai humanisasi.

3. Dua Siklus Sosial Tingkat Menengah
Untuk memahami lebih lanjut tentang siklus sosial tingkat 

menengah dan teori pergerakan modern dapat digunakan 
gambar yang diadopsi dari masa antuquity berikut:

 

Sebagai catatan awal, teori pergerakan mengasusmsikan, 
bahwa seluruh siklus ekonomi, sosial, dan politik dan pendi
dikan dapat bermakna dalam pertumbuhan perkembangan 
frorescentdegenerate stages. Bila kita kembali mengkaji evolusi 
masyarakat aristokratik, mungkin dapat memunculkan dan 
menghilangkan abadabad yang telah lalu dalam hati, tahapan 
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pergerakan model:
Pertumbuhan masyarakat aristokratik (A.D. 8501150). 

Hiruk pikuk digunakannya bentuk feodalisme, dan dalam 
ben tuk luas maupun sempit, seperti castles, maupun monarki 
sem pit, banyak menimbulkan keos.

Perkembangan masyarakat aristokratik (A.D. 1151400). 
Pada kalangan menengah atas, relatif melegakan dan cu kup 
confortable castles.

Masyarakat florescent aristocratic (A.D. 1401620). Ter
jadi pada masa Renaisan dan Reformasi, di kotakota Italia, 
Eropa kontinental, muncul kaumkaum borjuis tetapi masya
rakat justru lebih tertekan.

Degerasi masyarakat aristokratik (A.D. 1621765). Ma
sya  rakat sangat tergantung pada nilainilai sosial, dan ke lom
pokkelompok bangsawan.

Pertumbuhan masyarakat demokrasi (A.D. 17651815). 
Terjadi refolusi sosial besarbesaran, dan negara republik per
tama yang terbentuk adalah Amerika dan Perancis, yang ber
landaskan pada konsep the nature man.

Perkembangan masyarakat demokrasi (A.D. 1815 1870). 
Terjadi perkembaangan yang besar di mana kelompokkelom
pok rendah mendapat perhatian dengan baik dan dibentuk
nya sekolahsekolah rakyat.

Florescent masyarakat demokratis (A.D. 18701910). 
ter  jadi perluasan sekolah umum dan peningkatan perhatian 
pada kaum wanita, serta perkembangan liberalisme dan so
sia lisme.

Degenerasi masyarakat demokratis, (19101955). Mun
cul liberalisme anemic akibat kekalutan pada era perang, dan 
muncul tren penggabungan dan konsenterasi pada pen dapat
an. Kreativitas dan spiritual dipandang sebagai ilusi yang be
sar. Keterhubungan pergerakan pada masa modern ber da sar
kan waktu dan kejadian terpapar pada Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. 
TIME-UNIT SEQUENCES IN EPICYLIC RELATIONSHIP

Epoch Economic era Sosial 
Period

Political 
Phase

Terminal 
Dates

I
Ascending 
Religious 

Aristocratic 
Epoch

A
Formative 

Guild 
Economy Era

a-1 Formative 
aristocratic 
s. Period 
(Romanesque)

α–1.Formative F. 
Monarchy Phase

830 A.D.
1000 A.D.
1150 A.D.
1350 A.D.
1400 A.D.
1500 A.D.
1620 A.D.
1715 A.D.
1765 A.D.
1790 A.D.
1815 A.D.
1830 A.D.
1870 A.D.
1890 A.D.
1910 A.D.
1935 A.D.
1955 A.D

β-1. Developed F 
Monarchy Phase

b-1 Develop 
City-State Period 
(Gothic)

ᵧ-1. Florescent F. 
Monarchy Phase

□-1. Degenerate F 
Monarchy Phase

B
Developed 
Mercantile 

Economy Era

c-1 Florescent 
aristocratic 
s. Period 
(Renaisance)

α–2.Formative 
AMonarchy Phase

β-2. Developed 
AMonarchy Phase

d-1 Degenerated 
aristocratic s. 
Period (Boroque)

ᵧ-2. Florescent 
AMonarchy Phase

□-2. Degenerate 
FMonarchy Phase

II
Descending 

Secular 
Democratic 

Epoch

C
Florescent 
Industrial 

Economy Era

a-2 Formative 
democratic S. 
Period (Classism)

α–3.Formative N. 
Monarchy Phase

β-3. Developed N. 
Monarchy Phase

b-2 Develop 
democratic 
S Period 
(Romanticism)

ᵧ-3. Florescent N. 
Monarchy Phase

□-3. Degenerate N. 
Monarchy Phase

D
Degenerated 

Monopoly 
Economy Era

c-2 Florescent 
democratic S 
(Realism)

α–4.Formative Im. 
Monarchy Phase

β-4. Developed Im. 
Monarchy Phase

d-2 Degenerated 
democratic 
S Period 
(Modernism)

ᵧ-4. Florescent Im. 
Monarchy Phase

□-4. Degenerate Im. 
Monarchy Phase

Modernisasi dalam bidang teknologi sebagaimana te lah 
berkembang di Barat berdampak pada perubahan pola pi
kir masyarakat ke arah pragmatis sejalan dengan me lu as  nya 
paham materialistis. Pada kondisi tersebut dunia pen didikan 
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menjadi dipandang sebagai media ampuh untuk men cetak 
orangorang yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Oleh 
sebab itu, tidak mengherankan bila pada masa itu sis tem 
pendidikan dunia cenderung berkiblat ke Barat. Dunia pen
di dikan pada era Modern menjadi alat ampuh untuk men
capai ambisi individu maupun kelompok sesuai dengan pa
ham dan budayanya. Pada sisi lain, dunia pendidikan juga 
dipandang sebagai suatu lahan pekerjaan atau lapangan pen
caharian yang dapat menampung tenaga yang cukup banyak, 
sementara nilainilai pengabdian tetap disuarakan tetapi 
men jadi semakin kehilangan makna.

4. Era Global
Era Global ditandai dengan munculnya pandangan ten

tang tiga mesin globalisasi (three engine globalization) Mic
kleth Wait, J, dan Wooldridge, A. (2000), diyakini memiliki 
dam pak positif dan negatif, maka guna meminimalisasi dam
pak negatif dan meningkatkan nilai positifnya, serta agar 
mam  pu membentuk competence, willingness and awareness 
atas berkembangnya ekonomi baru yang berbasis knowledge, 
se hingga kehidupan global yang damai dapat tetap terpelihara 
dengan baik. Maka dunia pendidikan dipandang memiliki 
 pe ran yang strategis dan menentukan.

Guna menjawab tantangan di atas konstruksi pendidikan 
masa depan, hendaknya memperhatikan dan mengimplemen
tasikan empat pilar nilai universal yang digariskan UNESCO
APNIEVE (2000).

a. Perdamaian 
Cinta, yang memuat unsur; (1) rasa harga diri, (2) per ca

ya, (3) penghormatan, 4) kecaman diri yang positif, (5) ke ter
bukaan, (6) rasa tanggung jawab yang dalam, (7) memper ha
tikan orang lain, (8) ketaatan kesetiaan dan rasa berkorban, 
(9) rasa rekonsiliasi/perdamaian, (10) keberanian, kesopanan 
dan daya tahan.
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Keharuan atau rasa iba, memuat unsur; (1) keramahan, 
(2) kekuatan moral/daya tahan, (3) kepekaan atas kebutuhan
kebutuhan orangorang lain, (4) kebajikan, (5) mengasuh, dan 
(6) bersifat mendukung.

Harmoni, memuat unsur; (1) saling percaya dan toleransi, 
(2) rasa memiliki arti budaya, (3) kerja sama/kolaborasi, (4) 
komunikasi yang efektif, (5) perhatian pada ke baik an ber
sama, (6) rasa rekonsiliasi/perdamaian, (7) keinginan untuk 
kon sensus.

Toleransi, memuat unsur; (1) saling menghormati, (2)  
ke   se diaan menerima dan tulus, (3) penghormatan pada per
be  daanperbedaan pribadi dan budaya, (4) penyelesaian 
per  tikaian secara damai, (5) penerimaan dan penghargaan 
ke ma jemukan budaya, (6) penghormatan kepada kelom pok
ke lompok minoritas dan orangorang asing, dan (7) rasa  hu
mor, kesopanan/keramahtamahan, hati yang terbuka.

Mengasuh (peduli) dan berbagi, memuat unsur; (1) cinta, 
(2) kepedulian, dan (3) kemurahan hati.

Interpendensi, memuat unsur; (1) rasa terkait dengan 
orangorang lain dan dengan ciptaan, (2) globalisasi/nasio
nalisme dan internasionalisme, (3) rasa berguna, (4) tanpa 
ke kerasan, (5) perasaan aktif, (6) pengertian global/saling 
menghormati antarbangsa, (7) tanggung jawab dan kerja sa
ma krea tif dan kolektif, (8) kepercayaan kepada semangat ma
nusia, (9) kebebasan pemikiran, kata hati, dan keyakinan, (10) 
ketenangan/kekuatan batin, (11) integritas, kejujuran, dan ke
adilan, dan (12) sikap reflektif/kesamaan.

Rasa berterima kasih, memuat unsur; (1) penghargaan, (2) 
peng hormatan, dan (3) kesediaan menerima.

b. Hak-hak Asasi Manusia
Kebenaran, memuat unsur; (1) hak untuk hidup, (2) ke be

basan berbicara, ungkapan (ekspresi), (3) keyakinan dan ber
ibadat.

Kesamaan dan keadilan, memuat unsur; (1) setiap orang 
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tanpa memperhatikan ras, kelamin, kasta, agama, etnik, ba
ha sa, dan sebagainya diakui sama di depan hukum, (2) tang
gung jawab.

Penghormatan pada martabat manusia, memuat unsur; 
(1) penghormatan pada diri dan orang lain, (2) harga diri, (3) 
penghormatan pada hakhak dasar setiap orang, (4) cinta dan 
pengasuhan, dan (5) penghormatan pada karya orang lain.

Integritas, menurut unsur; (1) ketulusan moral, dan (2) 
tingkah laku etis.

Akuntabilitas, memuat unsur; (1) tanggung jawab pribadi, 
dan (2) kesediaan menerima akibat tindakannya.

Kejujuran, memuat unsur, keselarasan perkataan dan 
per  buatan.

Penerimaan/penghargaan kebhinekaan, memuat unsur; 
(1) penghormatan pada keyakinan dan kebudayaan berbagai 
paguyuban (komunitas) dan kedaulatan bangsabangsa lain. 
(2) penghormatan kepada kebudayaan negaranegara lain, 
dan (3) penghormatan pada hakhak minoritas dan kelom
pokkelompok tak berutang.

Kebebasan dan tanggung jawab, memuat unsur; (1) kebe
basan berbicara, (2) kebebasan beribadat, (3) kebebasan dari 
rasa takut, kebodohan dan kelaparan, dan (4) tanggung jawab 
kepada orang lain.

Kerja sama, meliputi unsur, kesiapan bekerja dengan 
orang lain.

c. Demokrasi
Penghormatan pada hukum dan ketertiban, meliputi un

sur; (1) disiplin, (2) penghormatan kepada yang berwenang, 
dan (3) saling mempercayai.

Kebebasan tanggung jawab, meliputi unsur; (1) cara hi
dup yang demokratis dan tanggung jawab, (2) kebebasan 
ungkapan (ekspresi) dan pengutaraan dengan jelas, (3) peng
hormatan pada hakhak orang lain.

Persamaan, meliputi unsur; (1) kepercayaan pada marta
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bat manusia, dan (2) pengakuan atas hakhak orang lain, ter
utama mereka yang termasuk kaum minoritas dan tak ber
untung.

Disiplin diri, meliputi unsur; (1) kesopansantunan, (2) 
ting kah laku yang baik dalam pergaulan (interaksi) manusia, 
dan (3) penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan.

Kewarganegaraan yang aktif dan tanggung jawab, meli
puti unsur; (1) kesiapan untuk berbuat secara sukarela, (2) 
kesadaran kewarganegaraan, dan (3) keyakinan akan partisi
pasi (peran serta).

Keterbukaan, meliputi unsur; (1) percakapan (dialog) dan 
konsultasi, (2) berunding atau negosiasi, dan (3) pikiran yang 
terbuka berdasarkan kebenaran ilmiah dan nilainilai uni
versal.

Berpikir kritis, meliputi unsur; (1) pemikiran rasional, (2) 
pandangan ilmiah, (3) jiwa yang bertanya, (4) mencari ke be
naran, (5) keputusan berdasarkan pengetahuan atau in for
masi yang benar.

Solidaritas, meliputi unsur; (1) pengambilan keputusan 
kolektif, (2) kerja sama, (3) bekerja dalam regu, dan (4) peme
cahan masalahmasalah secara damai.

d. Pembangunan Berkelanjutan
Kesangkilan/industri, memuat unsur; (1) ketahanan eko

logis, (2) bekerja keras dan industri, (3) jiwa disiplin dan 
praktis.

Orientasi ke masa depan, meliputi unsur; (1) masa depan 
yang bertahan dan berlanjut, (2) masa depan alternatif, (3) 
ori entasi berdasarkan visi (pandangan ke masa depan), dan 
(4) pemahaman dan pendasaran atas misi.

Peduli lingkungan, meliputi unsur; (1) perawatan ling
kungan, dan (2) tindakan lingkungan.

Pengurusan sumber daya, meliputi unsur; (1) penghor
matan kepada alam dan konsumsi yang bertanggung jawab, 
(2) keadilan sosial, dan (3) kesadaran atas kebaikan bersama.
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Kreativitas, meliputi unsur; (1) kreativitas dalam meles
tarikan sumber daya fisik, sosial dan budaya, (2) kreativitas 
dalam memecahkan urusanurusan lingkungan, (3) kelentur
an atau fleksibilitas, dan (4) penyelesaian atau adaptabilitas.

Kehematan/kesederhanaan, meliputi unsur; (1) penghor
mat an ada hidup, (2) konsumsi yang bertanggung jawab, dan 
(3) manajemen sumber daya yang mangkus.

Ekonomi pribadi, meliputi unsur; (1) penghormatan pada 
kehidupan (sumber daya manusia dan alam), (2) perawatan 
pribadi.

5. Budaya Filter Globalisasi
Warna, ragam, kepekatan, serta kedalaman nilai budaya 

suatu komunitas, etnik, maupun bangsa secara alami akan 
membentuk ciri kualitasnya, sebagai mana disebut Hunting
ton (1993) peradaban (civilization) sebagai penangkal dan 
penyaring (filter), bentukbentuk behavior lain yang datang 
dari luar diri atau kelompoknya. Lebih lanjut Huntigton me
nunjukkan, bahwa semenjak berakhirnya era perang dingin 
(ice ward) dan bergulirnya globalisasi muncul peradaban baru 
yang memiliki potensi konflik dan kerja sama kuat. Dimensi
potensi konflik kerja sama dimaksud akan dibahas pada 
pembahasan di bawah ini.

Pertama, perbedaan antar peradaban tidak hanya seba
gai kenyataan, mereka adalah dasar peradaban itu sendiri, 
perbedaan sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang terpen
ting agama, akan membawa perbedaan pada tujuan nya. Mi
salnya, berbeda agama berarti berbeda pula tujuan hidup nya. 
Memang perbedaan tidak selalu berarti konflik, dan kon flik 
tidak selalu berarti kekerasan, tetapi dalam akhir abad ini per
bedaan peradaban yang diturunkan merupakan kepan jang an 
dan sangat sarat dengan kekerasan dan konflik.

Kedua, dunia semakin sempit, di mana interaksi antarma
syarakat dengan perbedaan peradaban semakin mening kat: 
“These increasing interactions intensify civilizations cons cious
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ness and awareness of differences between civilization and 
communalities within civilizations”.

Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan so
sial dunia, cenderung membuat garis pemisah nyata antara 
kelompok dengan peradaban tinggi dengan yang terbelakang, 
yang diikuti terjadinya perubahan tatanan sosial dari sistem 
sentralisasi menuju kelompokkelompok kepentingan yang 
ingin mencari bentuk, dan bahkan bangsa dan negara pun 
ber lomba mencari format jati diri. Pada sisi religius muncul 
wacana baru, seperti pada kelompok negara Muslim muncul 
label Islam fundamentalist, dan Moderate, (sebagaimana per
nah terjadi pula pada kaum kristiani). Dan pada beberapa 
negara teridentifikasi bahwa sebagian besar dari pergerakan 
mereka adalah kaum muda, kaum terpelajar, kelompok ma
syarakat kelas menengah, dan seorang profesional, dan pe
bisnis. Seiring dengan label tersebut menjadi muncul pre dikat 
“sekuler dan nonsekuler” dan yang lebih tragis lagi dise ja
jarkan antara “Muslim dan teroris” oleh kelompok tertentu.

Keempat, pertumbuhan pada civilizationconsciousness 
di mana dipersoalkannya sikap Barat yang mendua terha dap 
beberapa negara berkembang untuk mengukuhkan posisi
nya, yang lebih akrab dengan sebutan——Western ci vilization. 
Masih dalam kerangka yang sama juga muncul asianization 
di Jepang, dan hinduization di India, dan yang menarik lagi 
munculnya tandingan dengan sebutan westernization versus 
rusianization.

Kelima, karakteristik budaya dan perbedaan konflik, eko
nomi, ideologi. Sebagai contoh di Rusia yang semula berbasis 
komunis, masuk ideologi demokrat, dan membawanya dari 
kaya ke miskin dan miskin ke kaya. Bosnia menuju Caucasus 
ke Sudan, pada suatu wilayah dapat juga terjadi separuh 
Katolik dan separuhnya Muslim.

Terakhir, tumbuhnya ekonomi kewilayahan (economic 
re gionalism). Huntington, menyuguhkan beberapa catatan 
per tumbuhan ekonomi regional sebagai berikut: Interegional 
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dari 1980 dan 1989 dari 51 persen menuju 59 persen, di Ero
pa; dari 33 persen menuju 37 persen di Asia Timur; dan dari 
32 persen menuju 36 persen di Amerika selatan. Blokade 
ekonomi regional diperkirakan akan tetap berlanjut di masa 
datang, sementara keberhasilan bidang ekonomi pada satu 
sisi mendapat berhadapan de ngan civilizationconsciousness 
pada sisi lain, dan ekonomi kewilayahan (regionalisme) 
mung  kin akan berhasil jika sejalan dengan peradabannya.

6. Potensi Kerja Sama
Pada sudut pandang yang terbatas potensi konflik se

ba  gaimana telah di jabarkan Huntington menjadi enam ke
lom pok pada bahasan sebelumnya, dapat dipersepsi juga 
sebagai potensi sumber kerja sama dengan mengadopsi teori 
psikologi asosiatif (bila bertemu teman yang gemuk, maka 
menjadi teringat pada teman yang kurus). Pada konteks yang 
lebih luas, teori tersebut juga sering dilakukan para raja di 
masa silam (berawal dari permusuhan/perang, lalu mendapat 
“putri boyongan”, selanjutnya diperistri, dan akhirnya terjalin 
kerja sama dan persaudaraan kembali antarkedua negara 
tersebut).

Teori tersebut tentunya tidak salah, karena didukung oleh 
teori yang cukup mapan (psikologi), dan pernah dilakukan 
pada masa silam, dan ternyata berhasil. Persoalannya seka
rang apakah caracara tersebut memiliki nilai universal, se
hing  ga mampu menjawab tuntutan peradaban yang meje
muk?

Huntington (1993) menyatakan, apa yang paling bisa 
menjelaskan manusia bukanlah ideologi politik atau ke pen 
tingan ekonomi. Keyakinan dan keluarga, darah dan ke per
cayaan, adalah sesuatu yang dengan itu manusia mela kukan 
identifikasi dan sesuatu yang demi hal tersebut mereka akan 
bertempur dan siap nanti.

Uraian di atas bila dikaji semantiknya, mengandung mak
na adanya penekanan peningkatan nilai antarkalimat per
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tama dan kalimat kedua, sehingga kalimat kedua bernilai lebih 
tinggi, bukan paradoks dikotomis, (ideologi, po litik, ekonomi 
menjadi keyakinan dan keluarga, darah dan kepercayaan). 
Sementara penggal kalimat “sesuatu yang de ngan itu manusia 
melakukan identifikasi” penggal kalimat ini menunjukkan 
ada nya jiwa penyatuan universal.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, kiranya dapat dipasti
kan, bahwa nilai universal potensi kerja sama dalam konteks 
peradaban yang diyakini akan dapat berfungsi sebagai fil ter 
terhadap pengaruh globalisasi adalah “keyakinan dan ke
luarga”, ”darah dan kepercayaan”, yang berakar dari adat 
is tiadat pribumi yang berakar secara historis, bahasa, keper
ca  yaan, dan institusi dalam mempertegas kembali dirinya 
sendiri.

7. Siasat Menuju Kehidupan Global yang Damai
Suatu asumsi menyatakan, bahwa “dalam menangani 

sua tu masalah dapat diatasi dengan menghilangkan masalah
nya itu sendiri”, asumsi tersebut, sebagaiman juga dipegang 
dalam dunia konseling dewasa ini, bisa jadi tepat untuk kasus 
tertentu, tetapi tidak tentu tepat untuk lainnya. Karena “ke
bolehjadiannya” belum tentu sama. Asumsi atau istilah “ke
bo lehjadiannya” ditemukan dan dipinjam dari Berry, et.al., 
(1999), dalam menjelaskan tujuan psikologi lintas budaya, 
yang mengandung makna keberlakuan hukumhukum uni
versal.

Dimensi paling mendasar dalam hukumhukum universal 
adalah pemahaman dan mengalaman religius, sebagaima na 
dikemukakan Huntington (1993), bahwa di dunia modern, 
aga ma adalah kekuatan yang penting, mungkin yang ter
penting, yang memotivasi dan memobilisasi masyarakat. Se
jalan dengan pendapat tersebut sebagai bahan renungan ki
ranya prediksi Ernest Gellner (IihMadjid, 2000; xlviii), yang 
menyatakan, “mungkin pada akhirnya nanti umat Islam ada
lah justru yang paling banyak mendapatkan manfaat dari 
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kemodernan, sebagaiaman dahulu telah membuktikan diri 
sebagai yang paling banyak mendapat manfaat dari warisan 
budaya dunia”.

Dimensi lain sekaitan dengan nilainilai universal, seruan 
UNESCO APNIEVE (20000), yang berintikan perdamaian, hak
hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelan
jutan, yang butirbutir serta jabarannya telah tertuang pada 
bahasan sebelumnya, dapat digunakan dalam menyiasati dan 
dalam menuju kehidupan global yang damai.

Sejarah belum berakhir dunia tidaklah satu. Peradaban 
bisa menyatukan dan memecah manusia. Kekuatan yang me  
nyebabkan benturan antarperadaban dapat dipahami  ha nya 
jika peradaban tersebut dikenal (Huntington, 1993). Oleh se
bab itu, bagi siapa pun (individu, kelompok, etnik, maupun 
negara) bila tidak ingin tertindas dan menjadi korban rezim 
globalisasi, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus ter
lebih dahulu melek terhadap globalisasi dengan segala intrik 
dan dampak yang menyertainya.

Berdasarkan jabaran di atas, maka dapat ditarik benang 
merah, bahwa guna dapat menjalani kehidupan global yang 
damai diperlukan siasat sebagai berikut: (1) Pemahamn ter
hadap konsep nilai dan potensi yang terkandung dalam glo
balisasi; (2) Penguatan potensi jati diri yang berakar pada nilai 
yang universal; (3) Selektif dalam memilahmilah dan meng
implementasikannya dalam kehidupan nyata secara arif; dan 
(4) Terbuka dan realistis dan lentur terhadap kritik atas segala 
tindakannya.

B. PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan per

ubahan kelakuan peserta didik. Pendidikan bertalian dengan 
transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, 
dan aspekaspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. 
Pen   didikan adalah proses mengajar dan belajar polapola ke
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lakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masya ra
kat (Nasution, 1983).

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya 
bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan ma
nusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari meru
pakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, di 
sekolah, tempat permaianan pekerjaan, dan sebagainya. Bah
kan, pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh ke lompok 
atau masyarakat seseorang.

Demikian pula dengan kelompok atau masyarakat men
jamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar ma
syarakat itu dapat melanjutkan eksistensisnya, maka kepada 
anggota mudanya harus diteruskan nilainilai, penge tahuan, 
keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan 
akan dimiliki setiap anggota. Tiap masyarakat meneruskan 
ke budayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi 
muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial. Dengan 
de mikian, pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi.

Belajar adalah sosialisasi yang kontinu, di mana setiap 
individu dapat berperan menjadi murid dan menjadi guru. 
Indvidu belajar dari lingkungan sosialnya dan juga mengajar 
atau memengaruhi orang lain. Sekolah formal dipandang 
sebagai lembaga sosial yang memiliki andil dalam proses so
sialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti 
yang diharapkan, makanya sekolah selalu berhubungan de
ngan masyarakat. Memisahkan sekolah dari kehidupan ma
sya rakat baik secara nyata maupun secara parsial adalah 
bertentangan dengan hakikat nilainilai sosial. Men dirikan 
lembagalembaga pendidikan dan sejenisnya dengan memi
sahkan dengan lingkungannya berarti sama dengan meng
hilangkan kesempatan siswanya dalam mengem bangkan dan 
menyalurkan naluri sosialnya.

Aspekaspek yang sama yang terdapat dalam kelakuan 
semua orang dalam masyarakat dapat disebut kebudayaan 
masyarakat itu dan kepribadian individu selalu bertalian erat 
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dengan kebudayaan lingkungan tempat ia hidup (Nasution, 
1983).

Atas dasar pemikiran tersebut adalah kenisbian memba
ngun lembaga kependidikan tanpa memperhatikan budaya 
se    tempat, karena tidak memiliki kepastian ke arah aman pri ba    
di pribadi individu yang ada di dalamnya akan dikem bang kan.

C. PERSPEKTIF SISTEM SOSIAL DALAM 
PENDIDIKAN INKLUSIF
Dalam perspektif sistem sosial pengembangan itu meru

pakan penyesuaian yang berlangsung secara terusmenerus 
pada individu dan lingkungan yang lain. Secara progresif ter
dapat jarak nyata antara perkembangan pada individu de
ngan perubahan lingkungannya. Pribadi dipengaruhi oleh 
konsepsi ekologi lingkungan dan relasi di antara mereka se
suai dengan kapasitas pertumbuhannya (Bronfenbrenner, 
1979; dalam Shea dan Bauer, 1997). Relasi tersebut perlu di
adaptasi dan dikembangkan secara terusmenerus dan itu 
adalah salah satu fungsi dalam pendidikan khusus (Shea dan 
Bauer, 1997). Dalam konteks hubungan individu yang mem
butuhkan layanan khusus dengan lingkungan sosialnya Tho
mas dan Marshall, (1997), menyatakan, “The environment sel
dom adapts, and never completely to the specific needs of an 
individual with a handicapped. Therefore, the ultimate purpose 
of any special education program is to assist that individual in 
adapting to the environment to (her) his maximum capasity”.

Tingkah laku (behavior) merupakan ekspresi terhadap 
di namika hubungan antarindividu dengan lingkungannya. 
Pengembangan tingkah laku individu (termasuk di dalamnya 
anak dengan kebutuhan pendidikan khusus) agar tidak terle
pas dari lingkungannya harus mengakomodasi secara timbal 
balik, atau disesuaikan dan diadaptasikan dengan perspektif 
sistem sosial, dan perkembangan kehidupan yang berjalan 
secara progresif (Shea dan Bauer, 1997).
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Mencermati beberapa pernyataan di atas dalam konteks 
pengembangan pribadi dan tingkah laku anak dengan ke bu
tuhan pendidikan khusus, tidak mungkin dapat  dipi sah kan 
dengan kondisi riel lingkungannya. Untuk itu praktik pe nye
lenggaraan pendidikan segregasi yang secara nyata me  mi
sahkan individu (anak dengan kebutuhan pendidik an khu  sus) 
dengan lingkungan yang senyatanya adalah ber ten tangan 
de ngan konsep pengembangan sosial pri badi individu yang 
pada gilirannya justru dapat merusak perkembangan so sial 
pribadi anak.

Persoalan lebih lanjut adalah relasi seperti apa yang me
mungkinkan terjadinya pertumbuhan pribadi dan tingkah 
laku anak tidak bertentangan dengan nilainilai sosial dalam 
konteks pendidikan inklusif?

Fokus dan subjek utama dalam arrangement relasi terletak 
pada pengembangan pribadi sosial anak (penyandang kebu
tuhan pendidikan khusus), keluarga, dan guru bertugas mem
fa silitasi terjadinya relasi yang positif, sementara ling kung an 
(teman sebaya, keluarga, kelompokkelompok aktivi tas, dan 
masyarakat setempat) berfungsi sebagai lahan aksi yang me
nawarkan nilainilai sosial. Secara khusus bagai mana relasi 
pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus Shea dan 
Bauer, (1997), memvisualisasikan dalam gambar berikut:

The learner self

Society (value & culture)

Group interaction (school, 
neighbordhood, work)

Relationship between setting  (parent/
teacher, school/home)

Interpersonal relationships  (parent/child, 
teacher/child)

Gambar 1.
THE SOSIAL SYSTEM CONTEXT OF LEARNERS WITH DISABILITIES
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Visualisasi di atas menegaskan, bahwa dalam relasi bel
ajar, motivasi dari pembelajar merupakan kunci terjadinya 
pro ses belajar itu sendiri. Pada lapis berikutnya kemampuan 
meng adakan komunikasi interpersonal maupun peranan ko
mu ni kasi antara pembelajar dan keluarga dan guru menjadi 
kun   ci kedua, dan seterusnya sampai ditemukan, bahwa nilai
ni lai dan budaya ikut berperan di dalamanya. Dalam konteks 
pendidikan inklusif kaitannya dengan nilainilai dan budaya, 
tidak hanya menantang pemikiranpemikiran yang ada ten
tang bidang kebutuhan khusus, tetapi juga memberikan kri
tik atas praktikpraktik pendidikan umum yang secara nyata 
tidak memerdulikan nilainilai relasi sosial yang ada dan cen
derung diskriminatif.

D. KELUARGA DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF
Menarik disimak sapaan Center on Human Policy UNI 

(2002), menyangkut pelibatan keluarga dalam sistem pen
di  dikan inklusif sebagai berikut, “selamat datang para ke
luarga di sekolah dan dalam kelas, ini adalah milik kita ber
sama, kita adalah tim dalam pendidikan inklusif”. Sapaan 
tersebut kiranya bukanlah basabasi belaka. Hasil penelitian 
Etschedit (2002) menunjukkan, bahwa peran keluarga dalam 
sekolah tidak hanya memperkuat siswa dalam penyelesaian 
masalah akademik semata, tetapi juga dapat mempertegas 
penelusuran dokumen literatureliterature sosial, komunikasi 
interpersonal, dan sangat menguntungkan individu. Penting
nya peran ke luarga dalam penyelenggaraan sekolah juga 
telah diakui oleh banyak kalangan kependidikan. Kata kunci 
dalam model ma najemen sekolah berbasis masyarakat dan 
manajemen ber basis sekolah salah satu indikator utama adalah 
pelibat an keluarga dalam penyelenggaraan sekolah tersebut. 
Namun dalam praktiknya ternyata tidak sesederhana yang 
diba yang kan. Opini orangtua selama ini yang telah terbangun 
kuat adalah, bahwa setiap pelibatan keluarga dengan sekolah 
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iden tik dengan pungutan, sumbangan, dan sejenisnya yang 
ujungujungnya adalah “uang”.

Pada sisi lain temuan Macfarlane (200), anggota Asso sia
tion Professor of Special Education UNI menyebutkan, bah
wa banyak keluarga yang tidak suka ikut terlibat dalam kelas, 
mungkin mereka berpikir, bahwa anakanaknya tidak perlu 
bel ajar dengan lingkungannya. Sementara pada sisi siswa jus
tru sebaliknya. Hasil survei dari 90 siswa dari beberapa ting
katan, hanya tiga siswa yang menyatakan bahwa pelibatan 
ke  luarga dalam kelas dianggap mengganggu.

Fenomena seperti diungkapkan di atas secara umum 
meng  gambarkan, bahwa para orangtua (keluarga) belum se
pe nuhnya memahami arti penting pelibatannya dalam pro
ses pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusif. Untuk 
itu lebih lanjut Macfalane (2002) menyatakan, bahwa para 
orangtua perlu mengerti, bahwa anakanak mereka dengan 
ke butuhan khusus dapat menggeneralisasikan apa yang me
reka pelajari di rumah dan membawanya ke sekolah dan ke
pandaian dalam banyak hal misalnya, seorang anak yang 
bel   ajar mengerjakan sesuatu sendiri di sekolah memerlukan 
ke  sempatan untuk dapat mengerjakan di rumah sebaik 
mung  kin. Macfalane (2002), para orangtua perlu mengerti 
bah wa anakanak mereka dengan kebutuhan khusus dapat 
meng  generalisasikan apa yang mereka pelajari di rumah dan 
mem  bawanya ke sekolah dan kepandaian dalam banyak hal 
misalnya, seorang anak yang belajar mengerjakan sesuatu 
sen diri di sekolah memerlukan kesempatan untuk dapat me
ngerjakan di rumah sebaik mungkin.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, para guru diharap
kan mau berbagi pengalaman kepada para orangtua/kelu
ar ga tentang apa saja yang dikerjakan anak di sekolah, se
hingga mereka para orangtua dapat memahami dan dapat 
me nentukan peran apa saja yang mungkin dapat dikerjakan 
olehnya.

Mendidik anak penyandang kebutuhan khusus merupa
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kan tugas bersama dari oraangtua dan para profesional. Sikap 
positif dari orangtua sangat kontributif terhadap keberhasilan 
integrasi pendidikan dan sosial. Para orangtua membutuhkan 
dukungan untuk dapat menjalankan perannya sebagai orang
tua dari anak penyandang kebutuhan khusus. Peran keluarga 
dan orangtua dapat diperbesar dengan pemberian informasi 
yang diperlukan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. 
Mem berikan informasi dan pelatihan dalam keterampilan 
me ng asuh anak merupakan tugas yang sangat pening dalam 
lingkungan budayanya di mana terdapat sedikit sekali tradisi 
menyekolahkan anak. Baik orangtua maupun guru mungkin 
membutuhkan dukungan dan dorongan untuk belajar bekerja 
sama sebagai mitra yang sejajar (framework for Action Sala
manca statemen, 1994).

E. KOMITMEN BERBAGI TANGGUNG JAWAB 
DALAM MASYARAKAT
Di bawah paradigma baru pendidikan dasar, sekolah di

pandang sebagai bagian integral dari lingkungan masyarakat. 
Guru, kepala sekolah, orangtua, dan masyarakat semua ter
libat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, se
hingga tanggung jawab atas kemajuan anak menjadi tang gung 
jawab bersama. Kerja sama dan koordinasi antara fasi litas 
pen didikan khusus, guru, dan sekolah reguler haruslah men
jadi kegiatan yang bisa dilakukan sebab tidak ada satu sis
tem yang dapat memenuhi kebutuhan anak. Integrasi dan 
koordinasi sistem support bagi anak dapat dibedakan men jadi 
dua sistem: (1) Sistem tradisional yang mendua (dual sistem), 
pendidikan memiliki dua sistem berbeda untuk dua tipe anak. 
Masyarakat terlepas dari proses pendidikan, orangtua tidak 
terlibat, layanan kesehatan dan makanan, tidak diberikan 
kecuali sebelum sekolah, dan pendidikan khusus terpisah; 
(2) Sistem tanggung jawab bersama, sistem yang bersatu te
tapi layanan yang berbedabeda, masyarakat terlibat dan 
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ber tanggung jawab, orangtua terlibat, adanya dukungan ke
se hatan dan makanan, dan kerja sama dan saling berbagi 
an  tarsistem pendidikan yang reguler dan sistem pendidikan 
khusus (CBR, 2002).

Kesadaran masyarakat merupakan kekuatan yang sangat 
besar untuk mengubah sikap masyarakat yang negatif. Sikap 
ma syarakat yang positif terhadap penyandang cacat akan 
sa ngat memengaruhi usaha rehabilitas yang berpusat pada 
masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh me
la lui proses peningkatan partisipasi, baik dalam kualitas mau
pun kuantitas tergantung pada perilaku (behavior) masya
rakat (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dalam bi dang 
kecacatan. Usaha peningkatan perilaku masyarakat da lam 
program yang berkaitan dengan penanggulangan ma salah 
kecacatan dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

AGEN 
PERUBAHAN

PROSES
(informasi, motivasi, pendidikan, 

pelatihan, demonstrasi, dan 
eksperimental)

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

MASUKAN————————————PROSES——————————PENGELUARAN

Diagram 1.
PROSES PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

(Tjondrokusumo, 2002)

Partisipasi masyarakat (organisasi masyarakat) dapat 
di   la kukan oleh kelompokkelompok sosial seperti RT, RW, 
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LKMD, LMD maupun LSM pada tingkat desa/kelurahan di
pan dang cukup efektif, karena secara langsung memiliki hu
bung an moral terhadap penyelenggaraan sekolah. LSM pada 
tingkat regional dan nasional, biasanya memiliki cakupan le
bih luas sesuai dengan daerah binaannya. Sementara dalam 
operasionalnya banyak bekerja sama dengan jajaran peme
rintah Tingkat II, Tingkat I, maupun Tingkat pusat.

Organisasi internasional juga memainkan peran penting 
dalam pertukaran teknologi dan dukungan material dari ne
garanegara berkembang. Negaranegara Skandinavia meru
pakan negara yang memberikan kontribusi yang besar bagi 
negaranegara di Asia Tenggara. Selain itu juga pihakpihak 
yang sifatnya pribadi yang juga telah banyak membantu bagi 
usaha beberapa negara di kawasan ini. Di negara kawasan 
Asia juga terjalin kerja sama regional, misalnya kerja sama an
tara Jepang dan negaranegara kawasan Asia Tenggara atau 
pemerintah Malaysia membantu pemerintah Brunei dalam 
melatih guru penyandang cacat.

Organisasiorganisasi nonpemerintah juga memainkan 
peranan penting dalam layanan penelitian. Hellen Keller In  ter
nasional (HKI), misalnya meningkatkan rehabilitasi dan pen
didikan bagi anakanak tunanetra di kawasan Asia Teng  gara. 
Contoh lain, misalnya, Save the children fund yang ber markas 
di Inggris. Lembaga ini telah mengembangkan pro   gram la
tihan dan pengembangan masyarakat. The  Inter na  sional Non
Gavermental Organisation (INGO), organisasi swadaya ma
syarakat internasional bagi penyandang cacat in ternasional 
terbentuk pada 1981 yang berfungsi seba gai lembaga inter na
sional untuk peningkatan individu pe nyan dang cacat.

Desentralisasi dan perencanaan yang berbasis daerah 
se  tempat akan lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat 
dalam pendidikan dan pelatihan para penyandang kebutuh
an khusus. Para pejabat setempat hendaknya mendorong 
par  ti sipasi masyarakat dengan memberi dukungan kepada 
per wakilan dari organisasiorganisasi masyarakat setempat 
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dan mengundang mereka untuk ambil bagian dalam pem
buatan keputusan. Untuk maksud tersebut, hendaknya dite
tapkan mekanisme mobilisasi dan pemantauan yang terdiri 
dari unsur pemerintah daerah setempat, otoritas pendidikan, 
kesehatan dan pembangunan, pemuka masyarakat dan orga
nisasi sosial, di wilayah geografis yang tidak terlalu besar un
tuk menjamin adanya partisipasi masyarakat yang berarti.

Kegiatan masyarakat diaktifkan untuk melengkapi ke
giatankegiatan intrasekolah, memberikan bantuan dalam 
menegerjakan pekerjaan rumah, dan untuk mengatasi ku
rangnya dukungan dari keluarga. Dalam hubungan ini perlu 
juga disebutkan peran kerukunan masyarakat sekitar untuk 
menyediakan tempat, peran paguyuban keluarga, klub, dan 
gerakan pemuda, serta potensi peran orangorang usia lanjut 
dan relawan lainnya, termasuk para penyandang cacat, baik 
dalam programprogram intrasekolah maupun luar sekolah.

Para pembuat kebijakan di semua tingkatan, termasuk 
tingkat sekolah, hendaknya secara berkala menegaskan kem
bali komitmennya terhadap inklusi dan meningkatkan sikap 
positif di kalangan anakanak, di kalangan para guru, dan di 
kalangan masyarakat secara luas terhadap mereka yang me
nyandang kebutuhan pendidikan khusus.

Di samping itu, media massa juga dapat memainkan pe
ran yang sangat kuat dalam meningkatkan sikap positif ter
hadap integrasi para penyandang cacat di dalam masyarakat, 
mengatasi purbasangka dan miskin informasi, serta mena
namkan optimisme yang lebih besar dan imajinasi mengenai 
kemampuan para penyandang cacat. Media juga dapat me
ningkatkan sikap positif dari para penyedia kerja untuk mem
perkerjakan para penyandang cacat. Media haruslah di man fa
atkan untuk memberi penerangan kepada masyarakat ten  tang 
pendekatanpendekatan baru dalam pendidikan, khu  susnya 
mengenai penyelenggaraan pendidikan  kebutuh an khu sus 
di sekolah reguler, dengan mempopulerkan contohcontoh 
praktik yang baik dan pengalamanpengalaman yang berhasil.
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Bilamana aksi untuk rehabilitasi masyarakat dimulai da
ri pihak luar, maka masyarakat sendirilah yang harus me
mutuskan apakah program tersebut akan menjadi bagian ke
giatan pembangunan masyarakat yang sedang berlangsung. 
Berbagai mitra dalam masyarakat, termasuk organisasi non
pemerintah lainnya hendaknya diberdayakan untuk turut 
me mikul tanggung jawab atas program tersebut. Bilamana di
pandang tepat, instansi pemerintah di tingkat nasional mau
pun daerah haruslah juga memberi dukungan finansial dan 
bentukbentuk dukungan lainnya.





A. KEBUDAYAAN DAN BUDAYA LOKAL

1. Kebudayaan
Istilah budaya dalam wacana sehari-hari digunakan dan 

memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks dan 
arah pesan yang hendak disampaikan, dan penggunaannya 
juga sering rancu dengan istilah peradaban (civilization), se-
hingga menimbulkan kekaburan. Kroeben dan Kluckhohn 
(lihat-Berry J. H. et. al., 1999), menyarankan ada enam go-
longan po kok definisi budaya yang dapat ditemukan dalam li
tera ture antropologi: (1) Definisi deskriptif, menekankan pada 
se gi infentarisasi aspek kehidupan dan aktivitas manusia, (2) 
Definisi historis, lebih menekankan pada akumulasi tra disi 
dari waktu ke waktu; (3) Definisi normatif, lebih mene kan-
kan pada kaidah-kaidah dalam mengatur suatu aktivitas ke-
lompok; (4) Definisi psikologis, menekankan pada aneka pen-
cirian psikologis, seperti yang berkaitan dengan penyesu aian 
(adjustment), pemecahan masalah, belajar, dan kebiasa an; 
(5) Definisi struktural, menekankan pada pola atau or ganisasi 
budaya; (6) Definisi genetik, lebih menekankan pada keaslian 
atau genesis budaya.

Definisi-definisi di atas menggambarkan variasi konsep 
tentang budaya itu sendiri. Sementara dalam operasionalnya 

4
Perspektif Budaya Lokal
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para ahli dalam mendefinisikannya sering lebih memfokus-
kan pada kepentingan, yang diwarnai oleh keberpihakan dan 
latar disiplin ilmunya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan 
bila muncul keragaman definisi yang diajukan. 

Prosser (lihat-Supriadi, 2001: 5), memberikan definisi yang 
lebih terarah, yaitu “budaya atau kebudayaan (culture) meli-
puti tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakin an, 
dan berpikir yang terpola dalam suatu masyarakat dan di-
wariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas 
pada komunitas pendukungnya” atau dalam rumusan yang 
lebih sederhana adalah “cara kita hidup seperti ini”, the way 
we are.

Sementara Simatumpang (2002) memberikan definisi 
yang lebih sederhana yang berorientasi pada cakupannya, 
“bu   daya dapat didefinisikan secara sempit dan secara luas. 
De finisi secara sempit mencakup kesenian dengan semua ca-
bang-cabangnya dan definisi budaya secara luas mencakup 
se  mua aspek kehidupan manusia”.

2. Budaya Lokal
Sejalan dengan pengertian budaya seperti telah di bahas 

di atas, maka budaya lokal dalam buku ini lebih diartikan 
sebagai wujud tradisi, kebiasaan, nilai-nilai norma, bahasa, 
keyakinan, dan berpikir yang terpola dalam suatu masyarakat 
dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan 
identitas pada komunitas pendukungnya yang berlaku di wi-
layah tertentu (Indonesia).

Sangat sulit menunjukkan sebenarnya seperti apa atau 
yang mana budaya Indonesia itu yang sebenarnya, mungkin 
cukup dijawab dengan dua kata yaitu “budaya multi-etnis”. 
Pernyataan tersebut dapat dipahami lantaran salah satu ciri 
menonjol negeri kita (Indonesia) adalah keanekaragaman, baik 
secara fisik maupun sosial-budaya. Indonesia adalah negeri 
dengan heterogenitas tertinggi di muka bumi, berdasarkan 
kenyataan bahwa ia terdiri dari 13.000 pulau (besar dan kecil) 
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yang dihuni dan tidak dihuni (atau menurut perkiraan dari 
Angkatan Laut Republik Indonesia adalah 17.000 pulau), 
dengan kelompok kesukuan dan bahasa daerahnya masing-
masing yang jumlahnya mencapai ratusan, secara sosial-bu-
daya negeri kita juga sangat heterogen. Demikian pula dari 
segi keagamaan. Sekalipun Islam merupakan agama terbesar 
di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas pema-
haman dan pelaksanaan yang besar dari daerah ke daerah, 
selain Islam, keempat di antara agama-agama besar di dunia 
diwakili di negeri kita: Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha 
(Madjid, 2000).

Menyadari keberadaan budaya Indonesia yang multi-et-
nis selanjutnya dalam GBHN 1993, kita pun membaca bagai-
mana kita harus mengembangkan kebudayaan kita itu.

Boks 8: 
PENEGASAN ISTILAH BUDAYA LOKAL

 Penggunaan kata “lokal” dalam kalimat “budaya lokal” secara tidak lang
sung telah menunjukkan batasan wilayah asal atau tempat keber lakuannya. 
Namun penunjuk batasan wilayah tersebut dapat bersifat relatif. Bila 
yang dimaksud wilayah adalah Asia Tenggara, maka posisi bagianbagian 
yang ada di dalamnya (misalnya Indonesia) disebut lokal. Sementara bila 
yang dimaksud wilayahnya itu Indonesia, maka bagianbagian yang ada 
di dalamnya (misalnya Jawa Timur) disebut lokal. Mengingat pengertian 
lokal dapat bersifat relatif, maka perlu ditegaskan bahwa dalam buku ini 
yang dimaksud lokal adalah budaya nasional (Indonesia).

Boks 9:
AMANAT GBHN 1993 TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL

 Budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa 
Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, ber
cirikan Bhinneka Tunggal Ika dan berwawasan nusantara, harus diupa
ya kan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksanaan 
pemba ngunan, serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung 
ja wab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah. Kebudayaan 
nasional yang merupakan puncakpuncak kebudayaan daerah harus 
meng   angkat nilai budaya yang luhur, menyaring dan menyerap nilai bu
da ya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang me
rugikan pembangunan dalam upaya menuju kearah kemajuan adab dan 
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
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Indonesia dalam forum internasional sering disebut-se-
but sebagai bangsa yang memiliki budaya yang luhur,  ra mah 
tamah, dan sopan santun. Sementara Koentjaraningrat (1985) 
mengemukakan, bahwa mengembangkan budaya In do nesia 
yang khas ala Indonesia dapat dilakukan melalui pe ngem-
bangan kesenian nasional alih-alih melalui unsur lain seperti 
ilmu pengetahuan dan teknologi (yang bersifat uni  versal itu) 
atau agama.

Berbeda dengan Sutan Takdir Alisyahbana yang melihat, 
bahwa budaya nasional Indonesia itu bersifat progresif, dan 
unsur-unsur yang perlu dikembangkan antara lain IPTEK, 
po litik, ekonomi, dan kesenian. Namun pada sisi lain, an -
tro polog kita Koetjaraningrat (dalam Simatumpang, 2002), 
juga melihat banyak hal dalam budaya Indonesia (termasuk 
dae rah) yang tidak sesuai dengan mentalitas pembangunan. 
Da lam bahasan tentang kelemahan mentalitas bangsa Indo-
nesia, antara lain, dikemukakan bahwa bangsa Indonesia 
mem  punyai:
1. Nilai budaya yang (tidak) berorientasi terhadap hasil kar-

ya manusia itu sendiri (tidak archievement oriented);
2. Orientasi yang terlampau banyak terarah ke zaman yang 

lampau sehingga akan melemahkan kemampuan se se-
orang untuk melihat ke masa depan;

3. Kecenderungan melarikan diri dari dunia ke dunia batin-
an yang tidak begitu cocok dengan jiwa rasionalisme yang 
kita perlukan untuk mempercepat pembangunan;

4. Kecenderungan yang terlampau banyak menggantungkan 
diri ke pada nasib;

5. Kecenderungan untuk menilai tinggi konsep sama-rata-
sama-rasa... (yang) mewajibkan suatu sikap konformisme 
yang besar (artinya, orang sebaiknya menjaga agar jangan 
dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang 
lain), ...(suatu) sikap yang agak bertentangan dengan ji-
wa pembangunan yang justru memerlukan usaha jerih 
paya dengan sengaja dari pihak individu untuk maju dan 
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menonjol di atas yang lain;
6. Adat sopan santun yang amat berorientasi ke arah alas-

an yang mematikan hasrat untuk berdiri dan berusaha 
sendiri.

Lebih lanjut juga dikemukakan, bahwa kondisi mentalitas 
tersebut berbeda dengan mentalitas bangsa Indonesia yang 
timbul sebagai akibat revolusi dalam memperjuangkan ke-
mer dekaan Indonesia. Mentalitas yang terjadi akibat revolusi 
itu adalah:
1. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu,
2. Sifat mentalitas yang suka menerabas,
3. Sifat tak percaya kepada diri sendiri,
4. Sifat tak berdisiplin murni, dan
5. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab 

yang kukuh.

B. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN
Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan 

yang ada di dunia, baik yang kecil, sedang, besar maupun yang 
kompleks. Menurut Malinowski (dalam Sulaeman, 1998), ke-
bu dayaan di dunia ini mempunyai tujuh unsur universal, yai-
tu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, or ga ni sa-
si sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.

1. Bahasa
Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahasa memegang pe-

ran an yang amat penting dalam interrelasi sosial. Begitu 
ting ginya nilai bahasa bagi kehidupan (manusia) bahasa se-
ring diibaratkan sebagai jendela informasi dunia. Bahasa 
juga mencerminkan suatu nilai pribadi bagi para pelakunya, 
dalam budaya Jawa, bahasa dikukuhkan dalam perumpama-
an ajineng diri dumunung ing lathi (harga diri seseorang ter-
letak pada apa yang diucapkan), landeping lathi ngungkuli 
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landepe curiga (tajamnya ucapan melebihi tajamnya sen jata), 
dan masih banyak lagi lainnya perumpamaan yang meng-
gambarkan keunggulan/manfaat bahasa bagi kehidup an 
umat manusia.

Orang kebanyakan kurang menyadari, bahwa ada dua 
jenis bahasa, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Ke-
handalan/manfaat bahasa verbal kiranya semua sangat me-
mahami. Namun sebenarnya bahasa nonverbal tidak kalah 
penting. Bahkan Supriadi (2001) menekankan, “namun satu 
hal yang belum banyak disadari yakni betapa bahasa-bahasa 
nonverbal itu sangat bermuatan budaya. Adalah fakta ekspresi 
budaya bukan hanya dinyatakan dalam bentuk bahasa verbal, 
melainkan dalam bahasa nonverbal”. Lebih lanjut juga di-
nya takan, bahwa Indonesia dan negara-negara non-Barat 
umum nya, bahasa nonverbal jauh lebih penting daripada 
ba hasa verbal. Sebagaimana disadari, bahwa bahasa verbal 
bila penyampaiannya tanpa ekspresi (nonverbal) menjadi 
ham bar bahkan adakalanya menjadi kurang atau bahkan ti-
dak bermakna. Tetapi perlu diingat, bahwa budaya bahasa 
non-verbal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang la-
innya dengan wujud tampilan yang sama tetapi mempunyai 
makna yang berbeda. Supriadi (2001) telah mengidentifikasi 
hal tersebut, misalnya tanda V (vixtory) memiliki sedikitnya 
delapan makna yang berbeda di beberapa lingkungan bu-
daya. Bagi orang Kroasia itu berarti salam informal, te tapi 
ketika bertugas di Bosnia, tentara Amerika dilarang meng-
gunakan tanda itu bila bertemu dengan tentara Serbia yang 
merupakan musuh orang Kroasia. Tanda V dengan tangan 
meng hadap tabu digunakan di Amerika karena mengandung 
arti pelecehan seksual. 

Penggunaan sentuhan sebagai cara untuk memotivasi 
sis wa kental mengandung muatan budaya. Sentuhan pada 
ba gian kepala bagi orang Barat adalah sebuah “dorongan” 
dan pernyataan kasih sayang, tetapi bagi orang Indonesia 
hal itu dianggap penghinaan. Bila Anda seseorang Amerika 
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dan bercakap-cakap dengan seorang teman di sebuah kedai 
kopi di New York, maka mungkin Anda hanya saling me-
nyentuh 1-2 kali saja selama sau jam. Bila Anda seorang Ing-
gris dan minum kopi dengan sesama orang Inggris di kafe 
London, mungkin Anda tak akan pernah menyentuh selama 
percakapan berlangsung. Tapi bila Anda seorang Perancis 
dan minum kopi bersama teman di kafe di kota Paris, Anda 
akan saling bersentuhan seratus kali dalam sejam. 

Bahasa nonverbal dinyatakan dalam berbagai ekspresi; 
pro xemics (batas-batas jarak untuk komunikasi), kinesics (ba-
hasa isyarat badan, muka, mata), Chronemics (persepsi ten-
tang waktu), paralanguage (nada suara), silence (arti diam), 
hap  tics (sentuhan fisik), cara berpakaian dan penampilan, 
olfactics (komunikasi melalui indra penciuman), dan oculesics 
(isyarat mata) (Jandt, 1998).

Keyakinan bahwa bahasa merupakan alat pemersatu 
ada  lah benar, tetapi bila penggunaannya tidak tepat dapat 
berubah menjadi sumber perpecahan. Oleh sebab itu, etika 
dalam penggunaan bahasa perlu ditegakkan. Dalam konteks 
pendidikan inklusif, penggunaan bahasa perlu mendapat 
per hatian secara khusus, karena dapat menimbulkan diskri-
minasi, bahkan ada kalanya mencerminkan eksklusivisme. 
Dewasa ini di beberapa kota besar sering di jumpai suatu 
se kolah yang sama sekali tidak menggunakan bahasa se-
tem  pat tetapi justru menggunakan bahasa lain/asing. Ironi-
nya, mereka tidak merasa bahwa secara tidak langsung me-
nimbulkan ekslusivisme yang bertentangan dengan napas 
in klusi. Karenanya, persoalan bahasa menjadi masalah pen-
ting dalam sistem pendidikan inklusi. 

2. Sistem Teknologi
Sebagai negara multi-etnik dengan latar belakang budaya 

yang beragam yang berbasis pada pertanian dan maritim pa-
da masa lalu sering disebut telah memiliki sistem  teknolo gi 
yang cukup andal di masanya. Misalnya, keluarga Bugis de-
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ngan perahu “Pinisi”-nya telah tercatat memiliki reputasi in-
ter nasional. Begitu pula dengan teknologi penataan sistem 
pengairan sawah di Bali yang terkenal dengan nama “Subak”. 
Begitu pula dengan karya monumental seperti pembuatan 
candi Budha “Borobudur” serta candi Hindu “Prambanan” 
ada lah saksi abadi majunya sistem teknologi pada masa lalu 
secara umum di Indonesia.

Sejak abad pertengahan di mana sistem peradaban lebih 
didominasi oleh moderinisasi teknologi yang merambah ke 
seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia secara nyata 
menjadi tertinggal dari bangsa-bangsa lain, khususnya Barat. 
Kondisi tersebut diperparah lagi dengan didudukinya (dija-
jah) oleh Bangsa Belanda selama hampir tiga setengah abad, 
be nar-benar menjadikan Indonesia kehilangan kejayaanya 
di masa lalunya. Bahkan, dapat dikatakan telah kehilangan 
ke kuatan teknologi yang dahulu sangat dibanggakan. Kini 
ting gal puing dan kenangan masa lalu bila berbicara tentang 
sistem teknologi nasional.

Sistem teknologi yang berkembang dan digunakan ma-
sya rakat Indonesia dewasa ini hampir dapat dikatakan milik 
bangsa atau orang lain. Sementara masyarakat Indo nesia ti-
dak lebih sebagai pengguna pasif yang tergantung oleh bang-
sa/negara asal teknologi tersebut. Kalaupun pada bebe rapa 
kelompok telah mampu mengembangkan beberapa  tek nologi 
tepat guna namun bila belum dimanfaatkan secara luas, ma-
ka belum dapat mewakili perwujudan teknologi bangsa ini. 
Sebagai contoh Indonesia telah memiliki industri dir gantara 
(IPTN) yang menggunakan sistem teknologi tinggi, namun 
lantaran teknologi tersebut masih dikuasai oleh se bagian ke cil 
warga bangsa dan produknya pun juga masih dapat dinikmati 
oleh sebagian kecil warga bangsa, maka teknologi IPTN secara 
konseptual belum mencirikan budaya teknologi Bangsa. 
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3. Sistem Mata Pencarian
Indonesia dengan kondisi penduduk yang multietnis de-

ngan prediksi pertumbuhan 119 juta penduduk pada tahun 
1970 ke perkiraan 240 juta penduduk sampai 2020, membawa 
konsekuensi pada corak mata pencarian yang he te rogen pula. 
Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sektor 
jasa terutama bagi penduduk yang tinggal di kota-kota besar 
dan sektor pertanian bagi penduduk yang ting gal di pedesaan.

Budaya mata pencarian penduduk di kota-kota besar 
Indonesia hampir dapat dikatakan sama dengan mata pen-
carian penduduk pada kota-kota besar lainnya di dunia yang 
didominasi oleh sektor-sektor industri dan jasa yang ber basis 
pada kemajuan teknologi informasi (TI). Adapun pen duduk 
yang tinggal di pedesaan dengan jumlah jauh lebih besar ma-
yoritas bermata pencarian sebagai petani. 

Terdapat dua jenis ekonomi petani gaya lama (peasant 
economy) di Indonesia: Pertama adalah ekonomi petani de-
ngan tanaman pangan padi basah sebagai yang dominan, 
dengan tugas menyediakan makanan pokok bagi ekonomi 
na sional yang sedang tumbuh; Kedua, terutama di luar jawa, 
ekonomi petani didominasi oleh komoditas ekspor ko mer sil. 
Dengan tugas mencari devisa bersama dengan sektor perke-
bunan (Sayoga, 1997).

Pemerintah telah mencanangkan program modernisasi 
pertanian dari tahun 1970 hingga 2020. Pada petani di seba-
gian besar Pulau Jawa modernisasi diarahkan pada pening-
katan cara pengolahan pertanian dengan meman fa atkan 
tek nologi tepat guna serta penggunaan bibit pertanian yang 
ung gul. Untuk petani di sebagian besar yang berada di luar 
Jawa, dengan komoditi perkebunan ditingkatkan menuju in-
dustrialisasi pertanian. Sebagai contoh di wilayah Gunung 
Madu Lampung, dibangun sebuah industri pertanian, dengan 
sistem penempatan pabrik gula di tengah-tengah perkebunan 
tebu. Model ini cukup progresif dengan menggunakan prin-
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sip-prinsip industrialisasi modern yang nilai ekonomi tinggi. 
Guna meningkatkan pendapatan petani, pemerintah juga 

ikut ambil bagian dalam manajemen pengelolaan pertanian, 
me lalui program intensifikasi khusus (INSUS) dan tebu rakyat 
in ten sifikasi (TRI). Pada sektor manajemen eko nomi pertanian 
pemerintah juga mengembangkan  sis tem koperasi unit desa 
(KUD) dengan tugas utama  mem ban tu dalam pengadaan-pe-
ngadaan bibit, pupuk, alat-alat per  ta nian, menampung dan 
me nyalurkan hasil-hasil perta ni an, serta menyediakan kredit 
un tuk biaya operasional peng olah an pertanian.

Pada 1980-an petani Indonesia pernah mengalami keja-
yaan yang ditandai dengan keberhasilan sektor perta ni an, 
sehingga pemerintah (pada saat itu) menyatakan surplus be-
ras. Namun kondisi tersebut ternyata ternyata tidak dapat 
di per tahankan dan selanjutnya Indonesia yang memiliki la-
han pertanian luas dan mayoritas penduduk sebagai petani, 
kem bali tercatat sebagai negara pengimpor beras terbesar di 
dunia lagi.

Pemerintah masyarakat dan nongoverment organization 
(NGO), telah banyak memberikan perhatian khusus pada 
sektor ekonomi berbasis pada peningkatan ekonomi kerak-
yatan, yang intinya adalah meningkatkan kualitas mata pen -
ca rian rakyat, ternyata belum membuahkan hasil yang opti-
mal. Bahkan, dewasa ini Indonesia masih tercatat da lam 
ke lompok negara miskin di dunia, atau dengan bahasa yang 
le bih halus sebagai negara berkembang. 

Kondisi sekilas tentang mata pencarian dan ekonomi 
penduduk Indonesia seperti telah diuraikan di atas secara 
ma  tematis jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan 
du nia pendidikan, terutama bila menganut paham bahwa 
“pendidikan itu mahal”.

Khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan bagi pe-
serta didik berkebutuhan khusus, masalah lemahnya mata 
pencarian yang berimplikasi pada lemahnya ekonomi ma sya-
rakat sering digunakan sebagai kambing hitam. Semen tara 
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bila dicermati secara mendalam, dalam skala besar sistem 
pen didikan inklusif justru terbukti lebih hemat. 

4. Organisasi Sosial
Organisasi sosial adalah suatu lembaga sosial yang meng-

himpun sekelompok individu atau orang yang memiliki ke-
sa maan dalam persepsi sosial bergabung bersama untuk 
me wu judkan visi dan misi sosialnya tersebut. Fokus yang di-
kelola dalam organisasi sosial adalah perilaku sosial dalam 
kelompok itu sendiri.

Berry, dkk., (1999) mengemukakan, bahwa perilaku sosial 
dan bagaimana perilaku sosial berhubungan atau dipenga ruhi 
oleh konteks umum budaya di mana perilaku ini meng ambil 
tempat. Aberle, dkk. (dalam, Berry dkk., 1999) mengajukan 
se perangkat keharusan fungsional (functional prerequisites) 
atau segala sesuatu yang harus dilakukan dalam masyarakat 
mana pun jika hendak terus memelihara kelangsungannya. 
Tuntutan ini terdiri dan keinginan-keinginan karena mungkin 
dianggap berkualifikasi universal, mencakup aktivi tas-akti-
vitas (dalam satu atau lain bentuk) yang akan ditemu kan da-
lam setiap budaya yang hendak dikaji. Sembilan di antara nya: 
1. Ketetapan tentang hubungan yang memadai dengan 

ling kungan (fisik maupun sosial). Ini dibutuhkan un tuk 
memelihara suatu populasi yang memadai demi mem-
per tahankan masyarakat dan budaya.

2. Diferensisal dan penunjukan peran. Dalam kelompok 
apa pun, hal-hal yang berbeda harus dikerjakan dan orang 
senantiasa memilik cara, apa pun wujudnya, untuk mela-
ku kan penunjukan peran ini (contoh dengan dasar ketu-
runan atau pencapaian). 

3. Komunikasi. Semua kelompok membutuhkan cara-
cara komunikasi simbolik yang dapat saling dibagi dan 
dipelajari untuk memelihara arus informasi dan koor di-
nasi dalam kelompok.

4. Orientasi kognitif yang saling dapat dibagi. Keyakinan 
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pengetahuan, dan kaidah logis perlu dikuasai orang-
orang dalam suatu masyarakat secara umum agar dapat 
be   kerja bersama dengan pemahaman timbal balik.

5. Perangkat tujuan terartikulasi yang dapat dibagi. Arah 
pemenuhan tujuan hendaknya dapat saling dibagi agar 
individu-individu terhindar dari penebaran yang menuju 
ke arah pertentangan.

6. Pengaturan normatif cara-cara mencapai tujuan-tu-
ju  an. Kaidah yang mengatur bagaimana tujuan-tujuan 
seharusnya dicapai perlu ditetapkan dan diterima popu-
lasi. Jika perolehan materi merupakan tujuan umum se-
mua orang, pembunuhan dan pencurian agak nya tidak 
diterima sebagai suatu cara demi mencapai tujuan ini 
sehingga memungkinkan produksi, kerja, dan perda gang-
an terjadi.

7. Pengaturan pengungkapan yang berdaya guna. Emosi 
dan perasaan harus dibawakan di bawah kendali normatif. 
Pengungkapan rasa cinta dan benci, misalnya, tidak dapat 
dibiarkan bebas tanpa mengundang konsekuensi perpe-
cahan dalam kelompok.

8. Sosialisasi. Semua anggota baru harus belajar tentang ciri-
ciri pokok dan penting mengenai kehidupan kelompok. 
Pandangan hidup kelompok perlu dikomunikasikan, di-
pel ajari, dan dalam arti tertentu, diterima semua individu.

9. Kendali atas perilaku yang mengarah pada perpecahan. 
Jika sosialisasi dan pengaturan normatif gagal, ada kebu-
tuhan sebagai backup sehingga kelompok mendapatkan 
kembali perilaku anggota yang sesuai dan dapat diterima. 
Untuk tujuan ini koreksi perilaku atau malahan pemin-
dahan (dengan pemecatan dan eksekusì) mungkin di-
tuntut.

Sementara Fiske (1991) mengajukan empat hal-hal uni-
versal yang berhubungan dengan sosial, yaitu:
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a. Kebersamaan komunal. Di mana orang-orang berkumpul, 
lingkup diri perorangan menjadi tidak dapat dibedakan, 
orang tertarik pada keanggotaan kelompok dan memiliki 
rasa identitas umum, solidaritas, kesatuan, dan saling 
me  miliki. Mereka berpandangan, diri mereka seluruhnya 
sama dalam banyak hal, tidak sebagai individu, tetapi se-
bagai “kita”.

b. Penjenjangan otoritas. Di mana terjadi ketidaksamaan 
dan kekuasaan hierarkis, pribadi di jenjang lebih tinggi 
mengendalikan orang lain, benda-benda, sumber-sumber 
(termasuk pengetahuan), terkadang mengambil inisiatif, 
dan mempunyai hak memilih dan mencoba-cobakan ber-
bagal alternatif nilai.

c. Penyeimbangan kesamaan. Di mana terdapat hubungan 
ega liter di antara kelompok sebaya, orang cenderung ter-
pisah, tetapi sejajar, saling memberi dan menerima, tim-
bal balik, dan melakukan hubungan secara imbang.

d. Penaksiran menurut pasar. Di mana hubungan diperan-
tarai nilai yang ditentukan berdasarkan sistem “pasar”. 
Individu-individu saling berinteraksi dengan orang lain 
hanya, dan hanya jika, mereka memutuskan interaksi ra-
sional dilakukan seturut dengan nilai-nilai ini, dan tin-
dakan dinilai menurut taksiran sejauh mana tindakan da-
pat dipertukarkan untuk mendapatkan komoditi lain.

5. Sistem Pengetahuan
Ilmu atau pengetahun dapat diartikan sebagai semua pe-

nge tahuan yang terhimpun lewat metode-metode, keilmuan 
atau ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dari daur-daur pe-
nyimpul rampatan (induksi), penyimpul khasan (deduksi), 
dan penyarikan (verifikasi/validasi) yang tersusun terus-me-
ne rus tak kunjung usai (Kemeny, 1959) tata daur tersebut 
dilukiskan dalam bagan berikut:
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TEORI RAMALAN

Deduksi

FAKTA

Dengan logika 
dan matematika

Dengan pengamatan Dengan pengamatan

Yang boleh dipastikan 
selalu dikuatkan dengan 

percobaan

Dunia ahli percobaan
Khazanah data 

empiris

Bagan 1.
METODE HIPOTETIK-DEDUKTIF-VERIFIKATIF

(Kemeny, 1959)

Menurut beberapa ahli humaniora, perilaku moral dapat 
diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai da-
sar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia yang ber-
adab, maka ilmu mesti terkait dengan humaniora. Hal ini 
disebabkan tinjauan dan tujuan ilmu adalah mencari ke be-
naran, dan dapat pula dipandang sebagai arena latihan da lam 
mencari, meresap, dan menghayati nilai-nilai dasar (Sukidin, 
dkk., 2003).

a. Pola Pikir dan Ilmu Pengetahuan
Penelusuran terhadap pola pikir dalam kaitannya dengan 

ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa 
dan waktu atas kesejarahannya. Guna merunut terhadap pe-
ristiwa dan waktu tersebut ada baiknya dipetik sebuah pe-
ngandaian Sagan (dalam Madjid, 2000; xii), berikut:

 Jika seandainya tidak pernah ada Islam dan kaum Muslim, ilmu pe
ngetahuan benarbenar sudah lama mati oleh (Cyril dan Justian), tanpa 
kemungkinan bangkit lagi, dan Eropa akan tetap berada dalam ke
gelapan yang penuh dengan mitologi dan kepercayaan palsu. Zaman 
modern tidak akan pernah ada. Maka syukurlah Islam pernah tampil, 
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kemudian berhasil mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manu
sia (lewat Eropa)”.

 Pengandaian Carl Sagan di atas terkandung makna, bahwa pada masa
nya sekitar lima atau enam abad (715) khususnya pada masa keemasan 
Islam di bawah kekhalifahan yang bijaksana (al-khllâfat al-râsyidah), 
ilmu pengetahuan berkembang secara pesat, dan masyarakat hidup 
dalam kedamaian. Namun semenjak kekhalifahan Umawi, yang sangat 
tertutup, dan digantinya pintu ijtihâd serta mewajibkan semua orang 
untuk taklid kepada para pemimpin atau pemikir keagamaan, secara 
drastis mematikan kreativitas dan sosial kaum Muslim. Tradisi keilmuan 
yang telah berkembang pun menjadi surut, bahkah dapat dikatakan 
padam. Dengan menutup pintu ijtihâd ibarat menyembelih ayam yang 
bertelur emas (Madjid, 2000; xIvi).

 Cuplikan sekilas tentang kejayaan dan runtuhnya zaman keemasan 
Islam pada abad pertengahan menggambarkan, bahwa pola pikir dan 
pengetahuan bila berjalan seiring cenderung akan mampu menghasilkan 
suatu perubahan yang berarti bagi umat. Namun bila pola pikir dengan 
pengetahuan tidak berjalan seiring, maka pengetahuan yang telah ada 
menjadi tidak dapat membuahkan hasil bagi umat dan lambat laun 
pengetahuan itu sendiri dapat lenyap. 

Budaya pola pikir dan pengetahuan masyarakat sangat 
me  nentukan dalam konteks pendidikan inklusi, sebab bagai-
manapun rancangan pendidikan inklusif dirumuskan oleh 
para pakar kependidikan yang ada, namun bila pola pikir pe-
megang kebijakan tidak sejalan akan menjadi hambatan yang 
besar.

Budaya pola pikir dan pengetahuan bangsa Indonesia 
juga tidak dapat dilepaskan dari peristiwa dan waktu atas 
kesejarahannya. Kuatnya pemasungan kreativitas dan penge-
tahuan pada masa Kolonial, yang menghasilkan budaya pikir 
taklid dan konsumtif masih belum sepenuhnya dapat di ting-
galkan. Betapa tidak pada masa desentralisasi di mana seba-
gaian besar kebijakan sudah berada di tangan pemerintah 
daerah, ternyata masih dibayang-bayangi petunjuk pusat.

Kondisi budaya pikir dan pengetahuan seperti itu jelas ku-



106

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

rang menguntungkan bagi pengembangan sistem pendi dikan 
inklusif. Karenanya perlu mendapat perhatian secara serius 
karena bersifat menentukan.

6. Religi
a. Sekilas tentang Perkembangan Religi

E B. Tylor (1874) dalam bukunya Primitive Culture: Re
sear ches into the Development of Mythology, Philosophy, Re
ligion, Language Art and Custom, mengajukan teorinya ten-
tang asal mula religi adalah berasal dan adanya kesadaran 
manusia akan adanya jiwa, dan kesadaran akan paham jiwa 
itu disebabkan karena dua hal, yaitu: (1) Peradaban yang 
tam  pak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal 
yang mati. Bergerak artinya hidup dan tidak bergerak artinya 
mati, sejak itu manusia menjadi sadar bahwa ada jiwa yang  
menyebabkan gerak itu; (2) Peristiwa mimpi, di mana manusia 
melihat dirinya di tempat-tempat lain (bukan di tempat di 
 ma na ia sedang tidur). Maka orang mulai membedakan antara 
tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur, dan suatu bagian 
lain dirinya ke tempat-tempat lain.

Sifat abstrak dari jiwa itu menimbulkan keyakinan pada 
manusia, bahwa jiwa dapat hidup langgeng, lepas dari tubuh 
jasmaninya. Pada waktu hidup jiwa itu tersangkut pada jas-
mani dan setalelah mati jiwanya melayang dan terputuslah 
hubungannya dengan jasmani.

Konsep pemikiran tersebut selanjutnya mengarah pada 
keyakinan tentang adanya makhluk-makhluk halus di sekeli-
ling kita, dan keyakinan ini menjadi berkembang pada re ligi 
serupa itu yang disebutnya animisme. Keyakinannya,  bah wa 
semua benda yang bergerak itu mempunyai kekuatan dan 
ada yang menggerakkannya. Oleh sebab itu dalam keya kin-
an animisme ada banyak kekuatan, banyak dewa yang meng-
gerakkan alam. 
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Akhirnya sampai pada suatu keyakinan, bahwa di antara 
dewa itu ada pemimpinnya (raja) selayaknya dalam kemasya-
rakatan. Atas dasar itu lahirlah religi monoteisme, yang hanya 
meyakini adanya satu kekuatan atas semua.

Pusat dan setiap sistem religi dan kepercayaan di dunia 
adalah ritus dan upacara, dan melalui kegiatan-kegiat an yang 
dianggapnya berperan dalam tindakan-tindakan gaib se  perti 
itu manusia mengira dapat memenuhi kebutuh an-ke bu-
tuhannya serta mencapai tujuan hidupnya (Koentjara ningrat, 
1982).

Kristalisasi pelacakan terhadap konsep religi sebagai ma-
na disampaikan Koentjaraningrat (1987) akhirnya diper oleh 
ada nya lima komponen religi yaitu: (1) Emosi  keagama an, 
sikap kagum-terpesona terhadap hal-hal yang gaib serta ke-
ra mat; (2) sistem keyakinan, yang berwujud suatu  pikir an 
dan gagasan masusia yang menyangkut keyakinan dan kon-
sepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari 
alam gaib (kosmologi), tentang terjadinya alam dan du  nia 
(kosmogoni), tentang zaman akhir (esyatologi), ten tang wu-
jud dan ciri-ciri kekuatan sakti, kecuali itu sistem ke  yakinan 
juga menyangkut sistem nilai religi lainnya yang  meng atur 
tingkah laku manusia; (3) Sistem ritus dan upacara, dalam 
religi berujud suatu aktivitas dan tindakan manusia dalam 
melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan; (4)  Per alatan 
ritus dan upacara, yang biasanya menggunakan ber ma cam-
macam peralatan dan sarana dalam menjalankan kebak tian-
nya; (5) Umat agama, atau umatnya, atau kesa tuan sosial yang 
menganut sistem keyakinan dan yang melaksa nakan sistem 
ritus serta upacara itu. Relasi kelima komponen tersebut da-
pat digambarkan pada bagan berikut:
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SISTEM 
KEYAKINAN

PERALATAN 
RITUS

EMOSI 
KEAGAMAAN

SISTEM 
RITUS

UMAT 
AGAMA

Bagan 2.
BAGAN RELASI LIMA KOMPONEN RELIGI

(Koentjaraningrat, 1987)

b. Nilai-nilai Universal Religi
Kemajemukan keagamaan (religious plurality) itu me-

nan  daskan pengertian dasar, bahwa semua agama diberi ke-
be basan untuk hidup, dengan risiko yang akan ditanggung 
oleh penganut agama itu masing-masing, baik secara pribadi 
maupun secara kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai 
suatu harapan kepada semua agama yang ada, karena semua 
agama itu pada mulanya menganut pada prinsip yang sama, 
yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, maka agama-agama itu baik karena dinamika 
internalnya sendiri atau karena persinggungannya satu sama 
lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran 
asalnya sendiri, sehingga semua akan bertumpu dalam suatu 
titik pertemuan (common platform). Nilai-nilai universal se-
lalu ada pada inti ajaran agama yang mempertemukan se-
luruh umat manusia. Nilai-nilai universal itu harus dikaitkan 
kepada kondisi-kondisi nyata ruang dan waktu agar memiliki 
kekuatan efektif dalam masyarakat, sebagai dasar etika sosial 
(Madjid, 2000).
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Salah satu di antaranya nilai universal dalam religi ada-
lah pengakuan terhadap prinsip-prinsip keseimbangan. Hal 
tersebut merupakan dasar pelajaran untuk hidup dalam kon -
disi seimbang. Dari sini diketahui, bahwa prinsip keseim-
bang an adalah hukum Allah untuk seluruh jagad raya, se-
hingga melanggar prinsip keseimbangan merupakan suatu 
dosa kosmis, karena melanggar hukum yang menguasai jagad 
raya. Dan, kalau manusia disebut sebagal jagad kecil atau 
mikrokosmos, maka tidak terkecuali, manusia pun harus me-
melihara prinsip keseimbangan dalam dirinya sendiri, ter ma-
suk dalam kehidupan spiritualnya.

Aktualisasi prinsip keseimbangan dalam pendidikan da-
pat menyentuh seluruh instrumen pendidikan, mulai dari 
perumusan visi-misi dan tujuan, pengembangan kurikulum, 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta manajemen yang 
digu nakannya. Pada sisi lain penempatan sìswa sebagai apa 
adanya juga merupakan wujud nyata penerapan prinsip ke-
seim bangan. Oleh sebab itu, barang siapa memberatkan tim-
bangan untuk kelompok siswa tertentu, maka secara nyata te-
lah melanggar hukum Allah.

Nilal universal lainnya yang bersumber dan religi adalah 
kemajemukan dan kebebasan. Melalui metode berpikir de-
konstruksi mengisyaratkan, “bahwa pada dasarnya dalam hi-
dup ini harus ditempuh dengan penuh kebebasan, dan hanya 
dibatasi oleh hal-hal yang jelas dilarang”, dengan kaidah yu-
risprudensi. Melalui kajian tersebut akan ditemukan norma-
norma keterbukaan dan keleluasaan atau kebebasan dasar da-
lam menempuh hidup ini yang dikaruniakan oleh Allah. Oleh 
sebab itu dengan dan atas pertimbangan apa pun membatasi 
kreasi dan ruang gerak siapa pun adalah bertentangan dengan 
nilai universal tadi. Kecuali oleh ketentuan-ketentuan yang 
memang dilarang. 

Pandangan ini seakan mendobrak pada sebuah tatanan 
tradisi yang relatif telah mengakar dalam masyarakat, di 
mana yang ditampakkan dalam tatanan sosial lebih bersifat 
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di kotomis antara (baik-jelek, siang-malam, hitam-putih, dan 
sebagainya). Sementara bila dicermati secara saksama volume 
yang ada di antara dua kutub tersebut sangat bervariasi dan 
sangat membutuhkan perhatian.

Dalam praktik pendidikan juga dijumpai hal yang serupa, 
di mana perhatian selalu saja terpusat pada dua kutub. Mi-
salnya, dalam mengajar perhatian guru lebih terpusat pada 
yang pintar dan yang bodoh, yang rajin dan yang malas, dan 
sebagainya. Bukankah semua itu adalah wujud dari kema-
jemukan yang tanpa kecuali harus mendapatkan perhatian 
yang seimbang? Sebagaimana diterapkan dalam prinsip pen-
didikan inklusi di mana semua anak wajib diberikan layanan 
sesuai dengan kebutuhan khususnya secara seimbang. 

7. Kesenian
Seni atau kesenian merupakan unsur utama budaya ma-

nusia yang diciptakan melalui cipta, rasa, dan karya individu 
atau sekelompok yang dapat dinikmati secara perorangan 
maupun bersama-sama. Adapun seni budaya tradisional ada-
lah seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hi  dup 
dan berkembang pada suatu daerah tertentu (Yoeti, 1985).

Seni juga merupakan katarsis, yaitu kebutuhan manusia 
untuk mengungkapkan perasaan secara estetis, alam keadaan 
seks maupun duka, puas atau kecewa, cinta atau benci, le-
wat goresan dan perpaduan warna dalam seni lukis, lewat 
un taian kata-kata dalam seni sastra, melalui komposisi nada 
dan denyut irama dalam seni musik, dan melalui gemulainya 
gerakan tubuh dalam seni tari (Sukrisnawati, 1993).

Secara umum kesenian dapat dikatan sebagai refleksi dan 
cara hidup sehari-hari pada individu atau sekelompok in di-
vidu atau komunitas individu yang hidup dan tinggal bersama 
pada suatu wilayah tertentu.

Pada awalnya kesenian dimulai ketika manusia masih 
hi dup di daerah-daerah pedesaan dan pertanian tradisional 
atau kaum primitif sebagai ungkapan syukur atau pemujaan 



111

4 — Perspektif Budaya Lokal

ke pada Tuhan yang dilakukan dalam bentuk upacara-upacara 
ritual keagamaan.

Dilihat dan sisi manfaat, seni dapat membantu manusia 
dalam menyelamatkan dan menyejahterakan dirinya dengan 
memberinya kemampuan untuk menghayati kehidupan de-
ngan lebìh jelas, lebih mendalam, dan lebih kaya. Melalui 
ke se nian manusia dapat memahami masalah-masalah itu 
de   ngan kehausan perasaannya. Di samping itu, seni memban-
tu  nya menghayati masalah-masalah itu dengan berbagai 
 nu ansa nya, yaitu bagian-bagian yang tidak dapat terungkap 
oleh il mu pengetahuan kepadanya (Sarjono, 1996).

Ditinjau dari asal kesenian itu muncul kesenian dapat 
dikelompokkan menjadi kesenian daerah (lokal) dan keseni-
an nasional. Sementara bila dilihat dan masa pemunculan-
nya dapat dikelompokkan menjadi kesenian tradisional dan 
kesenian nontradisional (modern). Suatu ketika bila kesenian 
daerah tertentu diakui dan dapat dinikmati masyarakat se cara 
nasional, maka posisi kesenian daerah dapat berkembang. 
Ka rena pada hakikatnya kesenian nasional itu sendiri berasal 
dari kesenian daerah. Begitu pula dengan kesenian tradisional, 
bila konfigurasi maupun isinya telah diintervensi dengan 
menggunakan piranti atau konsep modern, maka bukan tidak 
mungkin kesenian tradisional itu pun dapat berubah bentuk 
menjadi sosok kesenian modern.

Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang memiliki 
ke anekaragaman seni budaya yang sangat tinggi. Sesuai de-
ngan keberadaan sebagai negara yang memiliki banyak etnis 
(multi-etnis) yang memiliki keyakinan tradisi yang kuat. Da-
lam perkembangannya ragam seni yang semula orang hanya 
mengenal adanya seni lukis, seni pahat, seni suara, seni sas-
tra, dan seni tari. Dewasa ini telah berkembang sangat pesat 
sehingga ragam seni menjadi sangat bervariasi baik yang 
ber sifat pengembangan linier dari jenis seni yang telah ada 
ataupun merupakan hasil kombinasi dari berbagai seni yang 
telah ada. 
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Produk seni menawar nilai-nilai sosial natural seperti; ke-
indahan, kehalusan, kejenakaan, kepolosan yang sangat di 
butuhkan bagi semua orang dalam berinteraksi dengan ling-
kungannya, sehingga interaksi tersebut menjadi lebih mu   dah, 
lebih menyenangkan, lebih sederhana, dan lebih ber variasi, 
sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tujuan 
yang akan dicapai melalui interaksi tersebut. Bila pen  didikan 
sebagai bagian lain dan produk kebudayaan itu sendiri basis 
aktivitasnya adalah interaksi, maka menjadi ke harusan si-
fatnya dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pen didikan harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung 
dalam seni atau kesenian.

C. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Setiap bangsa setiap individu pada umumnya mengingin-

kan pendidikan (pendidíkan formal). Dergan asumsi, bahwa 
semakin banyak dan semakin tinggi pendidikan pada suatu 
bangsa menggambarkan semakin tinggi tingkat budayanya. 
Bahkan, negara menginginkan terjadinya pendidikan sepan-
jang hayat. Dahulu banyak tugas pendidikan yang dipegang 
oleh keluarga dan lembaga-lembaga lain yang lambat laun 
makin banyak dialihkan menjadi beban sekolah, seperti per-
siapan untuk mencari nafkah, kesehatan, agama, pendi dik an 
kesejahteraan keluarga, dan lain-lainnya. Sementara masya-
rakat masih tetap memegang fungsi yang penting dalam 
pen didikan transmisi kebudayaan, yaitu pendidikan norma-
norma, sikap adat istiadat, keterampilan sosial, dan lain-lain 
yang banyak diperoleh dalam keluarga masing-masing. Dalam 
perkembangannya, kaum pendidik justru melihat penting-
nya masyarakat dan keluarga ikut menangani dalam praktik 
pendidikan formal. Fenomena tersebut mengisyaratkan beta-
pa erat kaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Pada satu 
sisi nilai-nilai budaya dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
penyelenggaraan pendidikan, dan pada sisi lain pendi dikan 
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dipandang sebagai wahana dalam melestarikan suatu budaya 
baru. 

Nasution (1993) mengilustrasikan, bahwa anggapan yang 
menyatakan fungsi sekolah yang utama yakni pendidikan in-
telektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam 
pengetahuan. Dalam kenyataannya masih mengutamakan la-
tihan mental formal, yaitu suatu tugas yang pada umumnya 
tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain. Oleh 
sebab itu, memerlukan tenaga yang khusus dipersiapkan un-
tuk itu, yakni guru. Dalam pendidikan formal biasanya yang 
memegang peran utama adalah guru. Dengan demikian, gu-
ru memiliki tugas ganda yaitu memberikan pengetahuan dan 
menanamkan nilai, keduanya menyatu dalam keutuhan tam-
pil sosok guru. 

Tak selalu diketahui apa alasan yang sebenarnya, maka 
orangtua mengizinkan anaknya ke sekolah. Mungkin alasan-
nya bermacam-macam dan berbeda-beda secara individual, 
namun diduga ada kesamaan di seluruh dunia, menurut pan-
dangan masing-masing apa yang diharapkan di sekolah.

Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. 
Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup 
me  lakukan pekerjaan sebagai mata pencarian atau setidak-
nya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi 
pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerja an 
yang baik. Dalam kenyataannya sampai saat ini, ijazah masih 
di jadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah 
itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang melakukan 
pekerjaan tertentu.

Sekolah memberikan ketrampilan dasar. Orang yang sudah 
bersekolah setidak pandai membaca, menu lis, dan berhitung 
yang sangat diperlukan dalam kehidupan di masyarakat mo-
dern. Selain itu juga diperoleh sejumlah pe  ngetahuan lain 
seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewar ga negaraan, fisika, 
biologi, bahasa, dan lain-lainnya yang membekali anak untuk 
melanjutkan pelajarannya, atau mem perluas pandangannya 
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tentang masalah-masalah dunia.
Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Se-

kolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. 
Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat me-
ning kat ke golongan yang lebih tinggi. Orangtua mengha-
rap  kan agar anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik 
dan karena itu berusaha untuk menyekolahkan anaknya, jika 
mung kin sampai yang setinggi-tingginya.

Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi ne-
gara-negara berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat 
yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga kerja yang te-
ram pil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Ke ka yaan 
alam hanya mengandung arti bila didukung oleh ke ahlian. 
Maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi 
pembangunan suatu bangsa.

Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah so-
sial. Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan 
mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mence gah 
penyakit-penyakit sosial, seperti kejahatan, pertumbuhan 
pen   duduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kece-
la  kaan lalu lintas, narkoba, sisila, dan sebagainya. 

Sekolah mentransmisi kebudayaan. Demi kelangsungan 
hidup bangsa dan negara, kepada generasi muda disampaikan 
nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga 
negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dan 
 de ngan demikian dapat meresapkan rasa kesatuan dan per-
sa tuan bangsa.

Sekolah membentuk manusia yang sosial. Pendidikan 
di  ha rapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul 
dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-
bang sa, pendirian, dan sebagainya. Ia juga harus menyesuai-
kan diri dalam situasi sosial berbeda-beda.

Sekolah merupakan alat mentranformasi kebudayaan. 
Se kolah diharapkan mampu menambah pengetahuan baru 
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yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa per-
ubahan yang besar di dunia ini. Ada tokoh pendidikan yang 
beranggapan, bahwa sekolah dapat digunakan untuk mere-
konstruksi masyarakat bahkan dapat mengontrol perubahan-
perubahan itu dengan cara social engineering.

Fungsi-fungsi sekolah lainnya. Sekolah dapat juga dipan-
dang sebagai tempat menitipkan anak, khususnya anak-anak 
pra sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang seba gai 
tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik di awasi 
daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktu mereka 
mendapat pekerjaan. Bagi mahasiswa sekolah juga meru pa-
kan kesempatan untuk mendapatkan jodoh.

D. PENDIDIKAN MENURUT PERBEDAAN SOSIAL
Pada umumnya di negara demokrasi orang sukar mene-

rima adanya golongan-golongan sosial eksklusif dalam masya-
rakat, karena dihadapan undang-undang semua warga negara 
sama, sama hak dan sama kewajibannya, sama perlakuannya. 
Dalam kenyataannya tak dapat disangkal adanya perbedaan 
sosial itu, seperti yang tampak bagaimana sikap rakyat biasa 
terhadap pejabat, orang miskin terhadap orang kaya, pem-
bantu terhadap majikannya, pegawai rendahan terhadap 
atas annya. Perbedaan itu nyata dalam bentuk simbol-simbol 
status sosial, seperti mobil mewah, rumah mentereng, pe ra-
botan yang mewah, dan sebagainya. Suka atau tidak suka per-
bedaan sosial terdapat di mana-mana sepanjang masa.

Atas dasar kenyataan tersebut pendidikan dimaksudkan 
untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju 
dalam hidupnya mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. 
Akan tetapi, sekolah sendiri tidak mampu meniadakan batas-
batas tingkatan sosial itu, dikarenakan banyaknya kekuatan-
kekuatan di luar sekolah yang memelihara atau bahkan mem-
pertajamkannya (Nasution, 1983).
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Pada saat ini sekolah-sekolah diharapkan berfungsi me ne-
ruskan cita-cita penyebarluasan ide norma-norma kesa maan 
dan mobilitas secara verbal di samping adanya daya-daya 
stratifikasi yang berlangsung terus-menerus dalam masyara-
kat. Ini berarti, bahwa usaha untuk mengajarkan kesamaan 
dan mobilitas akan menghadapi kendala.

Pendidikan selalu merupakan bagian dari sistem sosial, 
dan jika demikian halnya maka timbul pertanyaan, apakah se-
kolah harus mempertahankan perbedaan itu, dalam arti seko-
lah memberikan pendidikan bagi setiap golongan sosial yang 
sesuai dengan kebutuhan golongan masing-masing se hingga 
dapat hidup bahagia menurut golongan masing-ma sing. Pen-
dirian ini didasarkan atas anggapan sebagai kewa jaran.

Tentunya pandangan tersebut bertentangan dengan prin-
sip-prinsip demokratisasi dengan mengukuhkan diskrimi na  si 
dalam pendidikan. Cara demikian hanya akan memperkuat 
penggolongan sosial dan menghambat mobilitas sosial yang 
diharapkan dari pendidikan, harapan ini tidak mudah di wu-
judkan lantaran banyaknya kekuatan-kekuatan di luar se-
ko lah yang menimbulkan stratifikasi sosial yang jauh le bih 
kuat daripada pendidikan formal. Jika benar sekolah di ha rap-
kan mampu mengubah stratifikasi sosial, maka di perlukan 
landasan yang fundamental tentang fungsi yang da pat di-
jalankan sekolah dalam masyarakat serta hakikat penga laman 
dapat ditawarkan kepada anak-anak. Pada sisi lain, tentunya 
sekolah itu sendiri hendaknya berada dan mem ber dayakan 
kekuatan-kekuatan masyarakat, sehingga stra tifikasi sosial di-
anggap sebagai kekuatan dan tidak lagi dilihat sebagai peng-
hambat.

E. REFLEKSI HISTORIS BANGSA INDONESIA
Perjalanan Bangsa Indonesia dalam tinjauan historis se-

ba gaimana di kemukakan Dep. Diknas. (2003) diklasifika sikan 
menjadi ke dalam beberapa kurun waktu dalam sejarah (era).
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1. Era Kerajaan Lokal
Primordialisme menjadi karakter da sar era ini, seorang 

raja atau keturunannya diakui mempunyai hak untuk me-
me rintah. Adil menjadi identik dengan sabda raja. Saling be-
rebut kekuasaan adalah upaya untuk memin dah kan wahyu 
memerintah pada dirinya. Primordialisme ini juga berkem-
bang pada beberapa komunitas yang me nempatkan pemim-
pinnya sebagai satu-satunya sumber hukum. Misi yang ber-
kem bang pada era tersebut adalah pa triotisme pembela 
ke  benaran hak primordial para rajanya, atau pemimpin-pe-
mim  pin komunitas lainnya. Kemandirian da lam struktur ke-
kua saan primordial menjadi dominan pada era ini.

2. Era Kolonial VOC
Karakter dominan pada era ini adalah eksploitasi segala 

sumber secara maksimal. Misi yang dija lan kan adalah meng-
upayakan memperoleh keuntungan se maksimal mungkin 
bagi kepentingan penjajah. Pada sisi lain patriotis me melawan 
penjajah terus berlangsung. Pada era ini kemandirian mela-
wan penjajah tetap terus berkembang.

3. Era Politik Etnis
Tumbuh rasa etis moral spesifik pada era ini, yaitu: un tuk 

sepenuhnya merusak lingkungan dan meng eksploitasi ma-
syarakat, dengan mulai memperhatikan agar daerah ja jah an 
dan orangnya tetap dapat dimanfaatkan. Agar segala urus-
an daerah jajahan tidak harus mereka urusi sen diri ada yang 
membantu, mereka memerlukan tenaga cukup terdidik untuk 
mengurusi penyakit para pribumi, untuk me ngu rusi pemerin-
tahan, untuk mengurusi perkebunan, dan lain-lain. Pada sisi 
lain, perlawanan bersenjata terhadap pen ja jah (Be landa) terus 
berlangsung. Pada era ini patriotisme  un tuk mempertahankan 
kemandirian tetap berkobar mela wan pen jajah, terbukti perla-
wanan baru berakhir pada 1912, yaìtu le wat perang Aceh.

Dan, era Kerajaan Lokal hingga era Politik Etis tersebut, 
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sejarah membuktikan bahwa patriotisme untuk memperta-
hankan kemandirian menolak penjajahan terus berlangsung 
di banyak daerah di Indonesia. Dengan konsep keunggulan 
yang kita kenal sekarang, dan konsep national dignity (harkat 
nasional) serta konsep national pride (martabat nasional), 
dapat disusun buku sejarah Indonesia dari ketiga era terse-
but, dan dapat disebut sebagai era Perlawanan terhadap pen -
jajah untuk mempertahankan kemandirian, sejak dari pe rang 
melawan Cina di era Kerajaan Lokal, perang Arafuru melawan 
Portugis, sampai perang Aceh melawan Belanda di era Kolo-
nialisme. Bila dicermati secara mendalam, maka dapat direin-
terpretasikan bahwa filsafatnya adalah keman dirian, visinya 
adalah harkat dan martabat, dan misinya mengem bangkan 
kemampuan sendiri. 

4. Era Perjuangan Kemerdekaan (1908-1945)
Para maha siswa Indonesia yang berkesempatan memper-

oleh pendidik an Barat baik di Belanda maupun di Indonesia 
pada awal Abad 20 menjadi tumbuh kesadaran nasionalisme 
dan hasrat mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan In-
donesia. Pada satu sisi, mereka yang terdidik tumbuh rasa 
persatuan dan kesatuan nasional dan pada mayoritas pen-
duduk tetap terpelihara adat rembuk desa, gotong royong, 
saiyo sakato, musyawarah untuk mufakat (dalam makna asli-
nya). Pada sisi lain sikap feodal dan primordial merupakan 
potensi laten karakter bangsa. Mayoritas bangsa masih ber -
ada pada konteks kehidupan terjajah yang harus patuh dan 
kehidupan feodalistik yang primordial. Adapun para pe mu-
dah Indonesia terdidik mulai bangkit dengan gerakan po litik, 
mengganti perlawanan bersenjata. 

Bila reinterpretasi sejarah era Kerajaan Lokal hingga era Po-
litik Etis dapat diterima, maka era 1908-1945 dapat dinyata kan 
sebagai era Perjuangan Politik memperjuangkan kemer    dekaan 
nasional, memperjuangankan kemandirian na  sio  nal. Ada-
pun era sebelumnya era perlawanan bersen jata ber  kelanjutan 
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mempertahankan kemerdekaan lokal, kemandirian lokal.
Predikat perjuangan politik untuk periode 1908-1945 dapat 

diangkat bukti-bukti berkembangnya nasionalisme Indone-
sia, dan mencairnya patriotisme lokal. Contoh: Indonesia 
me miliki beribu-ribu etnik dan beribu-ribu vernacular lang
uage, tetapi rasa nasionalisme dapat mengalahkan  senti men 
kedaerahan Jong Sumatra, Jong Java, Jong Ambon, Jong Ce-
lebes, dan lain-lainnya. Sentimen lain yang cukup sig ni fikan 
menggambarkan besarnya semangat nasionalisme be rupa 
ke sediaan penggunaan bahasa mayoritas yaitu Jawa (30 juta 
penutur bahasa Jawa pada 1928) tidak menuntut bahasa 
Jawa menjadi bahasa nasional seperti Filipina dan India, dan 
bersedia menerima bahasa Melayu Riau menjadi bahasa na-
sional, sedangkan bahasa Melayu Riau pada tahun 1928 baru 
digunakan oleh 30 ribu penduduk Riau.

Era Awal Merdeka, primodialisme sebagai salah satu ka-
rakter dasar masa lampau masyarakat Indonesia telah mem-
buat subur berkembangnya kepemimpinan dan peme rin tah-
an Indonesia yang memusat pada kepemimpinan nasional, 
pada era awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan primor-
dialisme yang dipusatkan pada Sukarno Hatta memang telah 
menyelamatkan persatuan nasional. Pasukan-pasukan ber-
sen jata tetap patuh pada keputusan-keputusan politik Sukarno 
Hatta. Tetapi selanjutnya karakter primordial dimanfaatkan 
secara politis pada era awal merdeka oleh sementera pihak 
dan menumpukan segala keputusan dan kebijakan pada pe-
mimpin nasional. Sehingga demokrasi yang juga menjadi ka-
rakter laten masyarakat Indonesia tidak dapat berjalan. Ke-
salahan politik lainnya pada awal merdeka adalah memberi 
peluang besar pada berkembangnya komunisme yang strategi 
perjuangannya antaginistis terhadap kelompok lain di luar 
proleter, dan terbukti telah menimbulkan keberanian Partai 
Komunis Indonesia (PKI) untuk mengada Coup d’etat sampal 
dua kali, yang kita kenal sebagai pemberontakan Madiun ta-
hun 1948 dan G 30 S PKI tahun 1965.
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5. Era Orde Baru
Untuk mengatasi kekacauan politik, pe mimpin orde Baru 

mengembangkan gaya kepemimpinan lain yang atas alasan 
keamanan menjadi terpusat juga. Ka rakter laten primordial 
membuat semua pihak mentoleransi gaya kepemimpinan 
ter sebut, karena terlalu kerasnya kepe mimpinan nasional 
me  ngontrol kehidupan nasional, dan ke kuatan resistensi 
menjadi semakin lemah, menimbulkan ekses sentimen sepi-
hak memanfaatkan kekuatan politik bagi kepentingan eko-
nomi kelompok tertentu. Sehingga pada satu sisi banyak se-
kali penyalahgunaan dilakukan pimpinan pada strata mana 
pun memanfaatkan politik untuk peluang eko nomi. Ada pun 
pada sisi lain rakyat menjadi semakin frustrasi dan sema-
kin kehilangan hasrat untuk bersikap kritis, kreatif, dan ke-
hilangan daya juang untuk berusaha di bidang ekonomi. 
Si tuasi tersebut menjadi semakin diperparah de ngan banyak-
nya contoh-contoh KKN yang mematikan gairah, mematikan 
peluang berusaha dari strata bawah.

Situasi dan kondisi era Orde Baru seperti itu menimbulkan 
filsafat aktual, visi, dan misi aktual yang menyimpang semen-
tara pada generasi muda dan sementara mereka yang meng-
ikuti pendidikan. Filsafat aktual yang menyimpang berupa: 
Terpenting kemampuan mengakses pada yang punya oto-
ritas; Visi aktual yang menyimpang: mengupayakan penga-
kuan formal dengan backing yang kuat; dan Misi aktual yang 
menyimpang: berupa untuk cepat kaya dengan cara apa pun. 
Eksesnya pada generasi muda: kurang gairah untuk berpres-
tasi, lebih mementingkan mengakses kekuasaan dan memiliki 
aset bisnis dengan cara apa pun. Para terdidik yang kritis, ter-
utama para mahasiswa mulai mengadakan koreksi dan per-
lawanan terhadap primordialisme yang berekses negatif ter -
sebut, dan menampilkan watak laten lain: gotong-royong, 
mu   syawarah, demokratis.
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F. ADAT ISTIADAT
Indonesia memiliki lebih dan seratus kelompok suku, 

ten tunya akan diitemukan sejumlah itu pula adat istiadatnya, 
pada buku ini mencoba mengangkat pola adat istiadat Bali 
yang dipandang sangat menarik karena sekalipun Bali sebagai 
pulau wisata berskala internasional yang secara konseptual 
rentan terhadap kebertahanan adat istiadat tetapi nyatanya 
hingga kini tetap bertahan, dan pemilihan bali ini tidak di-
maksud untuk menggeneralisasi Indonesia yang heterogen. 
Geertz ternyata juga tertarik untuk menganalisis tentang adat 
istiadat di Bali, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul 
Teknonymy in Bali yang ditulis bersama Híldred Geertz 1964 
(lihat Kuncaraningrat 1990). Pada intinya hubungan solidaritas 
antarindividu dalam masyarakat Bali dapat dikelompokkan 
dalam tiga buah tema budaya yang memperkuat hubungan 
berikut ini; (1) menekankan kepribadian individu dengan 
cara an anonimyzation of persons, (2) immobilization of time  
(me  ngaburkan fungsi waktu), (3) ceremonialization of  so sial 
inter action. Ketiga tema tersebut ada kaitannya dengan etos 
kebudayaan Bali untuk memperkecil arti individu demi ke-
pentingan umum, yang menjelma dalam sistem perkem-
bang an dan istilah kekerabatan teknonimi, gelar, sistem 
per hi tungan waktu, sistem menghitung saat yang baik, dan 
so  pan santun pergaulan. Keutuhan sistem adat istiadat dan 
kepa tuhannya dalam melaksanakan adat istiadat tersebut ba-
rang  kali yang membuat Bali tetap solid hingga sekarang, se-
kali pun sebagai tujuan wisata internasional tentunya banyak 
ekses negatif yang mengancam adat istiadat itu sendiri.

G. KERAGAMAN KULTUR DALAM  
PENDIDIKAN KHUSUS
Konsep pendidikan untuk semua (education for all), hanya 

merupakan salah satu bentuk dalam menuju kesetaraan un-
tuk semua anak. Dalam kenyataannya banyak anak dengan 
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kebutuhan khusus mendapat perlakuan diskriminatif lantar-
an mereka memiliki perbedaan dalam ras, kelas sosial, mau-
pun bahasa, atau berbeda dengan kebanyakan (Heward & 
Orlansky, I 988). Kondisi tersebut hampir dapat dikatakan ter-
jadi di seluruh penjuru dunia. Bagi anak dengan kebutuhan 
khusus ibarat sudah jatuh dihimpit tangga pula, mereka harus 
berjuang keras melawan perbedaan kelainannya sudah sesua-
tu yang berat, ditambah harus berjuang pula untuk melawan 
perbedaan kultural.

Garda (1981) (Heward & Orlansky, 1988), memberikan 
tiga konsep dasar yang dapat digunakan sebagai panduan 
mem  be rikan layanan bagi anak yang membutuhkan layanan 
khu  sus dalam kultur yang beragam, sebagal berikut:
1. Setiap orang perlu memiliki atau rasa memiliki sebuah 

kelompok. Suatu ras anak-anak atau budaya kelompok 
me  lengkapi sebuah sistem dan nilai-nilai dan tingkah 
laku, dan yang paling penting dalam membangun konsep 
di  ri, anggota kelompok harus dapat menjadi kekuatan dan 
kebutuhan sosial dan pada suatu sumber rasa malu atau 
kegelisahan.

2. Kelompok etnik/ras memiliki kesaman-kesamaan dan 
per  bedaan. Murid-murid harus berbesar hati untuk men-
ja jaki sifat-sifat dan kelompok-kelompok lain. Guru da-
pat berusaha untuk menjembatani komunikasi dan sa ling 
mengerti. Suatu contoh, murid-murid dapat berdis kusi 
im plikasi sosial dan perbedaan ras.

3. Orang-orang terpisah membangun mitos, prasangka, dan 
sebagian meniru-niru. Konflik dapat terjadi ketika kelom-
pok berbeda pertama datang ke dalam kelompok baru 
lain nya. kejadian barang kali mempertimbangkan konse-
kuensi dan segregasi dan integrasi.
Prevalensi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah 

jum lahnya cukup besar. Di Amerika Serikat, hasil survei Sa-
lend, Michael, & Taylor (1984) melaporkan, bahwa satu di 
an tara tiga populasi siswa pada sekolah luar biasa berasal 
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dari latar belakang multikultural. McComik (1986) melaku-
kan pengamatan terhadap anak gifted dan talented pada se -
ko lah reguler, ternyata ditemukan 26,7 persen siswa berasal 
dari kelompok minoritas dan 18 persen di antaranya adalah 
anak gifted dan talented. Di Indonesia perhatian terhadap 
ke lompok mi noritas atau multikultural dapat dikatan masih 
langka, namun pernyataan Majid (2000), bahwa Indonesia 
ada lah ne  geri dengan heterogenitas tertinggi di muka bumi, 
terdiri atas 13.000 pulau (besar dan kecil), dengan kelompok 
kesu kuan dan bahasa daerah yang masing-masing jumlahnya 
men capai ratusan, secara sosial budaya juga heterogen. Dapat 
memberikan gambaran kasar tentang kondisi sekolah berda-
sarkan tinjauan multikultural bisa jadi lebih kompleks.

Paparan di atas memberikan gambaran betapa mempri-
hatinkan kondisi persekolahan ditinjau dari pemenuhan hak 
asasi sebagai konsekuensi dan beragamnya kultur dan bu-
daya. Atas kondisi tersebut Heward & Orlansky, (1988) meng-
aju kan tiga konsep yang harus diperhatikan dalam penye leng-
garaan sekolah, yaitu: (1) adanya kesesuaian dalam ases  men 
dan prosedur penempatannya, (2) adanya ketetapan da  lam 
memberikan dorongan dan layanan, dan (3) adanya in ter aksi 
antara sekolah dan latar belakang kultur.

1. Budaya Pendidikan Berwawasan Religius
Madjid (2000: 201), mencoba melakukan kajian kritis ke-

se ja rahan terhadap disiplin keilmuan Islam, yang dapat di kla-
si  fikasikan dalam empat kelompok, yaitu: (1) ilmu figh, yang 
membidangi segi-segi formal eksosentrik, mengenai hal-hal 
lahiriah, (2) ilmu tasyawuf, membidangi segi-segi peng  ha yatan 
dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pri badi, se-
hingga tekanan orientasinya pun sangat ekso sen trik, menge-
nai hal-hal batiniah, dan (3) ilmu falsafah, mem bidangi hal-hal 
yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup ini dan ling-
kup yang seluas-luasnya, dan (4) ilmu kalam, yang mengarah-
kan pembahasannya kepada segi-segi mengenai Tuhan dan 
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berbagai derivasinya. Karena itu ia (ilmu kalam) se ring diterje-
mahkan sebagai teologia, sekalipun se be narnya tidak seluruh-
nya sama dengan pengertian teolo gia dalam agama Kristen

Terlepas dari kontroversi terhadap masalah di atas, ter-
kandung makna bahwa norma yang berlaku dalam Islam 
pa da tataran dan aspek tertentu cenderung berjiwa dinamis 
dan terbuka. Lebih lanjut Madjid (2000), mengemukakan be-
berapa rumus terpenting berkenaan dengan norma atau hu-
kum dalam Islam sebagai berikut:
1. Segala perkara tergantung pada maksudnya.
2. Yang diketahui dengan pasti tidak dapat hilang dengan 

keraguan.
3. Pada dasarnya sesuatu yang telah ada harus dianggap te-

tap ada.
4. Pada dasarnya faktor aksidental adalah tidak ada.
5. Sesuatu yang mapan pada suatu zaman harus dinilai se-

bagai tetap ada kecuali jika ada petunjuk yang menyalahi 
prinsip itu.

6. Kesulitan membolehkan keringanan. 
7. Segala sesuatu bisa menyempit, meluas, dan sebaliknya.
8. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.
9. Keadaan darurat harus diukur menurut sekadarnya.
10. Sesuatu yang dibolehkan karena suatu alasan menjadi 

batal jika alasan itu hilang.
11. Jika dua keburukan dihadapi, maka harus dihindari yang 

lebih besar bahayanya dengan menempuh yang lebih 
kecil bahayanya.

12. Menghindari keburukan lebìh utama daripada mencari 
kebaikan.

13. Pembuktian berdasarkan adat sama dengan pembuktian 
berdasarkan nash.

14. Adat dapat dijadikan sumber hukum. 
15. Sesuatu yang tidak dapat semuanya, tidak boleh diting-

galkan semuanya.
16. Ada-tidaknya hukum tergantung kepada ilat  (alasannya).
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2.  Budaya Pendidikan Berwawasan Kebangsaan
Taman Siswa. Kaum terpelajar yang tidak puas dengan 

sistem pendidikan kolonial mendirikan sekolah-sekolah yang 
bercorak nasional, yang bertujuan meninggikan derajat rak-
yat. Taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, pada  
JuIi 1922. Asas pendidikannya adalah menyiapkan rasa kebe-
basan dan tanggung jawab, agar anak-anak berkembang mer-
deka, menjadi orang yang serasi, terikat erat dengan pe mi lik 
budaya sendiri sehingga terhindar dan pengaruh-pe  nga ruh 
yang tidak baik. Semboyan yang digunakan dan sam pai se-
karang dipakai dalam pendidikan nasíonal adalah Tutwuri 
Handayani (Ratmaningsih, 2000).

Pergerakan Permuda, organisasi pemuda pertama didi-
rikan oleh Dr. Satiman Wirjosandjojo, pada 1915 di Jakarta, 
dengan nama Tri Koro Darmo. Pada 1919 me rekrut pemuda-
pemuda dan berbagai wilayah di Indonesia (Jong Sumatra 
Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Batak, Sekar Rukun 
([Pemuda Sunda]). Kegiatan monu mental yang mempunyai 
dampak sosial politik luas adalah diikrarkannya Sumpah 
Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohu-
sodo pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh para mahasiswa sekolah 
dokter pribumi (STOVIA), dipandang sebagai gerakan sosial 
budaya dalam lapangan politik, organisasi ini memiliki tujuan 
yang mulia yaitu; (1) ingin memasuki dan meningkatkan mar-
tabat bangsa melalui pengajaran dan kebudayaan, (2) mem-
persatukan bangsa Indonesia, dan (3) mencapai Indonesia 
merdeka.

3.  Pendidikan pada Masa Kolonial
Pembagian kelas dalam masyarakat oleh kolonial Belanda 

sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, memperoleh 
wujud konkretnya dalam sistem pendidikan formal yang di-
selenggarakan pemerintahan penjajah.
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Kelas tertinggi untuk kulit putih, disediakan ELS (Euro
peesche Large School). Untuk kelas timur asing disediakan ke-
las-kelas HCS (hollandschChineesche school), HAS (Hollandch 
Arabische School), untuk kaum elit pribumi disediakan HIS 
(hollan dch Inlandsche School), yang merupakan kelanjutan 
se kolah ongko siji (untuk rakyat umum) dan sekolah ongko 
loro.

Dapat dibayangkan betapa tajamnya perbedaan kelas, 
dalam masyarakat kolonial itu dengan melihat kenyataan bah-
wa pada 1940, menjelang kedatangan Jepang, dan lima tahun 
sebelum kemerdekaan, jumlah HIS di Hindia Be landa hanya 
285 buah dengan murid 72.514 orang, dan jum lah sekolah 
rakyat ada 17.719 buah dengan murid hanya hampir dua juta 
orang (1.896.371 orang) (lihat Harja W. Bahtiar, “Sekolah Da-
sar”, dalam Tempo, Jakarta, 4 Januari 1992).



A. ASUMSI DAN KONSEP DASAR ASESMEN
Witt, J C., dkk, (1989), mengajukan sembilan asumsi dasar 

da   lam pengembangan asesmen, yaitu; (1) perbedaan indi
vi du yang menyangkut makna dan situasi yang relevan, (2) 
tes merupakan sampel dari tingkah laku yang akan diper
hitungkan dalam pengambilan keputusan, (3) per hatian uta
ma ditujukan pada pengembangan petunjuk atau akti vi  tas 
in tervensi, (4) asesor adalah tenaga yang terlatih, (5) semua 
bentuk asesmen mengandung unsur kesalahan, (6) asesmen 
yang baik berupaya mengumpulkan informasi secara langsung 
terhadap permasalahannya, (7) ) asesmen yang baik berupaya 
mengumpulkan informasi tentang lingkung an di mana siswa 
berada, (8) asesmen yang baik ber upaya mendeteksi data la
pangan secara natural, melalui peng amat an tingkah laku, (9) 
asesmen yang baik dalam praktiknya dilakukan secara ekplisit.

Drummond (1992) dalam Wolfendale (1994), mensyarat
kan bahwa dalam pengembangan asesmen hendaknya dibuat 
secara eksplisit dan dikerjakan bersama, yang merefleksikan 
kondisi anak baik yang berhubungan dengan kultur dan latar 
belakang kebahasaan. Asesmen adalah suatu proses yang ha
rus dikembangkan dalam kehidupannya, cara belajarnya, dan 
perkembangannya.

Beberapa asumsi dan isyarat di atas dalam pengembangan 

5
Asesmen Kesiapan Menuju 

Pendidikan Inklusif
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dan pelaksanaan asesmen berfungsi sebagai ramburambu 
yang harus diperhatikan agar pokok permasalahan yang ingin 
di  gali dari siswa dapat diperoleh sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai.

B. PENGINTEGRASIAN MODEL-MODEL ASESMEN 
DAN PENDEKATANNYA
Kontroversi tentang penggunaan metode/pendekatan 

ases  men dalam pendidikan selalu menjadi polemik yang perlu 
men dapat perhatian serius. Sebagaimana dipelopori oleh Su
san lnacs, menyatakan dalam praktik asesmen sebaiknya 
di   lakukan melalui metode observasional. Sementara kaum 
pe  ng anut psikometrik lebih suka menggunakan pendekatan 
nor matik tradisional, sebagaimana ditulis oleh Gaussen (Gau
sen dan Satton, 1985; Wolfendale, 1994). Kedua pende katan 
tersebut masingmasing memiliki kelebihan dan kelemahan. 
Sebagai contoh penggunaan pendekatan normatik tradisional 
memiliki tingkat kesukaran yang tinggi dan membahayakan 
bila asesornya tidak benarbenar menguasai konsepkonsep 
psikometrik. Namun bila asesor ingin mengembangkan va
ria bilitas dan polapola individu, pendekatan tersebut lebih 
aku   rat. Atas dasar pertimbangan tersebut Sylva, dkk., (1980) 
cen  derung memilih perpadauan antara kedua pendekatan 
ter  sebut secara fleksibel. Sementara Witt, J C., dkk., (1989), 
cen   de rung mengajukan konsep pendekatan problem solving.

Bruner, Vygotsky, dan Wells dalam Wolfendale (1994). 
Me ng  ajukan pendekatan berdasarkan keadaan subjek, se 
per ti dalam simulasi kecakapan belajar anak, tidak dapat 
ha  nya tergantung pada penggunaan pengamatan terhadap 
apa yang dilakukan anak, sebab dimensi pengetahuan ikut 
ber  pe nga ruh terhadap apa yang ditampilkan anak. Untuk 
itu per lu meng  gunakan pendekatan yang beragam, seperti 
 peng  ukur an objektif, checklist, termasuk penggunan kriteria 
dan norm a referensi.
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Terlepas dari kontroversi seperti dibahas di atas tampak
nya pokok masalah, tujuan, serta karakteristik subjeklah yang 
lebih menentukan pendekatan apa yang sebaiknya di gu  nakan. 
Sementara untuk masalahmasalah yang berhu bu  ng  an de
ngan kondisi sosial, tingkah laku, dan emosi, la    zim nya meng
gunakan skala rating dan inventori. Bila  ase sor menggunakan 
skala rating dan inventori perlu diper tim bang kan halhal/
asumsi sebagai berikut; (1) rating  meru pa kan pe rangkuman 
dalam pengamatan yang secara relatif meng gambarkan su
atu frekuensi tingkah lakutingkah laku yang spesifik, (2) ra
ting dalam tingkah laku merupakan pe nilaian atau keputusan 
afektif terhadap lingkungan dan be be rapa standar tingkah 
laku, (3) validitas sosial dalam asesmen ting kah laku dan ke
mungkinan keterpahamannya, dan (4) be ra gamnya tingkah 
laku anak mungkin hanya dapat dite rima secara moderat

Istilah asesmen sering digunakan silih berganti dengan 
istilah identifikasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
lstilah asesmen lebih merujuk pada pengukuran terhadap 
potensi anak, sedangkan identifikasi lebih merujuk pada pe
metaan terhadap kondisi anak. Sementara istilah identi fikasi 
sering diartikan dengan menemukan, namun ada juga yang 
mengartikan menemukenali. Dalam buku ini, identifikasi 
di  maksud merupakan suatu proses menandai suatu gejala 
atau ciriciri yang ada pada seseorang mengenai sesuatu 
yang ber kaitan dengan timbulnya gejala yang dijadikan dasar 
meng   ambil langkah selanjutnya. ldentifikasi dapat dilakukan 
berdasarkan gejalagejala yang tampak, seperti; (1) gelaja fi
sik, (2) gejala perilaku, (3) gejala hasil belajar.
1)  Gejala fisik, dapat dijadikan acuan dalam proses iden ti

fikasi kesulitan belajar, misalnya adanya gangguan peng
li hatan, pendengaran, kesehatan, kekurangan gizi, dan se
bagainya.

(2) Gejala perilaku, misalnya perilaku belajar yang kurang 
efek tif, perilaku sosial yang cenderung negatif, dan se ba
gainya.
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(3)  Gejala hasil belajar, dapat berupa prestasi belajar yang di
capai rendah, baik untuk mata pelajaran tertentu maupun 
keseluruhan mata pelajaran.

C. ASESMEN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN 
KHUSUS
Terdapat bermacammacam teknik identifikasi/ases

men pada anak berkebutuhan khusus. Munawir, dkk. (1987) 
menyatakan, bahwa ada yang menggunakan alatalat elek
tronik yang telah terstandardisasi, ada pula yang meng guna
kan peralatan sederhana buatan sendiri. Pemilihan alat/in
strumen identifikasi tidak selalu harus menggunakan yang 
serba elektronik atau yang telah terstandardisasi, namun le
bih ditentukan oleh kebutuhan, tujuan, dan kesiapan pelaku 
identifikasi.

Secara umum para praktisi dalam pendidikan khusus di
tuntut mampu merancang alat identifikasi/asesmen seder
hana, menggunakan serta menginterpretasikannya. Kegiatan 
tersebut bertujuan agar sesegera mungkin dapat mengetahui 
kondisi peserta didiknya secara akurat untuk berbagai ke per
luan, baik yang berhubungan dengan pembelajaran mau
pun layanan lainnya. Namun pada kasus yang bersifat krusial 
sangat dianjurkan untuk menggunakan jasa asesor dari para 
profesional yang sesuai dengan permasalahannya, seperti 
psikolog, dokter, maupun psikiatri.

Sasaran asesmen tidak selalu harus didasarkan pada jenis 
kelainan yang disandang anak, tetapi lebih difokuskan pada 
ka rakteristik kebutuhan yang akan dikembangkannya dalam 
proses pembelajaran maupun kebutuhan lainnya.

1.   Tujuan dan Fungsi
Secara umum tujuan asesmen/identifikasi adalah untuk 

menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak 
dalam rangka penyusunan program pembelajaran sesuai de
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ngan kebutuhan khusus anak. Adapun fungsi asesmen/iden
tifikasi sebagai berikut:
a.  Penjaringan (screening)
 Pada tahap ini identifikasi berfungsi untuk menandai 

anakanak mana yang memiliki gejala berkebutuhan khu
sus. Gejala tersebut misalnya; sering sakitsakitan, mu dah 
mengantuk di dalam kelas, sulit berkonsentrasi, lam ban 
dalam menerima pelajaran, prestasi belajarnya se lalu di 
bawah ratarata kelas, prestasi belajar untuk mata pel ajar
an tertentu selalu rendah, tulisannya sulit di baca, dan se
bagainya. Dengan menggunakan alatalat se der hana, guru 
dapat melakukan kegiatan ini secara baik dan hasilnya da
pat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut.

b.  Pengalihtanganan (refferal)
 Berdasarkan gejala yang ditemukan pada tahap penja

ringan, selanjutnya anakanak yang teridentifikasi dapat 
dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok anak 
yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung 
ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pem
belajaran yang sesuai. Kedua, anak yang perlu dirujuk ke 
ahli lain untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut, 
misalnya ke psikolog, ortopedagog, konselor, psikiatri, 
maupun dokter.

c.  Klasifikasi (classification)
 Pada tahap ini, kegiatan asesmen/identifikasi bertujuan 

un tuk menentukan apakah mereka yang telah dirujuk 
ter se but benarbenar memerlukan layanan khusus atau 
ti dak. Apakah berdasarkan pemeriksaan tenaga profesi
o nal ditemukan masalah yang perlu penanganan khusus 
(misalnya: pengobatan, terapi, latihanlatihan khusus).   
Se     lanjutnya guru dapat mengomunikasikan kepada 
orang    tua anak yang bersangkutan. Pada tahapan ini tu gas 
guru tidak mengobati atau melatih tetapi sekadar menge
lom   pok kan anakanak sesuai dengan jenis kebutuhan 
khu susnya.



132

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

d.  Perencanaan Pembelajaran (instructional planning)
 Pada tahapan ini kegiatan asesmen/identifikasi bertujuan 

untuk keperluan penyusunan program pengajaran indi
vidual. Dasamya adalah hasil pemeriksaan para ahli yang 
telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan khusus 
ma singmasing anak. Misalnya, anak yang mengalami ke
su litan belajar membaca perlu diberikan latihan khusus 
membaca.

e. Pemantauan Kemajuan Belajar (monitoring pupil pro
gress)

 Kema ju an belajar perlu dipantau untuk mengetahui apa
kah program pembelajaran khusus yang kita berikan ber
hasil atau tidak. Apakah dalam kurun waktu tertentu anak 
tidak mengalami kemajuan yang berarti, maka perlu di
tinjau kembali beberapa aspek yang berkaitan. Misal nya, 
diagnosis yang dibuat tidak tepat.

Dengan demikian, identifikasi yang lengkap tidak hanya 
dilakukan sebelum pembelajaran saja, tetapi seharusnya di
lakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.

2.   Sasaran Asesmen/ldentifikasi
Secara umum sasaran identifikasi tentu saja adalah anak 

berkebutuhan khusus, namun tidak cukup hanya menyebut 
anak berkebutuhnan khusus saja, tetapi harus lebih fokus, 
agar kegiatan asesmen/identifikasi dapat diperoleh hasil yang 
optimal.

Secara khusus sasaran identifikasi yang perlu mendapat 
perhatian antara lain: (1) Anakanak yang mengalami gejala 
kesulitan belajar spesifik, seperti, kesulitan belajar menulis, 
kesulitan belajar rnembaca, dan kesulitan belajar berhitung/ 
matematika; (2) Anak yang mengalami gejala underschiever; 
(3) Anak yang prestasi belajarnya sangat rendah; (4) Anak yang 
memiliki gejala gangguan emosi dan perilaku; (5) Anak yang 
memiliki gejala gangguan komunikasi; (6) Anak yang me mi liki 
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gejala gangguan kesehatan dan gizi; (7) Anak yang me mi liki 
gejala gangguan gerakan anggota tubuh; (8) Anak yang me mi
liki gejala gangguan penglihatan; (9) Anak yang me miliki ge
jala gangguan pendengaran.

3. Ciri-ciri Anak yang Berindikasi/Potensial 
Berkebutuhan Khusus

a.  Anak berkesulitan belajar menulis (disgrafia):
	 •	 Tulisan	terlalu	jelek	atau	tidak	terbaca;	
	 •	 Sering	terlambat	dalam	menyalin	tulisan;
	 •	 Tulisan	banyak	salah,	banyak	huruf	 terbalik	atau	hi

lang; 
	 •	 Sulit	menulis	lurus	pada	kertas	tak	bergaris;
b.   Anak berkesulitan belajar membaca (disleksia);
	 •	 Tidak	lancar	dalam	membaca;
	 •	 Sering	banyak	kesalahan	dalam	membaca;
	 •	 Kemampuan	memahami	isi	bacaan	sangat	rendah.
c.  Anak berkesulitan belajar menghitung/matematika (dis

kal kulia):
	 •	 Sulit	membedakan	tandatanda	dalam	hitungan;
	 •	 Sering	sulit	mengoperasikan	hitungan/bilangan	mes

kipun sederhana;
	 •	 Sering	salah	membilang	dengan	urut;
	 •	 Sulit	membedakan	angka	yang	mirip,	misalnya	angka	

6 dengan angka 9, angka 17 dengan angka 71;
	 •	 Sulit	membedakan	bangunbangun	geometri.
d.   Anak berprestasi di bawah potensinya (underachiever):
	 •	 Secara	intelektual	menunjukkan	gejala	sangat	cerdas/	

pintar, namun;
	 •	 Hasil	belajar	yang	dicapai	rendah/tidak	sebanding.
e.   Anak yang prestasi belajarnya sangat rendah:
	 •	 Nilai	 ratarata	 yang	 dicapai	 seluruh	 mata	 pelajaran	

kurang dari 6.
f.   Anak yang memiliki gejala gangguan emosi dan perilaku: 
	 •	 Pemalu,	rendah	diri,	sering	murung,	suka	menyendiri;	
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 •	 Pendiam;
	 •	 Mudah	tersinggung;	
	 •	 Ingin	menang	sendiri;
	 •	 Sering	 membuat	 ulah,	 keributan,	 atau	 suka	 meng

ganggu orang lain;
	 •	 Kurang	 percaya	 diri/mudah	 terpengaruh	 atau	 kena	

bujuk yang tidak baik;
	 •	 Terlalu	cuek,	tak	peduli	(apatis);
	 •	 Sering	melanggar	tata	tertib/norma	sosial/susila;
	 •	 Sering	menunjukan	gerakangerakan	aneh	yang	me

netap;
g.   Anak yang memiliki gejala gangguan komunikasi: 
	 •	 Sulit	menangkap	isi	pembicaraan	orang	lain;
	 •	 Tidak	 lancar	 dalam	 berbicara	 atau	 mengemukakan	

ide; 
	 •	 Sering	menggunakan	bahasa	 isyarat	 dalam	 komuni

kasi; 
	 •	 Menunjukan	gejala	gagap	atau	gugup	dalam	berbicara;	
	 •	 Suaranya	parau/payah/aneh;
	 •	 Orang	 bicaranya	 tidak	 normal,	 misalnya	 bibirnya	

sum  bing, lidahnya terlalu tebal.
h.   Anak yang memiliki gejala gangguan kesehatan dan gizi: 
	 •	 Menderita	epilepsi/ayan;
	 •	 Sering	mengalami	kejangkejang	di	sekolah;
	 •	 Sering	pingsan	di	sekolah	tanpa	sebab	yang	jelas;	
	 •	 Sering	merasa	 pusing,	mengantuk,	 pengelihatan	 ka

bur; 
	 •	 Sering	tidak	masuk	sekolah	karena	alasan	sakit;
	 •	 Sering	menderita	batuk,	pilek	yang	berkepanjangan;
	 •	 Menderita	sakit	kronis/menahun	seperti	asma,	alergi,	

Iuka bakar;
	 •	 Kondisi	bahan	tidak	normal,	misalnya	terlalu	gemuk/	

kurus/tinggi/pendek.
i. Anak yang memiliki gejala gangguan gerakan anggota tu

buh: 
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	 •	 Salah	satu/kedua	kaki/tangannya	cacat;
	 •	 Salah	satu/kedua	kaki/tangan	 tidak	berfungsi	 secara	

baik/normal;
	 •	 Sikap/keseimbangan	 tubuh	saat	duduk/berdiri	 tidak	

normal;
	 •	 Banyak	 gerakan	 tangan	 yang	 kaku,	 kejang	 tidak	 ter

kontrol;
j.   Anak yang memiliki gejala gangguan penglihatan: 
	 •	 Mata	juling;
	 •	 Kerusakan	nyata	pada	kedua	bola	mata;
	 •	 Bola	mata	keruh,	kering,	bergetar	atau	selalu	goyang;	
	 •	 Bentuk	mata	 kanan	 dan	 kiri	 tidak	 sama	 dan	meng

ganggu;
	 •	 Kalau	membaca	terlalu	dekat,	terlalu	jauh	sering	salah	

menyebut atau membedakan warna; 
	 •	 Dapat	membaca	hanya	dengan	alat	Bantu	atau	huruf	

yang besarbesar;
	 •	 Secara	nyata	mengalami	buta.
k.   Anak yang memiliki gejala gangguan pendengaran: 
	 •	 Bentuk	daun	telinga	tidak	normal;
	 •	 Sering	keluar	cairan/nanah	dari	telinga;
	 •	 Sering	salah	memberi	respons	dalam	percakapan	bi

cara harus keras untuk bisa ditangkap;
	 •	 Secara	nyata	tidak	dapat	mendengar/tuli.

4. Beberapa Aspek yang Perlu di Asesmen/
Identifikasi
Banyak sedikitnya aspek yang perlu diidentifikasi, sangat 

tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki 
sekolah. Ada anak yang hanya memerlukan identifikasi di 
bi  dang kognitif dan perceptual, ada yang juga memerlukan 
iden tifikasi untuk mata pelajaran tertentu misalnya mate
matika. Ada sekolah yang melakukan identifikasi yang diukur, 
akan semakin lengkap informasi yang kita peroleh, dan kare



136

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

nanya juga dimungkinkan lebih tepat dalam penyusunan pro
gram pembelajaran individual.

Secara sederhana ada beberapa aspek informasi yang 
perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan asesmen/
iden tifikasi oleh sekolah yaitu; (1) informasi riwayat perkem
bangan anak (format 1), (2) informasi/data orangtua  anak/
wali siswa (format 2), (3) Infromasi profil (gambaran secara 
umum) anak berkebutuhan khusus (format 3).

5. Petugas Asesmen/Identifikasi
a.   Guru

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
ke seluruhan proses identifikasi anak berkebutuhan khusus. 
Karena itu guru perlu diberikan bekalbekal yang cukup ter
uta ma dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan 
yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan asesmen/ 
iden  tifikasi.

Guru di sekolah merupakan sumber inspirasi tentang pe
serta didiknya. lnformasi tersebut tidak hanya hasil belajar 
yang diperoleh anak, tetapi juga kebiasaankebiasaan bel ajar 
anak di sekolah, serta gejalagejala kesulitan yang di hadapi 
selama belajar di sekolah. Dalam kaitan ini, tugas guru yang 
pertama adalah menandai anak yang berin dikasi bermasalah 
dalam belajar.

Anakanak yang bermasalah dikelompokan tersendiri, 
di  pilahpilah mana yang dapat ditangani sendiri oleh guru, 
dan mana yang memerlukan bantuan penanganan melalui 
orangtua, serta mana yang memerlukan penanganan khusus 
tenaga profesional yang lain. Jadi di sini guru tidak menangani 
ke  seluruh masalah anak. Guru hanya berfungsi sebagai media 
informasi dan konsultasi anak untuk mendapatkan bantuan 
penanganan yang sesuai oleh pihakpihak yang berwenang.

b.  Orangtua
Orangtua	juga	merupakan	sumber	informasi	yang	sangat	
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penting tentang anak yang bersangkutan. Dalam rangka mem 
bantu mengatasi masalah belajar anak, orangtualah yang se
benarnya paling bertanggung jawab. Namun demi kian, ka
rena tidak setiap orangtua memahami masalah pendi dikan 
anak, maka orangtua perlu diberikan format isian tentang ri
wayat perkembangan anak serta format isian tentang ke ada
an orangtua/wali anak. Dengan isian yang lengkap, orangtua 
telah membantu melakukan kegiatan identifikasi yang hasil
nya akan diolah oleh guru di sekolah.

6.  Pelaksanaan Identifikasi
Kegiatan asesmen/identifikasi anak berkebutuhan khusus 

dan/atau bermasalah dalam pendidikan (termasuk anak ber
kelainan) seyogianya dapat dilakukan secara sistematis, te
ren cana/terprogram, terpadu, dan professional. Artinya, se
mak  simal mungkin mengikuti prinsipprinsip metodologi 
yang dapat dipertangungjawabkan secara keilmuan. Meski
pun demikian, bukan berarti harus ketat sehingga justru me
nyu  litkan bagi guru. Prinsip fleksibilitas juga perlu di perta
han kan.

Adapun prosedur atau langkahlangkah dalam pelaksa
naan identifikasi anak berkesulitan belajar sebagai berikut:
1. Kegiatan Menghimpun Data Tentang Anak
 Pada tahap ini guru menghimpun data kondisi siswa se

cara umum dengan menggunakan alat identifikasi sebagai 
berikut:

	 •	 Format	1:	lnformasi	perkembangan	anak.
	 •	 Format	 2:	 lnformasi	 latar	 belakang	 orangtua/wali	

anak. 
	 •	 Format	3:	Alat	ldentifikasi	Anak	Berkebutuhan	Khusus	

(AlABK)!
	 •	 Rapor	masingmasing	anak!
2.  Kegiatan Menganalisis Data/Melakukan Klasifikasi Anak
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan anak mana 

yang diklasifikasikan sebagai berkebutuhan khusus dan/
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atau bermasalah dalam pendidikan. Selanjutnya buatlah 
daftar anakanak yang diindikasikan berkesulitan belajar 
atau bermasalah, selanjutnya masukkan dalam format 4.

3.  Mengadakan Pertemuan Konsultasi dengan Kepala Seko
lah               

 Melalui pertemuan rutin dewan guru di sekolah yang ber
sangkutan, hasil identifikasi yang telah dibuat oleh guru 
tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah untuk men
da patkan saransaran pemecahan masalah atau tindak 
lanjut. Kemungkinan bentuk tindak lanjut, seperti:

	 •	 Menyampaikan	 hasil	 tersebut	 kepada	 orangtua/wali	
dengan cara mengundangnya ke sekolah, dan/atau

	 •	 Merujuk	anak	yang	bersangkutan	untuk	mendapatkan	
pemeriksaan khusus, misalanya ke puskesmas, dokter, 
psikolog, psikiatri, dan sebagainya.

4.  Menyelenggarakan Pertemuan Khusus (Case Conference)
 Pada tahap ini kegiatan dikoordinasikan oleh kepala seko

lah setelah data ABK terhimpun dari seluruh kelas. Dalam 
pertemuan khusus ini dapat melibatkan/mengundang: 

	 (1)		Orangtua/wali	siswa;	
 (2)  Tenaga profesional yang dianggap perlu dan terkait 

dengan jenis masalah yang akan dipecahkan; 
 (3) Kepala sekolah; 
 (4) Guru kelas/guru mata pelajar an yang bersangkutan. 
 Agenda pertemuan khu sus ini ada lah membicarakan te 

muan guru mengenai ha sil identifikasi untuk mendapat
kan tanggapan dan ru  mus an caracara pemecahan dan 
pe nang gulang annya.

5.			 Menyusun	Laporan	Hasil	Pertemuan	Khusus
 Setelah mendapatkan tanggapan dan rumusan caracara 

pemecahan dan penanggulangan seperlunya, hasil perte
muan khusus tersebut perlu dilaporkan dengan menggu
nakan format laporan no. 5 (format 5). 
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Format 1
INFORMASI PERKEMBANGAN ANAK

(diisi oleh orangtua)
A. Identitas Anak:
 1. Nama      : ...................................................................
 2. Tempat dan tanggal lahir  : ...................................................................  
 3. Status anak    : ...................................................................
 4. Agama     : ...................................................................
 5. Status anak    : ...................................................................
 6. Anak ke dari jumlah saudara : ...................................................................
 7. Nama sekolah       : ...................................................................
 8. Kelas             : ...................................................................
 9. Alamat rumah            : ...................................................................
B. Riwayat Kelahiran:
 1. Perkembangan masa kehamilan : .................................................  
 2. Penyakit pada masa kehamilan : .................................................  
 3. Usia kandungan   : .................................................
 4. Riwayat proses kelahiran  : .................................................  
 5. Tempat kelahiran                             : ................................................. 
 6. Penolong proses kelahiran              : .................................................  
 7. Gangguan pada saat bayi lahir : .................................................         
 8. Berat badan bayi pada saat kelahiran : .................................................  
 9. Panjang badan bayi                           : ................................................. 
 10. Tanda-tanda kelainan pada bayi      : .................................................

C. Perkembangan Masa Balita:
 1. Menetek ibunya sampai umur  : ................................................. 
 2. Minum susu kaleng hingga umur : .................................................  
 3. Imunisasi     : .................................................  
 4. Pemeriksaan/penimbangan rutin/tdk : .................................................  
 5. Kualitas makanan   : .................................................  
 6. Kesulitan makan (ya/tidak) : .................................................

 D. Perkembangan Fisik:
 1. Dapat berdiri pada umur  : ................................................. 
 2. Dapat berjalan pada umur : .................................................  
 3. Naik sepeda roda tiga pada umur : ................................................. 
 4. Naik sepeda roda dua pada umur : ................................................. 
 5. Bicara dengan kalimat lengkap umur : .................................................  
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 6. Kesulitan gerakan yang dialami : .................................................  
 7. Status gizi balita (baik/tidak) : .................................................  
 8. Riwayat kesehatan   : ................................................. 

E. Perkembangan Sosial:
 1. Hubungan dengan saudara : .................................................  
 2. Hubungan dengan teman : .................................................  
 3. Hubungan dengan orangtua : .................................................  
 4. Hobi      : .................................................  
 5. Minat khusus    : .................................................  

F. Perkembangan Pendidikan:
 1. Masuk TK umur   : .................................................  
 2. Lama pendidikan di TK  : .................................................  
 3. Kesulitan selama di TK  : .................................................  
 4. Masuk SD umur   : .................................................  
 5. Kesulitan selama di SD  : .................................................  
 6. Pernah tidak naik kelas  : ................................................. 
 7. Layanan khusus yang pernah diterima : .................................................  
 8. Prestasi belajar tiap semester : .................................................  
 9. Mata pelajaran yang dirasa paling sulit: .................................................  
 10. Mata pelajaran yang paling disenangi : .................................................  

        Diisi Tanggal, ………
              Orangtua,

                    ——————————————
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Format 2.
DATA Orangtua/WALI SISWA

(diisi oleh orangtua/wali siswa)

  Nama Anak : ..........................................................................................
  SD   : ..........................................................................................
  Kelas   : ..........................................................................................

A. Identitas Orangtua/Wali : 
 Ayah
 1.  Nama lengkap  : .......................................................................................  
 2.  Umur    : .......................................................................................  
 3.  Agama   : .......................................................................................  
 4.  Status ayah  : .......................................................................................  
 5.  Pendidikan tertinggi : .......................................................................................  
 6.  Pekerjaan pokok : .......................................................................................  
 7.  Alamat tinggal  : .......................................................................................  

 Ibu
 1.  Nama lengkap  : .......................................................................................  
 2.  Umur    : .......................................................................................  
 3.  Agama   : .......................................................................................  
 4.  Status ibu   : .......................................................................................  
 5.  Pendidikan tertinggi : .......................................................................................  
 6.  Pekerjaan pokok : .......................................................................................  
 7.  Alamat tinggal  : .......................................................................................  

B. Hubungan Orangtua-Anak: 
 1.  Kedua orangtua satu rumah  : ......................................  
 2.  Anak satu rumah dengan kedua orangtua : ...................................... 
 3.  Anak diasuh oleh salah satu orangtua : ...................................... 
 4.  Anak diasuh oleh wali/saudara  : ......................................  

C. Sosial Ekonomi Orangtua   : ............................................................
 1.  Pekerjaan ayah    : ............................................................  
 2.  Pekerjaan ibu    : ............................................................  
 3.  Rata-rata penghasilan orangtua : ............................................................  

D. Tanggungan dan Tanggapan Orangtua : ............................................................
 1 . Jumlah anak    : ............................................................  
 2.  Anak ke     : ............................................................  
 3.  Kesulitan orangtua terhadap anak : ............................................................  
 4.  Harapan orangtua terhadap anak : ............................................................  
 5.  Bantuan orangtua yang dapat : ............................................................  

Diberikan kepada anak
Orangtua,

  
___________________
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Format 3.
ALAT IDENTIFIKASI ANAK BERKESULITAN BELAJAR

(diisi oleh Guru)

  Nama Sekolah : ..........................................................................................  
  Kelas   : ..........................................................................................  
  Alamat Sekolah : ..........................................................................................

No Gejala yang diamati Nama Siswa

1. Kesulitan menulis (disgrafia)
•	 Tulisan	terlalu	jelek/tidak	terbaca
•	 Sering	terlambat	dalam	menyalin	
•	 Tulisan	banyak	salah,	huruf	terbalik,	atau	hilang
•	 Sulit	menulis	lurus	pada	kertas	tak	bergaris

1 2 3 4 Dst.

2. Kesulitan membaca (disleksia)
•	 Tidak	lancar	dalam	membaca
•	 Sering	banyak	kesalahan	dalam	membaca
•	 Kemampuan	memahami	isi	bacaan	sangat	rendah

3. Kesulitan berhitung (diskalkulia)
•	 Sulit	membedakan	tanda
•	 Sulit	mengoperasikan	hitungan/bilangan	meskipun	

sederhana
•	 Sulit	membedakan	angka	yang	mirip:	6	dengan	9,	17	

dengan 71, dst 
•	 Sulit	membedakan	bangun	geometri

4. Gejala under achiever
•	 Berpenampilan	cerdas,	kritis
•	 Mudah	bosan	hal-hal	rutin
•	 Prestasi	belajar	rendah

5. Gejala lambat belajar
•	 Nilai	rata-rata	seluruh	mata	pelajaran	kurang	dari	6
•	 Gejala	emosi	dan	perilaku
•	 Pemalu,	 rendah	diri,	 sering	murung,	 dan	 suka	me-

nyendiri
•	 Mudah	tersinggung,	mudah	marah
•	 Ingin	menang	sendiri
•	 Sering	membuat	ulah,	keributan,	suka	mengganggu	

orang lain
•	 Kurang	 percaya	 diri/mudah	 terpengaruh	 hal	 yang	

negatif
•	 Terlalu	cuek/tidak	peduli	dengan	lingkungannya
•	 Sering	melanggar	tata	tertib,	norma	sosial/susila
•	 Sering	menunjukkan	gerakan	aneh	yang	menetap

6. Gangguan komunikasi
•	 Sulit	menangkap	pembicaraan	orang	lain
•	 Tidak	lancar	dalam	berbicara
•	 Sering	menggunakan	bahasa	isyarat
•	 Suara	parau,	payah,	aneh
•	 Organ	bicaranya	tidak	normal
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7. Gangguan kesehatan
•	 Menderita	epilepsi/ayan
•	 Sering	mengalami	kejang-kejang
•	 Sering	pingsan	di	sekolah
•	 Sering	pusing,	ngantuk,	penglihatan	kabur,	dst.
•	 Sering	tidak	masuk	sekolah	karena	alasan	sakit
•	 Sering	menderita	batuk,	pilek	yang	berkepanjangan
•	 Menderita	sakit	kronis/menahun	(seperti	asma,	aler-

gi, luka bakar, dsb.)
•	 Berat/tinggi	badan	tidak	normal

8. Gangguan gerakan dan anggota tubuh
•	 Salah	satu/kedua	anggota	badan	cacat
•	 Salah	satu/kedua	tangan/kaki	tidak	berfungsi
•	 Koordinasi	 gerakan	 kaki/tangan	 dan	 mata	 tidak	

normal
•	 Banyak	gerakan	tangan	yang	kaku,	kejang	tak	 ter-

kontrol

9. Gangguan penglihatan
•	 Mata	juling	
•	 Kerusakan	nyata	pada	kedua	bola	mata
•	 Bola	mata	keruh,	kering,	bergetar	atau	bergoyang
•	 Bentuk	mata	kanan	dan	kiri	tidak	sama	dan	meng-

ganggu
•	 Kalau	membaca	terlalu	dekat	atau	terlalu	jauh
•	 Sering	salah	menyebut/membedakan	warna
•	 Dapat	membaca	hanya	dengan	menggunakan	alat	

bantu atau hurufnya dibesarkan
•	 Secara	nyata	mengalami	kebutaan

10. Gangguan pendengaran
•	 Bentuk	daun	telinga	tidak	normal
•	 Sering	megeluarkan	cairan	(nanah)	dari	liang	telinga
•	 Sering	salah	merespons	pembicaraan
•	 Berbicara	harus	keras	untuk	dapat	ditangkap
•	 Secara	nyata	tidak	dapat	mendengar

  
Keterangan:
– Skor hasil tes intelegensi (kalu ada)
– Nilai rata-rata raport semester
– Anak yang mengulang kelas

Diisi tanggal :
Mengetahui

Kepala Sekolah                              Guru Kelas

___________________                             _____________________
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Format 4.
 

DAFTAR ANAK YANG BERINDIKASI KESULITAN 
BELAJAR/BERMASALAH

SD/MI  : .............................................................................................................. 
Kelas  : ..............................................................................................................
  

No. Nama L/P Uraian kasus/masalah Saran pemecahan

1.

2.

Anton 

Siti

L

P

•	 Kesulitan	belajar	matematika
•	 Gangguan	penglihatan
•	 Sering	tidak	masuk	sekolah

•	 Kesalahan	hampir	pada	semua	
mata pelajaran

•	 Keluarga	miskin

         Dibuat tanggal :  
         Guru Kelas  

 

       _________________
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Format 5.

LAPORAN HASIL PERTEMUAN KASUS ANAK BERKESULITAN 
BELAJAR/BERMASALAH

SD/MI : ..............................................................................................................  
Kelas : ..............................................................................................................
  

No. Nama Sasaran Saran pemecahan 
masalah

1.

2.

Anton 

Siti

•	 Kesulitan	belajar	matematika
•	 Gangguan	penglihatan
•	 Sering	tidak	masuk	sekolah

•	 Kesalahan	hampir	pada	semua	mata	
pelajaran

•	 Keluarga	miskin

         Dilaporkan tanggal   
         Guru Kelas   
 

         ________________

Keterangan

Tanggal pertemuan kasus : …………………………..
Tempat     : …………………………..
Peserta      : …………………………..





Pendidikan memainkan peran fundamental dalam pemba
ngunan pribadi dan sosial dalam rangka menciptakan 

ang katan kerja yang lebih terampil dan profesional, tetapi ti
dak boleh mengorbankan pembangunan nilainilai pribadi 
yang bersifat natural. Untuk itu, pilihan dan prioritas isi 
pen  didikan di sekolah harus menjadi duplikasi masyarakat 
dan memberikan pendidikan yang siap pakai. Pilihan harus 
di  buat berkesesuaian dan harus ada interaksi hubungan an
ta ra isi dan budaya (Meriam D S., 2002). Begitu pula dengan 
nilainilai moral dan moralitas harus mendapatkan porsi 
yang seimbang dengan kepentingan ekonomi, sekalipun ke
ba  nyakan orang menganggap masalah ekonomi harus dise
gerakan/diutamakan.

Para anggota UNESCO di kawasan Asia Pasifik meyakini, 
bahwa nilainilai budaya dan kemanusiaan yang dimiliki ber
sama, jika dikenali dengan baik, akan dapat dimanfaatkan 
sebagai wahanawahana untuk kesatuan, solidaritas, dan per
damaian. Sementara demokratisasi dipandang sebagai suatu 
instrumen demi kelangsungan pembangunan yang berkelan
jutan.

Pada sisi lain budaya lokal yang merupakan pengejawan
tahan dari nilainilai natural yang sangat mendasar bagi 
sua  tu bangsa serta landasan hukum formal yang berlaku 

6
Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusif 
Berbasis Budaya Lokal
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merupakan indikator utama yang harus dipertimbangkan 
da  lam upaya membangun suatu sistem pendidikan inklusif. 
Untuk itu pemaduan indikator landasan universal, landasan 
hukum dan nilainilai budaya lokal dipandang sebagai kesa

LANDASAN HUKUM
•	 Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	

Tahun	2003	tentang	Sistem	Pendidikan	
Nasional.

•	 Peraturan	Pemerintah	Republik	Indonesia	
Nomor	72	Tahun	1991	tentang	Pendidikan	
Luar	Biasa

•	 Peraturan	Pemerintah	Republik	Indonesia	
Nomor	39	Tahun	1992	tentang	Peran	Serta	
Masyarakat	dalam	Pendidikan	Nasional

•	 Keputusan	Menteri	Pendidikan	dan	
Kebudayaan	Nomor	001/U/1986	tentang	
Sekolah	Dasar	Luar	Biasa.

•	 Keputusan	Menteri	Pendidikan	dan	
Kebudayaan	Nomor	002/U/1986	tentang	
Pendidikan	Terpadu	bagi	Anak	Cacat

•	 Peraturan	Menteri	Pendidikan	Nasional	
Republik	Indonesia	Nomor	70	Tahun	2009	
tentang	Pendidikan	Inklusif	bagi	Peserta	
Didik	yang	Memiliki	Kelainan	dan	Memiliki	
Potensi	Kecerdasan	dan/atau	Bakat	
Istimewa.

KERANGKA MODEL              
PENDIIDKAN INKLUSIF BERBASIS 
BUDAYA LOKAL
•	 Visi	dan	Misi
•	 Tujuan
•	 Kurikulum
•	 Penilaian
•	 Manajemen
•	 Pembelajaran
•	 Ketenagaan
•	 Pembinaan	

PENGEMBANGAN KONSEP 
PENDIIDKAN INKLUSIF

SISTEM NILAI 
BUDAYA LOKAL
•	 Bahasa
•	 Sistem	teknologi
•	 Sistem	mata	pencarian
•	 Organisasi	sosial
•	 Sistem	pengetahuan
•	 Religi
•	 Kesenian

LANDASAN UNIVERSAL 
PENGEMBANGAN SISTEM

PENDIIDKAN INKLUSIF
•	 Declaration	of	Human	Rights	

(1948).
•	 Konvensi	Hak-hak	Anak	(1989),	

yang	telah	diratifikasi	melalui	
Kepres	No.	39/Tahun	1990.

•	 Convention	on	The	Rights	of	The	
Child	(1989)	yang	telah	diratifikasi	
oleh	pemerintah	Indonesia	menjadi	
Education	For	All.

•	 Salamanca	Statement	(1994)	
mengenali	pendidikan	kebutuhan	
khusus.

BAGAN 3.
KERANGKA KONSEP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

BERBASIS BUDAYA LOKAL
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tuan yang saling melengkapi. Selanjutnya berangkat dari pola 
pikir tersebut kerangka konsep pendidikan inklusif berbasis 
budaya lokal dikembangkan sebagai mana tertuang pada Ba
gan 3 di atas.

A. PENYIAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF

1.  Rambu-rambu 
Pada saat ini pendidikan inklusif sudah merupakan kebu

tuhan. Pendidikan yang segregatifeksklusif adalah pendidik
an yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilainilai ke
ma nusiaan. Meskipun sudah merupakan suatu kebutuhan, 
un tuk melaksanakannya diperlukan sejumlah persiapan yang 
matang karena berhubungan dengan pengubahan pola pikir 
(mindset) atau struktur kognitif (para guru, dosen, praktisi, 
pengambil kebijakan, maupun masyarakat) adalah pekerjaan 
yang tidak mudah.

Mengembangkan sekolah inklusi yang dapat melayani 
sejumlah besar siswa di daerah perkotaan maupun pedesaan 
menuntut adanya:
1. Penetapan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai in

klusi disertai penyediaan dana yang memadai.
2. Upaya sosialisasi pada masyarakat yang efektif untuk me 

me rangi purbasangka dan menciptakan pemahaman ser
ta sikap positif. 

3. Program orientasi dan pelatihan staf yang ekstensif.
4. Penyediaan berbagai layanan pendukung yang diperlukan.
5. Perubahan dalam semua aspek persekolahan maupun da

lam banyak aspek lainnya, diperlukan untuk mewujud kan 
keberhasilan sekolah inklusif: kurikulum, bangunan, or
ganisasi sekolah, pedagogi, asesmen, personalia, etos se
ko lah dan kegiatan ekstrakurikuler (framework for action 
the Salamanca statement, 1994).
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Sebagian besar dari tuntutan perubahan tersebut tidak 
secara khusus berhubungan dengan inklusi anakanak pe
nyan dang kebutuhan pendidikan khusus. Perubahanper
ubahan tersebut merupakan bagian dari refor masi pendidikan 
yang lebih luas yang diperlukan untuk mening katkan kualitas 
dan relevansinya serta untuk mempertinggi tingkat prestasi 
belajar semua siswa. Deklarasi dunia tentang pendidikan ba
gi semua menegaskan perlunya pendekatan yang berpusat 
pada diri anak yang ditujukan untuk menjamin keberhasilan 
pen didikan bagi semua anak. Penetapan sistem yang lebih 
flek sibel dan lebih adaptif yang mampu memenuhi berbagai 
macam kebutuhan anak secara lebih penuh akan merupakan 
kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan maupun inklusi.

Analisis kritis dengan mempertimbangkan penyiapan 
pe   ngembangan pendidikan inklusif dengan memperhatikan 
un sur budaya setempat (Indonesia) perlu terus dilakukan. 
Mul yo no (2002), mengajukan lima langkah persiapan menuju 
pen di dikan inklusif. Kelima langkah tersebut dapat dikemu
ka  kan sebagai berkut:

Pertama. Hubungan kemitraan antara LPTK dan peng gu 
na lulusan. Secara formal produsen tenaga  kepen di dik an ada
lah LPTK, sedangkan penggunanya adalah dinas pen  di dik  an. 
Keduanya di bawah departemen pendi dikan  Na  sional. Karena 
pendidikan pada umumnya tidak dapat di   lepaskan kait  annya 
dengan pendidikan agama, maka de partemen pen  di dikan 
nasional juga harus menjalin hubungan ke mi tra    an dengan 
departemen agama. Fungsi LPTK tidak  ha nya me   nyiapkan 
tenaga kependidikan melalui  pendidik an praja bat  an tetapi 
juga pendidikan dalam jabatan. LPTK dan peng gu na lulusan
nya hendaklah bekerja sama dalam me nentu kan jumlah dan 
standar mutu tenaga kependidikan yang dibu tuh kan.

Kedua. Pemberdayaan sumber daya pendidikan secara 
optimal. Sumber daya pendidikan bangsa Indonesia memang 
belum dapat dikatakan memadai. Sumber daya yang belum 
memadai itu pun belum diberdayakan secara optimal. Banyak 
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SLB, termasuk SLB Pembina (tingkat nasional maupun tingkat 
provinsi), yang pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan. 
Banyak pula sekolah reguler, khususnya SD, yang jumlah mu
ridnya hanya sedikit dengan jumlah guru yang berlebihan, 
tetapi kualitas penyelenggaraan pendidikannya tidak me
ning  kat. Banyak guru yang telah memiliki ijazah S1, dan 
bah  kan ada juga yang sudah memiliki ijazah S2 tetapi belum 
da pat meningkatkan mutu pendidikan karena tidak relevan 
dengan kebutuhan lapangan. Pada sisi lain juga masih banyak 
lulusan LPTK yang kualitasnya memadai tetapi tidak dapat 
diangkat menjadi guru karena tidak ada dana. Kita juga belum 
memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan jenis tenaga 
kependidikan yang diperlukan. Dalam kondisi semacam ini 
cara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah de
ngan memberdayakan semua sumber daya yang ada.

Ketiga. Perbaikan landasan yuridis formal. Perundang
un dangan kita mengenai pendidikan masih memprihatin
kan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Pendidikan 
Luar Biasa jelasjelas memberikan dukungan kuat terhadap 
pe nyelenggaraan pendidikan yang segregatifeksklusif. Ada 
kewajiban untuk belajar (kewajiban bersekolah) tetapi siswa 
tetap membayar uang sekolah, dan orangtua yang tidak me
nye kolahkan anaknya pun tidak ada sangsi apaapa dari pe
me rintah. Jumlah pengemis yang semakin banyak pun juga 
tidak ada tindakan apaapa dari yang berwajib. Di samping 
perlu adanya usaha perbaikan perundangundangan di bi
dang pendidikan, usaha menegakkan peraturan pun sangat 
di per lukan.

Keempat. Dukungan kepeminpinan administratif. Pe
nye  lenggaraan pendidikan inklusif menuntut dukungan ke
pe  mimpinan administratif yang sesuai perlu ditumbuhkan 
dan diperkuat. Pendidikan harus dipandang sebagai upaya 
untuk mengaktualisasikan kehidupan masyarakat yang di
ci tacitakan sesuai dengan pandangan hidup bangsa In do
ne sia. Pancasila Bhinneka Tunggal lka sebagai penga kuan 
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ke bhinekaan antarmanusia yang mengemban misi tunggal 
se bagai khalifah Tuhan di muka bumi, adalah suatu bentuk 
strategi pendidikan menuju masyarakat madani. Dengan de
mi kian, sekolah hendaknya merupakan suatu bentuk mi nia
tur masyarakat yang saling menghargai, taat pada per aturan, 
menghargai kebhinekaan, dan berbagai sifat ke manusiaan 
lainnya.

Kelima. Penelitian dan pengembangan pendidikan in
klu sif. Pendidikan inklusif bukan sejenis “teknologi tekan 
tom bol” yang tinggal menekan tombol tertentu muncullah 
pen didikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu bentuk 
implementasi filosofi, keyakinan agama, dan penerapan ilmu 
dan teknologi yang rumit. Ada banyak model pendidikan in
klusif yang semuanya belum sempurna. Meskipun demikian, 
pendidikan inklusif adalah pendidikan yang dipandang ter
baik saat ini, terutama sekali bagi bangsa Indonesia. Melalui 
pendidikan inklusif, dimungkinkan terjadinya evolusi kultu
ral, dihargainya martabat kemanusiaan, dan terintergrasinya 
bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, agama, 
dan budaya. Karena pendidikan inklusif masih berada pada
tahap awal, maka diperlukan suatu kajian sistem dan pe
ngembangan berbagai model pendidikan inklusif yang secara 
si nambung ditingkatkan kualitasnya.

Sementara Alper, S. (1995) mengajukan suatu konsep 
Ta hapan Program Perencanaan dalam Program Pendidikan 
lnklusif sebagai berikut: (1) Identifikasi anggota tim sesegera 
mungkin, dalam hal ini termasuk pelibatan anggota tim 
yang berasal dari berbagai disiplin, pendidikan umum, dan 
pen didikan khusus, administrator lokal, penyandang dana, 
keluarga, masyarakat, dan siswa; (2) ldentifikasi kekuatan
ke  kuatan siswa dan kebutuhankebutuhan pendidikannya, 
ang gota tim wajib memahami benarbenar akan hal tersebut, 
untuk itu perlu digali informasi yang benarbenar akurat; (3) 
ldentifikasi keberadaan sumbersumber pendukung; (4) Ja
barkan tentang program pendidikannya bagi siswa, dalam 
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diskripsi ini termasuk klarifikasi bagaimana memodifikasi, 
ma terial, strategi pengajaran, dan pemberdayaan keluarga; 
(5) ldentifikasi dan penjabaran potensi kelas; (6) Pemilihan 
kelas untuk siswa; (7) Kembangkan suatu jadwal kegiatan; 
(8) Kembangkan aktivitasaktivitas transisi; (9) Kembangkan 
sumbersumber tambahan yang sesuai dengan program ke
bu tuhan siswa; (10) Kembangkan teknikteknik asistensi se
suai dengan kebutuhan siswa; (11) Latih staf sekolah tentang 
halhal yang dibutuhkan siswa; (12) Kembangkan keterlibatan 
keluarga yang bersangkutan, dan (13) Monitor perkembangan 
siswa dan modifikasi perencanaan yang diperlukan.

Sebagai ilustrasi upaya persiapan implementasi pendidik
an inklusif di Indonesia melalui kerja sama antara Depdiknas 
dengan Braille Norway sebagaimana disampaikan Miriam, D 
S (2002). Pada fase II penekanannya pada:
a. Reorganisasi dan penataran staf profesional di sekolah 

khusus yang dipilih untuk dikembangkan menjadi pusat 
sumber.

b. Reorganisasi guruguru dan alokasi waktu mereka.
c. Pendidikan ulang guruguru untuk peran profesional 

yang baru.
d. Penyebaran pengetahuan dan memberikan bimbingan 

ke pada guruguru, orangtua, dan masyarakat.
e. Mengembangkan S2 PLB di Indonesia.

2.  Karakteristik Pendidikan lnklusif
Karakteristrik terpenting dari sekolah pendidikan inklusif 

adalah suatu komunitas yang kohesif. Menerima dan responsif 
terhadap kebutuhan individual setiap murid. Untuk itu, Sa
ponShevin (1994/1995) dalam Sunardi (2002) lebih lanjut di
ke mukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusif;
a. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga ko

munitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, 
dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung 
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jawab menciptakan suasana kelas yang menampung se
mua anak secara penuh dengan menekan suasana dan 
perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang me
nyang kut kemampuan, kondisi fisik, sosialekonomi, su
ku, agama, dan sebagainya. 

b. Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang 
mul tilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang me
mang dibuat heterogen memerlukan perubahan kuri ku
lum men dasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten 
akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan 
bu ku teks, atau materi basal ke pembelajaran yang banyak 
melibatkan belajar kooperatif, tematik, berpikir kritis, pe
me cahan masalah, dan asesmen secara autentik.

c. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong 
guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam 
kurikulum berkaitan erat dengan perubahan secara me
tode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana se
orang guru secara sendirian berjuang untuk dapat me
menuhi kebutuhan anak di kelas harus diganti dengan 
mo del muridmurid beker ja sama, saling mengajar, dan 
secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri 
dan temantemannya. Kaitan antara pembelajaran koo
pe ratif dan kelas inklusif sekarang jelas, se mua anak ber
ada di satu kelas bukan untuk kompetisi, tetapi untuk 
saling belajar dari yang lain.

d. Pendidikan inklusif berarti menyediakan dorongan bagi 
guru dan kelasnya secara terusmenerus dan peng ha
pusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. 
Mes kipun guru selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan 
mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek 
terpenting dari pendidikan inklusif meliputi pengajaran 
dengan tim, kolabo rasi dan konsultasi, dan berbagai cara 
mengukur keteram pil an, pengetahuan, dan bantuan in
di  vidu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerja 
sama tim antara guru profesi lain diperlukan, se perti para 
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profesional, ahli bina bahasa dan wicara, pe tugas bim
bingan, dan sebagainya. Meskipun untuk dapat beker ja 
sama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatih
an dan dorongan, kerja sama yang diinginkan ter nyata 
dapat terwujud.

e. Pendidikan inklusif berarti melibatkan orangtua se cara 
ber makna dalam proses perencanaan. Pendidikan in
klu  sif sa ngat tergantung kepada masukan orangtua pada 
pen    di dikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam 
pe  nyu sunan program pengajaran individual.

B. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

1.  Visi dan Misi 
a. Visi

Menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 
yang ramah bagi semua dan mampu mengembangkan po
tensi semua peserta didik secara optimal dan terintegrasi de
ngan memperhatikan indikator nilainilai moral universal, 
re  ligius, humanisasi, demokratisasi, dan budaya pendidikan 
lokal.

b.  Misi
Menyelenggarakan pendidikan dasar bagi semua peserta 

didik secara terintegrasi sesuai dengan kekhususan kebutuhan 
peserta didik.

2.  Tujuan
a.  Tujuan Umum

Memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang 
seluasluasnya kepada semua anak, khususnya anakanak pe
nyandang kebutuhan pendidikan khusus.
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b.  Tujuan Khusus
▪ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyeleng

garaan pendidikan.
▪ Meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta 

didik.
▪ Meningkatkan pemberdayaan nilainilai budaya lokal da

lam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan.
▪ Meningkatkan peran tiga komponen (orangtua, masyara

kat, dan pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.  Kurikulum

a.  Ketentuan Umum dan lsi Kurikulum
Secara garis besar, konsep kurikulum dapat digolongkan 

men jadi dua kelompok, yaitu konsep yang memandang ku
rikulum sebagai rencana dan konsep yang memandang ku ri
kulum sebagai aktualisasi (Saylor dan Alexander, 1974; Zais, 
1976; Sunardi, 2003). Termasuk yang memandang kuri ku lum 
sebagai rencana adalah definisi Phenix, bahwa kurikulum me
rupakan daftar mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh 
peserta didik. Sementara Johnson menyatakan, bahwa kuri
kulum merupakan seperangkat hasil belajar yang harus di
tempuh oleh peserta didik dalam satu program pendidikan. 
Adapun yang memandang kurikulum sebagai aktualisasi me
nyatakan, bahwa kurikulum merupakan keterlibatan nya ta 
peserta didik dalam belajar, dan definisi Caswell dan Cam
pbell, bahwa kurikulum merupakan pengalaman nyata pe
serta didik dalam belajar.

Cara lain melihat konsep kurikulum adalah berdasarkan 
pada isi, seperti dikemukakan Sowel (2000), yang antara lain 
mengemukakan pendekatan kompetensi keterampilan pro
ses, teknologi, atau sekolah kerja. Dengan pendekatan kom
pe tensi, materi ajar (pokok bahasan) berupa seperangkat 
tu juan (behavioral objectives) yang harus dikuasai anak. De
ngan pendekatan keterampilan proses, materi ajar berupa 
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se  perangkat keterampilan yang dapat diterapkan dalam ke
hi  dupan seharihari, misalnya keterampilan pengem bang an 
sikap I nilai, keterampilan belajar sepanjang hidup, dan kete
ram pilan pemecahan masalah.

Desain kurikulum adalah cara pengorganisasian materi 
dalam kurikulum. Sowel (2000) mengidentifikasi tiga kelom
pok besar desain kurikulum, yaitu subject matter design, so
ciety culture based design, dan learner based design. De ngan 
subject matter design, materi kurikulum disusun  berda sar kan 
mata pelajaran atau keilmuan, seperti berhitung,  mem ba ca, 
menulis, fisika, biologi, geografi, dan sejarah. Bagi  se kolah 
dan guru, kurikulum ini memang praktis  un tuk diim plemen
tasikan. Cukup dengan menyediakan buku teks, bahan ajar 
dapat dipersiapkan dengan mudah, namun kurang menyen
tuh aspek kebutuhan anak yang sebe  nar nya. Berbeda de
ngan societyculture design, di mana materi kurikulum ber 
sumber dari kajian kehidupan, aktivitas, atau masalah nya ta 
di masyarakat. Pokok kajian akan berupa masalah riil, se
perti bahaya banjir, kebutuhan pangan, peledakan jumlah 
penduduk, kesehatan keluarga, dan sebagainya, dan dalam 
pokokpokok kajian itulah diintegrasikan keterampilan se
perti berhitung, membaca, menulis, dan materi yang lazim
nya menjadi kajian dalam ilmuilmu fisika, biologi,  geogra fi, 
ekonomi. Meskipun desain ini masih belum populer  lan taran 
membutuhkan guru yang benarbenar mampu men   diskrip
sikannya dari nilai utama budaya setempat men ja di bidang
bidang kajian keilmuan, tetapi desain inilah yang se  nantiasa 
harus dikembangkan dalam sistem pendi dikan inklusif ber
basis budaya lokal. Akan semakin sempurna lagi bila desain 
societycultur based design dipadukan dengan de sain learner 
centered based design.

Desain learner centered based design, minat dan kebu
tuhan anak menjadi pertimbangan utama dalam penetapan 
dan penyusunan materi kurikulum. Desain ini mempunyai 
beberapa hal positif, antara lain materi kurikulum akan mena
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rik dan mempunyai relevansi tinggi, karena dikembangkan 
dari minat dan kebutuhan siswa. Kemungkinan yang perlu 
di antisipasi dalam penggunaan desain ini adalah bagaima
na mengatur agar kegiatan belajar dapat terstruktur dengan 
baik, karena kemungkinan anak tidak akan mempelajari ilmu 
secara utuh. Untuk itu diperlukan guru yang benarbenar me
nguasai kompetensi peserta didik serta inti masingmasing 
di siplin keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana dengan konsep dan desain kurikulum pende
katan proses? Dengan pendekatan keterampilan proses, kuri
ku lum harus ditafsirkan sebagai seperangkat hasil belajar 
yang menjadi target pada akhir program pendidikan sebagai
mana konsep yang dikemukakan oleh Johson, dinyatakan da
lam bentuk behavioral objectives seperti dalam pendekatan 
kompetensi, dan isi kurikulum adalah perangkat keterampil
an yang harus dikuasai seperti dalam keterampilan proses. 
Ada pun desainnya tetap menggunakan desain berbasis  ma ta 
pel ajaran (subject matter design), meskipun dalam im ple  men 
tasinya mengutamakan perbedaan individu, inilah se be nar
nya esensi kurikulum berbasis kompetensi, seperti di urai kan 
oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2002), bah wa ku 
rikulum berbasis kompetensi mempunyai ciriciri se bagai be
rikut:
a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik 

secara individual maupun klasikal;
b. Berorientasi pada hasil belajar;
c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pen

dekatan dan metode yang bervariasi;
d. Sumber belajar bukan hanya guru, melainkan juga sumber 

bel ajar yang lainnya yang memenuhi unsur edukatif;
e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya 

penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi.

Secara umum dalam kerangka pendidikan inklusif ber
basis budaya lokal ramburambu yang harus diperhatikan 
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dalam pengembangan kurikulum agar dapat digunakan bagi 
semua peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khu 
sus sesuai dengan pernyataan Salamanca (1994), se bagai be
rikut:
1. Kurikulum seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan 

anak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sekolah seyogia
nya memberikan kesempatan kurikuler yang  disesuai kan 
dengan anak yang memiliki bermacammacam ke mam
puan dan mi nat.

2. Anak penyandang kebutuan khusus seyogianya mem per
oleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks 
ku rikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Prin
sip yang dijadikan pedoman seyogianya dalam membe
ri  kan bantuan dan dukungan tambahan bagi anak yang 
me mer lukannya.

3. Perolehan pengetahuan bukan sekadar masalah pembel
ajaran formal dan teoretis. Pendidikan seyogianya berisi 
halhal yang menimbulkan kesanggupan untuk menca
pai standar yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan 
individu demi memungkinkannya berpartisipasi secara 
penuh dalam pembangunan. Pengajaran seyogianya di
hu  bungkan dengan halhal yang praktis agar mereka lebih 
termotivasi.

4. Untuk mengikuti kemajuan masingmasing anak, prose
dur asesmen harus ditinjau. Evaluasi format seyogianya 
dimasukkan ke dalam proses pendidikan reguler agar sis
wa dan guru senantiasa terinformasi tentang pengua saan 
pelajaran yang sudah dicapai maupun yang meng iden ti
fikasi kesulitankesulitan yang dihadapi dan mem bantu 
siswa mengatasinya.

5. Bagi anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus, 
seyogianya disediakan dukungan yang berkesinambung
an, yang berkisar dari bantuan minimal di kelas reguler 
hingga program pelajaran tambahan di sekolah itu dan 
bila perlu, diperluas dengan penyediaan bantuan dari gu
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ru spesialis dan staf pendukung eksternal.
6. Teknologi yang tepat dengan biaya terjangkau seyogianya 

digunakan bila diperlukan untuk mempertinggi keberha
silan dalam kurikulum sekolah dan untuk mem bantu ko
munikasi, mobilitas dan belajar. Bantuan teknis dapat 
di    berikan secara lebih ekonomis dan efektif jika dise dia 
kan dari sebuah pusat sumber yang didirikan di se ti ap 
wilayah, di mana terdapat tenaga ahli yang dapat men
cocokkan jenis alat bentu dengan kebutuhan individu dan 
menjamin pemeliharaannya.

7. Kapabilitas seyogianya dibangun dan penelitian dilaku
kan pada tingkat nasional dan regional untuk mengem
bangkan sistem teknologi pendukung yang tepat untuk 
pendidikan kebutuhan khusus. Negaranegara yang te lah 
meratifikasi Persetujuan Florence (The Florence Agree
ment) seyogianya didorong untuk menggunakan in stru
men tersebut untuk membebaskan sirkulasi bahanbahan 
dan peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan para 
pe nyandang cacat. Di samping itu, negaranegara yang 
belum meratifikasi persetujuan tersebut disarankan agar 
melakukan agar dapat membebaskan sirkulasi jasa dan 
barang kependidikan dan kebudayaan.

b.  Strategi Pengembangan Kurikulum
Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif perlu 

diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa reguler maupun 
siswa dengan kebutuhan khusus.

UdvariSolner (1995), mengajukan beberapa cara dalam 
mengidentifikasi aspekaspek yang dibutuhkan dalam pe
ngem bangan kurikulum sebagai berikut.

	 “(1)	It	helps	the	individual	compensate	for	intellectual,	physical,	sensory,	
or	 behavioral	 changes,	 (2)	 It	 allows	 the	 student	 to	 use	 current	 skills	
while	promoting	ways	to	 learn	new	ones,	 (3)	 It	prevents	a	mismatch	
between	the	student’s	skills	and	the	general	education	lesson	content,	
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(4)	It	reduces	the	level	of	abstract	information	to	make	content	relevant	
to	the	student’s	current	and	future	life,	(5)	It	creates	a	match	between	
the	student’s	learning	style	and	the	teacher’s	teaching	style”.

Aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam pengem
bangan kurikulum yang adaptif antara lain; (1) sasaran pen
didikan secara umum sesuai dengan identitas siswa dan tu
juan pengembangan sekitar aktivitas pembelajaran secara 
umum, (2) pengartikulasian harapan siswa dalam bentuk akti
vitas belajar secara umum, (3) determinasi tentang apa yang 
dapat diajarkan secara tim, materi dasar pendidikan, akti vitas, 
waktu atau unit bidang studi, (4) determinasi bagai mana me
lakukan pengajararan dalam bentuk tim, yang di arahkan agar 
siswa secara aktif ikut berpatisipasi dalam pembelajaran.

Johsen (2001) mengajukan konsep model kurikulum de
ngan memperhatian relasi antar aspekaspek penting dalam 
belajar dan proses pembelajaran. Seperti tertuang pada gam
bar berikut. 

Pupil	(s)

Content	

intentions

Frame	factorsAssessment	
evaluation	

Strategies,	methods
organization	

Gambar 2.
A CURRICULUM RELATION MODEL WITH SAME IMPORTANT 

ASPECTS OF LEARNING AND TEACHING PROCESSES

c.  Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum dalam pendidikan inklusif tentunya harus 

be  narbenar memperhatikan kebutuhan khusus siswanya 
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ser  ta berorientasi pada kompetensi dan perolehan hasil bel
ajar nya. Atas dasar pertimbangan tersebut, model kurikulum 
berbasis kompetensi secara umum dapat diimplementasikan 
pada sistem pendidikan inklusif dengan melakukan sedikit 
modifikasi.

Penekanan pada kurikulum berbasis kompetensi dikem
bang kan untuk memberikan keterampilan dan keahlian ber
tahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidak pasti an, 
dan kerumitankerumitan dalam kehidupan. Pada sisi lain 
juga ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten 
dan cerdas dalam mengembangkan diri serta membangun 
iden titas budaya bangsanya. Juga untuk membe rikan dasar
da  sar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang 
membangun integritas sosial serta mewujudkan  ka rak   ter 
na sional (PusKur, 2002). Orientasi kurikulum  ber ba sis kom
petensi terpusat pada; (1) hasil dan implikasi yang dih a   rap
kan muncul pada diri peserta didik melalui se rangkaian pe
ngalaman belajar; dan (2) keberagaman yang da   pat diwujudkan 
sesuai dengan kebutuhannya. Rumus an kom petensi dalam 
kurikulum berbasis kompetensi meru pakan pernyataan apa 
yang diharapkan dapat diketahui, di sikapi, atau dilakukan 
siswa dalam setiap tingkatan kelas dan satuan pendidikan 
dan sekaligus menggambarkan ke ma ju an siswa yang dicapai 
secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. 
Kekhususan dalam kurikulum berbasis kompetensi tampak 
dalam hal; (1) penekanan pada ketercapaian kompetensi 
sis wa, baik secara individual mau pun klasikal, (2) orientasi 
pada hasil belajar dan keberagaman, (3) penyampaian dalam 
pem belajaran menggunakan pende katan dan metode yang 
bervariasi, (4) sumber belajar bukan hanya guru, melainkan 
juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, 
dan (5) penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam 
upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Sebagai model kurikulum yang lebih menekankan pada 
unsur kompetensi siswa, maka dalam pengembangannya me
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ng  anut prinsipprinsip sebagai berikut: (1) Keimanan, nilai, 
dan pekerti luhur; (2) Penguatan integritas nasional; (3) Kese
im bangan etika, logika, estetika, dan kinestetika; (4) Kesamaan 
memperoleh kesempatan; (5) Kemajuan pengetahuan dan 
tek  nologi informasi; (6) Pengembangan keterampilan hi dup; 
(7) Belajar sepanjang hayat; (8) Berpusat pada siswa de ngan 
pe nilaian yang berkelanjutan dan komprehensif; (9) Pende
kat  an menyeluruh dan kemitraan. 

Bila kompetensi dasar diartikan sebagai indikator batas 
minimal pencapaian pembelajaran bagi siswa berkenaan de
ngan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilainilai yang 
direfleksikannya dalam berpikir dan bertindak setelah sis
wa menyelesaikan pelajaran tertentu, maka orientasi da lam 
penilaiannya juga tidak hanya menekankan pada hasil se
mata, tetapi dimensi proses pencapaian dan sikap atas ha
sil yang diperoleh (pengamalan) secara komprehensif dan 
proporsional digunakan sebagai indikator utama da lam pe
nilaian yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, ranah kog nisi, 
afeksi (sikap), dan psikomotor (tindakan) benarbenar di ja di
kan pedoman dalam setiap penilaian.

d.  Standar Kompetensi Guru
Standar kompetensi adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki dan dapat dilakukan, sebagaimana ter li
hat dalam bentuk atribut pengetahuan, keterampilan, ke pri
badian, sikap dan perilaku yang ditunjukkan melalui kinerja 
guru dalam setiap gerakgeriknya sesuai dengan tun tutan 
pro fesi sebagai guru. Dengan dikuasainya standar kompe
tensi tersebut diharapkan guru dapat mendidik peserta didik 
men jadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mu
lia, menguasai dasardasar IPTEK dan budaya, memiliki kete
ram pilan dan tanggung jawab sosial, memiliki kebiasaan hi
dup yang sehat dan cerdas (Suwondo, 2002).

Dalam konteks pendidikan inklusif Meriam D S. (2002) 
me ngemukakan, bahwa para guru hendaknya memiliki ka
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rak  teristik sebagai berikut: (1) berperilaku positif terhadap 
kera  gaman (berbeda budaya, fisik, dan cara berpikir dan lain
lain), (2) memi liki aksesibilitas untuk kesempatan belajar, (3) 
menghargai anakanak apa adanya, (4) aktif dan peduli, (5) 
berpengetahuan dan suka mencari solusi, dan (6) berpikir 
flek sibel sehingga dapat menerima dan memahami keunikan 
dan kreativitas siswa.

Memperhatikan kriteria tersebut di atas, maka dalam me
ngembangkan standar kompetensi guru harus memper tim
bangkan halhal sebagai berikut: (1) Mengacu pada tuntut an 
perkembangan IPTEK, misalnya, kemampuan mengakses, 
me milih, dan menilai pengetahuan dalam dunia informasi, 
ke mampuan dalam mengatasi situasi yang serba tidak pasti, 
dan searah dengan visi dan misi pembangunan pendidikan 
nasional; (2) Mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan 
kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan; (3) Mengacu 
pada kemampuan yang harus dimilki dan dilakukan guru 
untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang dituntut 
oleh kurikulum; (4) Kompetensi yang disusun harus dapat 
diukur (measurable) atau dapat ditunjukkan (demonstrable 
and performanable) dengan indikator tertentu; (5) Substansi 
ma teri secara akademik dapat dipertanggungjawabkan, dan 
dapat menunjukkan kinerja guru yang berkualitas dan terukur; 
dan (6) Bersifat gradual, yang nantinya akan ditingkatkan ke 
struktur kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan 
kemampuan pengetahuan dan wawasan guru.

Secara spesifik kriteria standar kompetensi akademik guru 
mencakup tiga aspek, yaitu penguasaan materi  pembelajar an, 
metode, dan pendekatan pembelajaran, serta teknik pe  ni lai
an. Lebih lanjut struktur komponen kompetensi serta pem   
bobotannya sebagaimana dikembangkan Dikdasmen Dep  
dik  nas (2002) tersaji pada tabel halaman berikut.
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Tabel 2.
STRUKTUR PENGUASAAN KOMPONEN/KOMPETENSI DAN 

PEMBOBOTANNYA

KOMPETENSI BOBOT (%)

I. Proses Pembelajaran
Perencanaan
Pelaksanaan
Evaluasi
Analisis
Program	perbaikan	dan	pengayaan
Program	bimbingan	dan	konseling	*)

60
10
20
5
15
5
5

II. Pengetahuan
Pemahaman	wawasan	pendidikan	
Pengembangan	diri	dan	profesi
Mengembangkan	potensi
Penguasaan	akademik**)

40
5
5
5
25

Total 100

Keterangan:
*)		 hanya	berlaku	bagi	guru	kelas	di	SD
**)		tingkat	penguasaan	akademik	disesuaikan	dengan	prasyarat	akademik	dan	kebutuhan	

pendidikan	di	tiap	satuan	pendidikan	(TK,	SD,	SLTP,	dan	SLTA)

Bagan 4.
DESKRIPSI KOMPONEN INDIKATOR PENILAIAN 

KOMPETENSI GURU SD 

Aspek Komponen Indikator
Jabatan

GP GM GD GU

Kepriba-
dian

Intrapersonal

1.	Cerdas

2.	Disiplin

3.	Kreatif	

4.	Pengendalian	emosi

5.	Tidak	putus	asa

6.	Memiliki	motivasi	berprestasi

Interpersonal

1.	Suka	membantu

2.	Memahami	perbedaan	individu

3.	Mampu	berkomunikasi

4.	Menguasai	kelas	

5.	Menerima	pendapat	orang	lain

6.	Dapat	bekerja	sama
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Proses	
pembel-
ajaran

Mampu	
merencanakan	
program	
pembelajaran

Mengidentifikasi	pokok	bahasan

Mendeskripsikan	tujuan	
pembelajaran

Memilih/menentukan	materi

Mengorganisir	materi	

Memilih/menentukan	metode/
strategi

Menentukan	alat	peraga/media

Menyusun/menentukan	bahan	dan	
alat	penilaian

Mengalokasikan	waktu

Menentukan	teknik	penilaian

Mampu	
melaksanakan	
kegiatan	
pembelajaran

Mengidentifikasi	pokok	bahasan

Mendeskripsikan	tujuan	
pembelajaran

Memilih/menentukan	materi

Mengorganisir	materi	

Memilih/menentukan	metode/
strategi

Menentukan	alat	peraga/media

Menyusun/menentukan	bahan	dan	
alat	penilaian

Mengalokasikan	waktu

Menentukan	teknik	penilaian

Mampu	
melaksanakan	
kegiatan	
pembelajaran

Membuka	pelajaran	sesuai	TPK

Menyajikan	materi

Menggunakan	metode/strategi

Menggunakan	media/peraga

Menggunakan	bahasa	yang	
komunikatif

Memotivasi	siswa

Mengorganisir	kegiatan

Menggunakan	waktu

Berinteraksi	dengan	siswa

Menyimpulkan	pembelajaran

Memberikan	umpan	balik

Melaksanakan	penilaian

Mampu	
melaksanakan	
evaluasi

Mengolah	dan	menganalisis	hasil	
evaluasi

Mengklasifikasi	hasil	evaluasi

Menyusun	laporan	hasil	evaluasi

Lanjutan	...
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Mampu	
menganalisis	
soal	dan	hasil	
belajar

Menentukan	tingkat	kesukaran	soal/
alat	tes

Memilih	tingkat	kesukaran	yang	
sesuai	dengan	tujuan	tes	yang	
diberikan

Menentukan	daya	pembeda	soal/
alat	tes

Memilih	soal	yang	bisa	diterima	
berdasarkan	daya	beda	soal	

Memperbaiki	soal	yang	tidak	valid

Menentukan	distribusi	jawaban	soal	
pilihan	ganda	agar	pengecohnya	
berfungsi

Membuat	interpretasi	
kecenderungan	hasil	test

Menentukan	korelasi	antarsoal	
berdasarkan	hasil	test

Mengidentifikasi	tingkat	variasi	
hasil	tes

Membuat	kesimpulan	dari	hasil	
penilalian	secara	jelas	dan	logis

Mampu	
menyusun	dan	
melaksanakan	
program	
perbaikan	dan	
pengayaan

Mengklasifikasikan	kemampuan	
peserta	didik

Mengidentifikasi	kebutuhan	
perbaikan	dan	pengayaan

Menyusun	program	perbaikan	dan	
pengayaan	

Melaksanakan	perbaikan	dan	
pengayaan	

Mengevaluasi	hasil	perbaikan	dan	
pengayaan

Mampu	
menyusun,	
melaksanakan,	
mengevaluasi,	
menganalisis,	
dan	
melaksanakan	
tindak	lanjut	
(khusus	guru	
kelas	SD)

Menyusun	program	BK	yang	
menjadi	tanggung	jawabnya

Melaksanakan	BK	yang	menjadi	
tanggung	jawabnya

Mengevaluasi	program	BK	yang	
menjadi	tanggung	jawabnya

Menganalisis	hasil	evaluasi	program	
BK	yang	menjadi	tanggung	
jawabnya	

Melaksanakan	tindak	lanjut	program	
bimbingan	dan	konseling

Memahami	
wawasan	
pendidikan

Memahami	visi	dan	misi	pendidikan	
nasional

Memahami	hubungan	pendidikan	
dan	pengajaran

Lanjutan	...
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Memahami	konsep	pendidikan	
dasar	dan	menengah

Memahami	fungsi	sekolah

Identifikasi	permasalahan	umum	
pendidikan	dalam	hal	proses	dan	
hasil	pendidikan	

Sistem	dan	kaitan	pendidikan	
sekolah	dan	luar	sekolah

Pengem	-
bangan	
diri	dan	
profesi

Mengikuti	perkembangan	IPTEK	
yang	mendukung	profesi	melalui	
berbagai	kegiatan	imliah

Mengalihbahasakan	buku	pelajaran/
karya	ilmiyah

Mengembangkan	berbagai	model	
pembelajaran

Menulis	makalah	

Menulis/menyusun	buku	diktat	
pelajaran

Menulis	buku	pelajaran

Menulis	modul	pembelajaran

Menulis	karya	ilmiah	populer

Melakukan	penelitian	(action 
research)

Menemukan	teknologi	tepat	guna

Membuat	alat	peraga/media

Menciptakan	karya	seni

Mengikuti	pelatihan	kependidikan	
terakreditasi

Mengikuti	pendidikan	kualifikasi

Mengikuti	kegiatan	pengembangan	
kurikulum

Kemampuan	
mengem-
bangkan	
potensi	siswa

Mampu	menghasilkan	siswa	yang	
berprestasi

Mampu	menghasilkan	tamatan	di	
atas	rata-rata

Mampu	menghasilkan	siswa	yang	
berbudi	pekerti	luhur

Mampu	menjadikan	kelas/sekolah	
unggulan	

Penguasaan	
akademik*)

Memahami	struktur	pengetahuan

Menguasai	substansi	materi

Keterangan:
GP=	Guru	Pratama,	GM=	Guru	Madya,	GD=	Guru	Madya,	dan	GU=	Guru	Utama
*)	=	disesuaikan	dengan	struktur	pengetahuan	pada	tiap	satuan	pendidikan	

Lanjutan	...
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Sekaitan dengan kualifikasi dan kompetensi guru pada 
sekolah inklusif di mana peserta didiknya berkebutuhan pen
didikan khusus dan bisa jadi memiliki latar belakang etnik 
yang beragam (multietnik), maka aspek kekususan terse but 
harus terakomodasi dalam pengembangan standar kom pe
tensi guru. Sebagai bahan pertimbangan karakteristik guru 
multietnik seperti tertuang pada gambar berikut dapat di
gunakan sebagai acuan.

Sikap	
demokratis Cakap	dalam	

memanfaatkan	
etnisitas

Idiologi	
pluralis

Konseptualisasi	
etnik

Pengetahuan	
terhadap	situasi	
kritis	keetnikan

Pengetahuan	
terhadap	
kompleksitas	etnik

Kecakapan	dalam	
mencermati		

masyarakat	multietnik

Guru 
Multietnik

Gambar 3.
KARAKTERISTIK GURU MULTI-ETNIK

(diadaptasi	dari	Banks,	1981)

4.  Pengembangan Program Pembelajaran Individual
Pendidikan inklusif berbasis budaya lokal dituntut mam

pu memberikan layanan kepada semua anak sesuai dengan 
kebutuhan khususnya. IDEA telah mengeluarkan empat ta
hapan pendekatan dalam pengambilan kebijakan pengem 
bangan program pembelajaran individualisasikan sebagai
mana dikutip Susan K. Etscheidt & Larry Bartlett, Winter (1999) 
keempat tahapan tersebut menyangkut empat dimensi, yaitu 
fisik, pembelajaran, tingkah laku sosial, dan kolaborasi dan 
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pendiskusian pertanyaanpertanyaan yang terpusat pada pe
nyesuaian, modifikasi, peralatan, atau layanan pada siswa.

5.  Penilaian
Pendidikan inklusif menghendaki adanya sistem peni lai

an yang responsif terhadap semua karakteristik proses bel
ajar siswa. Persoalan mendasar adalah bagaimana format pe
nilaian yang memungkinkan untuk semua siswa, semen tara 
pendekatan pembelajarannya lebih menekankan pada ke bu
tuhan/karakteristik belajar masingmasing individu.  Sebe lum 
lebih jauh membahas sistem penilaian yang responsif ada ba
ik nya terlebih dahulu dibahas beberapa jenis penilaian yang 
lazim digunakan di sekolah pada umumnya.

a. Penilaian Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan upaya pendidikan yang 

paling menonjol dibandingkan dengan upaya pendidikan 
lainnya. Dapat dikatakan, bahwa proses pembelajaran ada lah 
inti yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu upaya 
pendidikan. Karena dalam keseluruhan proses  pembel ajaran 
melibatkan unsurunsur penting, yaitu guru, siswa, ku ri  ku
lum, bahan ajar, interaksi, evaluasi, dan hasil belajar (Ha san 
dan Zainul, 1992). Interrelasi unsurunsur tersebut memben
tuk suatu bangun pembelajaran dan apabila salah satu unsur 
di dalamnya tidak ada, maka pembelajaran itu menjadi ti
dak sempurna atau bahkan dapat dinyatakan tidak ada. Se
cara umum interrelasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pe
rencanaan, interaksi, dan penilaian.

Penilaian atau evaluasi adalah kegiatan terencana untuk 
mengukur keberhasilan suatu program. Dalam konteks peni
laian pembelajaran dapat dipahami sebagai rangkaian ke
giat  an terencana untuk menentukan keberhasilan suatu 
pro     gram pembelajaran. Tujuan utama penilaian pendidikan 
ada   lah menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan 
ke   pu tusan tentang suatu program (Arikunto, 1988). Pada 
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pe   ngertian tersebut tampak jelas bahwa penilaian lebih di
arah kan pada kebutuhan lembaga, yaitu untuk mengetahui 
ter capai tidaknya suatu program yang diimplementasikan 
 pa da suatu lembaga, dengan menggunakan standar normatif 
se bagai tolok ukurnya. Dalam konteks pendidikan inklusif 
konsep tersebut dipandang kurang relevan. Pertimbangan 
yang melandasi terletak pada falsafah yang melandasinya, di 
mana siswa atau peserta didik bukanlah kelinci percobaan 
suatu program pembelajaran yang diimplementasikan. Te
tapi siswa atau peserta didik itu adalah individu yang sedang 
berkembang, sedangkan fungsi sekolah adalah memfasilitasi 
terhadap perkembangan itu sendiri. Pada sisi lain, karakteris
tik siswa/peserta didik pada pendidikan inklusif bersifat he
terogen, sehingga mendukung penggunaan norma mutlak. 
Atas dasar pertimbangan tersebut kiranya konsep penilaian 
yang lebih menekankan pada penilaian perkembangan siswa 
atau tingkat perolehan hasil belajar peserta didik dipandang 
lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada sistem 
pen didikan inklusif.

b. Jenis-jenis Penilaian dan Manfaatnya
Sekadar menyegarkan ulang, bahwa dalam pembelajar

an dijumpai beberapa bentuk penilaian, yaitu penilaian for
ma tif, dilakukan pada setiap akhir penyampian subpokok 
ba hasan. Penilaian ini dimaksudkan untuk memperbaiki ki
nerja proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaku
kan secara terusmenerus agar kelemahankelemahan yang 
dihadapi baik oleh guru maupun siswa segera dapat diatasi 
sebelum melanjutkan pada pokok bahasan selanjutnya. Oleh 
sebab itu, sebenarnya adalah kurang tepat bila hasil formatif 
dijadikan untuk memvonis kemampuan hasil belajar siswa. 
Penilaian sumatif, dimaksudkan untuk menentukan tingkat 
keberhasilan siswa setelah menempuh suatu materi pelajaran 
tertentu. Oleh sebab itu, hendaknya guru menggunakan ra 
gam alat ukur/tes (tulis atau lisan, objektif tes atau subjektif 
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tes) yang diyakini sesuai dengan karakteristik materi serta tu
juan yang telah ditetapkan. Reward atas penilaian ini lazimnya 
diwujudkan dalam bentuk lambang angka atau deskripsi ke
mam puan yang telah dikuasai siswa.

Di samping kedua penilaian tersebut, di sekolah juga se
ring dijumpai bentuk tes lain, yaitu tes penempatan, yang 
bermanfaat untuk mengelompokkan siswa dengan kriteria 
tertentu agar guru dapat memberikan perlakuan lebih intens 
dan lebih bersifat individu. Dalam skala luas tes ini sering 
digunakan untuk mengarahkan siswa pada spesialisasi ter
tentu yang sesuai dengan potensi, bakat, serta interes anak. 
Tes diagnostik, sepintas tampak berhimpitan dengan tes for
matif, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Sebab tes diag
nostik lebih ditekankan pada penelusuran terhadap ham  batan 
belajar siswa yang tidak bersifat instruksional dan cenderung 
laten, seperti hambatan psikologis, fisis, so sial maupun kultur. 
Oleh sebab itu, bila guru merasa ku rang mampu melakukan 
tugas ini dapat bekerja sama de ngan konselor, psikolog, atau 
profesi lain baik dalam setting kolaboratif tim maupun ban
tuan profesional insidental. 

Gambar 4.
INTERRELASI ANTARKOMPONEN PROSES PEMBELAJARAN

Diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi dalam 
kon teks pembelajaran terjadi pergeseran signifikan dalam 
memandang materi pembelajaran. Di mana bahan ajar ti
dak lagi dipersepsi sebagai sekumpulan bahan ajar yang ber
sifat mati, tetapi dipandang sebagai serangkaian masa lah 
yang harus dipecahkan dan dideskripsikan melalui pem bel
ajaran. Masalahmasalah tersebut antara lain: (1) Masa lah 
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sosial, masalahmasalah dalam keluarga,  masalahma sa lah 
di sekolah, masalahmasalah yang menyangkut standar ma
syarakat, masalahmasalah yang menyangkut kebebasan da
sar, masalahmasalah yang menyangkut dengan pendidikan 
agama. (2) masalahmasalah sains, kimia, biologi, fisika, mau
pun matematika dan sebagainya.

Sejalan dengan permasalahanpermasalahan tersebut, 
maka menuntut adanya pola penilaian pembelajaran yang 
lebih menekankan pada indikator hasil belajar siswa. Penilai
an hendaknya diarahkan untuk menjawab pertanyaan, “Ba
gaimana kita dapat mengetahui bahwa siswa sudah dapat 
mencapai hasil pembelajaran?” Indikator ini dapat digunakan 
sebagai dasar penilaian terhadap siswa dalam mencapai pem
belajaran dan kinerja yang diharapkan. lndikator hasil belajar 
merupakan uraian kemampuan yang harus dikua sai siswa da
lam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukur
an untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran. Se lama 
proses ini, guru dapat menilai apakah siswa telah men capai 
suatu hasil belajar yang ditunjukkan dengan pencapai an be
berapa indikator hasil belajar tersebut. Apabila hasil belajar 
siswa telah direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan ber
tindak maka siswa tersebut telah mencapai suatu kom petensi.

Permasalahannya sekarang bagaimana cara menilai in
dikator kebiasaan berpikir dan bertindak adalah pekerjaan 
baru bagi guru yang tidak mudah dalam melaksanakannya. 
Bila kebiasaan berpikir dan bertindak tersebut dimaknai 
sebagai sikap siswa dalam memecahkan suatu masalah yang 
berkaitan dengan materi belajar, berarti ranah afeksi dan 
psikomotor mendapat porsi yang cukup dalam proses pem
belajaran. Oleh sebab itu, guru juga dituntut memberikan pe
nilaian terhadap ranah afeksi dan psikomotor dengan porsi 
yang memadai.

Dalam melakukan penilaian kriteria validitas yang meng
gambarkan kesesuaian instrumen terhadap masalah te tap 
dipertahankan, namun kriteria reliabilitas yang menggam
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bar kan tingkat keajekan yang lebih banyak menyen tuh ranah 
afeksi dan psikomotor harus lebih diting katkan. Sementara 
jenisjenis tes objektif dengan pilihan ganda (multiple choice) 
atau atau benarsalah (true false) tetap dapat digunakan, 
namun formatformat penilaian yang lebih banyak meng
gambarkan pemahaman dan sikap pada setiap masalah ha
rus lebih banyak digunakan. Untuk itu Budimansyah (2002) 
berkenaan dengan penggunaan kurikulum berbasis kom  pe
tensi memperkenalkan model pembelajaran dan pe nilai an 
berbasis portofolio. Dalam konteks pembelajaran portofo
lio dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, namun 
sebagai suatu proses sosial pedagogis, dapat disebut sebagai 
adjective. Sebagai suatu wujud benda fisik portofolio itu adalah 
bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan 
peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Misalnya, 
hasil tes awal (pretest), tugastugas, catatan anekdot, piagam 
penghargaan, keterangan melakaksanakan tugas terstruktur, 
hasil tes akhir (posttest), dan sebagainya. Sebagai suatu pro
ses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of learning 
experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik baik 
yang berwujud pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), 
maupun nilai dan sikap (afektif).

Beberapa keunggulan pendekatan penilaian portofolio 
adalah; (1) mengutamakan ketercapaian kompetensi siswa 
baik secara individual maupun klasikal, (2) berorientasi pada 
hasil belajar dan keberagaman, (3) mampu mencakup meto
de belajar yang bervariasi, (4) mengutamakan pada pro ses 
dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu 
kompetensi, (5) bersifat pragmatis, konkret, aplikatif, sehing
ga lebih bermakna (Budimansyah, 2002). Adapun dokumen 
yang perlu dipersiapkan dalam penilain portofolio sebagai 
berikut:



175

6 — Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal

DOKUMENTASI PENILAIAN 
FORMATIF DAN SUMATIF

Jenis Tes No Tanggal Pokok 
Bahasan

Nilai (angka/
naratif)

Paraf 
Guru Ket.

Formatif 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah	

Rata-rata

Sumatif	
Semester
………

Tanggal Bahan	
semester
….

Jumlah	A	dan	B

Rata-rata	A	dan	B

	 	 	 	 	 	 	 	 	

…………………….,	………..…….2018

Guru	Kelas/Bidang	Studi

....................…………………………………
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DOKUMENTASI PENILAIAN 
TUGAS TERSTRUKTUR

No Jenis 
Tugas

Aspek Penilaian Nilai 
(angka/
naratif)

Paraf 
Guru

Ket.

1. LKS	1	
tentang	
…………

Pemahaman
Seberapa	baik	tingkat	pemahaman	
siswa	terhadap	soal-soal	yang	
dikerjakan

Argumentasi
Seberapa	baik	tingkat	argumentasi	
siswa	terhadap	persoalan

Kejelasan
Tersusun	dengan	baik
Tertulis	dengan	baik
Mudah	dipahami

Informasi
Akurat
Memadai
Penting	

2. LKS	1	
tentang	
…………

Pemahaman

Argumentasi

Kejelasan

Informasi

3. LKS	1	
tentang	
…………

Pemahaman

Argumentasi

Kejelasan

Informasi

4. LKS	1	
tentang	
…………

Pemahaman

Argumentasi

Kejelasan

Informasi

5.
dst.

LKS	1	
tentang	
…………

Pemahaman

Argumentasi

Kejelasan

Informasi

Jumlah

Rata-rata

…………………….,	………..…….2018

Guru	Kelas/Bidang	Studi

...........……………………………………..
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DOKUMENTASI PENILAIAN 
PERILAKU HARIAN

No Perilaku yang Muncul
Penilaian Paraf 

Guru
Tempat dan 

WaktuPositif Negatif

1. Antusiasme	dalam	menerima	
pelajaran

2. Keaktifan	dalam	bertanya	dan	
menjawab	pertanyaan	guru

3. Kegemaran	membaca	di	sekolah/luar	
sekolah	

4. Kerapian	dalam	berpakaian

5. Sopan	santun	(sikap	dan	cara	bicara)

6. Aktivitas	keorganisasian	sekolah

7. Sikap	kepemimpinan	dan	tanggung	
jawab

8. Sikap	sosial	(egoisme	dan	
individualisme)

9. Penghargaan	terhadap	orang	lain/
teman

10. Kepribadian

…………………….,	………..…….2018

Guru	Kelas/Bidang	Studi

..............…………………………………..
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DOKUMENTASI PENILAIAN LAPORAN AKTIVITAS 
DI LUAR SEKOLAH

No Jenis Tugas Aspek Penilaian Nilai (angka/
naratif)

Paraf 
Guru Ket.

1. Keaktifan	dalam	
keanggotaan	pramuka

Signifikansi
Seberapa	
besar	tingkat	
kebermaknaan	
aktivitas	tersebut	
bagi	mata	pelajaran	
….

Intensitas
Seberapa	intensif	
kegiatan	tersebut	
dilakukan

Frekuensi
Seberapa	sering	
aktivitas	tersebut	
dilakukan

2. Keaktifan	dalam	kegiatan	
peringatan	hari-hari	besar	
nasional

Signifikansi

Intensitas

Frekuensi

3. Keaktifan	dalam	
kegiatan	sosial	seperti	
pengumpulan	dana	
bencana	alam

Signifikansi

Intensitas

Frekuensi

4. Aktivitas	dalam	
keorganisasian	lainnya…

Signifikansi

Intensitas

Frekuensi

Jumlah

Rata-rata

…………………….,	………..…….2018

Guru	Kelas/Bidang	Studi

.............…………………………………..
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Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa perolehan hasil 
belajar yang mencerminkan dari perkembangan peserta didik 
lebih diutamakan dalam sistem pendidikan inklusif, kiranya 
konsep penilaian berbasis portofolio memiliki relevansi yang 
kuat, sehingga layak digunakan sebagai alternatif dalam pe
nilaian dalam sistem pendidikan inklusif khususnya dalam 
bidang pembelajaran akademik.

Bila dalam sistem penilaian konvensional guru cukup 
memiliki satu dokumen catatan nilai untuk semua siswa di 
kelasnya tiap mata pelajaran, maka dalam sistem penilaian 
yang responsif berbasis portofolio setiap guru dituntut me
miliki dokumen nilai untuk setiap siswa setiap mata pelajaran. 
Dokumen nilai tersebut terdiri atas: (1) Dokumentasi Penilai
an Formatif dan Sumatif, (2) Dokumentasi Penilaian Tugas 
Ter struktur, (3) Dokumentasi Penilaian Perilaku Harian, dan 
(4) Dokumentasi Penilaian Laporan Aktivitas di Luar Sekolah.

6.   Manajemen
a.  Ketentuan Umum

Administrator daerah dan para kepala sekolah dapat me
mainkan peran utama dalam menjadikan sekolahsekolah 
agar lebih responsif terhadap anak berkebutuhan khusus 
jika mereka diberi wewenang yang diperlukan dan pelatihan 
yang memadai untuk berbuat demikian. Mereka seyogianya 
diminta untuk mengembangkan prosedur manajemen yang 
lebih fleksibel, mengatur kembali penyaluran sumbersumber 
pembelajaran, memperbanyak pilihan pelajaran, meng galak
kan bantuan dari anak, menawarkan bantuan kepada siswa 
yang mengalami kesulitan dan mengembangkan hubungan 
yang erat dengan orangtua dan masyarakat. Keberhasilan ma
najemen sekolah bergantung pada keterlibatan yang efek tif 
dan kreatif dari para guru serta staf sekolah, dan pengem ba
ngan kerja sama dan kerja tim yang efektif untuk memenuhi 
kebutuhan para siswa.



180

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab khusus da
lam meningkatkan sikap yang positif di seluruh masyarakat 
sekolahnya dan dalam mengatur kerja sama yang efektif an
tara guru kelas dan staf pendukung. Pengaturan yang tepat 
atas faktorfaktor pendukung mitra kerja dalam proses pendi
dikan seyogianya ditetapkan melalui konsultasi dan nego siasi.

Setiap sekolah seyogianya merupakan sebuah masyarakat 
yang secara kolektif bertanggung jawab atas keberhasilan 
ataupun kegagalan setiap siswanya. Tim pendidikan, bukan
nya guruguru secara individu, seyogianya berbagi tanggung 
jawab atas pendidikan anakanak penyandang kebutuhan 
khu sus. Orangtua dan relawan seyogianya diundang untuk 
me ngambil peran aktif dalam pekerjaan sekolah. Namun 
demi kian, guru memegang peran kunci sebagai manajer pro 
ses pendidikan, membantu anak melalui pemanfaatan ruang 
sumber yang memadai.

b.  Ketenagaan
Penyiapan semua personalia kependidikan secara tepat 

merupakan faktor kunci dalam mempercepat kemajuan ke 
arah terselenggarakannya sekolahsekolah inklusif. Lebih 
jauh penerimaan guruguru yang menyandang kecacatan 
ber  fungsi sebagai model peran (rolemodels) bagi anakanak 
pe  nyandang cacat agar semakin diakui keberadaannya.

Program pelatihan prajabatan bagi semua mahasiswa  
ke  guruan baik calon guru sekolah dasar maupun sekolah 
me  nengah, memberikan orientasi yang positif terhadap ke
ca  catan, dan dengan demikian akan mengembangkan pe
ma  haman tentang apa yang dapat mereka capai di sekolah 
de  ngan memanfaatkan layanan pendukung yang tersedia di 
da e rah masingmasing.

Pengetahuan dan keterampilan yang dituntut terutama 
adalah yang berkaitan dengan cara mengajar yang baik, ter
masuk cara melakukan asesmen kebutuhan khusus, meng
adap tasi isi kurikulum, memanfaatkan teknologi asis tif, me
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ng     individualisasikan prosedur pengajaran yang dise su ai   kan 
dengan kemampuankemampuan yang  terda pat pada diri 
anak, dan sebagainya. Di lembaga pendidikan guru (LP TK) 
per hatian khusus seyogianya difokuskan pada pe nyiapan se
mua guru untuk mempraktikkan otonominya dan me ne rap
kan keterampilannya dalam mengadaptasikan  kuri ku  lum 
dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa ser ta me
la kukan kerja sama dengan para spesialis dan bekerja sama 
dengan para orangtua.

Perlu dikembangkan keterampilanketerampilan yang 
di  perlukan untuk merespons kebutuhan pendidikan khusus 
men jadi bahan pertimbangan pada saat melakukan asesmen 
matakuliah dan pemberaian lisensi keguruan.

Berdasarkan prioritas, bahanbahan tertulis dipersiapkan 
dan seminarseminar diselenggarakan bagi para administra
tor daerah, pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk 
mengembangkan kapasitasnya sebagai pemimpin dalam bi
dang ini dan untuk mendukung dan memberi pelatihan ke
pada staf pengajar yang belum begitu berpengalaman.

Tantangan utama dalam memberikan pelatihan dalam 
dinas bagi semua guru adalah mempertimbangkan semua 
kon disi yang bervariasi, yang sering kali menyulitkan di tem
pat kerjanya. Pelatihan dalamjabatan, bila memungkinkan 
dikem bangkan di tingkat sekolah dengan cara berinteraksi 
de ngan pelatih dan didukung oleh pendidikan jarak jauh serta 
tek nikteknik pembelajaran mandiri lainnya.

Pendidikan spesialisasi dalam bidang kependidikan ke
butuhan khusus yang mengarah pada dimilikinya kualifikasi 
tambahan diintegrasikan atau didahului dengan pendidikan 
dan pengalaman sebagai guru reguler demi menjamin dikua
sainya berbagai pengetahuan yang saling melengkapi dan 
mem pertinggi mobilitas.

Pendidikan guruguru khusus perlu ditinjau ulang dengan 
tujuan agar mereka mampu bekerja dalam berbagai setting 
penyelenggaraan pendidikan dan agar dapat memainkan pe
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ran kunci dalam programprogram pendidikan kebutuhan 
khusus. Suatu pendekatan nonkategori yang mencakup se
mua jenis kecacatan dikembangkan sebagai ilmu umum pro
gram, sebelum mahasiswa mengambil spesialisasi dalam satu 
atau lebih jenis kecacatan tertentu.

Perguruan tinggi mempunyai peran advisoris utama da
lam proses pengembangan pendidikan kebutuhan khusus, 
terutama dalam bidang penelitian, evaluasi, penyiapan guru 
pelatih, serta merancang program dan bahan pelatihan. Ja
ringan kerja antara perguruan tinggi dan lembaga pen didikan 
tinggi di negaranegara maju dan negaranegara ber  kembang 
ditingkatkan. Menjalin jaringan penelitian dan pelatihan se
perti ini sangat besar artinya. Juga penting mem beri peran 
ke  pada penyandang cacat agar terlibat aktif dalam penelitian 
dan pelatihan tersebut untuk menjamin agar pan dangan
pan dangannya dapat menjadi bahan pertim bangan.

Satu masalah yang sering terjadi pada sistem pendidikan, 
termasuk sistem yang memberikan pelayanan pendidikan 
yang sangat baik kepada siswasiswa penyandang cacat, ada
lah tidak adanya model peran bagi para siswa tersebut. Siswa 
penyandang kebutuhan khusus membutuhkan kesempatan 
untuk berinteraksi dengan orang dewasa penyandang cacat 
yang telah mencapai keberhasilan agar mereka dapat meno
lakan gaya hidup dan aspirasinya pada harapanharapan 
yang realistis.

Di samping itu, siswa penyandang cacat diberi pelatih
an dan contoh tentang pemberdayaan penyandang cacat 
dan kepemimpinan agar mereka dapat membantu dalam 
perumusan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan
nya kelak. Oleh karena itu, sistem pendidikan seyogianya juga 
menerima guru dan tenaga kependidikan lainnya dari ka
langan penyandang cacat yang berkualifikasi, dan seyo gianya 
juga melibatkan individu penyandang cacat yang ber hasil dari 
daerah setempat dalam pendidikan anakanak pe nyandang 
kebutuhan khusus.
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7.  Pembinaan
Sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya, 

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu 
ada nya penyesuaian kualifikasi kompetensi personal yang 
terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan karakte
ristik pendidikan inklusif yang berbasis budaya lokal. Dalam 
praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif guru memiliki 
peran yang amat penting, untuk itu dalam pembinaannya 
juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

Secara umum proses pembinaan bagi guru dalam pendi
dikan inklusif dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, 
yaitu pembinaan prajabatan dan pembinaan dalam ja batan.

8.  Alternatif Model Pendidikan lnklusif
Kajian teoretis historis tentang konsep model layanan 

pen didikan yang memperhatikan aspek kebutuhan individu 
telah dilakukan oleh Sunardi (2002) sebagai berikut.

Perbedaan individu perserta didik sebenarnya telah mem
peroleh perhatian para pakar pendidikan pada awal Abad XX. 
Dalam the dalton plan yang cukup popular pada tahun 1920
an di Amerika serikat, Eropa, dan Uni Soviet (Lawry, 1987), 
mi salnya program pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu 
pro gram akademik dan program profesional. Materi program 
akademik disusun secara sekuensial, dan siswa belajar de
ngan kecepatan individual menurut kemampuannya. Ada
pun dalam program profesional semua anak belajar se  cara 
bersamasama. Konsep lain, the winnetka plan yang dikem
bangkan oleh Profesor Winnetka dari the City Uni versity of 
New York pada 1920an (Lawry, 1987), meng izinkan siswa 
belajar dengan kecepatan sendiri untuk matamata pelajaran 
membaca, menulis, berhitung di pagi hari, kemudian belajar 
kelompok untuk ilmu sosial, olahraga, atau kreativitas pada 
sore hari. Pada saat yang hampir bersamaan, dipengaruhi 
oleh pandangan.

Dewey, Kilpatrick mengembangkan the project method 



184

PENGANTAR PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS BUDAYA LOKAL

me nekan pemecahan masalah dan kebebasan siswa. Berbeda 
dengan materi sekolah konvensional, materi pembelajaran 
be rupa pemecahan masalah (lebih fungsional) dan siswa 
mempunyai kebebasan memilih permasalahan yang akan di
pelajari (Lawry, 1987).

Kecuali modelmodel di atas, sebenarnya banyak model 
yang mempunyai kesamaan asumsi dasar dan karakteristik 
utama, misalnya open education, progressive education, free 
education, open space education, integrated day plan, atau 
alternative school (Glaconia, 1987). Modelmodel ini mem
punyai karakteristik antara lain; (1) partisipasi anak dalam pe
netapan tujuan, (2) variasi dalam kurikulum, kegiatan bel ajar, 
dan media, (3) pemanfaatan ruang dan peralatan secara flek
sibel, (4) kebebasan anak memilih tugas guru, (5) jadwal tidak 
kaku, (6) pembelajaran individual dalam bentuk kelompok 
kecil, (7) kelas multiusia dan multikemampuan, (8) guru se
bagai narasumber pembimbing diagnosis, (9) ku rang banyak 
memanfaatkan testes konvensional, banyak me manfaatkan 
catatan guru, evaluasi lebih bertujuan untuk meng arahkan 
murid, banyak evaluasi diri oleh siswa, (10) pe ran anak dalam 
penetapan aturan kelas.

Secara metodologis konsep analisis historis teoretis di atas 
mempunyai andil besar dalam upaya mencari format model 
dalam pendidikan inklusif yang berbasis pada diffe rentiates 
education for this diversity.

Beberapa pertimbangan dalam pengembangan/adapta
si model pendidikan inklusif menurut UdvariSolner (1995), 
hendaknya mempertimbangkan halhal sebagai berikut; (1) 
pe milihan aransemen pembelajaran, (2) pemilihan format 
pel ajaran, (3) pengkajian strategi pengajaran sesuai dengan 
spe sifikasi siswa, (4) pemilihan tujuantujuan kurikuler untuk 
mengembangkan aransemen pelajaran, (5) perekayasaan fisik 
dan kondisi sosial kelas, (6) pengembangan modifikasi desain 
material, dan (7) pemilihan dorongandorongan natural dan 
supervisi.
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Sejalan dengan konsep hitoris teoretis serta beberapa per
timbangan di atas, selanjutnya dapat dikembangkan sua tu 
model pembelajaran yang dipandang memadai da lam pen
didikan inklusif. Gartner dan Lipsky, (1997) telah me ngem  
bangkan tiga model dalam pendidikan inklusif seba gai be
rikut.

Pertama, Model Konsultan (Consultant Model). Model ini 
dipandang cukup kompetibel dalam perspektif hukum yang 
berkaitan dengan populasi siswa dengan kebutuhan pen di
dikan khusus. Guru pendidikan khusus dilatih kembali agar 
dapat menguasai keterampilanketerampilan dalam me ng 
ajar bagi anakanak yang membutuhkan pendidikan khu
sus. Mereka diafiliasikan pada sekolah reguler dengan tu gas 
membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pro ses 
pembelajaran di kelas, pendekatan yang digunakan, tidak 
bersifat instruktif, tetapi secara luwes langsung dapat mem
berikan bantuan baik kepada guru reguler maupun kepada 
siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus yang 
oleh guru reguler dinyatakan mengalami kesulitan dalam bel
ajar sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jadwal per
temuan secara reguler dapat disepakat bersama dan dire ko
mendasikan pada sekolah.

Kedua, Model Tim (Teaming Model). Guru pendidikan 
khusus dilibatkan secara langsung dalam tim perencanaan 
mingguan dan mempunyai posisi sederajat dengan anggota 
tim lainnya. Materi yang dibahas dalam tim meliputi penye
lidikan informasi tentang siswa, penentuan strategi pembel
ajaran yang akan digunakan modifikasi ideide dalam pelak
sanaan asesmen, dan strategistrategi tingkah laku. Tim 
se  cara konsisten mengadakan pertemuan reguler bersama 
de ngan anggotanya. Model tim ini setiap anggota memiliki 
inde pendensi, namun komitmennya adalah keberhasilan 
 sis wa. Seluruh anggota tim bekerja bersama sesuai dengan bi
dang keahliannya, baik yang datang dari pendidikan umum 
maupun dari pendidikan khusus.
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Kelemahan dari model ini adalah bila terjadi resistensi 
antaranggota tim baik dalam implementasi maupun modi
fikasi, lamban dalam memberikan layanan terhadap siswa 
yang mengalami kesulitan, rasio/konsep guru terlalu tinggi 
bagi siswa, dan batas kewenangan antara guru gusus dan guru 
kelas.

Ketiga, Model Kolaborasi Guru-Bantu (Collaborative 
Co teaching Model). Penggunaan model ini, guruguru dari 
pendidikan umum dan pendidikan khusus bekerja bersama 
dalam mengajar siswa di dalam kelas baik ada atau tidak 
ada siswa yang berkelainan di dalam kelas. Keduanya berke
wenangan dalam perencanaan pembelajaran, pengalihan ke
cakan, asesmen, dan kedisiplinan. Para siswa memperoleh 
pe rencanaan akademik sesuai dengan usianya, dorongan la
yanan, dan kemungkinan modifikasi dalam pembelajaran. 
Model ini masalahmasalah dijadwalkan secara perinci, selalu 
dan secara terusmenerus diadakan komunikasi antara para 
guru, dan anakanak yang lemah mendapat pengajaran secara 
bersama atau modelmodel konsultan. Kerja sama dalam pe
ngajaran dapat diorganisasikan dengan cara, satu guru satu 
tugas, pengajaran secara paralel, pengajaran dengan batas 
materi/unit.

9.  Layanan Pendukung Eksternal
Tersedianya layanan pendukung merupakan faktor yang 

sangat penting bagi keberhasilan kebijakan pendidikan inklu
sif. Untuk menjamin agar layanan pendukung eksternal terse
dia bagi anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus pa
da semua tingkatan.

Layanan pendukung bagi sekolah reguler dapat disedia kan 
oleh lembaga pendidikan guru dan oleh staf sekolah khusus 
(SLB) yang sudah ditingkatkan kewenangannya. Sekolah khu
sus semakin banyak digunakan sebagai pusat sumber bagi 
sekolah biasa yang memberikan pelayanan langsung kepada 
anakanak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Baik 
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lembaga pendidikan guru maupun sekolah khusus dapat 
memberikan akses ke peralatan atau materi khusus serta pe
latihan dalam strategistrategi pembelajaran yang tidak ter
sedia di kelas reguler.

Layanan pendukung oleh narasumber dari berbagai 
lem baga departemen dan institusi, seperti tenaga BP, psi
ko  log pendidikan, ahli terapi bicara dan ahli terapi oku pa
sio nal, seyogianya dikoordinasikan di tingkat dae rah. Pe
nge lompokan sekolah telah terbukti sebagai strategi yang 
ber   manfaat dalam memobilisasi sumbersumber ke pen di
dik   an maupun keterlibatan masyarakat.  Kelompokke lom  pok 
sekolah tersebut dapat diserahkan tanggung jawab ko lektif 
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus sis  wasis
wa di daerah yang diberi keleluasaan untuk meng alo ka si kan 
sumbersumber yang diperlukan. Peng aturan  se ma cam ini 
se yogianya memanfaatkan tenaga nonkepen didikan juga. 
Me mang pengalaman menunjukkan, bahwa la yanan pen
di dikan akan sangat meningkat hasilnya apabila upaya yang 
le bih besar dilakukan untuk menjamin peng gu naan semua 
keahlian dan sumbersumber yang terse dia secara optimal.





A.  KUALIFIKASI PERSONAL

1.  Kepala Sekolah
a.  Tanggung Jawab dan Kewajiban

Dalam pandangan masyarakat kepala sekolah meru pa
kan jabatan mulia, oleh sebab itu siapa pun yang menjabat
nya akan menjadi figur panutan masyarakat sekitar utama nya 
dalam aspek moral, intelektual, kedisiplinan, kesederhana
an, dan toleransi sosial. Oleh sebab itu, kepala sekolah  le bih 
dipersepsi sebagai pemimpin sosial ketimbang pejabat struk  
tural, utamanya pada daerahdaerah nonperkotaan. Se  ba  gai 
pejabat struktural berarti mereka diangkat dan  dite tapkan 
oleh pemerintah, dengan kriteria tertentu yang ber sifat meng
ikat, dan sebagai pemimpin masyarakat mereka harus men
dapat legitimasi sosial di mana sekolah itu ber ada. Se cara 
in  tern kepala sekolah bertanggung jawab atas pe nyeleng ga ra
an kegiatan pendidikan, administrasi,  pembi naan tenaga ke
pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta  peme liha raan 
sarana dan prasarana (PP No. 28 Th. 1990 Ps 12 ayat 1). Ada
pun pada Pasal 23.3. menjelaskan tentang kewajiban ke pala 
sekolah, yaitu; menilai kurikulum, guru dan tenaga kepen di
dikan lainnya, serta sarana dan prasarana da lam  ling kungan 
satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tang

7
Kualifikasi Pembinaan 

dan Karier Personal dalam 
Pendidikan Inklusif
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gung jawabnya. Pada sisi lain sebagai pejabat publik (pe mim
pin masyarakat) padanya melekat tang gung jawab universal 
yang berlaku pada lingkungan se ki tar dan sesuai dengan bu
dayanya. Sudikin, Basrowi, dan Wiya ka (2003) menyatakan 
se  kurangkurangnya ada lima macam tanggung jawab.

Pertama, tanggung jawab pribadi, manusia sebagai in
dividu yang memiliki pribadi yang utuh harus bertanggung 
jawab terhadap dirinya. Pengingkaran terhadap tanggung 
ja wab pribadi dapat menyebabkan terjadinya konflik antara 
diri nya dan orang lain. Dengan demikian, dirinya sendiri yang 
kurang diperhatikan.

Kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga meru
pakan unit terkecil dari kelompok masyarakat. Sebagai ang
gota keluarga, seseorang harus bertanggung jawab terhadap 
keluarganya. Misalnya seorang kepala sekolah yang terlalu 
sibuk mengurusi sekolahnya dan kepada melupakan keluar ga
nya, maka dinyatakan sebagai tidak bertanggung jawab pada 
keluarga. Kondisi sebagaimana digambarkan tersebut pada 
gilirannya akan menimbulkan ketegangan yang dapat da pat 
merusak citranya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia ada 
lah makhluk sosial yang hidup di tengahtengah  masya ra kat. 
Setiap perbuatan seseorang harus dapat diper tang gung ja
wab kan kepada masyarakat. Misalnya, dalam salah satu kar
ya Abdul Muis yang berjudul Salah Asuhan. Tokoh Ha nafi 
yang semula menolak menggunakan pakaian adat dalam 
per kawinannya, namun kemudian ia mau memakai pakaian 
itu, alasan yang ia kemukakan karena ia merasa mempunyai 
tanggung jawab kepada masyarakat. Bagi seorang kepala se
kolah dasar, melupakan tanggung jawabnya terhadap ma
syarakat itu bisa berarti bencana pada dirinya. Dalam konsep 
school based management antara sekolah dan masyarakat itu 
digambarkan sebagai mitra. Oleh sebab itu, figur kepala se
kolah terhadap masyarakatnya haruslah mencerminkan ada
nya tanggung jawab timbal balik yang mengikat.
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Keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Se
bagai warga negara, setiap orang bertanggung jawab ter hadap 
bangsa dan negaranya. Kepala sekolah sebagai individu mem
punyai tanggung jawab yang sama sebagaimana warga negra 
lainnya. Sementara kepala sekolah sebagai pejabat struktural 
memiliki tanggung jawab secara khusus yang melekat pada 
jabatannya. Pengingkaran terhadap dua bentuk tanggung ja
wab yang melekat pada diri kepala sekolah terhadap bangsa 
dan negara bukan saja dapat merugikan pada dirinya, melain
kan juga pada peserta didik serta sekolah yang dipimpinnya.

Kelima, tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia adalah 
ciptaan Tuhan, sebagai konsekuensinya maka manusia harus 
berhamba dan tunduk kepada penciptaNya sebagai wujud 
tang gung jawab atas penghambaanNya. Jabatan kepala se
ko lah hendaknya juga dipersepsi sebagai karunia dari Tuhan. 
Untuk itu, figur kepala sekolah terhadap segala sesuatu yang 
dikerjakan sesuai dengan jabatannya tentunya akan diper
tang gungjawabkan kepada Tuhan pula.

b.  Kualifikasi
Sejalan dengan tanggung jawab dan kewajiban kepala 

sekolah sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka figur 
pe ngemban jabatan kepala sekolah haruslah memiliki kuali
fi kasi yang dapat memenuhi tuntutan tanggung jawab dan 
kewajibannya tersebut dalam konteks penyelenggaraan pen
di dikan inklusif. Kualifikasi pejabat kepala sekolah dapat di 
bedakan menjadi dua, yaitu;
Kepemimpinan
1. Memiliki wawasan dan tujuan yang jelas untuk perbaikan 

pendidikan.
2. Memiliki gagasan pembaruan dan mampu mengakomo

dasikan gagasan pembaruan lainnya.
3. Memiliki kemampuan memimpin dan mengelola sekolah.
4. Memahami filosofi dan konsep teori pendidikan inklusif 

uang berlaku universal.
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5. Memahami konsep nilai dan norma budaya lokal sebagai 
pijakan dalam pengembangan konsep dasar pen di dikan 
inklusi.

6. Memahami manajemen pengelolaan pendidikan inklusi 
berbasis budaya lokal.

7. Memahami model kurikulum, pendekatan pembelajar an, 
serta alat bantu yang diperlukan dalam pendidikan in
klusif berbasis budaya lokal.

8. Memiliki program, perencanaan, pengelolaan, dan pe
nilaian secara jelas dalam melaksanakan pendidikan in
klusif berbasis budaya lokal.

9. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dan bekerja 
sama dengan pihakpihak terkait dalam pelaksanaan pen
didikan inklusif berbasis budaya lokal.

Teknis dan Personal
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Pelayanan Mi

nimal (SPM).
3. Memiliki sifatsifat sebagai warga negara yang baik.
4. Memiliki etos kerja yang baik; disiplin, jujur, objektif, de

mokratis, transparansi, motivasi, dan tanggung jawab ter
hadap tugas.

5. Memiliki kepribadian yang menarik; hangat, harmonis, 
ter buka, kasih sayang, menolong, dan bijaksana.

6. Memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan ke
mam  puan yang sesuai dengan jabatannya.

7. Mampu menjabarkan konsep dasar pendidikan inklusif 
ber  basis budaya lokal dalam bentuk perencanaan, pro
gram, pengelolaan, dan penilaian yang jelas dan terukur.

8. Mampu mengoordinasikan mitra kerja yang berkaitan de
ngan pengembangan pendidikan inklusif berbasis bu daya 
lokal.

9. Mampu mengoordinasikan para ahli/prosfesional yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
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10. Mampu memberdayakan orangtua murid dalam proses 
pendidikan.

Sosial
Memiliki kemampuan membina dan mengembangkan 

in teraksi sosial dan jaringan kerja yang konstruktif dengan 
steak holder secara profesional.

1)  Kualifikasi Guru Reguler

Personal (Pribadi)
1.  Bertakwa kepada Tuhan YME.
2.  Memiliki sifatsifat sebagai warga negara yang baik.
3.  Memiliki kondisi fisik yang memungkinkan dapat melak

sanakan tugas secara optimal.
4.  Memiliki etos kerja yang baik; disiplin, jujur, objektif, de

mokratis, transparan, motivatif, dan tanggung jawab ter
hadap tugas.

5. Memiliki kepribadian yang menarik; hangat, harmonis, 
ter buka, kasih sayang, menolong, dan adil.

Profesional
1. Mampu menganalisis dan menjabarkan kurikulum.
2.  Menguasai bidang studi yang diajarkan.
3. Mampu membuat rencana pembelajaran.
4.  Mampu memilih dan mengembangkan materi pembel

ajaran yang akan diajarkan.
5.  Mampu melaksanakan penelitian sederhana/praktis 

(khu  susnya penelitian tindakan kelas).
6.  Memiliki wawasan dan kemampuan global.

Sosial 
Memiliki kemampuan untuk membina dan mengem

bang kan interaksi sosial dan jaringan kerja yang konstruktif 
dengan orangtua siswa, masyarakat maupun tenaga profesio
nal  lain nya.
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2) Kualifikasi Guru Khusus

Personal (Pribadi) 
1. Mampu memilih dan menggunakan metode pembelajar

an yang tepat.
2. Memiliki kemampuan berinteraksi/berkomunikasi secara 

efektif dan efisien.
3. Mampu mengembangkan media pembelajaran.
4. Mampu memilih dan menggunakan sumber belajar.
5. Memiliki kemampuan mengelola kelas (classroom ma

nagement).
6. Mampu mengembangkan alat dan dan melaksanakan pe

nilaian hasil belajar.
7. Memahami karakteristik siswa.
8. Mampu memberikan layanan bimbingan sederhana ke

pa da siswa dan orangtua siswa, baik secara individual 
maupun kelompok.

9. Mampu membaca dan memaknai hasil penelitian (khu
sus nya penelitian kependidikan).

10. Bertakwa kepada Tuhan YME.
11. Memiliki sifatsifat sebagai warga negara yang baik.
12. Memiliki kondisi fisik yang memungkinkan dapat melak

sanakan tugas secara optimal.
13. Memiliki etos kerja yang baik; disiplin, jujur, objektif, de 

mokratis, transparan, motivatif, dan tanggung jawab ter
hadap tugas.

14. Memiliki kepribadian yang menarik; hangat, harmonis, 
terbuka, kasih sayang, menolong, sabar, dan adil.

Professional
1. Mampu menganalisis dan menjabarkan kurikulum.
2.  Menguasai bidang studi/keahlian yang diajarkan.
3.  Mampu membuat rencana pembelajaran.
4.  Mampu memilih dan mengembangkan materi pembel

ajaran yang akan diajarkan. 
5. Mampu memilih dan menggunakan metode pembelajar
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an yang tepat.
6.  Memiliki kemampuan berinteraksi/berkomunikasi secara 

efektif dan efisien.
7. Mampu mengembangkan media pembelajaran.
8. Mampu rnemilih dan menggunakan sumber belajar.
9. Memiliki kemampuan mengelola kelas (classroom mana

gement).
10. Mampu mengembangkan alat dan dan melaksanakan pe

nilaian hasil belajar.
11. Memahami karakteristik siswa.
12. Mampu memberikan layanan bimbingan sederhana ke

pada siswa dan orangtua siswa, baik secara individual 
maupun kelompok.

13. Mampu membaca dan memaknai hasil penelitian (khu
susnya penelitian kependidikan).

14. Mampu melaksanakan penelitian sederhana/praktis 
(khu susnya penelitian tindakan kelas).

15. Memiliki wawasan dan kemampuan global.

Sosial
Memiliki kemampuan untuk membina dan mengem

bang kan interaksi sosial dan jaringan kerja yang konstruktif 
de ngan orangtua siswa, masyarakat, maupun tenaga profes
sio nal lainnya.

B. PEMBINAAN PERSONAL
Penyiapan semua personalia kependidikan secara tepat 

merupakan faktor kunci dalam mempercepat kemajuan ke 
arah terselenggaranya sekolahsekolah inklusif. Lebih jauh, 
penerimaan guruguru yang menyandang kecacatan yang 
dapat berfungsi sebagai model peran (role models) bagi anak
anak penyandang cacat semakin diakui pentingnya (UNESCO, 
1994). Pembinaan personal diarahkan pada peningkatan kua li
fikasi kompetensi personal ke arah yang lebih baik. Surach mad 
(1973) membagi kompetensi personal dalam tiga kate gori.
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Kompetensi profesional, artinya ia memiliki pengetahuan 
yang luas serta dalam subject matter (bidang studi) yang akan 
diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki 
pengetahuan konsep teoretis, mampu memiliki metode yang 
tepat serta mampu menggunakannya dalam proses belajar 
mengajar.

Kompetensi personal, artinya memiliki sikap kepribadian 
yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi 
bagi subjek, artinya lebih terperinci yaitu ia memiliki kepri
badian yang patut diteladani seperti yang dikemukakan oleh 
Ki Hajar Dewantoro, “ing ngarso sung tulodo, ing madyo ma
ngun karso, tut wuri handayani.”

Kompetensi sosial, artinya ia memiliki kemampuan ber
komunikasi sosial baik moral, sesama teman pendidik mau
pun kepala sekolah serta masyarakat luas. Kemampuan untuk 
memberikan pelayanan sebaikbaiknya, yang berarti meng
utamakan nilai kemanusiaan daripada nilai materiel.

1.  Pembinaan Prajabatan
Program pelatihan prajabatan (pradinas) bagi semua ma

hasiswa keguruan, baik calon guru sekolah dasar maupun 
sekolah menengah, haruslah memberikan orientasi yang po 
sitif terhadap kecacatan. Dengan demikian, akan me ngem
bangkan pemahaman tentang apa yang dapat mereka capai 
di sekolah dengan memanfaatkan layanan pendukung yang 
tersedia di daerah masingmasing. Pengetahuan dan kete
ram pilan yang dituntut terutama adalah yang berkaitan de
ngan cara mengajar yang baik termasuk cara melakukan 
ases  men kebutuhan khusus, mengadaptasi isi kurikulum, 
me   man faatkan teknologi asistif, mengindividualisasikan pro
se dur pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuanke
mam puan yang terdapat pada diri anak. Di lembaga pen di
dikan guru, perhatian khusus difokuskan pada penyiapan 
se mua guru untuk mempraktikkan otonominya dan mene
rap kan keterampilannya dalam mengadaptasikan kurikulum 
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dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa serta me
lakukan kerja sama dengan para spesialis, organisasi profesi, 
dan para orangtua.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada 
universitas mempunyai peran advisoris utama dalam proses 
pengembangan pendidikan kebutuhan khusus, terutama da
lam bidang penelitian, evaluasi, penyiapan guru pelatih, serta 
merancang program dan bahan pelatihan. Untuk itu, jaringan 
kerja antara universitas dan lembagalembaga pendidikan 
tinggi di negaranegara maju dan negaranegara berkembang 
utamanya dalam aspek penelitian dan pelatihan sangat besar 
artinya (UNESCO, 1994).

Di Indonesia, lembaga formal yang berkewajiban menyi
apkan tenaga pendidikan khusus adalah LPTKPLB yang ber
ada di bawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
Depertemen Pendidikan Nasional. Kiprah LPTKPLB dalam 
menyiapkan tenaga kependidikan PLB mengacu pada lima 
komponen paradigma baru pendidikan tinggi, yaitu: (1) Hasil 
dan kinerja pendidikan harus selalu mengacu pada kualitas 
yang berkelanjutan; (2) Kualitas yang berkelanjutan dapat 
dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan otonomi; 
(3) Otonomi pendidikan harus senapas dengan dan disertai 
oleh akuntabilitas (pertanggungjawaban) penyelenggaraan, 
kinerja dan hasil yang dicapai; (4) Akses masyarakat tehadap 
informasi tentang penyelenggaraan, kinerja, dan hasil yang 
dicapai diwujudkan melalui proses akreditasi; (5) Tindakan 
manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan 
dan perencanaan pendidikan adalah proses evaluasi.

Sejalan dengan paradigma baru pendidikan tinggi terse
but di atas, LPTKPLB mengemban tiga peran penting, yaitu 
sebagai lembaga pengembang ilmu dan teknologi, penye
leng gara pendidikan prajabatan (preservice training), dan pe
nyelenggara pendidikan dalamjabatan (inservice training), di 
bidang PLB.

Pertama, sebagai Lembaga Pengembang llmu dan Tek   no     
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logi dalam PLB, LPTKPLB harus menjadi wadah pe  ngem 
bangan ilmu dan teknologi dalam bidang PLB. Pe ngem    bangan 
ilmu dan teknologi selalu dimulai dari proses pe       nelitian. 
Oleh karena itu, LPTKPLB harus berperan juga  se   bagai 
lembaga penelitian. Lebih jauh LPTKPLB harus mam pu 
me lahirkan inovasiinovasi yang terkait dengan bi  dang ga
rap an pendidikan luar biasa yang meliputi: (1)  Gang   guan 
peng lihatan; (2) Gangguan wicara dan bahasa; (3)  Gang guan 
komunikasi; (4) Gangguan pendengaran; (5) Gang guan inte
lektual; (6) Gangguan motorik; (7) Gangguan kese hat an; (8) 
Gang  guan emosi dan tingkah laku; (9) Berbakat (gifted dan 
talented); (10) Berkesulitan belajar; (11) Autisme; (12) Ber ke
lain  an ganda. Sebagai lembaga pengembang ilmu PLB ma ka 
LPTKPLB perlu memiliki jaringan dengan berbagai lem  baga 
dan profesi termasuk antar berbagai LPTKPLB baik di dalam 
mau pun luar negeri.

Kedua, sebagai Penyelenggara Pendidikan Prajabatan, 
LPTKPLB. Berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi 
calon guru pendidikan khusus. Pendidikan prajabatan dibe 
ri kan kepada individu atau mahasiswa yang ingin menjadi 
 te naga kependidikan di bidang PLB. Adapun untuk meng iku
ti pendidikan prajabatan, seseorang diharuskan memenuhi 
per syaratan umum masuk perguruan tinggi dan persyaratan 
khu sus sebagai tenaga kependidikan PLB. Persyaratan umum 
men cakup hasil seleksi potensi akademik, kepribadian, dan 
ke sehatan sedangkan persyaratan khusus sesuai dengan ka
rakteristik khusus tugas di lapangan PLB yang ditentukan oleh 
LPTK PLB.

Ketiga, sebagai Penyelenggara Pendidikan dalam  Jabat an 
dan Pengembangan Profesi. Sistem pendidikan tenaga Ke
pen   didikan PLB hendaknya memungkinkan LPTKPLB  ti dak 
hanya menghasilkan tenagatenaga kependidikan PLB  te tapi 
juga mempertahankan, membina (maintenance) dan me
ning     katan kemampuan profesional tenaga kependidikan PLB 
di lapangan. Ini berarti, bahwa LPTKPLB harus memiliki hu 
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bung   an yang erat dengan organisasi profesi PLB,  peng am bil 
kebijakan, dan berbagai sekolah yang memberikan  pe layanan 
PLB bagi siswa yang membutuhkannya. PLB juga memiliki 
ke wenangan untuk menyelenggarakan program akta meng
ajar PLB bagi para guru bidang studi yang ingin me miliki ke
mampuan mengajar peserta didik yang memiliki kebutuhan 
khusus (students with special needs).

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kom
petensi yang harus dimiliki bagi guru yang bertugas mendidik 
siswa yang berkebutuhan pendidikan khusus, maka LPTK
PLB perlu mengupayakan segera membuka program S2 PLB 
di Indonesia. Miriam D S., (2002) menegaskan pertimbangan 
perlunya dibuka progran S2 PLB di Indonesia, yaitu:
1. Memenuhi kebutuhan guru yang di masa datang akan me

megang peran untuk memimpin atau menjadi penasihat 
dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif dan akrab.

2. Menyiapkan profesional dengan latar belakang akademis 
dan praktik agar dapat melakukan penelitian independen 
yang bermakna yang relevan dengan kebutuhan individu 
dalam lingkungan yang inklusif dan akrab.

3. Menyiapkan pendidik agar kompeten untuk memberikan 
bimbingan yang berorientasi sumber kepada guru re
guler, guru khusus, orangtua, dan mitra relawan lainnya. 
Serta bimbingan yang diperlukan untuk; (1) memahami 
kebutuhan anakanak, (2) penyesuaian metode mengajar, 
(3) kerja kelompok termasuk kemitraan dengan orangtua, 
dan (4) pengorganisasian dan pengaturan kelas.

Lebih lanjut dikemukakan agar pendidikan di universitas, 
fakultas, dan departemen dapat menjalankan peran mereka 
dalam proses menuju inklusi, mereka harus aktif terlibat da
lam pendidikan guru, penelitian, dan training para peneliti.

Pendidikan guru harus lebih terfokus pada pengguna dan 
harus lebih akrab siswa dan guru di sekolah, yang meliputi:
a. Memahami bagaimana anakanak belajar dan bagaimana 
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membantu mereka belajar lebih baik.
b. Belajar cara melakukan observasi berkesinambungan ter

hadap siswa.
c. Dapat melakukan pendidikan yang disesuaikan/dibe

dakan pada satu kelas.
d. Melakukan evaluasi diri menunjuk pada apa dan bagai

mana cara kita melakukan segala sesuatunya dibanding 
membebankan semua tanggung jawab pada siswa.

e. Penelitian difokuskan pada penelitian terapan, penelitian 
tindakan dan inovasi, dan pilihan pertanyaan penelitian 
harus lebih relevan terhadap lingkungan belajar yang ak rab 
dan inklusif dan juga lebih memfokuskan pada penemuan 
dan penggambaran kualitas daripada memfokuskan pada 
kuantitas dan hubungannya dengan statistik

2.  Pembinaan dalam Jabatan
Program pembinaan dalam jabatan (inservice training) 

adalah program pendidikan dan/atau pelatihan pada bidang 
yang relevan, yang diberikan kepada para guru yang sedang 
berdinas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penguasa an 
terhadap kompetensi yang dituntut (Dirjen Dikti Depdiknas, 
2001).

Pembinaan dalam jabatan dapat diberikan pada seluruh 
personal persekolahan, baik kepala sekolah, guru reguler, 
gu ru khusus, tenaga administrasi laboran maupun mitra se
kolah yang telah terikat kontrak kerja dengan lembaga atau 
sekolah tersebut. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh 
sehubungan dengan program inservice training, yaitu:
a. Pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

formal pada jenjang yang lebih tinggi, baik sebagai program 
penyetaraan maupun lanjutan. Para guru (reguler maupun 
khusus) yang belum mencapai jenjang pendidikan S1, 
harus didorong untuk mendapatkan kualifikasi S1 pada 
Jurusan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan umum 
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lain nya sesuai dengan materi yang menjadi tanggung 
ja wab yang diembannya. Hal penting yang perlu diper
hatikan dalam memilih jurusan pendidikan lanjutan 
ada lah kesesuaian dengan kebutuhan lembaga serta 
linieritas dengan jurusan yang semula telah diperolehnya. 
Pemilihan secara sembarangan dengan tujuan sekadar 
memenuhi kriteria batas kualifikasi minimal kesarjanaan 
tidak akan memberikan kontribusi yang sesuai dengan 
kebutuhan lembaga/sekolah di mana la bekerja.

b. Inservice training melalui programprogram penataran 
atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
maupun sekolah secara mandiri. Masalah yang perlu 
men dapat perhatian serius adalah bagaimana merancang 
suatu penataran yang sungguhsungguh sesuai dengan 
kebutuhan para guru di sekolah. Selain itu juga perlu ada 
koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit atau sek
tor yang samasama mempunyai misi peningkatan mutu 
guru melalui penataran. Kecuali itu juga perlu dicermati 
secara serius dampak dari penataran tersebut terhadap 
peningkatan mutu di sekolah. Kita sering melihat, bahwa 
penataran hanya sampai pada peningkatan kognitif atau 
pemahaman guru, tetapi tidak teraplikasikan dalam prak
tik mengajar di kelas. Hal ini mengisyaratkan, bahwa di
bu tuhkan suatu pengelolaan yang lebih sistemik dan 
profesional dari mulai perencanaan sampai kepada ana
lisis dampaknya terhadap peningkatan mutu pendi dikan.

c. Pembinaan dan pengembangan kompetensi melalui wa
dah kerja guru atau kepala sekolah yang telah tersedia, 
di antaranya adalah KKG (kelompok kerja guru), PKG 
(pe  nataran kerja guru), KKS (kelompok kerja kepala se
ko lah) atau apa pun nama wadahnya. Pengembangan 
kom petensi melalui wadah ini dianggap cukup efektif 
karena berjalan secara alami atas dasar kebutuhan dan 
permasalahan yang langsung dirasakan oleh guru/kepala 
sekolah. Tantangannya adalah perlu adanya narasumber 
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yang diharapkan dapat menjadi motor dan motivator 
pembaruan.

d. Program magang. Magang berarti mengikutsertakan guru 
pada guru lain pada waktu mengajar. Magang terutama 
ditujukan kepada guruguru yang masih baru (junior), 
dan orang yang diikuti magang seyogianya adalah guru 
yang sudah senior di mana kapabilitasnya sudah teruji.

e. Alih kepakaran. Alih kepakaran adalah kegiatan untuk 
men transformasi pengetahuan dan keterampilan dari pa
karpakar senior kepada guruguru junior. Alih kepa karan 
dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, diskusi, atau 
lokakarya yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu 
tertentu, misalnya dalam satu semester atau satu tahun 
ajaran.

f. Studi banding ke lembaga yang dipandang telah lebih ma
ju. Kegiatan studi banding dapat dilakukan antarlembaga 
sejenis baik yang berada pada daerah lain atau negara 
lain. Ini merupakan alternatif untuk menyerap berbagai 
pengalaman dalam upaya meningkatkan kinerja guru 
atau kepala sekolah. Hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam studi banding adalah adanya studi kelayakan 
pada lembaga yang akan dikunjungi. Sehingga benarbe
nar diyakini akan dapat memberikan nilai tambah baik 
pada sisi materi maupun motivasi. Di samping itu, aspek 
penyiapan alat/instrumen untuk menggali informasi ha
rus benarbenar diperhatikan, sehingga suara sumbang 
bahwa studi banding tidak lebih dari sekadar penyegaran 
yang bersifat rekreatif dapat dieliminasi.

3.  Materi Pembinaan
Dalam pendidikan inklusif di mana di dalamnya terdapat 

guru reguler dan guru khusus sebagai motor penggeraknya, 
masingmasing mempunyai tugas khusus sesuai dengan 
bidang yang diembannya. Namun lantaran mereka terlibat 
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dalam sebuah kerja tim mengajar (team teaching), maka me
reka harus benarbenar memahami tugas anggota timnya 
pada batasbatas minimun. Untuk itu materi pembinaan di 
samping yang berkaitan dengan pengembangan keahlian 
masing masing juga harus diberikan materi pengantar bagi 
anggota tim lainnya. Misalnya guru reguler perlu diberikan 
materi pengantar kePLBan (ortopedagogik), sementara guru 
khusus perlu diberikan pengantar pendidikan umum (ge ne ral 
pedagogic).

a. Materi bagi guru reguler

Materi lintas profesi
Bila guru reguler dianggap keahliannya di bidang pen

didikan umum, maka yang dimaksud materi lintas profesi 
adalah ilmu lain dari dalam tim pembelajaran di sekolah. Bagi 
guru reguler materi pengayaan yang harus dikuasai sekurang
kurangnya adalah kePLBan, utamanya agar dapat menjawab 
siapa, mengapa, dan bagaimana secara umum.

Materi Pengembangan Profesi
1. Materi bidang studi. Pelatihan bidang ini dimaksudkan 

agar guru reguler dapat meningkatkan materi bidang stu
di yang diajarkan. Dalam hal ini perlu dibedakan antara 
guru kelas dan guru bidang studi. Bagi guru kelas, yang 
biasanya memegang pada kelaskelas rendah (satu, dua, 
dan tiga) pelatihan materi bidang studi lebih bersifat 
pengayaan horizontal, sehingga memiliki variasi materi 
yang lebih beragam luas dan komprehensif. Sementara 
bagi guru bidang studi, materi bidang studi yang dilatih
kan lebih bersifat vertikal atau berupa penajaman pe
mahaman terhadap bidang studi tertentu yang menjadi 
tanggung jawabnya.

2. Materi yang terkait dengan metodologi pembelajaran. 
Pelatih pada bidang ini dimaksudkan untuk mening katkan 
kemampuan para guru reguler dalam melaksanakan 
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kegiatan pembelajaran. Subkajian yang perlu diberikan 
yakni; (1) pembuatan persiapan pembelajaran, (2) stra
te gi pembelajaran, termasuk di dalamnya berbagai pen
de  katan dan metode terbaru dalam pendidikan, (3) 
pe   ngembangan media pembelajaran, (4) penilaian pem
be l  ajaran serta pemaknaannya.

3. Materi yang terkait dengan pemahaman terhadap ke
mampuan, potensi, dan perilaku siswa. Topik relevan de
ngan materi ini yakni; (1) psikologi anak, (2) psikologi dan 
konseling perkembangan, (3) psikologi kepribadian

4. Materi tentang metodologi penelitian. Pelatihan ini di
maksudkan untuk memberi kemampuan kepada guru 
da  lam melaksanakan penelitian agar kinerjanya secara 
terusmenerus menjadi lebih baik. Topik relevan yang 
per  lu diberikan sekurangkurangnya adalah penelitian 
tin  dakan kelas.

5. Materi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi globali sasi. 
Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepe
kaan, wawasan, dan keterampilan guru dalam mengha da
pi pesatnya teknologi global. Topik kajian yang dianggap 
tepat yakni; (1) penggunaan bahasa Inggris, (2) teknologi 
informasi, seperti komputer, internet, dan (3) teknologi 
baru dalam pendidikan. Materi tersebut sekilas tidak ber
kaitan secara langsung dengan dunia pendidikan, tetapi 
di masa datang dunia pendidikan akan menjadi sa ngat 
tergantung padanya.

b. Materi bagi Guru Khusus
1. Materi bidang kekhususan. Pelatihan bidang ini di mak 

sudkan agar guru khusus dapat meningkatkan pe ma
haman, pengetahuan, serta keterampilannya pada bi
dangbidang kekhususan yang ditekuninya. Topiktopik 
materi aktual kekhususan yang relevan antara lain; (1) 
Orientasi Mobilitas (OM), (2) baca tulis Braille, (3) bina 
wicara, (4) komunikasi total, (5) psikometri, (6) binadiri, 
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(8) bina gerak dan irama, (9) kinestesi, (10) bina sosial, (11) 
remedial teaching, (12) strategi asesmen dan intervensi 
autistik, (13) strategi asesmen dan intervensi ADHD, (14) 
strategi asesmen dan intervensi anak berkesulitan belajar.

2. Materi yang terkait dengan metodologi pembelajaran. 
Pelatihan pada bidang ini dimaksudkan untuk  mening
katkan kemampuan para guru khusus dalam  melaksana
kan kegiatan pembelajaran/pelatihan. Subkajian yang 
per  lu berikan antara lain; (1) asesmen,  (2) penentuan pro
gram pembelajaran/pelatihan, (3)  strategi pembelajaran,  
ter ma   suk di dalamnya berbagai pende kat an dan  meto de 
ter  baru dalam pendidikan, (4) pengembangan me dia 
pem    bel  ajaran/pelatihan, dan (5) penilaian serta  pe   mak  
na  an nya.

3. Materi yang terkait dengan pemahaman terhadap ke
mam  puan, potensi, dan perilaku siswa. Topik relevan 
de  ngan materi ini yakni; (1) psikologi anak, (2) psikologi 
ALB, (3) psikologi dan konseling perkembangan.

4. Materi tentang metodologi penelitian. Pelatihan ini di
mak sudkan untuk memberi kemampuan kepada guru 
khu sus dalam melaksanakan penelitian agar kinerjanya 
secara terusmenerus menjadi lebih baik. Topik relevan 
yang perlu diberikan sekurangkurangnya adalah, pene li
tian tindakan kelas dan studi kasus.

5. Materi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi globa
lisasi.

 Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepeka
an, wawasan dan keterampilan guru dalam menghadapi 
pe satnya teknologi global. Topik kajian yang dianggap te
pat yakni; (1) penggunaan bahasa Inggris, (2) teknologi in
formasi, seperti komputer, internet, dan (3) teknologi baru 
dalam pendidikan khusus, seperti komputerisasi Bra il le. 
Materi tersebut sekilas tidak berkaitan secara lang     sung de
ngan dunia pendidikan, tetapi di masa da tang du nia pen
didikan akan menjadi sangat tergantung pa  da nya.
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C.  PEMBINAAN KARIER PERSONAL

1.  Pengertian
Secara umum, karier adalah serangkaian pekerjaan utama 

yang dijalankan oleh seseorang, sebelum, selama, dan setelah 
menduduki jabatan tertentu selama hidupnya (Dirjen Dikti 
Depdiknas, 2001). Dalam setting pendidikan yang dimaksud 
karier adalah serangkaian pekerjaan yang dijalani oleh sese
orang dalam jabatan kepala sekolah, guru, maupun jabatan 
lain dalam lingkup persekolahan, baik yang berstatus pe
ga wai negeri (PNS), maupun pegawai swasta. Selanjutnya, 
yang dimaksud dengan pengembangan karier adalah serang
kaian kegiatan yang direncanakan oleh organisasi sekolah 
dan instansi vertikal terkait untuk menciptakan dan mem be
rikan kesempatan kepada personal sekolah agar dapat mem
berdayakan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan 
yang dituntut untuk mencapai suatu tingkatan pekerjaan atau 
jabatan yang optimal dalam profesinya.

Pengembangan karier merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari keseluruhan upaya untuk mengembangkan 
profesi guru. Dalam pandangan ekonomi, setiap peningkatan 
karier sering dipersepsi sebagai peningkatan tingkat ekono mi. 
Namun hakikatnya lebih dari itu, sebab setiap peningkatan 
karier juga berarti peningkatan kualitas kerja, kepuasan kerja, 
dan kesejahteraan.

2.  Prinsip-prinsip/Prasyarat Pembinaan Karier
a. Pengembangan karier menyangkut dimensi yang luas, 

yaitu pengangkatan, penempatan, pengembangan, pro
mosi, mutasi, jaminan kesejahteraan, dan pember hen
tian. Untuk itu diperlukan adanya tatanan birokrasi admi
nis  tratif yang tidak rumit, transparan dan didukung oleh 
sis tem penyimpanan data yang rapi.

b. Perlu adanya penataan deskripsi tugas dan tanggung ja
wab yang jelas dan terukur, agar dapat mamacu gairah 
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peningkatan prestasi yang sehat.
c. Diperlukan adanya pengaturan jenjang kepangkatan 

yang jelas dan terukur serta dibarengi oleh adanya sistem 
peng gajian yang mencerminkan status kepangkatan yang 
signifikan. Hal ini penting untuk merangsang terjadinya 
kompetisi sehat dalam peningkatan karier, sebab disinya
lir rendahnya interval gaji antarkepangkatan membuat 
gu ru enggan untuk meningkatkan kariernya.

d. Pengaturan jam kerja wajib antara guru reguler dan guru 
khusus perlu ditata tidak hanya berdasarkan rentang 
peng gunaan waktu saja, tetapi dimensi penghargaan ke
ahlian profesi perlu diperhitungkan. Sebagai ilustrasi da
lam sebuah tim kerja pembangunan rumah/gedung, an
tara tukang batu yang keahliannya diperoleh secara tidak 
formal dan tukang listrik yang keahliannya di peroleh me
lalui pendidikan formal, tentunya akan sangat tidak adil 
bila bentuk penghargaannya disamakan.

e. Harus ada peraturan tentang alur karier guru (carrier path) 
serta insentif yang menyertainya secara jelas dan objektif 
yang didasarkan pada pertimbangan prestasi (kinerja) 
pro fesional. Misalnya, tentang jenjang dan persyaratan 
kenaikan pangkat dan jabatan.

f. Peraturan tentang kenaikan pangkat dan penghitungan 
angka kredit dibuat sesederhana mungkin namun ti dak 
meninggalkan asas profesionalisme dalam upaya me
ning katkan karier dan wibawa guru. Beberapa indikator 
yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

 (1) Unsur birokrasi, hendaknya dibuat ditata seseder ha na 
mungkin sehingga memperkecil peluang terjadinya 
kebijakan yang bersifat nonteknis baik oleh petugas 
administratif maupun penentu kebijakan. Hal ini ti
dak berarti penyederhanaan tuntutan kualifikasi pro
fe sional. Tetapi saluran proses itu hendaknya da pat 
dipantau oleh siapa saja yang berhak.
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 (2) Sasaran penilaian hendaknya lebih ditekankan pada 
indikator profesi sebagai seorang guru yang berkaitan 
dengan tugasnya. Indikatorindikator yang bersifat 
suplemen administratif yang cenderung subjektif se
baiknya dihilangkan, tetapi indikator yang benarbe
nar menyangkut kualifikasi keahlian profesi objek tif 
dapat ditingkatkan. Hal ini perlu mendapat perhati
an serius agar tingkat profesional dan wibawa guru 
benarbenar dapat ditingkatkan. Sehingga pandangan 
terhadap kepangkatan guru selama ini cenderung 
tidak menggambarkan tingkat profesionalitas sedikit 
demi sedikit dapat dihilangkan, sekaligus membangun 
citra guru yang sedang terpuruk.

 (3)  Kriteria penilaian hendaknya juga dibuat sesederhana 
mungkin, sehingga setiap guru dapat menyusun dan 
mengajukan sendiri kenaikan pangkatnya, tanpa ha
rus menggunakan jasa dari pihak lain. Sistem peni
laian yang ada saat ini masih dipandang berbelitbe
lit dan rumit sehingga kesan keterpenuhan kaidah 
ad ministratif statistika lebih diutamakan ketimbang 
kaidah makna dan isi.



Peserta didik berkebutuhan khusus dalam setting sekolah 
inklusi di samping memperoleh materi pendidikan re

guler, mereka juga diberikan layanan khusus sesuai dengan 
kebutuhan khususnya. Pada bahasan ini pemilahan layanan 
kekhususan yang akan disajikan tidak didasarkan pada jenis 
kecacatan/kelainan yang disandang peserta didik. Namun le
bih ditekankan pada jenis kekhususan yang dibutuhkannya. 
Asumsi yang melandasi, bahwa penekanan pada jenis keca
catan cenderung membuka peluang terjadinya stigma keca
catan yang tidak mencerminkan nilai pedagogis, bahkan cen
derung berbau labeling yang pada gilirannya justru merugi kan 
bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri. Pada sisi 
lain, bila dicermati secara arif akan ditemukan bahwa tidak se
lamanya jenis kecacatan yang berbeda selalu membutuhkan 
layanan yang berbeda pula.

Ada kalanya jenis kecacatannya berbeda tetapi sebenar
nya memiliki kebutuhan khusus yang sama. Sebagai contoh: 
anak tunagrahita, cerebral palsy, autistik maupun anak tuna
netra, sebenarnya juga membutuhkan layanan bina bicara se
bagaimana anak tunarungu. Begitu pula dengan layanan bina 
diri, sesungguhnya tidak hanya untuk anak tunagrahita saja, 
tetapi jenis kecacatan yang lain (seperti: tunanetra, tuna daksa, 
maupun autistik) juga membutuhkan layanan bina diri.

8
Layanan Khusus dalam 

Pendidikan Inklusif
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Terjadinya interseksi kebutuhan khusus sebagaimana di  
gambarkan di atas mempertegas, bahwa pengelompokkan 
ber dasarkan jenis kecacatan hakikatnya tidak mencermin kan 
kekhususan kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain dapat 
dinyatakan bahwa jenis kecacatan tidak secara langsung 
menggambarkan kebutuhan khususnya. Bila dicermati lebih 
mendalam lagi ada kalanya anak “normal” pun membutuhkan 
layanan khusus sebagaimana anak cacat, namun volume, va
riasi, dan tingkat kedalamannya yang mungkin berbeda.

Adalah kenyataan, bahwa terlalu menitikberatkan pada 
jenis kecacatan dalam konteks layanan pendidikan belum 
men jawab kebutuhan khusus yang diperlukan bagi mereka 
(anak berkebutuhan pendidikan khusus). Oleh sebab itu, su
dah waktunya dalam praktik penyelenggaraan pendi dik an 
paradigmanya lebih menekankan pada dimensi “kebu tuh
an khusus peserta didik” bukan jenis kecacatan yang disan
dangnya.

Merujuk pada pertimbangan di atas, maka dalam sistem 
pendidikan inklusif fokus layanan pendidikannya bukan di
tekankan pada jenis kecacatan, melainkan pada kekhususan 
la yanan agar semua peserta didik memperoleh kesempatan 
untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya se cara 
optimal. Pengertian potensi diri dalam pandangan umum 
sering diidentikkan dengan kemampuan kognitif seba  gai ma
na terwakili dalam bentuk pelajaran akademik.  Semen  tara 
ke butuhan khusus selalu hanya disejajarkan dengan ke
khu  susan jenis kecacatannya (seperti: orientasi mobi litas = 
tuna netra, bina bicara = tunarungu, binadiri = tuna grahita). 
Im plikasi terhadap pandangan tersebut maka mun cul pan
dang an yang bersifat parsial, yang cenderung menye derha
na kan permasalahan maupun kebutuhan khusus yang sebe
narnya.

Kebutuhan khusus anak dalam sistem pendidikan inklusif 
menggambarkan keutuhan pengembangan potensi anak baik 
dalam bidang akademik maupun nonakademik. Namun da
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lam tataran awal kekhususan kebutuhan peserta didik yang 
perlu mendapatkan perhatian serius berorientasi pada aspek 
bahasa dan komunikasi, sensomotorik dan mobilitas, perilaku, 
akademik dan kreativitas, serta vokasional. Selanjutnya secara 
terbatas dapat dideskripsikan menjadi bidangbidang kajian 
atau bidangbidang keahlian khusus yang akan dibahas pada 
pembahasan di bawah ini.

A.  ORIENTASI DAN MOBILITAS
Orientasi merujuk pada proses penetapan posisi diri 

dalam hubungannya dengan objek lain pada suatu lingkungan 
tertentu. Adapun mobilitas lebih merujuk pada proses 
perpindahan posisi dan tempat, atau proses perpindahan po
sisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas merupakan 
suatu kemampuan kesiapan untuk memudahkan bergerak 
dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas adalah proses 
perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan te
pat, cepat, dan aman. Misalnya, seorang tunadaksa yang tidak 
dapat menggerakkan kakinya karena lumpuh, maka untuk 
melakukan mobilitas mereka masih dapat menggunakan 
kur si roda untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu pula bagi 
tunanetra, perpindahan tempat mengundang banyak ri siko 
atau dapat membahayakan dirinya. Mereka tidak akan mam
pu melakukan orientasi dan mobilitas dengan baik tan pa 
adanya pendampingan atau telah mendapatkan latihan se
cara khusus.

Dalam kenyataannya tidak semua anak dengan sendirinya 
dapat melakukan perbuatan tersebut secara tepat dan aman, 
apalagi bagi penyandang tunanetra, masalah orientasi dan 
mobilitas menjadi persoalan serius yang membutuhkan pem
binaan dan pelatihan secara serius pula.

Antara orientasi dan mobilitas bersifat saling melengkapi 
satu dengan lainnya, artinya orientasi tidak berhasil tanpa 
adanya mobilitas, sebaliknya mobilitas juga tidak akan da
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pat dilakukan tanpa adanya penguasaan orientasi yang baik. 
Untuk itu antara orientasi dan mobilitas selalu muncul secara 
berdampingan. Sekalipun kedua istilah tersebut memiliki 
makna yang berbeda tetapi sering dianggap sebagai satu ak
ronim yang memiliki makna spesifik.

Setidaknya terdapat tiga tujuan dalam pelatihan orien
tasi dan mobilitas, yaitu; (1) mengetahuai posisi diri, (2) 
me  ngetahui tujuan dan posisi objek di sekitar kita, dan (3) 
me ngetahui bagaimana cara untuk mencapai tujuan objek 
tertentu. Setidaknya terdapat tiga prinsip utama dalam pe
lak  sanaan orientasi dan mobilitas yaitu; (1) di mana saya se
karang berada?, (2) di mana tempat tujuan kita?, dan (3) ba
gaimana saya dapat sampai ketujuan?

Sarana dalam orientasi dan mobilitas dapat berupa makh
luk hidup seperti; orang awas, anjing penuntun (guide dog), 
maupun benda hidup lainnya yang dapat mengisyaratkan 
tentang posisi suatu suatu tempat. Serta alat Bantu yang be
rupa benda, seperti; tongkat putih baik yang konvensional, 
magnetik maupun elektronik, serta alat bantu elektronik khu
sus seperti The Lindsya Russel Model E pathsounder. Alat ini 
semacam kotak pendeteksi rintangan dengan gelombang so
nar yang dapat menunjukkan arah dan posisi.

Teknik pendamping awas merupakan teknik mobilitas 
yang aman, murah, dan menyenangkan. Akan tetapi, ada 
ke  cenderungan orang awas jika akan mengajak tunanetra 
de  ngan cara yang kurang benar yaitu menarik tangan anak, 
se hingga menimbulkan kesukarankesukaran bagi kedua be
lah pihak, untuk itu hendaklah mempelajari cara atau tek nik 
pendamping awas. Misalnya, teknik mengontak dengan me
nyen tuh tangannya atau ucapan kata. Cara memegang pen
damping awas di atas siku dan lain sebagainya.

Pelaksanaan teknik pendamping awas meliputrti: (1) Tek
nik dasar pendamping awas; (2) Teknik melewati jalan sem
pit; (3) Teknik melewati pintu tertutup; (4) Teknik memin
dahkan pegangan tangan; (5) Teknik berbalik arah; (6) Teknik 
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duduk kursi; (7) Teknik naik tangga; (8) Teknik turun tangga; 
(9) Teknik memasuki kendaraan/mobil; dan (10) Teknik me
nerima atau menolak ajakan.

Adapun teknik melindungi diri antara lain: 1) teknik le
ngan menyilang di atas, 2) teknik lengan menyilang di bawah, 
3) teknik merambat, 4) teknik kombinasi, 5) teknik tegak lurus 
dengan benda, dan 6) teknik mencari benda jatuh.

B. MENULIS BRAILLE
Bagi penyandang ketunanetraan untuk keperluan pendi

dikannya sangat membutuhkan penguasaan terhadap tulisan 
braille. Dengan menggunakan huruf braille penyandang ke tu
nanetraan dapat membaca dan menulis secara lancar se per ti 
anak awas yang menggunakan huruf latin.

Pembentukan hurufhuruf braille disusun berdasarkan 
pola enam titik timbul dengan posisi tiga titik vertikal dan dua 
titik horizontal (seperti pada kartu domino).

Titiktitik tersebut diberi nomor tetap 1, 2, 3, 4. 5, dan 6 
pada posisi sebagai berikut:
1.  • • 4
2.  • • 5
3.  • • 6

Posisi titiktitik di atas adalah posisi huruf braille yang 
dibaca dari kiri ke kanan. Huruf braille terdiri dari satu atau 
kombinasi beberapa titik tersebut. Dengan bantuan no mor 
dari titik, maka suatu huruf dapat dinyatakan dengan me
nyebutkan nomor dari titiktitiknya seperti contoh berikut: 

(a) Titik 1 (dibaca satu)

O .

.

.
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(I) Titik 1 – 2  3

O .

O .

O .

(P) Titik 1 – 2 – 34

O O

O .

O .

(W) Titik 1 – 4 56

O O

. O

. O

Untuk keperluan menulis dengan reglet digunakan citra 
cermin dari bentuk di atas dan ditulis dari kanan ke kiri de
ngan nomor yang sama sebagai berikut:

4 .. 1
5 .. 2
6 .. 3

Dengan demikian posisi titiktitik pada contoh di atas 
men jadi sebagai berikut:

(a) Titik 1 

. O

. .

. .
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(B) Titik 1  2

. O

. O

. .

(L) Titik 1 – 2  3

. O

. O

. O

(P) Titik 1  2 – 3 4

O O

. O

. O

(W) Titik 2 – 4 56

O .

O O

O .

Abjad Braille
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Bilangan braille dalam angka Arab ditulis dengan meng
gunakan sepuluh abjad braille pertama (a  j) yang didahului 
tanda angka (titik 3456). Bilangan yang terdiri dari dua 
angka atau lebih ditulis dengan satu tanda angka saja yang 
diletakkan di depan angka pertama, termasuk dua bilangan 
atau lebih yang dirangkaikan dengan tanda hubung.
 

C.  BINA BICARA
Latihan bina bicara merupakan salah satu bentuk pro

gram layanan khusus yang diberikan kepada anakanak yang 
mengalami gangguan atau hambatan dalam bahasa khusus
nya aspek keterampilan berbicara. Program bina bicara dibe
rikan guna memberikan dukungan bagi pengembangan as pek 
akademik di sekolah. Program dilaksanakan sesuai dengan 
waktu yang dialokasikan secara khusus yang dilaksanakan 
oleh tenaga yang memiliki kualifikasi kompetensi khusus di 
bidang pengembangan bicara. Program latihan diberikan se
cara bervariasi sesuai dengan spesifikasi gangguan atau ke
terlambatan perkembangan bicara siswa.

Tujuan, bina bicara diberikan pada peserta didik dengan 
maksud agar: (1) Agar anak dapat mengucapkan semua suara 
ucapan yang diperlukan untuk percakapan seharihari; (2) 
Dapat berbicara dengan suara ucapan yang betul, jelas, dan 
lancar; (3) Agar anak dapat berkomunikasl secara lisan baik 
di dalam masyarakat tunarungu maupun dalam masyarakat 
mendengar; dan (4) Dapat berkonsentrasi sehingga dengan 
sadar mengucapkan kata atau kalimat dan dapat mengerti 
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kesalahankesalahan yang harus diperbaiki.
Prose, proses penyadaran sekaligus latihan artikula si; ( 1) 

mengamati; (2) mendengarkan; (3) merasakan getaran; dan 
(4) merasakan aliran napas                 

Pendekatan, meliputi; (1) pendekatan natural; (2) pen
dekatan oral structural; (3) pendekatan dengan metode re
fleksi

Lingkup latihan, antara lain; (1) latihan otot velum, (2) 
kerja sama antara otot velum dan otot artikulasi, (3) latihan 
lidah bibir, (4) latihan konsonan, (5) latihan vokal, (6) latihan 
perbaikan suara dan irama, (7) latihan untuk mencegah 
glottal stop.

Metode, antara lain dengan menggunakan pendekat an; 
(1) kata lembaga, (2) suara ujaran, (3) babbling, (4) akustik, (5) 
konsentrik; dan (6) TVA.   

Sarana, yang dapat digunakan antara lain; (1) lambang 
tulisan, (2) gambar, (3) benda.                     

D.  BINA PERSEPSI BUNYI
Bina persepsi bunyi dalam pendidikan luar biasa diarah

kan pada upaya memberikan dorongan anak yang mengalami 
gangguan pendengaran untuk dapat mengoptimalkan pe
manfaatan sisa kemampuan mendengar yang mereka miliki 
dalam komunikasi. Melalui latihan bina persepsi, bunyi di
harapkan anak mampu menghayati adanya bunyi atau suara 
di sekitarnya.
1.  Tujuan
 Bina persepsi bunyi dimaksudkan untuk: (1) Memperkaya 

kehidupan emosi anak tunarungu; (2) Memperhalus dan 
pengendalian motorik mereka, sehingga gerak tubuh dan 
suara pun semakin terkendali; (3) Meningkatkan kete
ram pilan bicara dan baca ujaran mereka; (4) Mengem
bangkan kemampuan berbahasa; dan (5) Meningkatkan 
ke mampuan berkomunikasi dengan sesama.
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2.  Ruang lingkup
 Lingkup bina persepsi bunyi meliputi: (1) Deteksi bunyi, 

(2) Diskriminasi bunyi; (3) Pengenalan bunyi; (4) ldenti
fikasi bunyi; dan (5) Pemahaman bunyi.

3.  Pendekatan
 Pendekatan dalam proses layanan menggunakan: (1) La

tihan mendengar pasif; (2) Latihan mendengar kelom pok; 
dan (3) Latihan mendengar bahasa/menyimak.

4.  Metode
 Metode yang lazim digunakan dalam latihan bina persepsi 

bunyi antara lain metode; (1) Permainan; (2) Pemberian 
tu gas; (3) Demonstrasi; dan (4) Observasi.

E.  KOMUNIKASI TOTAL
Dalam pendidikan luar biasa istilah komunikasi total 

(kom  tal) bukan hal asing lagi terutama dalam pendidikan 
anakanak tunarungu. Konsep komtal menunjuk pada kese
luruhan spektrum dari modus bahasa, yakni isyarat yang di
buat anak, isyarat baku, bicara, membaca ujaran, menulis 
dan sisa pendengaran (Denton: 1970). Kekeliruan yang layak 
ter  jadi masyarakat komunikasi total sering dipahami sebagai 
bahasa isyarat.

Sistem komunikasi total lazimnya digunakan dan diajar
kan pada anakanak yang tergolong mengalami gangguan 
pendengaran (tuli/tunarungu). Beberapa alasan digunakan 
sistem komunikasi total dalam pendidikan anak tunarungu, 
yaitu sebagai berikut:
1. Anak tunarungu berhak atas pelayanan yang sesuai de

ngan kondisi fisiknya. Dengan adanya gangguan  da lam  
pendengaran mereka selayaknya digunakan me dia ko mu
nikasi yang digunakan tidak terlalu menunut pema kai an 
indra pendengaran. Anak tunarungu berhak me  nentukan 
media komunikasi mana yang dipandang se  suai bagi di
rinya.
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2. Kecenderungan konsep pendidikan modern yaitu adanya 
upaya memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan 
kondisi individual peserta didik. 

3. Penggunaan abjad jari dan bahasa isyarat memperkecil 
ke ga galan anak tunarungu dalam berkomunikasi. Ke ber
hasilan mereka dalam pada setiap kali mereka berko mu
nikasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri.

Komponen-komponen komunikasi total meliputi:
1.  Berbicara, yaitu kemampuan menyatakan ide (pikiran, 

perasaan, gagasan, dan kehendak) dengan bahasa lisan 
(oral) secara fasih sehingga mudah dipahami lawan bi
cara.

2.  Berisyarat, yaitu keterampilan menyatakan ide (pikiran, 
perasaan, gagasan, dan kehendak) dengan bahasa isyarat.

3.  Mengejajari, yaitu kemampuan menyatakan ide (pikiran, 
perasaan, gagasan, dan kehendak) dengan abjad jari.

4.  Membaca ujaran, yaitu kemampuan menangkap ide (pi
kiran, perasaan, gagasan, dan kehendak) yang disam pai
kan dengan bahasa lisan.

5.  Mendengar, yaitu kemampuan menangkap ide (pikiran, 
perasaan, gagasan, dan kehendak) yang disampaikan se
cara lisan.

6.  Membaca, yaitu kemampuan menangkap ide (pikiran, 
pe rasaan, gagasan, dan kehendak) yang disampaikan me
lalui tulisan.

7.  Mengarang atau menulis, yaitu kemampuan menyatakan 
ide (pikiran, perasaan, gagasan, dan kehendak) dengan 
bahasa tulis.

F. BINA DIRI
1.  Pengertian

Di dalam pendidikan bina diri bagi anak berkebutuhan 
khusus, khususnya untuk anak tunagrahita, terdapat tiga is
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ti lah, yaitu; mengurus diri atau merawat diri (self care), me
nolong diri (self help), dan kegiatan seharihari atau activities 
of daily living (ADL).

Semula ADL diterjemahkan dengan, “Kegiatan Hidup 
Seharihari”, kemudian kata hidup dihilangkan, karena kata 
kegiatan itu sudah mengandung unsur hidup.

Menurut Ny. F. Senduk Lew, dalam Buklet No. 45, me
ngatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan mengurus 
diri sendiri yakni, “keterampilan seperti membersihkan ba
gian badan (mencuci tangan dan kaki, menggosok gigi), me
nyisir rambut, mengenakan pakaian, makan, minum dan lain 
se bagainya”.

Apa yang dimaksud di atas merupakan contohcontoh 
dari kegiatan seharihari atau mengurus diri sendiri. Pada 
dasarnya yang dimaksud kegiatan seharihari yakni, kegiatan 
yang dilakukan secara sadar oleh manusia dalam kehidupan 
seharihari.

2.  Tujuan
Tujuan pendidikan bina diri diberikan di SLB/C sebagai 

berikut:
a. Agar anak dapat hidup wajar dan mampu menyesuaikan 

di ri di dalam keluarga, teman sebaya baik di sekolah mau
pun di masyarakat.

b. Agar anak dapat menjaga kebersihan dan kesehatan di
rinya sendiri tanpa bantuan orang lain.

c. Agar anak dapat mengurus keperluannya sendiri dan da
pat memecahkan masalah sendiri.

d. Agar anak dapat membantu orangtua dalam mengurus 
rumah tangga, baik dalam kebersihan, ketertiban, mau
pun pemeliharaan.

e. Agar anak mampu berpartisipasi dalam menciptakan ke
hidupan keluarga yang sejahtera.
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3.   Teknik Pendekatan
Mendidik dan melatih bina diri, anak tunagrahita ber beda 

dengan melatih bina diri anak tuna netra. Anak tunanetra 
mempunyai kecerdasan ratarata normal sedang anak tuna
grahita mempunyai kecerdasan di bawah ratarata.

Tetapi jika latihan itu dilaksanakan secara terusmenerus, 
kemungkinan besar mereka akan memiliki kecakapan dan ke
terampilan, walaupun keterampilan itu sangat sederhana.

Berhasil tidaknya latihan itu tergantung dari beberapa 
faktor antara lain: fasilitas, metode, dan pendekatan yang di
pilih, bila dapat memilih pendekatan dan metode yang tepat, 
akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Teknik pendekatan yang diterapkan dalam pendidikan 
bina diri adalah bersifat perbaikan tingkah laku atau dikenal 
dengan Modifikasi Perilaku. Teknik pendekatan tersebut, an
tara lain:
a. Baseline yaitu: Kemampuan yang dimiliki anak sebelum 

mendapat perlakuan dari latihan bina diri.
b. Kriteria yaitu: Sejumlah tujuan yang harus dicapai dalam 

satu pertemuan, yang ditetapkan oleh guru.
c. Reinforcement yaitu: Perangsang yang diberikan oleh gu ru 

kepada anak, dengan segera setelah anak melakukan se
suatu tugas yang dikehendaki oleh guru.

G.  TERAPI OKUPASI

1.  Pengertian
Terapi berasal dari bahasa Inggris, therapy yang ber

arti penyembuhan, pengobatan jasmani. Pengertian ini ber
kembang, bahwa terapi bukan saja membahas pengobatan 
jasmani saja, melainkan mengarah pada penyesuaian diri dan 
fungsi berpikir. Jadi, fungsi terapi adalah untuk menolong 
individu, agar mencapai perkembangan fisik, intelektual, so
sial, dan emosi secara optimal.
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Adapun telah dijelaskan mengenai okupasi adalah ke
sibukan atau pekerjaan. Sehingga terapi okupasi adalah usaha 
penyembuhan dengan melalui kesibukan atau pekerjaan ter
tentu. Istilah kesibukan memberi arti penting dalam me la
kukan terapi okupasi, mengingat adanya individu yang me
miliki kemampuan yang sangat rendah baik dalam segi fisik, 
intelektual, sosial, dan emosi.

Menurut pendapat Ning Suyoto (dalam Astati, 1995), me
ngemukakan: Occupational Therapy diartikan pengobat an/ 
penyembuhan yang bersifat melalui pemulihan dari kon disi 
sakit, kondisi cacat, kondisi tak mampu menjadi mampu me
lalui pendekatan kegiatan dan kesibukan kerja.

2.  Tujuan
Tujuan terapi okupasi yakni:

a. Pemulihan fungsional mencakup fungsifungsi persen
dian, otototot, serta kondisi tubuh umumnya.

b. Latihanlatihan prevokasional yang memberikan peluang 
persiapan menghadapi tugas, pekerjaan yang lebih sesuai 
dengan kondisinya.

c. Diversional, menghindari neurosis dan memelihara men
tal.

3. Ruang Lingkup Terapi Okupasi    
Bagi Anak Tunagrahita

a.   Kemampuan Gerak Kasar 
b.   Kemampuan Gerak Halus 
c.   Kemampuan Persepsi
d.   Kemampuan Mengurus Diri atau Bina Diri 
e.   Kemampuan Berkomunikasi
f.   Kemampuan Sosialisasi dan Emosi
g.   Kemampuan Vokasional dan Kesibukan
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H.  TERAPI BERMAIN

1.  Pengertian
Bermain merupakan kegiatan spontan yang biasa dila ku

kan oleh anak. Maksudnya tidak ada peraturan yang meng ikat 
atau membutuhkan syaratsyarat tertentu. Bermain mem beri 
peluang kepada anak untuk berkembang dengan baik tanpa 
melalui peraturan yang ketat.

Menurut Elizabeth Hurlock (1994), mengemukakan: Ber
main (play) adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk ke
senangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan 
hasil akhir. Sebagai contoh dapat kita lihat anak kecil bermain 
tidak ada unsur paksaan dan tidak kenal waktu dan tidak ada 
yang menjadwalkan bahwa ia harus bermain pada waktu yang 
telah ditetapkan. Bermain merupakan cara yang wajar untuk 
mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial.

Telah dikemukakan, bahwa terapi adalah usaha penyem
buhan atau pengobatan untuk menolong individu agar men
capai perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial se
cara optimal. Terapi bermain adalah usaha penyembuhan 
un tuk mencapai perkembangan hahal di atas secara optimal 
dengan bermain sebagai medianya.

2.  Tujuan Terapi Bermain
a. Mengembangkan aspek fisik, meliputi; perkembangan 

otototot tubuh; ketahanan otototot dan organ tubuh, 
serta perbaikan sikap yang kurang baik.

b. Mengembangkan aspek intelektual, meliputi; kemampuan 
berkomunikasi, menghitung angka, sehingga dapat dika
ta kan menang atau kalah mengartikan aturan main, men
ceritakan apa yang didengar dan yang dilihat.

c. Mengembangkan emosi, meliputi; penerimaan atas pim
pinan orang lain, bagaimana ia memimpin, meng hi lang
kan sifat pemarah, dan agresif.
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d. Pengembangan sosialisasi meliputi: bagaimana bermain 
bersama, bermain yang sehat dalam kelompok,  meneri ma 
ketentuan permainan, menerima bila dipimpin orang lain, 
dan menggunakan sumber atau alatalat yang terdapat di 
lingkungan sekitar.

3.  Ruang Lingkup Terapi Bermain
a. Bermain yang berkaitan dengan latihan sensori motor.
b. Bermain secara simbolik dengan maksud untuk mengem

bangkan imajinasi, kreasi, ekspresi memupuk kekuatan 
otot, melatih memecahkan masalah, serta menimbulkan 
rasa percaya diri.

c. Permainan dengan peraturan meliputi macammacam 
kegiatan, menetapkan bahanbahan jalannya pertanding
an, membuat keputusan, meningkatkan keterampilan; 
dan mengadakan hubungan sosial.

d. Untuk memperoleh harga diri dan percaya diri diling
kungan.

I.   TERAPI MUSIK
Terapi musik dalam pendidikan luar biasa adalah sua

tu usaha mendidik melalui pelajaran musik, untuk me num
buhkan cipta, karsa, rasa, dan estetika anak didik dalam 
rangka memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan psi
ko motorik dan fisiomotorik secara optimal.

1.  Tujuan
a. Mengembangkan dan memperbaiki kemampuan fisik. 
b. Melatihan kemampuan persepsi.
c. Mengembangkan dan mengaktualisasikan potensinya. 
d. Mengembangkan kemampuan emosi
e. Mengembangkan kemampuan sosialisasi.
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2.  Ruang lingkup
a. Menggerakan tubuh sesuai musik. 
b. Mendengarkan bunyi musik.
c. Menggunakan alatalat musik.
d. Membunyikan alat musik secara bersama. 
e. Menyanyikan.
f. Bergerak atau bermain bersama sesuai dengan musik atau 

nyanyian.

J.  FISIOTERAPI

1.  Pengertian
Secara etimologi, fisioterapi berasal dari kata fisio dan 

therapy, yang berarti penyembuhan fisik, atau usaha pe
nyembuhan pada kelainan fungsi tubuh dengan mengguna
kan tenaga dan daya alam sebagai sarana utamanya. Da lam 
konteks pendidikan luar biasa, fisioterapi juga berarti sebagai 
upaya untuk meningkatkan/mengoptimalkan fungsi dari or
gan tubuh guna mendukung aktivitas belajarnya. Untuk itu 
dapat dinyatakan, bahwa fungsi fisioterapi antara lain; (1) 
un tuk mengurangi penderitaan anak akibat kelainannya, (2) 
meningkatkan/mengoptimalkan fungsi organ tubuh anak, (3) 
menyembuhkan kelainan anggota tubuh yang dideritanya, 
serta (4) untuk menjaga mencegah agar tidak mengalami ke
lainan atau penurunan dari fungsi organ tubuhnya.

Dalam sistem pengobatan modern kedudukan fisioterapi 
adalah sebagai pelengkap dalam usaha pengobatan tubuh 
untuk mencapai kesempurnaan, baik dalam bentuk maupun 
fungsinya. Pada saat ini, fungsi fisioterapi makin tampak je
las kegunaannya, terutama di rumah sakit dan pantipanti 
rehabilitasi.
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2.  Sarana-sarana
Dari saranasarana yang dipakai dalam fisioterapi, dapat 

dikelompokkan dalam sistem pengobatan sebagai berikut:
a. Sarana air disebut: Hydrotherapy 
b. Sarana sinar disebut:  Lightherapy 
c. Sarana listrik disebut: Thermotherapy
d. Sarana gerak disebut:  Mechanotherapy, Exercisetherapy, 

dan Massage.
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